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BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
NOMOR b\ TAHUN 2017 

TENT ANG 
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang 
Bangunan Gedung, perlu mengatur ketentuan yang lebih 
rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik 
Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan 
Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu 
diatur tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam 
Penyelenggaraan layanan Bangunan Gedung; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan 
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Tentang 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 



,---------- 
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Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di 
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4875); 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5243) 
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6018); 
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25 /PRT /M/2007 

Tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 

Gedung; 
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2007 

Tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat No. 05/PRT/M/2016 Tentang lzin Mendirikan 

Bangunan Gedung; 
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
TENTANG PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. 

BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur 
3. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB 

adalah perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP atau kecamatan 
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh PemerintahPusat 
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun barn, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai 
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 
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4. IMB berta.hap adalah IMB yang diberikan secara bertahap oleh 
DPMPfSP kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun 

bangunan gedung baru. 
5. IMB pondasi adalah bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh 

DPMPTSP kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun 

konstruksi pondasi bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan 

dokumen IMB. 
6. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik 

bangunan gedung kepada DPMPTSP atau kecamatan untuk 

mendapatkan IMB. 
7. Dokumen Rencana Teknis adalah gambar teknis bangunan gedung dan 

kelengk:apannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan 
rencana, dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana 
arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, rencana spesifikasi 
teknis, dan rencana anggaran biaya, serta perhitungan teknis 
pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku. 

8. Desain prototipe adalah model gambar teknis bangunan gedung 
sederhana yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang 
disediakan oleh Dinas PUPR untuk pemohon IMB. 

9. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan 
karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi 

sederhana. 
10. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan 

karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/ atau 

teknologi tidak sederhana. 
11. Bangunan gedung khusus ad.al.ah bangunan gedung yang memiliki 

penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan 
pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus. 

12. Bangunan gedung untuk kepentingan urn.um adalah bangunan gedung 
yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi 
keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya. 
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13. Bangunan gedung eksisting adalah bangunan gedung yang telah 

dibangun dan/ atau dimanfaatkan. 
14. Bangunan gedung kolektif adalah bangunan gedung yang dibangun 

secara kolektif/massal oleh pelaku pembangunan, baik berupa 
bangunan tunggal maupun bangunan deret, untuk fungsi antara lain 
rum.ah tinggal, perdagangan (toko /ruko), perkantoran (kantor / rukan). 
Pelaku pembangunan dapat mengajukan permohonan IMB untuk 
seluruh atau sebagian kaveling secara kolektif. 

15. Bangunan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan 
seperti konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman, konstruksi penanda 
masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, 
konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, 
konstruksi monument, konstruksi instalasi/ gardu, dan konstruksi 

reklame/papan nama. 
16. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah 

tim yang tercliri dari para ah1i yang terkait dengan penyelenggaraan 
bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam 
proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan 
terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian 
masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan 
anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan 
kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 

17. Pemeliharaaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung 
beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu 1aik 
fungsi. 

18. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana 
dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi. 

19. Keterangan Rencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat KRK 
adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan 
yang diberlakukan oleh Pemerintah KabupatenBolaang Mongondow 

Timur pada lokasi tertentu. 
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20. Rekomendasi adalah pertimbangan dari TABG / instansi teknis/ instansi 
terkait yang disusun secara tertulis terkait dengan pemenuhan 
persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, 
pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung. 

21. Penilaian Dokumen Rencana Teknis adalah evaluasi terhadap 
pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek 
lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung. 

22. Persetujuan Dokumen Rencana Teknis adalah pemyataan tertulis 
tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis 
bangunan gedung yang telah dinilai. 

23. Pengesahan Dokumen Rencana Teknis adalah pemyataan hukum 
dalam. bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang 
serta stempel atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen 
yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh 
persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin 

mendirikan bangunan gedung. 
24. Pemohon adalah orang, badan huk:um, kelompok orang, atau 

perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB atau SLF kepada 
DPMPTSP atau kecamatan. 

25. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok 
orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik 

bangunan gedung. 
26. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau 

badan usaha yang dinyatakan ahli atau professional dibidang 
perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan 
dalam bentuk dokumen perencanaan banguan fisik lain. 

27. Pengkajian teknis adalah pemeriksaan objektif kondisi bangunan 
gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian 
keandalan bangunan gedung. 

28. Testing and Comissioning adalah proses pemeriksaan dan pengujian 
terhadap seluruh sistem dan komponen dari bangunan gedung yang 

telah terbangun. 
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29. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF 
adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Ka bu paten .... 
kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk 
menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung atau bangunan 
prasarana baik secara administratif maupun teknis, sebelum 

pemanfaatannya. 
30. Gambar terbangun {as built drawings) adalah gambar hasil 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan/ atau 
bangunan prasarana yang telah dilakukan, tergambar dalam lembar 
standar dan skala sesuai ketentuan. 

31. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh 
atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, 

dan/ atau prasarana dan sarananya. 
32. Rencana teknis pembongkaran yang selanjutnya disingkat RTB adalah 

dokumen rencana teknis yang tercliri atas konsep dan gambar rencana 
pembongkaran, gambar detail pelaksanaan pembongkaran, rencana 
kerja dan syarat-syarat {RKS) pembongkaran, jadwal, metode, dan 
tahapan pembongkaran, rencana pengamanan lingkungan, serta 
rencana lokasi tempat pembuangan limbah pembongkaran yang 
diajukan oleh pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung kepada 
Dinas PUPR sebelum dilakukan pembongkaran. 

33. Pendataan bangunan gedung adalah kegiatan pengumpulan data 
bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara 
bersamaan dengan proses ijin menclirikan bangunan gedung, proses 
sertifikat laik fungsi bangunan gedung, dan pembongkaran bangunan 
gedung, serta pendataan dan pendaftaran bangunan gedung yang telah 
ada. 

34. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung adalah sistem 
manajemen terkomputerisasi yang dibangun untuk pendataan 
bangunan gedung. 
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35. Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk menjaga 
kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen rencana teknis 
yang telah disahkan di dalam IMB. 

36. Penertiban adalah suatu usaha untuk mengambil tindakan terhadap 
penyelenggaraan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan cara 

penyegelan dan/ atau pembongkaran. 
37. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur yang membidangi urusan penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 
38. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya 

disingkat Dinas PUPR adalah perangkat daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur yang membidangi urusan pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat. 
39. Insta.nsi teknis terkait adalah instansi yang secara teknis mempunyai 

kewenangan dan ta.nggung jawab dalam memberikan rekomendasi 
terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung. 

40. Kecamatan adalah bagian wilayah dari KabupatenBolaang Mongondow 
Timur yang dipimpin oleh cam.at. 

41. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 
tugas dalam suatu jabata.n pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

42. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang 
meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan pelaksanaan 
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan 
dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar 
bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian 
bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang 
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meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan 

bagi yang menempati bangunan tersebut. 
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 
44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Bupati. 
45. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR 

adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga 
perlu mendapat dukungan pemerintah daerah untuk memperoleh 

rumah. 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung; 

b. ketentuan penyelenggaraan !MB; 
c. ketentuan penyelenggaraan TABG; 
d. ketentuan penyelenggaraan SLF; 
e. pengkaji teknis; 
f. pembongkaran bangunan gedung; 
g. ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung; dan 

h. pengawasan dan penertiban. 
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BAB II 
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 3 
Perangkat .daerah penyelenggara layanan urusan bangunan gedung 

meliputi: 
a. DPMPTSP; 

b. Dinas PUPR; 

c. instansi teknis terkait; dan 
d. kecamatan. 

Pasal 4 

Penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung sebagaim.ana dimaksud 

dalam Pasal 3 antara lain: 
a. penerbitan IMB; 
b. penerbitan dan perpanjangan SLF; 

c. pengkajian teknis bangunan rum.ah tinggal tunggal dan rumah tinggal 

deret; dan 
d. pengesahan RTB. 

Pasal 5 

Penyelenggaraan layanan urusan bangunan gedung dilakukan melalui 
koordinasi antar perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
sesuai tugas dan kewenangannya serta mengikuti persyaratan, 
penggolongan, dan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 
(1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan permohonan IMB 

kepada kecamatan melalui keputusan Bupati. 
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(2) Pendelegasian kewenangan permohonan IMB dari Bupati kepada 
kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 
bangunan gedung dengan kriteria: 
a. bangunan gedung fungsi hunian; 
b. memiliki kompleksitas sederhana; 
c. maksimum ketinggian bangunan 2 (dua) lantai; dan 
d. luas lantai bangunan sampai dengan 90 m2• 

(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
atas rekomendasi kemampuan secara umum dan teknis kecamatan 
dalam penyelenggaraan bangunan gedung oleh DPMPTSP dan Dinas 

PUPR. 
(4) Bupati dalam mendelegasikan kewenangan permohonan IMB kepada 

kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta rekomendasi 

dari DPMPTSP dan Dinas PUPR. 
(5) Rekomendasi dari DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diberikan atas penilaian secara um.um antara lain: 
a. jumlah personil kecamatan; 
b. jumlah permohonan IMB; 
c. efisiensi pelayanan IMB; dan/ atau 
d. keterjangkauan pelayanan IMB. 

(6) Rekomendasi dari Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diberikan atas penilaian kompetensi teknis personil kecamatan. 

Bagian Kedua 
DPMPTSP 

Paragraf 1 

Tugas dan Kewenangan 

Pasal 7 

DPMPTSP sebagaimana dimaksud da]amPasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai 

tugas: 
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a. memberikan pelayanan penerbitan IMB; 
b. memberikan pelayanan penerbitan SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) 

lantai; 
c. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka pendelegasian 

kewenangan penerbitan IMB kepada kecamatan; dan 
d. melaksanakan pengawasan umum terhadap pelayanan penerbitan IMB 

oleh kecamatan. 

Pasal 8 
DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf a mempunyai 

kewenangan: 
a. menerbitkan, membekukan, atau mencabut IMB; 
b. menerbitkan, membekukan, atau mencabut SLF untuk rumah tinggal 1 

(satu) lantai; 
c. merekomendasikan atau tidak merekomendasikan pendelegasian 

kewenangan penerbitan IMB kepada kecamatan; dan 
d. merekomendasikan perubahan pendelegasian kewenangan penerbitan 

!MB kepada Bupati. 

Pasal 9 
( 1) Dalam hal pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7huruf a dan huruf b, DPMPTSP membentuk: 

a. unit layanan; dan 
b. Tim Teknis DPMPTSP. 

(2) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa: 

a. loket layanan; dan 
b. layanan online. 
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Paragraf 2 
Loket Layanan 

Pasal 10 
( 1) Loket layanan sebagaimana climaksud dalam Pasal 9ayat (2) huruf a 

clibentuk untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 
(2) Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana climaksud pada 

ayat (1) meliputi: 
a. penerim.aan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan 

IMB; 
b. pemrosesan dokumen perm.ohonan IMB; 
c. penerim.aan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan 

SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai; dan 
d. pemrosesan dokumen permohonan SLF untuk rumah tinggal 1 

(satu) lantai. 
(3) Penerim.aan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB 

dan dokumen permohonan SLF sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan jam kerja yang 

berlaku. 
(4) Pemrosesan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan 

SLF sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d 
dilaksanakan sesuai tata cara penerbitan IMB dan SLF yang diatur 

dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 11 
(1) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

permohonan IMB atau SLF dinyatakan tidak lengkap, petugas loket 
layanan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk 

dilengkapi dan/ atau cliperbaiki. 
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(2) Dalam hal persyaratan ad.ministratif dan persyaratan teknis 
permohonan IMB atau SLF dinyatakan lengkap, petugas loket layanan 

berkewajiban: 
a. memberikan tanda terima atas permohonan penerbitan 

IMBataupenerbitan SLF; 
b. mencatat dan memasukandata proses perm.ohonan ke dalam 

sistem informasi penyelenggaraan bangunan gedung; 
c. membuat berita acara harian penerimaan permohonan layanan; 
d. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan penerbitan IMB 

atau penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal lOayat 

(4); 

e. menerima dan memverifikasi bukti pembayaran retribusi IMB; dan 
f. menyampaikan dokumen IMB atau dokumen SLF kepada 

pemohon. 

Paragraf3 
Layanan Online 

Pasal 12 
(1) Layananonline sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat (2) huruf 

bdisediakan untuk memberikan pelayanan berbasis internet kepada 

masyarakat. 
(2) Pelayanan berbasis internet sebagaimana dimaksud pada ayat {1) 

meliputi: 
a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan 

IMB; 
b. pemrosesan dokumen perm.ohonan IMB; 
c. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan 

SLF untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai; dan 
d. pemrosesan dokumen permohonan SLF untuk rumah tinggal 1 

(satu) lantai. 
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(3) Kelengkapan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan 
SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c 
diunggah oleh pemohon dalam. format yang diatur oleh Kepala 

DPMPrSP. 
{4-)- Dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan SLF 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diunduh dan diperik:sa 
kelengkapannya oleh petugas layanan online sesuai dengan jam kerja 

yang berlaku. 
(5} Pemrosesan dokumen permohonan IMB dan dokumen permohonan 

SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d 
dilaksanakan sesuai tata cara penerbitan IMB dan SLF yang diatur 

dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 
(1) Dalam. hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

permohonan IMB atau SLF dinyatakan tidak lengkap, petugas layanan 
onlinemenginformasikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan/ atau 
diperbaiki melalui surat elektronik. 

(2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
permohonan IMB atau SLF dinyatakan lengkap, petu.gas loket layanan 

berkewajiban: 
a. memberik:an tanda terima atas permohonan penerbitan IMB atau 

penerbitan SLF melalui surat elektronik; 
b. membuat berita acara harian penerimaan permohonan layanan; 
c. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan penerbitan IMB 

atau penerbitan SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat 

(5); 

d. menginformasikan kepada pemohon melalui surat elektronik 
waktu. dan loket penyerahan bukti pembayaran retribusi IMB serta 
pengambilan dokumen IMB atau SLF; 

e. menerima dan memverifikasi bukti pembayaran retribusi IMB; dan 
f. menyampaikan IMB atau SLF kepada pemohon. 



-16- 

Paragraf 4 
Tim Teknis DPMPTSP 

Pasal 14 
(1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9ayat 1 

huruf b dibentuk secara adhoc oleh Kepala DPMPTSP untuk setiap 

permohonan penerbitan IMB atau SLF. 
(2) Anggota Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih oleh Dinas PUPR berdasarkan permohonan DPMPTSP dengan 
mempertimbangkan kemampuan serta keahlian spesifik setiap 

personil. 
(3) Kemampuan serta keahlian spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) antara lain: 
a. keahlian arsitektur; 

b. keahlian struktur; 
c. keahlian mekanikal dan elektrikal; dan 

d. keahlian geoteknik. 
(4) Unsur anggota Tim Teknis DPMPTSP meliputi: 

a. unsur pegawai ASN untuk bangunan gedung bukan untuk 
kepentingan umum; dan 

b. unsur TABG untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum. 

Pasal 15 
Tugas Tim Teknis DPMPTSPmeliputi: 
a. melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis untuk 

dokumen rencana teknis yang dimohonkan IMB-nya; 
b. memberikan masukan untuk perbaikan dokumen rencana telmis; 
c. memberikan persetujuan tertulis atas dokumen rencana teknis yang 

telah memenuhi persyaratan telmis bangunan gedung; dan 
d. melakukan pengkajian teknis untuk rumah tinggall (satu) lantai daJam 

rangka penerbitan SLF. 

. ·---------------------~----'---- 
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Bagian Ketiga 

Dinas PUPR 

Pasal 16 
(1) Dinas PUPRsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf b mempunyai 

tu gas: 
a. memberikan penilaian dokumen rencana teknis pada proses 

permohonan IMBsebagai anggota tim teknis yang ditetapkan oleh 

DPMPTSP; 
b. menyelenggarakan layanan penerbitan dan perpanjangan SLF 

selain untuk rumah tinggall (satu) lantai; 
c. melaksanakan pengkajian teknis dalam rangka penerbitan SLF 

selain untuk rumah tinggall (satu) lantai; 
d. menyelenggarakan layanan pengesahan RTB; 
e. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka 

pendelegasian kewenangan penerbitan IMB kepada kecamatan; 

dan 
f. melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelayanan penerbitan 

IMB oleh kecamatan. 
(2) Dinas PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a mempunyai tugas meliputi: 
a. menyampaikan anggota tim teknis dari unsur Pejabat Fungsional 

Tata Bangunan dan Perumahan kepada DPMPTSP sebagai 
pemeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung bukan 

untuk kepentingan umum dalam rangka penerbitan IMB; 
b. menyampaikan anggota tim teknis dari unsur TABG kepada 

DPMPTSP sebagai pemeriksa dokumen rencana teknis bangunan 
gedung untuk kepentingan umum dalarn rangka penerbitan IMB; 

dan 
c. menyampaikan anggota ti.m teknis dari unsur Pejabat Fungsional 

Tata Bangunan dan Perumahan kepada DPMPTSP sebagai 
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pengkaji teknis bangunan gedung rumah tinggal 1 (satu) lantai 

dalam rangka penerbitan SLF. 

Pasal 17 
(1) Dinas PUPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3huruf b mempunyai 

kewenangan: 
a. menentukan personil untuk anggota Tim Teknis DPMPTSP; 
b. menerbitkan, membekukan, mencabut atau memperpanjang SLF; 

dan 
c. mengesahkan atau tidak mengesahkan RTB. 

(2) Dinas PUPR dalam menjalankan kewenangan menentukanpersonil 
untuk anggota Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dapat: 
a. memilih personilPejabat Fungsional Tata Bangunan dan 

Perumahan berdasarkan penilaian keahlian dan kompetensi 
masing-masing personil; dan 

b. memilih personil TABG berdasarkan penilaian keahlian dan 
kompetensi ~asing-masing personil. 

(3) Dalam hal belum terdapat Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan 
Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Dinas PUPR 
dapat menyampaikan anggota tim teknis dari unsur pegawai ASN yang 
memiliki kompetensi dibidang bangunan gedung. 

(4) Dalam hal personil pegawai ASN dipandang secara kuantitas dan 
kualitas belum memadai, Dinas PUPR dapat melakukan pengadaan 

tenaga penunjang. 

Pasal 18 
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 16Pasal 17 dan Pasal 17, Dinas PUPR melakukan: 

a. penyelenggaraan TABG; 
b. pembinaan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan;dan 
c. pembinaan ASN yang membidangi bangunan gedung. 



Bagian Keempat 

Instansi Teknis Terkait 

Pasal 19 

(1) Instansi teknis terkait merupakan perangkat daerah yang bertugas 

mendukung ,proses penyelenggaraan bangunan gedung,antara lain: 

a. bidang penataan ruang; 

b. bidang lingkungan hidup; 

c. bidang perhubungan; 

d. bidang kebakaran; 

e. bidang ketenagakerjaan; 

f. bidang energi dan sumber daya mineral; 

g. bidang komunikasi dan informatika; 

h. bidang kesehatan; dan 

i. satuan polisi pamong praja. 
(2) Bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

memiliki tugas pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 
(3) Bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

memiliki tugas dan fungsi pengendalian dampak lingkungan. 
(4) Bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

memiliki tugas dan fungsi pengaturan dan pengendalian terhadap 

dampak lalu lintas. 
(5) Bidang kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan proteksi kebakaran pada 

bangunan gedung dan lingkungan. 
(6) Bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan 

kerja. 
(7) Bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan instalasi 
dan jaringan kelistrikan, serta sumber energi. 
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(8) Bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1} huruf f memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan instalasi clan 

jaringan komunikasi dan informatika. 
(9) Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf f 

memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraanbangunan gedung 

fasilitaskesehatan. 
(10) Satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf 

g memiliki tugas dan fungsi penertiban pelanggaran bangunan gedung 

terhadap ketentuan peraturan daerah. 

Bagian Kelima 

Kecamatan 

Paragraf 1 
Tugas dan Kewenangan 

. Pasal 20 

(1} Kecamatan yang mendapatkan pendelegasian tugas penerbitan IMB 
bangunan gedung dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6ayat (2), harus membentuk: 
a. unit layanan kecamatan; dan 
b. tim teknis kecamatan. 

(2) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa loket 

layanan. 

Pasal 21 
Kecamatan yang mendapatkan pendelegasian tugas penerbitan 
IMB,mempunyaikewenangan untuk menerbitkan, membekukan, atau 
mencabut IMB bangunan gedung dengan kriteria sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6ayat (2). 
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Paragraf 2 
Unit Layanan Kecamatan 

Pasal 22 
(1) Loket layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (2) clibentuk 

untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. 
(2) Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 
a. penerimaan dan pemerik:saan kelengkapan dokumen permohonan 

IMB; dan 
b. pemrosesan dokumen permohonan IMB. 

(3) Penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan IMB 
sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dari pukul 
08.00 sampai dengan pukul 12.00. 

(4) Pemrosesan dokumen permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai tata cara penerbitan IMB yang 
diatur dalam Peraturan Bupati ini. 

Pasal 23 
(1) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

permohonan IMB dinyatakan tidak lengkap, petugas loket layanan 
mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi 
dan/ atau diperbaiki. 

(2) Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
permohonan IMB dinyatakan lengkap, petugas loket layanan 
berkewajiban: 
a. memberikan tanda terima atas permohonan penerbitan IMB; 
b. mencatat dan memasukan data proses permohonan ke dalam 

sistem informasi penyelenggaraan bangunan gedung; 
c. membuat berita acara harian penerimaan permohonan layanan; 
d. melaksanakan pemrosesan dokumen permohonan penerbitan IMB 

sebagaimana climaksud dalam Pasal 22ayat (4); 
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e. menerima dan memverifika.si bukti pemba.yaran retribusi IMB; dan 
f. menya.mpaika.n IMB kepada pemohon. 

Paragraf 3 

Tim Teknis Kecamatan 

Pasal 24 
(1) Tim teknis kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20ayat (1) 

huruf b bertugas melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan 
teknis permohonan IMB. 

(2) Tim telmis kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

beranggotakan pegawai ASN dengan kompetensi teknis. 
(3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Dinas PUPR. 
(4) Dalam hal jumlah maupun kompetensi anggota tim teknis 

sebagaimana dimaksud pada. ayat (2) tidak memadai, Ca.mat 
berkewajiban mena.mbah personil anggota dengan kontrak kerja. 

BAB III 
KETENTUANPENYELENGGARAANIMB 

Bagian Kesa.tu 
Umum 

Pasal 25 
(1) Setiap orang a.tau badan hukum yang akan membangun baru, 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan 

gedung harus memi1iki IMB. 
(2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan 

mengajukan permohonan IMB kepada DPMPI'SP. 
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(3) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh 
pemohon yang merupakan pemilik bangunan gedung atau orang yang 
diberi kuasa oleh pemilik bangunan gedung. 

(4) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. 

(5) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menggunakan 
perencana konstruksi. 

(6) Dalam hal pemohon adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 
sehingga tidak mampu menggunakan perencana konstruksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas PUPRharus memberikan 
bantuan teknis berupa desain prototipe bangunan · gedung dan 
petunjuk bangunan gedung yang sesuai dengan persyaratan pokok 

tahan gempa. 

Pasal 26 
(1) Mengubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (1) meliputi: 

a. mengubah fungsi ruang pada lantai bangunan gedung; 
b. mengubah fungsi keseluruhan bangunan gedung; dan 
c. mengubah struktur bangunan gedung. 

(2) Memperluassebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (1) adalah 
kegiatan penambahan luas bangunan gedung yang berdampak pada 
penambahan total luas bangunan gedung. 

(3) Mengurangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (1) adalah 
kegiatan pengurangan luas bangunan gedung yang berdampak pada 
pengurangan total luas bangunan gedung. 

(4) Merawat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25ayat (1) adalah 
kegiatan perawatan bangunan gedung yang dapat berdam.pak pada 
pembebanan struktur bangunan gedung. 

Pasal 27 
Dalam hal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (1) termasuk bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan 
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dan/ atau terletak di dalam kawasan cagar budaya, penyelenggaraan IMB 
nya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Pasal 28 
Ketentuan penyelenggaraan !MB meliputi: 
a. penggolongan objek !MB; 
b. persyaratan administratif permohonan IMB; 
c. persyaratan teknis permohonan IMB; 

d. masa berlaku IMB;6 99 
e. tata cara penyelenggaraan IMB; 
f. tata cara penghitungan retribusi IMB; 
g. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB; dan 
h. perubahan rencana teknis paska penerbitan !MB. 

Bagi.an Kedua 
Penggolongan Objek IMB 

Pasal 29 
(1) Penggolongan objek IMB meliputi: 

a. bangunan gedung barn; 
b. bangunan gedung eksisting; 
c. bangunan gedung kolektif; dan 
d. bangunan prasarana. 

(2) Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
asampai dengan huruf c berdasarkan pemanfaatannya meliputi: 
a. bangunan gedung untuk kepentingan um.um; dan 
b. bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum. 

(3) Penggolongan objek IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
sampai dengan huruf c berdasarkan kompleksitasnya meliputi: 
a. bangunan gedung sederhana; 
b. bangunan gedung tidak sederhana; dan 
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c. bangunan gedung khusus. 
(4) Penggolongan objek IMB sebagaimana climaksud pada ayat (3) huruf 

aberdasarkan penyediaan dokumen rencana teknisnya meliputi.: 
a. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya 

disediakan oleh perencana konstruksi; 
b. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya 

menggunakan desain prototipe; dan 
c. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya 

disediakan sendiri oleh pemohon dengan berpedoman pada 
persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 
(satu) lantai. 

Pasal 30 
(1) Bangunan gedung termasuk dalam penggolongan bangunan gedung 

sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a 
apabila memenuhi kriteria-: 
a. jarak antar kolom maksimal 3 (ti.ga) meter; 
b. tinggi kolom di setiap lantai maksimal 3 (ti.ga) meter; 
c. jumlah lantai bangunan maksimal 2 (dua) lantai; 
d. luas bidang dinding maksimal 9 (sembilan) meter persegi; dan 
e. luas total lantai bangunan maksimal 500 (lima ratus) meter 

persegi. 
(2) Dalam hal bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana 

teknisnya menggunakan desain prototi.pe sebagaimana dimaksud 
dalamPasal 29 ayat (4) huruf c dan bangunan gedung sederhana yang 
dokumen rencana teknisnya disediakan sendiri oleh pemohon 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29ayat (4) huruf d, luas total 
lantai bangunan maksimal 100 (seratus) meter persegi. 

t Bangunan gedung termasuk dalam penggolongan bangunan gedung tidak sederhana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b apabila memenuhi kriteria diluar 
ketentuari. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).Bangunan gedung tennasuk 
da1am penggolongan bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (3) huruf c apabila dalam perencanaan dan pelaksanaan konstruksinya memerlukan 
penyelesaian atau teknologi khusus. 
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(3) Dalam hal kriteria pada ayat (1) tidak terpenuhi, bangunan gedung 
tennasuk dalam penggolongan bukan bangunan gedung sederhana. 

Bagi.an Ketiga 
Persyaratan Administratif Pennohonan IMB 

Pasal 31 
(1) Persyaratan administratif pennohonan IMBmeliputi: 

a. fonnulir permohonan IMB yang ditandatangani oleh pemohon; 
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau identitas 

lainnya yang masih berlaku; 
c. fotokopi dokumen legalitas badan hukum? dalam hal permohonan 

!MB dilakukan oleh badan hukum. 
d. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung dalam hal pemohon 

bukan pemilik bangunan gedung; 
e. fotokopi surat bukti status hak atas tanah; 
f. fotokopi tanda bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) tahun 

berjalan; 
g. surat pernyataan bahwa tanahtidak dalam status sengketa; 
h. data kondisi atau situasi tanah; 
i. fotokopi Keterangan Rencana Kabupaten (KRK); 
J. surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam KRK; dan 
k. dokumen dan surat terkait. 

(2) data kondisi atau situasi tanahsebagaimana climaksud pada ayat (1) 
huruf i paling sedikit meliputi: 
a. gambar peta lokasi lengkap dengan kontur tanah; 
b. batas-batas tanahyang dikuasai; 
c. luas tanah; dan 
d. data bangunan gedung eksisting dalam hal terdapat bangunan 

gedung pada area/ persil. 

2Lcgalitas badan hukum antara lain berupa: Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan, SIUP/IU, 
TDP, NPWP dan Surat Keterangan Domisili. 



dimohonkan IMB beserta SLF nya, dokumen dan surat terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl paling sedikit berupa dat.a 

pengkaji teknis. 
(6) Dalam hal bangunan gedung eksistingyang dimohonkan IMB untuk 

mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ at.au merawat bangunan 
gedung, dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf 1 meliputi: 
a. data perencana konstruksi bersertifikat; 
b. surat pemyat.aan menggunakan pelaksana konstruksi 
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(3) Dalam hal bangunan gedung baru dengan kompleksit.as sederhana, 
dokumen dan surat terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
1 meliputi: 
a. dat.a perencana konstruksi, surat pemyat.aan menggunakan 

pelaksana konstruksi bersertifikat, dan surat pemyat.aan 
menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat jika 
dokumen rencana teknis dibuat oleh perencana konstruksi; 

b. surat pemyat.aan menggunakan desain prototipe; atau 
c. surat pemyataan menggunakan persyaratan pokok tahan gempa. 

(4) Dalam hal bangunan gedungbaru dengan kompleksitas ti.dak 
sederhana dan kompleksitas khusus, bangunan gedung kolektif, dan 
bangunan prasarana, dokumen dan surat terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 meliputi: 
a. data perencana konstruksi bersertifikat; 
b. surat pemyat.aan menggunakan 

bersertifikat; dan 
c. surat pemyat.aan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi 

bersertifikat. 
(5} Dalam hal bangunan gedung eksisting belum memiliki IMB, dan 

pelaksana konstruksi 

bersertifikat; dan 
c. surat pemyat.aan menggunakan pengawas/manajemen konstruksi 

bersertifi.kat. 
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Pasal 32 
Ketentuan mengenai format persyaratan administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran I huruf A yang 
merupakan bagian ti.dak terpisahkan dari Peraturan Bupati. ini. 

Bagian Keempat 
Persyaratan Teknis Permohonan !MB 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 33 
( 1) Persyaratan teknis permohonan !MB untuk bangunan gedung baru dan 

bangunan gedung kolekti.fmeliputi: 
a. formulir data umum bangunan gedung; dan 
b. dokumen rencana teknis. 

(2) Persyaratan teknis permohonan !MB untuk bangunan gedung eksisti.ng 
meliputi: 
a. formulir data umum bangunan gedung; 
b. gambar terbangun (as built drawings) dalam hal bangunan gedung 

tidak sederhana dan bangunan gedung khusus; dan 
c. dokumen rencana teknis dalam hal pemohonakan mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung. 
(3) Persyaratan teknis permohonan IMB untuk bangunan prasarana 

meliputi: 
a. formulir data umum bangunan prasarana; dan 
b. dokumen rencana teknis. 

(4) Format formulir data umum bangunan gedung sebagaimana dimak:sud 
pada ayat ( 1) huruf a dan ayat (2) huruf adan formatformulir data 
umum bangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf b dibuat oleh perencana konstrnksi 
dengan mengacu pada persyaratan teknis bangunan gedung sesuai 
ketentuan peraturan pernndang-undangan. 

(6) Dalam hal pemohon IMB adalah masyarakat berpenghasilan rendah 
(MBR) sehingga tidak mampu menggunakan jasa perencana 
konstrnksi, dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1} huruf bdan ayat (2) huruf c dapat: 
a. menggunakan desain prototipe bangunan gedung yang disediakan 

oleh DPMPTSP dan/ atau Dinas PUPR; atau 
b. dibuat sendiri oleh pemohon dengan berpedoman pada 

persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 
(satu) lantai. 

(7) Dokumen rencana teknis yang dibuat sendiri oleh pemohon 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6} huruf bhanya diperkenankan 
untuk permohonan IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai.P 

Paragraf 2 
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Sederhana yang 

Dokumen Rencana Teknisnya Dibuat oleh Perencana Konstruksi 

Pasal 34 
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan 

menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana 

konstrnksi. 
(2} Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 
a. rencana arsitektur; 
b. rencana strnktur; dan 
c. rencana utilitas. 

3Ayat ini untuk mempertegas bahwa hanya BG Sederhana 1 lantai saja yang dokumen 
rencana teknisnya dapat disediakan sendiri oleh pemohon 



-30- 

(3) Rencana arsitektur sebagaimana climaksud pada ayat (2) huruf a 

antara lainmemuat: 
a. gambar situasi atau rencana tapak; 

b. gambar denah; 
c. gambar tampak; clan 
d. gambar potongan. 

(4) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara 

lain memuat: 
a. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; dan 
b. gambar rencana kolom, balok, plat clan detailnya. 

(5) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara 

lain memuat: 
a. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air 

kotor, limbah cair, dan limbah padat; 
b. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber 

listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, sakelar, dan 
stop kontak; dan 

c. gambar pengelolaan air hujan dan sistem drainase dalam tapak. 

Paragraf3 
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Sederhana yang 

Menggunakan Desain Prototipe 

Pasal 35 
(1) Pemohon harus mengisi fonnulir data umum bangunan gedung clan 

memilih desain prototipe yang akan digunakan sebagai dokumen 

rencana teknis. 
(2) Desain prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. desain prototipe bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; dan 
b. desain prototipe bangunan gedung sederhana 2 (dua) lantai. 
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(3) Desain prototipe sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) huruf a dan 
huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupak:an bagiantidak: 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4 

Pasal 36 

(1) Dinas PUPR agar menyediak:an desain prototipe sebagai pengayaan 
alternatif bagi masyarak:at. 

(2) Penyediaan desain alternatif sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) 

disahkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas PUPR. 

Paragraf 4 

Persyaratan Teknis Permohonan !MB Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) 
Lantai yang Dokumen Rencana Teknisnya Dibuat Sendiri oleh Pemohon 

Pasal 37 
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan 

membuat dokumen rencana teknis. 
(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) antara 

lain memuat: 
a. gambar denah yang dilengkapi dengan rencana perletak:an tanki 

septik; 
b. gambar tampak:; 
c. gambar potongan; dan 
d. persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 

1 (satu) lantai. 
(3) Gambar denah, gambar tampak:, dan gambar potongan sebagaimana 

dimak:sud pada ayat (2) dapat digambar secara sederhana dengan 
informasi yang lengkap dengan skala paling kecil 1:100 di atas kertas 
berukuran paling kecil A3. 

+Dalam model Perbup/Perwal ini tersedia desain prototipe BG Sederhana 1 (satu) Lantai. 
Untuk bangunan gedung 2 (dua) lantai dapat disiapkan selanjutnya oleh Dinas PUPR. 
Desain prototipe dapat diperbanyak dan dikembangkan oleh pemda bekerjasama dengan 
asosiasi profesi, perguruan tinggi, pengembang, dan pelaku pembangunan lainnya. 
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(4) Persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) 
lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 5 
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana 

dan Bangunan Gedung Khusus 

Pasal 38 
(1) Pemohon hams mengisi formulir data umum bangunan gedung dan 

menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana 

konstruksi. 
(2) Dalam hal bangunan gedungdipersyaratkan untuk mendapatkan 

perizinan dan/ atau rekomendasi teknis lain dari instansi benvenang 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon hams 
memenuhi dan melampirkan dokumennya sebagai kelengkapan 

permohonan IMB. 
(3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 
a. rencana arsitektur; 
b. rencana struktur; dan 

c. rencana utilitas. 
(4) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a 

antara lain memuat: 
a. gambar situasi atau rencana tapak; 

b. gambar denah; 
c. gambar tampak; 
d. gambar potongan; 
e. gambar detail arsitektur; dan 
f. spesifikasi umum dan khusus arsitektur. 
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(5) Rencana struktur sebagaimana climaksud pada ayat (3) huruf b antara 

lain memuat: 
a. perhitungan struktur; 
b. basil penyelidikan tanah; 
c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; 
d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya; 
e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya;dan 
f. spesifikasi umum dan khusus struktur. 

(6) Dalam hal bangunan gedung memiliki basement, rencana struktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus disertai dengan 
gambar rencana basement termasuk detailnya. 

(7) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara 
lain memuat: 
a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air 

bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah 

cair dan padat, beban kelola air hujan; 
b. perhitungan tingkat kebisingan dan/ atau getaran; 
c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem arr bersih, air 

kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan; 
d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak; 
e. gambar jaringan listrik yang paling sedikit menunjukkan sumber 

listrik, panel listrik, instalasi/ jaringan, titik lampu, sakelar, dan 
stop kontak; 

f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan 
tingkat risiko kebakaran; 

g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan; 
h. gambar sistem transportasi vertikal dan/ atau horizontal; 
1. gambar sistem komunikasi internal dan ekstemal; 
j, gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan 
k. spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung. 
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(8) Perizinan dan/ a tau rekomendasi teknis lain dari instansi 
berwenangsebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: 
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 

b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UKL-UPL); 

c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); 
d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPr); dan/ atau 
e. rekomendasi peil banjir. 

Paragraf6 
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Sederhana 

Eksisting 

Pasal 39 
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan 

menyampaikan gambar terbangun (as built drawings) bangunan gedung 

eksisting. 
(2) Garn.bar terbangun (as built drawings) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) p~g sedikit memuat: 
a. gambar arsitektur; 

b. gambar struktur; dan 
c. gambar utilitas. 

(3) Garn.bar arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara 
lain memuat: 
a. gambar situasi atau rencana tapak; 
b. gambar denah; 
c. gambar tampak; dan 
d. gambar potongan, 

(4) Gambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling 
kurang memuat spesifikasi umum struktur. 

(5) Garn.bar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara 

lain memuat: 
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a. gambar terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air 
bersih, air kotor, dan tangki septik; 

b. gambar terbangun sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam 
tapak; dan 

c. gambar terbangunsistem instalasi listrik yang paling sedikit 
menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik 
lampu, sakelar, dan stop kontak. 

Paragraf7 
Persyaratan Teknis Permohonan !MB Bangunan Gedung Tidak Sederhana 

dan Khusus Eksisting 

Pasal 40 
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan 

menyampaikan gambar terbangun (as built drawings) bangunan 
gedung eksisting. 

(2) Garn.bar terbangun (as built drawings) sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) paling seclikit memuat: 
a. gambar arsitektur; 
b. gambar struktur; dan 
c. gambar utilitas. 

(3) Gambar arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara 
lain memuat: 
a. gambar situasi atau rencana tapak; 
b. gambar denah; 
c. gambar tampak; 
d. gambar potongan; 
e. gambar detail arsitektur; dan 
f. spesifikasi umum dan khususarsitektur. 

(4) Gambar struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara 
lain memuat: 
a. gambar terbangun pondasi termasuk detailnya; 
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b. gambar terbangun kolom, balok, plat dan detailnya; 

c. gambar terbangun rangka atap, penutup, dan detailnya; 
d. spesifikasi umum struktur; dan 
e. spesi:fikasi khusus. 

(5) Gambar utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara 
lain memuat: 
a. gambar terbangun sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air 

bersih, air kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan; 
b. gambar terbangun sistem pengelolaan air hujan dan drainase 

dalam tapak; 
c. gambar terbangunsistem instalasi listrik yang paling sedikit 

menunjukkan sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik 
lampu, sakelar, dan stop kontak 

d. gambar terbangun sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan 
dengan tingkat risiko kebakaran; 

e. gambar terbangun sistem penghawaan/ventilasi alami dan 
buatan; 

f. gambar terbangun sistem transportasi vertikal dan/ atau 
horizontal; 

g. gambar terbangun sistem komunikasi internal dan eksternal; 
h. gambar terbangun sistem penangkal/ proteksi petir; dan 
i. spesifikasi umum dan khusus utilitas bangunan gedung. 

Pasal 41 
Dalam ha1 gambar terbangun (as built drawings) sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39ayat (1) dan Pasal 40ayat (1) tidak tersedia, pemohon dapat 
menggunakan jasa pengkaji teknis untuk membuat gambar terbangun 

tesebut. 
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(1) Pemohon harus mengi.si formulir data umum bangunan gedung dan 

menyampaikan dokumen rencana telmis yang dibuat oleh perencana 

konstruksi. 

(2) Dokumen rencana telmis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat: 

a. hasil studi telmis bangunan gedung eksisting oleh perencana 

konstruksi; 

b. rencana arsitektur; 

c. rencana struktur; dan 

d. rencana utilitas. 

(3) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

antara lain memuat: 

a. gambar situasi atau rencana tapak; 

b. gambar denah; 

c. gambar tam.pak; 

d. gambar potongan; 

e. gambar detail arsitektur; dan 

f. spesifikasi umumarsitektur. 

(4) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara 

lain memuat: 

a. perhitungan struktur; 

b. hasil penyelidikan tanah; 

c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; 

d. gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya; 

e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; dan 

f. spesifikasi umum struktur. 

\ 
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Paragraf 8 
Persyaratan Teknis Permohonan IMB untuk mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung Sederhana 
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(5) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara 
lain memuat; 
a. perhitungan utilitas yang tercliri dari perhitungan kebutuhan air 

bersih, kebutuhan listrik, tangki septik, dan beban kelola air 
hujan; 

b. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air 
kotor, dan persampahan; 

c. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak; 
d. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan 

sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, 
sakelar, dan stop kontak; dan 

e. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung. 

Pasal 43 
(1) Dalam hal bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai dan dokumen 

rencana teknisnya clibuat sendiri oleh pemohon, paling sedikit memuat: 
a. gambar denah yang dilengkapi dengan rencana perletakan tanki 

septik; 
b. gambar tampak; 
c. gambar potongan; dan 
d. persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 

(satu) lantai. 
(2) Gambar denah, gambar tampak, dan gambar potongan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat digambar secara sederhana dengan 
informasi yang lengkap dengan skala paling kecil 1: 100 di atas kertas 
berukuran paling kecil A3. 

(3) Persyaratanpokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 (satu) 
lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (l} huruf d sesuai dengan 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



- 39- 

Paragraf 9 
Persyaratan Teknis Permohonan IMB untuk mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan 
Khusus 

Pasal 44 
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan 

menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana 
konstruksi. 

(2) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 

sedikit memuat: 
a. basil studi teknis bangunan gedung eksisting oleh penyedia jasa 

pengkaji teknis atau perencana konstruksi; 
b. rencana arsitektur; 
c. rencana struktur; dan 
d. rencana utilitas. 

(3) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

antara lain memuat: 
a. gambar situasi atau rencana tapak; 
b. gambar denah; 
c. gambar tampak; 
d. gambar potongan; 
e. gambar detail arsitektur; dan 
f. spesifikasi umum dan khususarsitektur. 

(4) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara 
lain memuat: 
a. perhitungan struktur; 
b. basil penyelidikan tanah; 
c. gambar rencana pondasi termasuk detailnya; 
d. gambar rencana kolom, balok, plat clan detailnya; 
e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan detailnya; 
f. spesifikasi umum dan khusus struktur; dan 
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(5) Dalam hal bangunan gedung memiliki basement, rencana struktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c hams disertai dengan 
gambar rencana basement termasuk detailnya. 

(6) Rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara 
lain memuat: 
a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air 

bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan limbah 
cair dan padat, dan beban kelola air hujan; 

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/ atau getaran; 
c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air 

kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan; 

d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak; 
e. gambar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan 

sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, 
sakelar, dan stop kontak; 

f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan 
tingkat risiko kebakaran; 

g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan; 
h. gambar sistem transportasi vertikal; 
i. gambar sistem komunikasi intern dan ekstern; 
j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan 
k. spesifi.kasi umum utilitas bangunan gedung. 

Paragraf 10 
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan Gedung Kolektif 

Pasal 45 
(1) Pemohon hams mengisi formulir data umum bangunan gedung dan 

menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana 

konstruksi. 
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(2) Formulir data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dibuat untuk masing-masing kaveling yang tercantum dalam 
permohonan !MB. 

(3) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat: 
a. Maste,planat.au site plan yang telah disahkan; 
b. rencana arsitektur; 
c. rencana struktur; dan 
d. rencana utilit.as. 

(4) Rencana arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bantara 
lain memuat: 
a. gambar situasi at.au rencana t.apak; 
b. gambar denah; 
c. gambar tampak:; 
d. gambar potongan; 
e. gambar detail arsitektur; dan 
f. spesifikasi umum dan khususarsitektur. 

(5) Rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf cantara 
lain memuat: 
a. perhitungan struktur; 
b. basil penyelidikan tan.ah; 
c. gambar rencana pondasi termasuk det.ailnya; 
d. gambar rencana kolom, balok, plat dan det.ailnya; 
e. gambar rencana rangka atap, penutup, dan det.ailnya;dan 
f. spesifikasi umum struktur dan khusus. 

(6) Dal.am hal bangunan gedung memiliki basement, rencana struktur 
sebagaimana dimak:sud pada ayat (3) huruf c harus disert.ai dengan 
gambar rencana basement termasuk det.ailnya. 

(7) Rencana utilit.as sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dantara 

lain memuat: 
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a. perhitungan utilitas yang terdiri dari perhitungan kebutuhan air 
bersih, kebutuhan listrik, penampungan dan pengolahan Iimbah 
cair dan padat, dan beban kelola air hujan; 

b. perhitungan tingkat kebisingan dan/ atau getaran; 
c. gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air 

kotor, limbah cair, limbah padat, dan persampahan; 
d. gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tapak; 
e. gamhar sistem instalasi listrik yang paling sedikit menunjukkan 

sumber listrik, panel listrik, instalasi/jaringan, titik lampu, 
sakelar, dan stop kontak; 

f. gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan 
tingkat risiko kebakaran; 

g. gambar sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan; 
h. gambar sistem transportasi vertikal; 
i. gambar sistem komunikasi internal dan eksternal; 
j. gambar sistem penangkal/proteksi petir; dan 
k. spesifikasi umum utilitas bangunan gedung. 

Paragraf 11 
Persyaratan Teknis Permohonan IMB Bangunan prasarana 

Pasal 46 
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan prasarana dan 

menyampaikan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana 
konstruksi. 

(2) Dokumen rencana tekn.is sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit memuat; 
a. perhitungan dan perencanaan struktur; 
b. gambar teknis; dan 
c. spesifikasi umum dan teknis. 



-43 - 

Bagian Kelirna 

Masa Berlaku IMB 

Pasal 47 
(1) Dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB tidak ada 

kegiatan pembangunan, maka !MB dinyatakan tidak berlaku. 
(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

mencukupi, pemohon dapat mengajukan perpanjangan masa berlaku 
!MB hingga genap 24 (dua puluh empat) bulan. 

(3) Pengajuan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya IMB. 

(4) Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali. 

Pasal 48 
(1) Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku IMB 

melalui loket DPMPTSP. 
(2) Permohonan perpanjangan masa berlaku IMB tidak dikenakan 

retribusi. 
(3) Format surat permohonan perpanjangan masa berlaku IMB 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} sesuai dengan Lampiran lyang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 49 
Rencana tanggal dimulainya pelaksanaan konstruksi harus diinformasikan 
secara tertulis kepada kepala DPMPTSP. 
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Bagian Keenam 
Tata Cara Penyelenggaraan !MB 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 50 
(1) Tata cara penyelenggaraan !MB meliputi: 

a. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung bukan untuk 
kepentingan umum; 

b. tata cara penyelenggaraan !MB bangunan gedung untuk 
kepentingan umum; 

c. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung eksisting; 
d. tata cara penyelenggaraan IMB untuk mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung; 
e. tata cara penyelenggaraan IMB bertahap; 
f. tata cara penyelenggaraan IMB kolektif; 

g. tata cara penyelenggaraan IMB bangunan prasarana; dan 
h. tata cara penyelenggaraan IMB secara online. 

(2) Tata cara penyelenggaraan !MB bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud ayat (1), meliputi tahapan: 
a. proses prapermohonan !MB; 
b. proses permohonan !MB; dan 
c. proses penerbitan IMB. 

Pasal 51 
(1) IMB bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, 

dapat diterbitkan atas permintaan pemohon untuk bangunan gedung 
tidak sederhana dan bangunan gedung khusus dengan ketentuan: 
a. bangunan gedung untuk kepentingan umum; 
b. ketinggian bangunan gedung lebih dari 8 (delapan) lantai; 
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c. luas bangunan gedung lebih dari 2000 (dua ribu) meter persegi; 

dan/atau 
d. menggunakan pondasi dalam lebih dari 2 (dua) meter. 

(2) IMB bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai 
proses penerbitan IMB pondasi dilanjutkan dengan penerbitan !MB. 

(3) IMB pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dataro 
jangka waktu 18 (delapan belas) hari kerja semenjak permohonan IMB. 

Paragraf 2 
Tata Cara Penyelenggaraan!MB Bangunan Gedung Bukan Untuk 

Kepentingan Umum 

Pasal 52 
(1) Proses prapermohonan IMB. bangunan gedung bukan untuk 

kepentingan umum, meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPMPTSP 

sebelum mengajukan permohonan IMB; 
b. pemohon mengisi surat pemyataan untuk mengikuti ketentuan 

dalam KRK; dan 
c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan informasi 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan 
IMB. 

{2) Informasi persyaratan adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31. 

(3) lnformasi persyaratan teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c antara lain: 
a. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana 

yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana 
konstruksi mengikuti ketentuan dalam Pasal 34; 

b. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana 
yang menggunakan desain prototipe mengikuti ketentuan dalam 

Pasal 35; 
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c. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana 
1 (satu) lantai yang dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri 
oleh pemohon mengikuti ketentuan dalam Pasal 37; atau 

d. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung tidak 
sederhana mengikuti ketentuan dalamPasal 38. 

(4) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan 
dokumen rencana teknis. 

(5) Format surat permohonan KRK dan format surat pemyataan untuk 
mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 53 
(1) Proses permohonan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan 

umum, meliputi: 
a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala 

DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis; 
c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan 
ke pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; 

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 
persyaratan; dan 

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen 

rencana teknis. 
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(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 54 
Proses penerbitan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, 
meliputi penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis untuk: 
a. bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat 

oleh perencana konstruksi atau bangunan gedung tidak sederhana; 
b. bangunan gedung sederhana yang menggunakan desain prototipe; dan 
c. bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai yang dokumen rencana 

teknisnya dibuat sendiri oleh pemohon. 

Pasal 55 
(1) Proses penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan 

gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh 
perencana konstruksi atau bangunan gedung tidak sederhana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54huruf a meliputi: 
a. Tim Teknis DPMPI'SP melakukan penilaian dokumen 

rencanateknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi 
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke 
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis 
dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis; 
dan 

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi 
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPI'SP memberikan 
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar 
dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana 
teknis. 
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(2) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis 
dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana 
dimak:sud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak: terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 56 
(1) Proses penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan 

gedung sederhana yang menggunak:an desain prototipe sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54huruf b meliputi: 
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan konftrmasi terhadap desain 

prototipe yang dipilih; 
b. dalam hal pemohon IMB ingin mengubah desain prototipe, 

pemohon diarahkan untuk menggunakan perencana konstruksi 
atau membuat sendiri dokumen rencana teknis untuk bangunan 
gedung sederhana 1 (satu) lantai dengan berpedoman pada 
persyaratan pokok tahan gempa; dan 

c. Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan tertulis pada 
desain prototipe yang dipilih pemohon sebagaimana dimak:sud 
pada huruf b dalam bentuk paraf pada setiap lembar dokumen 
rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana teknis. 

(2) Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 

Pasal 57 
(1) Proses penilaian dan persetujuan dokumen rencana teknis bangunan 

gedung sederhana yang dokumen rencana teknisnya dibuat sendiri 
oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54huruf c meliputi: 
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana 

teknis berpedoman pad.a persyaratan pokok tahan gempa; 
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b. dalam hal dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon 
dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, Tim Teknis 
DPMPfSP memberikan asistensi perbaikan dokumen rencana 
teknis; dan 

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi 
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPfSP memberikan 
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar 
dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana 
teknis. 

(2) Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 58 
(1) DPMPfSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas 

dokumen rencana teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 55 huruf c, Pasal 56 huruf c, dan Pasal 57huruf c. 

(2) Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD). 

(3) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti 
pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD} 
kepada DPMPfSP. 

(4) DPMPfSP mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan 
dokumen IMB. 

(5) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor 
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 59 
(1) Tim Teknis DPMPfSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 

56, dan Pasal 57beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan 
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Perumahan dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam 
bidang bangunan gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas 
PUPR. 

(2) Dalam hal Dinas PUPR memandang penting, Tim Teknis DPMPTSP 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat oleh TABG. 

Pasal 60 
Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana 
dimaksud dalam. Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54dijelaskan pada bagan tata 
cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan 
umum yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Untuk Kepentingan 

Umum 

Pasal 61 
(1) Proses prapermohonan IMB bangunan gedung untuk kepentingan 

umum, meliputi: 

a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPMPTSP 
sebelum mengajukan permohonan IMB; 

b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan 
dalam KRK; dan 

c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan informasi 
persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizman 

dan/ atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk 
permohonan !MB. 

(2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31. 

(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c antara lain: 
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a. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana 
mengikuti ketentuan dalam Pasal 34; atau 

b. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung tidak 
sederhana dan bangunan gedung khusus mengikuti ketentuan 
dalam Pasal 38. 

(4) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi 
berwenangsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain: 
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 
b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UKL-UPL); 
c. Rekomendasi ketinggian dalam kawasan keselamatan operasional 

penerbangan (KKOP); 
d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); dan/atau 
e. rekomendasi peil banjir. 

(5) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan 
dokumen rencana teknis. 

(6} Format surat permohonan KRK dan format surat pemyataan untuk 
mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 62 
(1) Proses permohonan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum, 

meliputi: 
a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala 

DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 
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c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan 
ke pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; 

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 
persyaratan; dan 

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen 
rencana teknis. 

(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 63 
(1) Proses penerbitan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum 

meliputi: 
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana 

teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi 
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke 
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis 
dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis; 

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi 

persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan 
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar 
dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana 
teknis; 

d. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas 
dokumen rencana teknis yang telah disetujui; 
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e. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana climaksud 
pada huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 

f. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan 
bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi 
Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP; dan 

g. DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana telmis dan 
menerbitkan dokumen IMB. 

(2) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR. 

(3) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian 
terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan: 
a. fungsi bangunan gedung; 
b. klasifikasi bangunan gedung; 
c. persyaratan tata bangunan; 
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan 
e. pemenuhan perizinan dan/ atau rekomendasi inst.ansi terkait. 

(4) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis 
dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(5) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor 
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dan huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 64 
Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63dijelaskan pada bagan tata 
cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum 
yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati. ini. 
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Paragraf 4 
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Gedung Eksisting 

Pasal 65 
Proses prapermohonan IMB bangunan gedung eksisting dilak:ukan oleh 
pemohon dengan menyiapkan dokumen terkait dengan bangunan gedung 
eksisting. 

Pasal 66 
( 1) Proses permohonan IMB bangunan gedung eksisting meliputi: 

a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala 

DPMPTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

b. DPMPTSP melak:ukan pemeriksaan kelengkapan dokumen 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis; 

c. dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis 
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan 
ke pemohon untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki; 

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 
dokumen persyaratan; dan 

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyatakan lengkap, proses dilanjutkan dengan pengkajian teknis 
dalam rangka penerbitan SLF. 

(2) Dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b mengikuti ketentuan dalamPasal 31. 

(3) Dokumen persyaratan teknis sebagaiinana dimaksud. pada ayat (1} 
huruf b mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalamPasal 33ayat 
(2) dilengkapi dengan: 
a. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung sederhana 

eksisting sebagaimana diatur dalam Pasal 39; atau 



-55- 

b. persyaratan teknis permohonan IMB bangunan gedung tidak 

sederhana dan khusus eksisting sebagaimana diatur dalam.Pasal 
40. 

(4) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 67 
Proses penerbitan IMB bangunan gedung eksisting meliputi pengkajian 
teknis, perhitungan retribusi IMB dan penyerahan dokumen IMB bangunan 
gedung untuk: 
a. bangunan gedung sederhana eksisting;atau 
b. bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus 

eksisting. 

Pasal68 
(1) Proses pengkajian teknisbangunan gedung sederhana eksisting 

sebagaimana dimaksud dalamPasal 67 huruf a meliputi: 
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan pengkajian teknis terhadap 

kesesuaian kondisi fisik dengan dokumen teknis clan pemenuhan 
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

b. dalam ha! pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dinyatakan hasilnya tidak sesuai dengan dokumen teknis dan 
tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, DPMPTSP memberikan rekomendasi 
perbaikan dan/ atau pengubahsuaian bangunan gedung secara 
tertulis; dan 

c. dalam ha! pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dinyatakan hasilnya sesuai dengan dokumen teknis dan 
memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan, DPMPTSP memberikan surat persetujuan 
dokumen teknis. 

(2) Proses pengkajian teknis bangunan gedung tidak: sederhana dan 
khusus eksisting sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 67 huruf b 
meliputi: 
a. pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis terhadap 

kesesuaian kondisi fisik dengan dokumen teknisdan pemenuhan 
persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

b. dalam hal basil pengkajian teknis dinyatak:an bahwa bangunan 
gedung tidak: 1aik fungsi, pengkaji teknis sebagaimana dimaksud 

pada huruf a memberikan rekomendasi perbaikan dan/atau 
pengubahsuaian bangunan; 

c. dalam hal hasil pengkajian teknis dinyatak:an bahwa bangunan 
gedung laik fungsi, pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada 
huruf a membuat surat pemyataan kelaikan fungsi bangunan 
gedung; 

d. Tim Teknis DPMPTSP melak:ukan verifikasi atas pengkajian teknis 
yang dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis; 

e. dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d 
dinyatak:an hasilnya tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, DPMPTSP memberikan 
rekomendasi perbaikan dan/atau pengubahsuaian bangunan 
gedung secara tertulis; 

f. dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d 
dinyatakan hasilnya memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan, Tim Teknis 
DPMPI'SPmemberikan rekomendasi penerbitan IMB dan SLF 
secara tertulis; dan 

g. atas dasar rekomendasi dari tim teknis sebagaimana dimak:sud 
pada huruf f, DPMPI'SP memberikan surat persetujuan dokumen 

tekn.is. 
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(3} Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
beranggotakanPejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan 
dan/ atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang 
bangunan gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR. 

(4} Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d 
beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR. 

(5) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian 
terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan: 
a. fungsi bangunan gedung; 
b. klasifikasi bangunan gedung; 
c. persyaratan ta.ta bangunan; 
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan 
e. pemenuhan perizinan dan/ atau rekomendasi instansi terkait. 

Pasal 69 

(1) DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas 
dokumen teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 68 ayat ( 1) huruf c dan ayat (2) huruf g. 

(2) Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD). 

(3) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti 
pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 
kepada DPMPTSP. 

(4) DPMPTSP mengesahkan dokumen teknis dan menerbitkan IMB dan 
SLF. 

' (5) . Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor 
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 70 
Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan !MB sebagaimana 
dimaksud dalamPasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 dijelaskan pada bagan tata 
cara penyelenggaraan IMB bangunan gedung untuk kepentingan umum 
yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 5 
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Untuk Mengubah, Memperluas, 

Mengurangi, dan/atau Merawat Bangunan Gedung 

Pasal 71 
(1) Proses prapermohonan !MB untuk mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPMPTSP 

sebelum mengajukan permohonan IMB; 
b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan 

dalam KRK; dan 
c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan informasi 

persyaratan administratif dan persyaratan teknisuntuk 
permohonan IMB. 

(2} lnformasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31. 

(3) Informasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c antara lain: 
a. persyaratan teknis permohonan IMB untuk mengubah, 

memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung 
sederhana eksisting sebagaimana diatur dalamPasal 42; atau 

b. persyaratan teknis permohonan IMB untuk mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung 
tidak sederhana dan khusus eksisting sebagaimana diatur dalam 
Pasal 44. 
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(4} Dalam proses prapermohonan IMB sebagaim.ana dimaksud pada ayat 
(1), Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan 
dokumen rencana teknis. 

(5) Penyusunan dokumen rencana teknis harus mempertim.bangkan basil 
pengkajian teknis bangunan gedung eksisting. 

(6) Dalam ha1 bangunan gedung sederhana, pengkajian teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan oleh Tim Teknis 
DPMPTSP atau penyedia jasa perencana konstruksi. 

(7) Dalam hal bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung 
khusus, pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis atau penyedia jasa 
perencana konstruksi. 

(8) Format surat permohonan KRK dan format surat pemyataan untuk 
mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b tercantum daJam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 72 
(1) Proses permohonan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, 

dan/ atau merawat bangunan gedung meliputi: 
a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala 

DPMPTSP dengan_ melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan 
ke pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; 

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 

persyaratan; dan 
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e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen 

rencana teknis. 
(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 73 

(1) Proses penerbitan !MB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/atau merawat bangunan gedung meliputi penilaian dokumen 
rencana teknis, perhitungan retribusi IMB dan penerbitan dokumen 
!MB bangunan gedung. 

(2) Proses penilaian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana 

teknis terhadap pemenuhan persyaratan tek:nis sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. dalam hal dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana 
konstruksi dinyatakan belum memenuhi persyaratan teknis, 
berkas permohonan IMB dikembalikan ke pemohon dengan 

dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis dan surat 
pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis.dan 

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi 
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPrSP memberikan 
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar 
dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana 

teknis. 
(3) Dalam hal bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, Tim 

Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan 
dan/atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang 
bangunan gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR. 
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(4) Dalam hal bangunan gedung untuk kepentingan umum, Tim Teknis 
DPMPTSP sebagaimana dimaksud.pada ayat (2) huruf a beranggotakan 
TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR. 

(5) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian 
terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan: 
a. fungsi bangunan gedung; 
b. klasifikasi bangunan gedung; 
c. persyaratan tata bangunan; 
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan 
e. pemenuhan perizinan dan/ atau rekomendasi instansi terkait. 

(6) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis 
dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(7) DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas 
dokumen rencana teknis yang telah disetujui sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2)huruf e. 
(8) Nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Ketetapan 
Retribusi Daerah (SKRD). 

(9) Pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan bukti 
pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) 
kepada DPMPTSP. 

(10) DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana teknis dan menerbitkan 
dokumen IMB. 

(11) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor 
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat 
(9) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 74 
Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, danPasal 73, dijelaskan pada bagan 
tata cara penyelenggaraan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/atau merawat bangunan gedungyang tercantum dalam Lam.piran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf6 
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Berta.hap 

Pasal 75 
(1) Proses prapermohonan IMB Berta.hap meliputi: 

a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPMPrSP 
sebelum mengajukan permohonan IMB; 

b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan 
dalam KRK; dan 

c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan informasi 

persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizman 
dan/ atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk 
permohonan IMB. 

. (2) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf c mengikuti ketentuan dala.m Pasal 31. 

(3) lnformasi persyaratan teknis serta perizinan dan/ atau rekomendasi 
teknis lain dari instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c mengikuti ketentuan dalamPasal 38. 

(4) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1), Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan 

dokumen rencana teknis. 
(5) Format surat permohonan KRK dan format surat pernyataan untuk 

mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b tercantum dalam. Lam.piran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 76 
( 1) Proses permohonan IMB Berta.hap meliputi: 

a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB dan surat 
permohonan IMB Pondasi kepada Kepala DPMPTSP dengan 
melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan 

teknis; 
b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

administratif dan persy_aratan teknis; 
c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dan 
permohonan IMB Pondasi dikembalikan ke pemohon untuk 
dilengkapi dan/ atau diperbaiki; 

d. pengembalian berkas permohonan IMB dan permohonan IMB 
Pondasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat 
pemberitahuan kelengkapan persyaratan; dan 

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyat.akan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen 
rencana teknis. 

(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 77 
(1) Proses penerbitan IMB bertahap meliputi: 

a. tahap penerbitan IMB Pondasi; dan 
b. tahap penerbitan IMB. 

(2) Tahap penerbitan IMB Pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 
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a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana 
teknis terhadap pemenuhan persyaratan tek:nis sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi 
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dan permohonan IMB 
Pondasi dikembalikan ke pemohon dengan dilengkapi keterangan 
perbaikan rencana teknis dan surat pemberitahuan hasil penilaian 

dokumen rencana teknis; 
c. dalam hal dokumen rencana teknis secara umum dapat disetujui 

dan rencana pondasi dinyatakan sudah memenuhi persyaratan 
teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan persetujuan atas 
rencana pondasi secara tertulis; 

d. persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c 
meliputi paraf pada setiap lembar dokumen rencana pondasi dan 
surat persetujuan dokumen rencana pondasi; 

e. DPMPTSP menghitung nilai retribusi IMB yang merupakan 
perhitungan yang bersifat sementara; 

f. DPMPTSP menetapkan nilai retribusi IMB Pondasi sebesar 10 
(sepuluh) persen dari nilai retribusi IMB sementara sebagaimana 
dimaksud pada huruf e; 

g. nilai retribusi IMB Pondasi yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada huruf f disampaikan kepada pemohon dalam 
bentuk Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 

h. Saat pengambilan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) IMB 
Pondasi, pemohon wajib menyerahkan formulir surat pemyataan 
akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa sesuai dengan 
perhitungan rinci yang dilakukan kembali setelah perhitungan 
sementara oleh DPMPTSP. 

i. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan 
bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi 
Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP; dan 

j. DPMPTSP menerbitkan dokumen IMB Pondasi. 
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(3} Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis, 
surat persetujuan dokumen rencana pondasi, dan formulir surat 
pernyataan akan membayar nilai retribusi IMB yang tersisa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf 
htercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Tahap penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

meliputi: 
a. Tim Teknis DPMPI'SP melanjutkan penilaian dokumen rencana 

teknis bersamaan dengan proses penghitungan nilai retribusi 
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e; 

b. dalam hal dokumen rencana teknis harus diperbaiki tanpa 
mempengaruhi rencana pondasi, dokumen rencana teknis 
dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dengan dilengkapi 
keterangan perbaikan rencana teknis; 

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi 
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPI'SP memberikan 
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar 
dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana 
teknis; 

d. DPMPTSP menghitung ulang nilai retribusi IMB; 
e. DPMPTSP menetapkan nilai retribusi IMB yang merupakan sisa 

yang harus dibayarkan oleh pemohon sebesar nilai retribusi basil 
hitung ulang dikurangi nilai retribusi IMB Pondasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2} huruf f; 
f. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 

pada huruf f disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 

g. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan 
bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi 
Daerah {SSRD) kepada DPMPTSP; dan 

h. DPMPTSP menerbitkan dokumen !MB. 



- 66- 

(5) Format surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor 
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g 
dan huruf hserta ayat (4) huruf f dan huruf g sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 78 
(1) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

77beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR. 
(2) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian 

terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan: 
a. fungsi bangunan gedung; 
b. klasifikasi bangunan gedung; 
c. persyaratan tata bangunan; 
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan 
e. pemenuhan perizinan dan/ atau rekomendasi instansi terkait. 

Pasal 79 
Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77dijelaskan pada bagan tata 
cara penyelenggaraan IMB bertahap yang tercantum da]am LampiranI yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf7 
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Secara Kolektif 

Pasal 80 
(1) Proses prapermohonan IMB Secara Kolektifmeliputi: 

a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPMPTSP 
sebelum mengajukan permohonan IMB; 

_____________________________________________ _L_ 
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b. pemohon mengisi surat pemyataan untuk mengikuti ketentuan 

dalam KRK; dan 
c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan informasi 

persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan 
dan/ atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk 

permohonan IMB. 
(2) lnformasi persyaratan administratif sebagaimana dim.aksud pada ayat 

(1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31. 

(3) lnformasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c mengikuti. ketentuan dalam Pasal 45. 
(4) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c antara lain: 
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 
b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UKL-UPL); 
c. Rekomendasi ketinggian daJam kawasan keselamatan operasional 

penerbangan (KKOP); 
d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); dan/atau 
e. rekomendasi pell banjir. 

(5) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana climaksud pada ayat 
( 1), Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan 
dokumen rencana teknis. 

(6) Format surat permohonan KRK dan format surat pemyataan untuk 
mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 81 
( 1) Proses permohonan IMB Secara Kolektif meliputi: 

a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala 
DPMPI'SP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 
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b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan !MB dikembalikan 
ke pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; 

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dim.aksud 
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 

persyaratan; dan 
e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen 

rencana teknis. 
(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 82 
(1) Proses penerbitan IMB Secara Kolektif meliputi: 

a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana 
teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi 
persyaratan teknis, berkas permohonan !MB dikembalikan ke 
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis 
dan surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis; 

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi 
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan 
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar 
dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana 

teknis; 
d. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi IMB atas 

dokumen rencana teknis yang telah disetujui; 
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e. nilai retribusi IMB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 

f. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan 
bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi 
Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP; dan 

g. DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana teknis dan 

menerbitkan dokumen IMB induk. 
(2) Dalam hal bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum, Tim 

Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
beranggotakan Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan 
dan/ atau pegawai ASN yang memiliki kompetensi dalam bidang 
bangunan gedung yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR. 

(3) Dalam hal bangunan gedung untuk kepentingan umum, Tim Teknis 
DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beranggotakan 
TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR. 

(4) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengkajian 

terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan: 
a. fungsi bangunan gedung; 
b. klasifikasi bangunan gedung; 
c. persyaratan tata bangunan; 
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan 
e. pemenuhan perizinan dan/ atau rekomendasi instansi terkait. 

(5) Format surat pemberitahuan hasil penilaian dokumen rencana teknis 
dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(6) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor 
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e 
dan huruf f sesuai ketentuan peraturan pe:rµ.ndang-undangan. 
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Paragraf 8 
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Bangunan Prasarana 

Pasal 83 
Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB sebagaimana 
climaksud dalamPasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 dijelaskan pada bagan tata 
cara penyelenggaraan IMB secara kolektif yang tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 84 
( 1) Proses prapermohonan IMB bangunan prasarana meliputi: 

a. pemohon mengajukan permohonan KRK kepada Kepala DPMPTSP 
sebelum mengajukan permohonan IMB; 

b. pemohon mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan 

dalam KRK; dan 
c. DPMPTSP memberikan KRK dan menyampaikan informasi 

persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta perizinan 
dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk 
permohonan IMB. 

(2) Dalam hal bangunan prasarana adalah konstruksi 
pembatas/penahan/pengaman, konstmksi penanda masuk lokasi, 
konstruksi perkerasan, dan/atau konstruksi penghubung, 
permohonan KRK tidak diperlukan. 

(3) Informasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 31. 
(4) Informasi persyaratan teknis sebagaimana climaksud pada ayat (1) 

huruf c mengikuti ketentuan dalam Pasal 46. 
(5) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang 

sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) huruf c antara lain: 
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); 
b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan {UKL-UPL); 
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c. Rekomendasi ketinggian daJam kawasan keselamatan operasional 

penerbangan (KKOP); 

d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT); dan/ atau 
e. Rekomendasi pell banjir. 

(6) Dalam proses prapermohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Dinas PUPR dapat memberikan konsultasi teknis penyusunan 
dokumen rencana teknis. 

(7) Format surat permohonan KRK dan format surat pemyataan untuk 
mengikuti ketentuan dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a clan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 85 
(1) Proses permohonan IMB bangunan prasarana meliputi: 

a. pemohon mengajukan surat permohonan IMB kepada Kepala 
DPMPTSP dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis; 

c. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan IMB dikembalikan 
ke pemohon untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; 

d. pengembalian berkas permohonan IMB sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 
persyaratan; dan 

e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis 
dinyatakan lengkap, DPMPTSP melakukan penilaian dokumen 

rencana teknis. 
(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 86 

(1) Proses penerbitan !MB bangunan prasarana meliputi: 
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan penilaian dokumen rencana 

teknis terhadap pemenuhan persyaratan teknis sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan belum memenuhi 
persyaratan teknis, berkas permohonan IMB dikembalikan ke 
pemohon dengan dilengkapi keterangan perbaikan rencana teknis 
dan surat pemberitahuan basil penilaian dokumen rencana teknis; 

c. dalam hal dokumen rencana teknis dinyatakan sudah memenuhi 
persyaratan teknis, Tim Teknis DPMPTSP memberikan 
persetujuan secara tertulis berupa paraf pada setiap lembar 
dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen rencana 
teknis; 

d. DPMPTSP menghitung dan menetapkan nilai retribusi !MB atas 
dokumen rencana teknis yang telah disetujui; 

e. nilai retribusi !MB yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada huruf e disampaikan kepada pemohon dalam bentuk Surat 
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); 

f. pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan 
bukti pembayaran retribusi berupa Surat Setoran Retribusi 
Daerah (SSRD) kepada DPMPTSP; dan 

g. DPMPTSP mengesahkan dokumen rencana teknis dan 
menerbitkan dokumen IMB. 

(2) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
beranggotakan TABG yang dipilih dan diberi tugas oleh Dinas PUPR. 

(3) TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengkajian 
terhadap pemenuhan persyaratan teknis terhadap ketentuan: 
a. fungsi bangunan gedung; 
b. klasifikasi bangunan gedung; 
c. persyaratan tata bangunan; 
d. persyaratan keandalan bangunan gedung; dan 
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e. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi instansi terkait. 
{4) Format surat pemberitahuan basil penilaian dokumen rencana teknis 

dan surat persetujuan dokumen rencana teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1) huruf b clan huruf c tercantum dalam 
Lam.piran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(5) Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setor 
Retribusi Daerah (SSRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dan huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 87 
Proses prapermohonan, permohonan, dan penerbitan IMB bangunan 
prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 
86dijelaskan pada bagan tata cara penyelenggaraan IMB bangunan 
prasarana yang tercantum dalam Lam.piran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf9 
Tata Cara Penyelenggaraan IMB Secara Online 

Pasal 88 
(1) Proses prapermohonan IMB secara online meliputi: 

a. pemohon melakukan pendaftaran secara onlinedengan mengisi 
aplikasi data pemohon yang tersedia pada laman resmi DPMPTSP 
dan mengunggah hasil pindai kartu identitas yang masih berlaku; 

b. pemohon melakukan verifikasi dengan mengisi kode yang dikirim 
melalui sms ke nomor telepon selular milik pemohon; 

c. pemohon yang telah terverifikasi dapat mengisi aplikasi 
permohonan KRK dan menyatakan akan mengikuti ketentuan 
dalam KRK melalui akun yang telah terverifikasi; 

d. KRK dikirimkan ke alamat surat elektronik pemohon; clan 



- 74- 

e. informasi persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta 
perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi 
berwenang untuk permohonan IMB dapat dilihat pada laman 

resmi DPMPTSP. 
(2) lnformasi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e mengikuti ketentuan dalam Pasal 31. 
(3) lnformasi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e mengikuti ketentuan dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 46 
sesuai dengan penggolongan bangunan gedung. 

Pasal 89 
( 1) Proses permohonan IMB secara online meliputi: 

a. pemohon mengisi aplikasi permohonan IMB yang tersedia pada 
laman resmi DPMPTSP dan mengunggah file dokumen persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis; 
b. pemohon yang telah mengisi aplikasi permohonan IMB 

sebagaimana dimaksud pada huruf a memperoleh tanda terima 

permohonan yang harus dicetak sebagai tanda bukti permohonan; 
c. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis; 

d. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan telmis 

dinyatakan tidak lengkap, DPMPTSP mengirimkan surat 

pemberitahuan kelengkapan persyaratan ke alamat surat 

elektronik pemohon; 
e. dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan telmis 

dinyatakan lengkap, DPMPTSP mengirimkan surat undangan 
verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan IMB ke alamat 

surat elektronik pemohon; dan 
f. permohonan IMB yang telah terverifikasi dapat dilanjutkan dengan 

proses penilaian dokumen rencana telmis oleh DPMPTSP. 
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(2) Format surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 90 
Proses penerbitan IMB secara online mengikuti ketentuan penerbitan IMB 
sesuai penggolongan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

50. 

Paragraf 10 
DokumenIMB 

Pasal 91 
( 1) Dokumen IMB yang telah diterbitkan diberikan kepada pemohon 

beserta lampiran dokumen IMB. 
(2) Dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani 

oleh Kepala DPMPTSP. 
(3) Format dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada ayat {l) sesuai 

dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(4) Lampiran dokumen IMB bangunan gedung baru, bangunan gedung 
kolektif, bangunan prasarana, dan bangunan gedung yang akan 

diubah, diperluas, dikurangi, dan/ atau dirawat meliputi: 
a. dokumen rencana teknis yang telah disahkan; 
b. formulir surat pernyataan pemohon akan menggunakan pelaksana 

konstruksi dan melaksanakan konstruksi bangunan gedung 
sesuai dengan dokumen rencana teknis yang telah disahkan; dan 

c. surat pernyataan pemilik bangunan gedung akan melaksanakan 
konstruksi dengan berpedoman pada persyaratan pokok tahan 
gempa dan surat kesediaan pemilik untuk bangunan gedungnya 
dilakukan kajian teknis oleh pengkaji teknis DPMPTSP, dalam hal 

bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; 
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d. surat pernyataan pengawas/manajemen konstruksi mengenai 
kelaikan fungsi bangunan gedung yang telah dibangun; dan 

e. surat permohonan SLF. 
(5) Dalam hal bangunan gedung eksisting, dokumen IMB diberikan 

bersama dengan dokumen SLF. 
(6) Format surat pemyataan menggunakan pelaksana konstruksi 

bersertifikat dan format surat pernyataan pemilik bangunan gedung 
akan melaksanakan konstruksi dengan berpedoman pada persyaratan 
pokok tahan gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan 
huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(7) Format surat pemyataan pengawas/manajemen konstruksi mengenai 
kelaikan fungsi bangunan gedung yang telah dibangun dan form.at 
surat permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 
dan huruf e tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 92 

(1) Dalam hal bangunan gedung kolektif, dokumen IMB yang diberikan 
berupa dokumen IMB Induk. 

(2) Pemohon dapat mengajukan pemecahan dokumen IMB Induk menjadi 
dokumen IMB per kaveling di DPMPTSP. 

(3) Pengajuan pemecahan dokumen IMB Induk sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan sebelum permohonan SLF. 
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Bagian Ketujuh 

Tata Cara Penghitungan Retribusi IMB 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 93 
Retribusi IMB meliputi: 
a. jenis kegiatan dan objek yang dikenakan retribusi; 
b. penghitungan retribusi IMB; 
c. indeks penghitungan besarnya retribusi IMB; dan 
d. harga satuan (tarif) retribusi IMB. 

Paragraf 2 
J enis Kegiatan dan Objek yang Dikenakan Retribusi 

Pasal 94 
( 1) Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 93 huruf a meliputi: 

a. pembangunan baru; 
b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, 

perubahan, perluasan atau pengurangan; dan 
c. pelestarian atau pemugaran. 

(2) Objek yang dikenakan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 93 huruf a meliputi: 
a. bangunan gedung; 
b. bangunan pemerintah; 
c. rumahibadah;dan 
d. bangunan prasarana. 
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Paragraf 3 
Penghitungan Retribusi IMB 

Pasal 95 
Penghitungan retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b 
meliputi: 
a. komponen retribusi dan biaya; 
b. penghitungan besarnya retribusi; dan 
c. tingkat penggunaan jasa. 

Pasal 96 
Komponen retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf 
a meliputi: 
a. retribusi pembinaan penyelenggaraaan bangunan gedung untuk 

kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan 
pelestarian/pemugaran; atau 

b. retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, 

pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai 
pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data 
atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/ atau perubahan non 
teknis lainnya; dan 

Pasal 97 
(1) Penghitungan besarnya retribusi dilakukan dengan ketentuan: 

a. komponen retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 
ditetapkan sesuai permohonan yang diajukan 

b. lingkup kegiatan yang meliputi pembangunan bangunan gedung 

baru, rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung meliputi 
perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau 
pengurangan, dan pelestarian atau pemugaran; dan 

c. volume atau besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi 
untuk bangunan gedung, dan untuk bangunan prasarana. 
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(2) Penghitungan besarnya retribusi mengikuti rumus untuk: 
a. pembangunan bangunan gedung barn; 
b. rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan 
c. pembangunan bangunan prasarana. 

(3) Rumus penghitungan besamya retribusi serta komponen retribusi dan 
penghitungan besarnya retribusi sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran lyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 98 

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB 
menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasi:fikasi, dan waktu 

penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk bangunan prasarana 
sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa da1am proses perizinan dengan 
cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1). 

Paragraf 4 
lndeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB 

Pasal 99 
lndeks penghitungan besamya retribusi IMB meliputi: 
a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa; 

b. skala indeks; dan 
c. daftar kode. 

Pasal 100 
(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 99huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan 
retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi: 
a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; 

dan 
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b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan 
prasarana. 

(2) lndeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati 
berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan 
mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada: 
a. tingkat kompleksitas; 
b. tingkat permanensi; 
c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung; 
d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat; 
e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan; 
f. ketinggian atau jumlah lantai; 
g. kepemilikan bangunan gedung; dan 
h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung. 

(3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan prasarana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk setiap 
jenis bangunan prasarana. 

Pasal 101 
(1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b 

ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan 
mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas 
penggunaan jasa. 

(2) Indeks penghitungan besarnya retribusi !MB untuk bangunan gedung 
dan bangunan prasarana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 102 
Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c untuk 
mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban 
administrasi dan transparansi. 
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Paragraf 5 

Harga Satuan atau Tarif Retribusi IMB 

Pasal 103 
(1) Harga satuan atau tarif retribusi IMB ditetapkan oleh Bupati dalam 

bentuk Perda Retribusi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
(2) Harga satuan atau tarif retribusi IMB pada bangunan gedung hams 

memenuhi ketentuan: 
a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu dinding atau 

kolom; 
b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan · gedung, dihitung 

setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya; 
c. luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola yang 

berkolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis 
sumbu-sumbunya; 

d. luas bagian bangunan gedung seperti seperti kanopi dan pergola 
tanpa kolom dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis 
tepi atap konstruksi tersebut; dan 

e. luas overstek atau luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi 
oleh garis tepi konstruksi tersebut. 

(3) r Jenis prasarana dan satuan untuk penetapan harga satuan atau tarif 
retribusi IMB meliputi: 
a. konstruksi pembatas, pengaman, atau penahan, per-m2; 

b. konstruksi penanda masuk lokasi, per-m' atau unit standar; 
c. konstruksi perkerasan, per-m-; 
d. konstruksi penghubung, per-m-, atau unit standar; 
e. konstruksi kolam atau reservoir bawah tanah, per-m2; 

f. konstruksi menara, per-unit standar dan pertambahannya; 
g. konstruksi monumen, per-unit standar dan pertambahannya; 
h. konstruksi instalasi atau gardu, per-m-; 
1. konstruksi reklame, per-unit standar dan pertambahannya; dan 
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j. konstruksi bangunan lainnya yang termasuk bangunan prasarana 
yang ditetapkan oleh Dinas PUPR. 

Paragraf6 
Pengembalian Retribusi !MB 

Pasal 104 
Dalam hal luas bangunan gedung yang dibangun kurang dari luas 
bangunan gedung yang tercantum dalam dokumen rencana teknis, 
kelebihan retribusi yang telah dibayar tidak dapat dikembalikan. 

Bagian Kedelapan 
Jangka Waktu Proses Permohonan dan Penerbitan !MB 

Pasal 105 
(1) Jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung sejak 

pengajuan permohonan !MB meliputi: 
a. IMB bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana 

teknisnya dibuat oleh perencana konstruksi paling lama 4 (empat) 
hari kerja; 

b. IMB bangunan gedung sederhana yang dokumen rencana 

teknisnya menggunakan desain prototipe paling lama 3 (tiga) hari 
kerja; 

c. IMB bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai yang dokumen 
rencana teknisnya disediakan sendiri oleh pemohon paling lama 3 
(tiga) hari kerja; 

d. IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan 
umum paling lama 7 (tujuh) hari kerja; 

e. IMB bangunan gedung sederhana untuk kepentingan umum 
paling lama 6 (enam) hari kerja; 
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f. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum 
dan hangunan gedung khusus dengan ketinggian 1 (satu) sampai 
dengan 8 (delapan) lantai paling lama 12 (dua belas) hari kerja; 

g. IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum 
dan bangunan gedung khusus dengan ketinggian lebih dari 8 
(delapan) lantai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; 

h. IMB bangunan gedung sederhana eksisting dengan luas sampai 
dengan 100 (seratus) meter persegi paling lama 9 (sembilan) hari 
kerja; 

1. IMB bangunan gedung sederhana eksisting dengan luas sampai 
dengan 500 (Ii.ma ratus) meter persegi paling lama 12 (dua belas) 

hari kerja; 
j. IMB bangunan gedung tidak: sederhana dan bangunan gedung 

khusus eksisting paling lama 12 (dua belas) hari kerja diluar 
proses pengkajian teknis oleh penyedia jasa pengkaji teknis; 

k. IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau 
merawat bangunan gedung bukan untuk kepentingan 
um.um.paling lama 7 (tujuh) hari kerja; 

1. IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 
merawat bangunan gedung untuk kepentingan umum paling lama 
30 (tiga puluh) hari kerja; 

m. IMB Pondasi untuk bangunan gedung tidak: sederhana untuk 
kepentingan umum dan bangunan gedung khusus paling lama 18 
(delapan belas) hari kerja; 

n. IMB bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum secara 
kolektif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; 

o. IMB secara kolektif untuk bangunan gedung untuk kepentingan 
umum dengan ketinggian 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) 
lantai paling lama 13 (tiga belas) hari kerja; 

p. IMB secara kolektif untuk bangunangedung untuk kepentingan 
umum dengan ketinggian lebih dari 8 (delapan) lantai paling lama 

30 (tiga puluh) hari kerja; dan 
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q. IMB bangunanprasarana paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. 
(2) Permohonan IMB yang dapat diproses adalah permohonan yang telah 

dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam. 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Dalam hal permohonan IMB dikembalikan ke pemohon, jangka waktu 
proses permohonan dan penerbitan IMB dihitung kembali dari awal. 

Bagian Kesembilan 
Perubahan Rencana Teknis Paska Penerbitan IMB 

Pasal 106 
(1) Perubahan rencana teknis paska penerbitan IMB antara lain: 

a. perubahan akibat kondisi, ukuran lahan kavling atau persil yang 

tidak sesuai dengan rencana teknis dan/ atau adanya kondisi 
eksisting di bawah permukaan tanah yang tidak dapat diubah 
atau dipindahkan seperti jaringan prasarana dan benda cagar 
budaya; 

b. perubahan akibat perkembangan kebutuhan pemilik bangunan 
gedung seperti penampilan arsitektur, penambahan atau 
pengurangan luas dan jumlah lantai, dan tata ruang-dalam; dan 

c. perubahan fungsi atas permintaan pemilik bangunan. 
(2) Perubahan rencana teknis yang dilakukan untuk penyesuaian dengan 

kondisi lapangan dan tidak mempengaruhi sistem struktur dituangkan 
dalam gambar terbangun ( as built drawings). 

(3) Gambar terbangun ( as built drawings) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus mendapat persetujuan Kepala DPMPfSP atas 
rekomendasi Tim Tekn.is DPMPTSP. 

(4) Perubahan rencana teknis yang mengakibatkan perubahan pada 
arsitektur, struktur, dan utilitas harus melalui permohonan baru IMB. 
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(5) Perubahan rencana teknis karena perubahan fungsi harus melalui 
proses permohonan baru dengan proses sesuai dengan penggolongan 
bangunan gedung untuk penyelenggaraan IMB. 

BAB IV 

KETENTUAN PENYELENGGARMN TABG 

Bagian Kesa.tu 
Umum 

Pasal 107 
(1) TABG memiliki tugas umum memberikan nasehat, pendapat dan 

pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung 
khususnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan 
umum. 

(2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat {l) diberikan 
TABG kepada: 

a. DPMPTSP, dalam hal TABG ditugaskan menjadi anggota Tim 
Teknis DPMPTSP oleh Dinas PUPR; 

b. Dinas PUPR, sebagai tugas rutin tahunan dan tugas insidental; 
dan 

c. Institusi lain, sebagai tugas insidental jika dibutu.hkan. 
(3) Bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi kompleksitas: 
a. bangunan gedung sederhana; 
b. bangunan gedung tidak sederhana; dan 
c. bangunan gedung khusus. 

(4) Bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf a diantaranya: 
a. bangunan gedung fasilitas pelayanan kesehatan seperti 

puskesmas kawasan perdesaan, klinik, dan apotik; 
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b. bangunan gedung fasilitas pendidikan seperti taman kanak-kanak 
dan sekolah dasar; 

c. bangunan gedung pemerintahan seperti pos polisi, kantor 
desa/lurah, dan kantor dinas; dan 

d. bangunan fasilitas peribadatan seperti mushola dan surau. 
(5) Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) huruf b diantaranya: 
a. bangunan gedung fasilitas kesehatan seperti rumah bersalin, 

poliklinik, puskesmas perkotaan, dan rumah sakit kelas A, B, dan 
C; 

b. bangunan gedung perdagangan dan jasa skala menengah dan 
besar, seperti pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, atau 
sejenisnya; 

c. bangunan gedung perindustrian seperti pabrik dan bangunan 
gedung industri sejenisnya; 

d. bangunan gedung hunian jamak yang terdiri dari 2 (dua) unit atau 
lebih hunian terpisah seperti rumah susun dan apartemen; 

e. bangunan gedung hunian sementara seperti hotel, motel, dan 
asrama; 

f. bangunan gedung fasilitas peribadatan seperti masjid, gereja, 
pura, vihara, dan klenteng; 

g. bangunan gedung pemerintahan seperti kantor Bupati, kantor 
DPRD, kantor polisi, atau bangunan gedung pelayanan 
pemerintah lainnya; 

h. bangunan gedung fasilitas pendidikan seperti SMP, SMU, dan 
perguruan tinggi, atau sejenisnya; 

i. bangunan gedung kebudayaan seperti museum, gedung kesenian, 
bangunan gedung adat, atau sejenisnya; dan 

j. bangunan gedung laboratorium seperti laboratorium fisika, 
laboratorium kimia, laboratorium biologi, laboratorium kebakaran, 
atau sejenisnya. 
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(6} Bangunan gedung khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
c diantaranya: 

a. bangunan gedung olahraga seperti stadion atau sejenisnya; 
b. bangunan gedung terminal darat/laut/udara; dan 
c. rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas). 

(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana climaksud pada ayat (1), 

TABG dibentuk secara ad-hoc dengan masa penugasan tertentu yang 
susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan 
dengan kompleksitas bangunan gedung. 

Pasal 108 
(1) Keanggotaan TABG meliputi: 

a. unsur Dinas PUPR; 
b. unsur instansi teknis terkait; dan 
c. unsur ahli yaitu asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan/ atau 

masyarakat ahli termasuk masyarakat adat. 
(2} Keanggotaan TABG dari unsur Dinas PUPR sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a merupakan Pejabat Fungsional Teknik Tata 
Bangunan dan Perumahan, dan/ atau pejabat lainnya yang terkait; 

(3) Keanggotaan TABG dari unsur instansi teknis terkait sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi bidang tugas antara 
lain: 
a. bidang jalan; 
b. bidang perhubungan/ transportasi; 
c. bidang telekomunikasi; 
d. bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3); 
e. bidang pertahanan; 
f. bidang keamanan; 
g. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan; dan 
h. bidang hukum 

(4) Keanggotaan TABG dari unsur ahli sebagaimana climaksud pada ayat 
( 1) huruf c paling sedikit terdiri dari bidang keahlian: 
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a. bidang arsitektur; 
b. bidang struktur; dan 
c. bidang utilitas (mekanikal dan elektrikal). 

(5) Selain keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaan 
TABG dari unsur ahli dapat dilengkapi dengan bidang keahlian antara 
lain: 
a. bidang planologi/perencanaan wilayah dan kota; 
b. bidang pertamanan/lansekap; 
c. bidang tata ruang-dalam/interior; 
d. bidang bangunan gedung adat; 
e. bidang nuklir; dan 
f. bidang teknologi informasi. 

(6) Susunan keanggotaan TABG terdiri dari: 
a. Ketua merangkap anggota TABG ( ex-officio) dari unsur Dinas 

PUPR; 
b. Wakil Ketua merangkap anggota TABG (ex-officio) dari unsur Dinas 

PUPR atau instansi teknis terkait; 
c. Sekretaris merangkap anggota TABG (ex-officio) dari unsur Dinas 

PUPR atau instansi teknis terkait; dan 
d. Anggota TABG dari unsur Dinas PUPR, instansi teknis terkait, dan 

ahli. 
(7) Anggota TABG yang berhak. memberikan suara (vote membe,} dalam 

menetapkan keputusan basil pengkajian adalah anggota dari unsur 
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. 

(8) Komposisi keanggotaan TABG ditetapkan dengan ketentuan jumlah 
anggota TABG dari unsur ahli paling sedikit sama dengan jumlah 
gabungan anggota TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis 

terkait. 
(9) Jumlah anggota TABG dari unsur ahli ditetapkan dalam jumlah ganjil 

untuk kepentingan pemungutan suara (voting) dalam hal persetujuan 
dokumen rencana teknis tidak tercapai mufakat, 
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(10} Anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 

Surat Keputusan Bupati. 
(11) Dalam hal tidak tersedia bidang keahlian yang dibutuhkan, Bupati 

dapat: 
a. merekrut ahli bangunan gedung dari Kabupaten lain yang tidak 

ditetapkan sebagai TABG berdasarkan basis data ahli bangunan 
gedung Kabupaten lainnya; atau 

b. mengundang anggota TABG Kabupaten lain di Indonesia untuk 
membantu sebagai narasumber sesuai kebutuhan. 

(12) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(11), Bupati menyampaikan undangan tertulis kepada Bupati yang 
memiliki ahli bangunan gedung untuk direkrut dan TABG yang 
diundang sebagai narasumber. 

(13) Format undangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 109 
(1) TABG setara dengan pejabat publik yang dalam pelaksanaan tugasnya 

hams berpedoman pada: 
a. asas umum penyelenggaraan negara; dan 
b. kode etik TABG. 

(2) Asas hukum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1} huruf a diantaranya: 

a. asas kepastian hukum; 
b. asas kemanfaatan; 
c. asas ketidakberpihakan; 
d. asas kecermatan; 
e. asas tidak menyalahgunakan wewenang; 
f. asas keterbukaan; 
g. asas kepentingan umum; 
h. asas pelayanan yang baik; 
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i. asas tertib penyelenggara negara; 
j. asas profesionalitas; 
k. asas akuntabilitas; 
1. asas efisiensi; clan 
m. asas efektivitas. 

(3) Naskah kode etik TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
paling sedikit memuat tujuan dan janji TABG dalam membantu tugas 
pemerintah Kabupaten. 

(4) Tujuan yang termuat dalam naskah kode etik TABG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yaitu melaksanakan tugas untuk terwujudnya 
bangunan gedung yang fungsional, andal dan efisien serta sesuai 
dengan kondisi sosial budaya masyarakat. 

(5) Janji yang termuat dalam naskah kode etik TABG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit yaitu: 
a. melaksanakan tugas melaksanakan tugas secara profesional 

dengan keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, 
sosial, budaya dan ekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah 
tradisional; 

b. melaksanakan tugas secara independen; 
c. melaksanakan tugas secara objektif; 
d. melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan 
e. melaksanakan tugas dengan hati nurani. 

(6) Format naskah kode etik TABG tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Persyaratan Calon Anggota TABG 

Pasal 110 

(1) Persyaratan calon anggota TABG meliputi: 
a. persyaratan umum; 
b. persyaratan ad.ministratif; dan 



- 91- 

c. persyaratan teknis keprofesian/kepakaran. 
(2) Persyaratan umum calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Warga Negara Indonesia (WNI); 
b. terdaftar sebagai penduduk di Kabupaten tempat domisilinya; 
c. berkelakuan baik dan tidak pemah dihukum karena melakukan 

tindak pidana kejahatan; 
d. tidak memiliki konllik kepentingan dengan tugas TABG; 
e. sehat jasmani dan rohani; dan 
f. bebas narkoba, yaitu tidak pernah terbukti sebagai pengguna 

dan/ atau pengedar narkoba. 
(3) Selain persyaratan um.um sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon 

TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait, harus 
memenuhi persyaratan umum lainnya yang meliputi: 
a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan 
b. menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan 

penyelenggaraan bangunan gedung. 
(4) Persyaratan administratif calon anggota TABG sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf b meliputi: 
a. surat permohonan untuk menjadi TABG; 
b. daftar riwayat hidup (curriculum vitae); 

c. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP); 
d. fotokopi ijasah pendidikan terakhir; 
e. surat penugasan (hanya untuk calon TABG dari unsur Pejabat 

Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan); 
f. fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan; 
g. surat keterangan domisili; 
h. surat keterangan sehat; 
1. surat keterangan bebas narkoba; 
J. pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan 
k. surat keterangan lainnya. 



-92- 

(5) Persyaratan teknis keprofesian/kepakaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c berlaku untuk calon anggota TABG dari unsur 
ahli, melipu ti: 
a. sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan untuk unsur ahli dari asosiasi 

profesi; 
b. persyaratan teknis keprofesian/kepakaran sebagamana dimaksud 

pada ayat (5) huruf a dan/atau surat keterangan dosen yang 
memiliki kepangkatan minimal asisten ahli untuk unsur ahli dari 

perguruan tinggi; 
c. pengakuan kepakaran atau pemangku dibidang adat untuk unsur 

ahli dari masyarakat adat; clan 
d. surat rekomendasi dari Kepala Dinas PUPR untuk anggota TABG 

dari unsur Dinas PUPR dan surat rekomendasi dari kepala 
instansi teknis terkait untuk calon anggota TABG dari unsur 

instansi teknis terkait. 
(6) Format surat permohonan untuk menjadi TABG sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang· merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Tugas dan Fungsi TABG 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 111 
TABG mempunyai tugas dan fungsi secara: 
a. rutin tahunan; dan 
b. insidental. 
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Paragraf 2 
Togas dan Fungsi Rutin Tahunan TABG 

Pasal 112 
( 1) Tugas ru tin tahunan T ABG dila.kukan dalam rangka pengesahan 

dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum. 
(2) Berdasarkan unsur keanggotaannya, tugas rutin tahunan TABG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: 
a. unsur ahli memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, 

pendapat, dan pertimbangan profesional: 
b. unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait memberikan 

masukan tentang program dalarn pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi instansi yang terkait; dan 

c. keseluruhan unsur anggota TABG dapat memberikan konsultasi 
teknis kepada pemohon IMB terkait penyelenggaraan bangunan 
gedung untuk kepentingan umum pada proses pra permohonan 
IMB. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf 
a, T ABG dari unsur ahli memiliki fungsi pengkajian dokumen rencana 
teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum terhadap: 
a. pemenuhan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari 

instansi berwenang. 
b. pemenuhan persyaratan tata bangunan; dan 
c. pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung. 

(4) Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, mengikuti ketentuan 

dalam Pasal 61 ayat (4}. 
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf 

b, TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi leknis terkait memiliki 
fungsi pemberian masukan data, dan/atau informasi terhadap kondisi 
yang ada, program yang sedang atau akan dilaksanakan d.i/melaiui 



b. penyempurnaan peraturan perundang-undangan 
bangunan gedung apabila diperlukan; dan 

c. penyelesaian kasus hukum. terkait permasalahan bangunan 
gedung apabila diperlukan. 

terkait 
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atau dekat dengan lokasi rencana bangunan gedung untuk 
kepentingan umum yang dimohonkan IMB-nya. 

Paragraf3 
Tugas dan Fungsi Insidental TABG 

Pasal 113 
(1) Tugas TABG secara insidental yaitu memberikan pertimbangan teknis 

dalam: 
a. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan 

gedung apabila diperlukan; 

(2) Penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain untuk: 

a. penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan persyaratan 
intensitas bangunan gedung dalam rangka penerbitan IMB 
sementara apabila peraturan tata ruang belum ditetapkan; 

b. penilaian rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang 
diberikan oleh pengkaji teknis; 

c. perencaoaan perawatao bangunan gedung; dan 
d. penilaian rencaoa teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung. 

(3) penentuan peruntukan pemanfaatan ruang dan persyaratan intensitas 
yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
dilakukan untuk membantu Bupati dalam menghasilkan acuan 
penetapan peraturan terkait peruntukan pemanfaatan ruang dan 
intensitas bangunan gedung dalam rangka penerbitan IMB sementara. 

(4) penilaian rekomendasi kelaikan fungsi bangunan gedung yang 
diberikan oleh pengkaji teknis sebagaimana climaksud pada ayat (2) 

huruf b dilakukan untuk membantu Bupati menilai kebenaran 
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rekomendasi pengkaji teknis terhadap kelaikan fungsi bangunan 
gedung da1am rangka penerbitan SLF. 

(5} perencanaan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk membantu Bupati dalam 
penilaian terhadap metode perawatan bangunan gedung yang akan 
dilaksanakan oleh pemilik atau penyedia jasa dalarn rangka pengajuan 
perpanjangan SLF. 

(6) penilaian rencana teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan untuk 
membantu Bupati dalam penilaian metode pembongkaran, pemenuhan 
persyaratan keselamatan harta benda, nyawa dan lingkungan akibat 

pembongkaran. 
(7) Penyempumaan peraturan perundang-undangan terkait bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah: 
a. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang 

penyempumaan peraturan, termasuk peraturan daerah, yang 
menghasilkan penentuan substansi-substansi yang layak untuk 
dipertimbangankan dalam peraturan; 

b. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang 
pedoman teknis yang spesifik di daerah, yang menghasilkan 
penentuan substansi-substansi yang sesuai dengan kondisi lokal, 

dan; 
c. proses tindak lanjut terhadap usulan masyarakat tentang standar 

teknis yang spesifik di daerah, yang menghasilkan kesimpulan 
tentang pemenuhan persyaratan sistem teknis konstruksi yang 
secara tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap standar 
teknis yang berlaku. 

(8) Penyelesaian kasus hukum terkait permasalahan bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan 
pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam 
pemutusan perkara tentang pelanggaran dibidang bangunan gedung 
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yang menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

bangunan gedung. 
(9) Dal.am melaksanakan tugas insidental sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) TABG memiliki fungsi: 
a. pengkajian dan analisis berdasarkan bidang keahlian masing 

masing anggota; 
b. pengkajian dan analisis terhadap masukan masyarakat di luar 

TABG; dan 
c. penyusunan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi DPMPTSP 

dan/ atau Dinas PUPR da]am tugas penyelenggaraan bangunan 

gedung. 
Bagian Keempat 

Pembentukan TABG 

Pasal 114 
(1) Tata cara pembentukan TABG dilaksanakan berdasarkan prinsip: 

a. keterbukaan; 
b. transparansi; 
c. efisiensi; dan 
d. keekonomisan. 

(2) Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk unsur ahli meliputi tahapan: 
a. pembentukan panitia seleksi; 
b. penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota TABG serta 

penyusunan draf naskah kode etik TABG; 
c. undangan Bupati kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, 

lembaga masyarakat adat, dan/ a tau Ka bu paten lain; 
d. penilaian calon anggota TABG oleh panitia seleksi; 
e. pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG kepada 

Bupati; 
f. penetapan anggota TABG; dan 
g. pelatihan dan pengukuhan anggota TABG. 
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(3) Tata cara pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis terkait meliputi tahapan: 
a. panitia seleksi menyampaikan surat permohonan usulan nama 

calon anggota TABG dari unsur Dinas PUPR dan instansi teknis 
terkait kepada Kepala Dinas PUPR dan kepala instansi teknis 
terkait; 

b. Kepala Dinas PUPR dan kepala instansi teknis terkait 
merekomendasikan calon anggota TABG dari ASN kepada panitia 
seleksi; 

c. panitia seleksi mengusulkan calon anggota TABG dari unsur Dinas 
PUPR dan instansi teknis terkait kepada Bupati untuk ditetapkan 
sebagai anggota TABG; 

d. penetapan anggota TABG; dan 

e. pelatihan dan pengukuhan anggota TABG~, 
(4) Format surat permohonan usulan nama calon anggota TABG unsur 

Dinas PUPR dan instansi teknis terkait dari panitia seleksi kepada 
kepada Kepala Dinas PUPR dan kepala instansi teknis terkait 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratu.ran 
Bupati ini. 

(5) Pembentukan TABG sebagamana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3} 
dilakukan oleh panitia seleksi yang sama dan dalam 1 (satu) kesatuan 
proses pembentukan. 

(6) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a merupakan kewenangan Bupati yang diteta.pkan melalui surat 
keputusan dengan menunjuk perwakilan dari unsur Dinas PUPR, 
instansi teknis terkait, dan masyarakat ahli. 

(7) Format Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi 
TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran 
Ilyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(8) Penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan anggota TABG serta 
penyusunan draf naskah kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dilakukan oleh panitia seleksi dengan ketentuan: 
a. menetapkan k:riteria anggota TABG yang dibutuhkan sesuai 

pertimbangan kompleksitas bangunan gedung dan kondisi sosial, 

budaya, dan ekonomi masyarakat; 
b. menetapkan jumlah anggota TABG yang dibutuhk:an sesuai 

pertimbangan jumlah penerbitan IMB bangunan gedung untuk 
kepentingan um.um dan kemampuan keuangan daerah; 

c. menetapkan persyaratan anggota TABG sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 110 berdasarkan pertimbangan kriteria, jumlah TABG 
yang dibutuhkan, dan ketersediaan ahli bangunan gedung di 

daerah; dan 
d. menyusun dan menetapkan draf naskah kode etik. 

(9) Proses pengusulan calon TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c dilakukan dengan cara penyampaian undangan Bupati oleh 

panitia seleksi kepada: 
a. asosiasi profesi; 
b. perguruan tinggi; 
c. lembaga masyarakat adat; dan/ atau 
d. Kabupaten lain yang memiliki ahli bangunan gedung tertentu yang 

tersedia di wilayahnya dan tidak dalam penugasan sebagai 

anggota TABG. 
(10) Format undangan calon TABG kepada asosiasi profesi, perguruan 

tinggi, dan lembaga masyarakat adat dan Kabupaten lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran Ilyang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(11) Penilaian calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d dilakukan oleh panitia seleksi pada setiap calon anggota TABG 
dari unsur ahli dengan menilai kualifikasi pendidikan, keahlian, 
pengalaman, dan basil pengujian. 
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(12) Pengusulan calon anggota TABG menjadi anggota TABG sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e dilalrukan oleh panitia seleksi setelah 
mendapatkan calon anggota TABG yang sudah memenuhi penilaian. 

(13) Penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
dilakukan oleh Bupati melalui Surat Keputusan berdasarkan usulan 

panitia seleksi. 
(14) Format surat keputusan Bupati tentang penetapan anggota TABG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
(15) Setelah anggota TABG ditetapkan, selanjutnya dilalrukan pelatihan clan 

pengukuhan terhadap anggota TABG dengan ketentuan: 
a. pelatihan anggota TABG dilaksanakan oleh Dinas PUPR dengan 

penyelenggaraan TABG; dan 
b. pengukuhan anggota TABG dilalrukan oleh Bupati atau pejabat 

yang cliberi kewenangan dengan penyerahan Surat Keputusan 
Bupati tentang Penetapan anggota TABG dan pembacaan kode etik 
TABG. 

Pasal 115 
(1) Surat keputusan penetapan anggota TABG sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 114 ayat (13), paling sedikit memuat: 
a. nama lengkap dan gelar akademis; 
b. data umum; 
c. unsur keanggotaan TABG; 
d. bidang keahlian; dan 
e. ijasah terakhir. 

(2) Data um.um sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling 
sedikit memuat: 
a. tempat lahir; 
b. tanggal lahir; dan 
c. alamat rumah. 



-100- 

(3) Unsur keanggotaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 
d. Dinas PUPR; 
e. instansi teknis terkait; 
f. perguruan tinggi; 
g. asosiasi profesi; atau 
h. masyarakat adat. 

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa 
pemberian honorarium anggota TABG yang diberikan honorarium 
orang perkasus, da]am hal intensitas penugasan personil TABG tinggi. 

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai 

dengan beban kerja dan pembiayaannya mengacu pada standar biaya 
orang perkasus yang berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 

Bagian Kelima 
Penugasan TABG 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 116 
(1) Kepala Dinas PUPR memberikan penugasan kepada anggota TABG 

melalui surat penugasan yang diterbitkan oleh sekretariat TABG. 
(2) Dengan mempertimbangkan besarnya beban kerja dan bidang keahlian 

yang dimiliki oleh anggota TABG, Kepala Dinas PUPR dapat 
menugaskan anggota TABG untuk melaksanakan tugas rutin tahunan 
dan/ atau insidental. 

(3) Surat penugasan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling sedikit memuat: 
a. nama lengkap dan gelar akademis; 

b. unsur / instansi; 
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c. bidang keahlian/tupoksi; 
d. kedudukan dalam tim; 
e. penugasan ke; dan 
f. remunerasi. 

(4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berupa 
pemberian honorarium anggota TABG yang diberikan honorarium 
orang perkasus, dalam hal intensitas penugasan personil TABG tinggi. 

(5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai 
dengan beban kerja dan pembiayaannya mengacu pada standar biaya 
orang bulan dan orang jam yang berlaku di Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 

Paragraf2 
Tata Cara Penugasan Rutin Tahunan TABG 

Pasal 117 
(1) Tata cara penugasan rutin tahunan TABG meliputi: 

a. Kepala Dinas PUPR melalui sekretariat TABG menugaskan anggota 
TABG untuk melaksanakan tugas rutin tahunan sebagamana 
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a dan huruf b, 
berdasarkan surat permintaan tim teknis dari DPMPTSP; dan 

b. dalam hal penugasan rutin tahunan TABG, sekretariat TABG 
mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan dan bidang 
keahlian setiap anggota TABG dengan fungsi, klasifikasi, dan/atau 
karakteristik bangunan gedung yang akan ditangani. 

(2) Format surat keputusan Kepala Dinas PUPR tentang penugasan rutin 
tahunan anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

-------------------------------------- ---· --·--·--- 
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Paragraf 3 
Tata Cara Penugasan Insidental TABG 

Pasal 118 
(1) Tata cara penugasan insidental TABG meliputi: 

a. Kepala Dinas PUPR melalui sekretariat TABG menugaskan anggota 
TABG untuk melaksanakan tugas insidental sebagamana 
dimaksud dalam Pasal 113 ayat ( 1 ), berdasarkan permint.aan 
Dinas PUPR, instansi teknis terkait atau instansi lainnya; dan 

b. dalam hal penugasan insidental TABG, sekretariat TABG 
mempertimbangkan kesesuaian antara kemampuan dan bidang 
keahlian setiap anggota TABG dengan kebutuhan pertimbangan 
teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1). 

(2) Format surat keputusan Kepala Dinas PUPR tentang penugasan 
insidental anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum da]am Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas TABG 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 119 
Tata cara pelaksanaan tugas TABG meliputi: 
a. tata cara pelaksanaan tugas rutin tahunan; dan 
b. tata cara pelaksanaan tugas insidental. 
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Paragraf 2 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Rutin Tahunan TABG 

Pasal 120 
Tata cara pelaksanaan tugas rutin tahunan TABG meliputi: 
a. pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis 

bangunan gedung; 
b. persidangan dan/ atau asistensi; dan 
c. persetujuan dokumen rencana telmis bangunan gedung untuk 

kepentingan umum. 

Pasal 121 
( 1) Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis 

bangunan gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 120 huruf a dilakukan terhadap kesesuaian dengan: 
a. perizinan dan./ a tau rekomendasi teknis lain dari instansi 

berwenang; 
b. persyaratan tata bangunan; dan 
c. persyaratan keandalan bangunan gedung. 

(2) Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis 
bangunan gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian 
dengan perizinan dan/ atau rekomendasi te~s lain dari instansi 
berwenang sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan 
untuk menjamin dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk 
kepentingan umum telah memenuhi persyaratan tertentu yang 
ditentukan oleh instansi teknis terkait dalam: 
a. bidang jalan; 
b. bidan.g perhubungan/ transportasi; 
c. bidang telekomunikasi; 
d. bidang energi; 
e. bidang pertahanan dan keamanan; 
f. bidang lingkungan hidup; dan 
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g. bidang lainnya yang terkait. 

(3) Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis 
bangunan gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian 
dengan persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilakukan untuk menjamin dokumen rencana teknis 
bangunan gedung untuk kepentingan umum telah memenuhi 
persyaratan tata bangunan yang meliputi: 

a. persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, yaitu 
peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas 
bangunan gedung sesuai RTRW, RDTR dan/atau RTBL; 

b. persyaratan arsitektur, yaitu penampilan, tata ruang dalam, 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan; 
dan 

c. persyaratan pengendalian dampak lingkungan, yaitu dampak 
negatif yang timbul. 

(4) Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis 
bangunan gedung untuk kepentingan umum terhadap kesesuaian 
dengan persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1) huruf c dilakukan untuk menjamin dokumen 
rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum telah 
memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung yang meliputi: 
a. persyaratan keselamatan; 
b. persyaratan kesehatan; 
c. persyaratan kenyamanan; dan 
d. persyaratan kemudahan. 

(5) Pemenuhan persyaratan keselamatan sebagaimana climaksud pada 
ayat (4) huruf a meliputi: 
a. kemampuan mendukung beban muatan dengan struktur yang 

kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban, 
keandalan terhadap pengaruh-pengaruh aksi akibat beban 
muatan tetap atau beban sementara dari gempa dan angin, serta 

struktur yang daktail; 
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b. kemampuan mencegah clan menanggulangi bahaya kebakaran 
dengan sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif; 

c. kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya petir dengan 
sistem penangkal petir yang menjamin perlindungan terhadap 
bangunan gedung, peralatan, dan manusia; 

d. kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan, 
pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang 
menjamin keandalan bangunan gedung terhadap ancaman 
bahaya kebakaran akibat listrik; dan 

e. kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan 
perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan 
berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya. 

(6) Pemenuhan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf b meliputi: 
a. sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, 

kisi-kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara 
yang sehat; 

b. sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan, dan 
darurat yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi 

ruang; 
c. sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih, 

pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan sampah, serta 
penyaluran air hujan yang menjamin kesehatan manusia dan 

lingkungannya;dan 
d. penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin kesehatan 

dan terjaganya baku mutu lingkungan. 
(7) Pemenuhan persyaratan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) huruf c meliputi: 
a. kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai 

dengan kebutuhan luas ruang untuk pengguna dan 
perabot/peralatan serta menjamin kelancaran sirkulasi; 
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b. kenyamanan konclisi udara yang menjamm kenyamanan 
temperatur dan kelembaban dalam ruang; 

c. kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah 
perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-luar, serta 
privasi penghuni dan lingkungan sekitamya; 

d. kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah 
perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran; dan 

e. kenyamanan terhadap kebisingan yang memperhatikan kaidah 
perancangan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan. 

(8) Pemenuhan persyaratan kemudahan sebagaimana climaksud pada ayat 
(4} huruf d meliputi: 
a. kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung melalui penyediaan 

dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horizontal 
dan vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lif, escalator, dan elevator 
yang menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang 

dalam bangunan gedung; 
b. kemudahan evakuasi melalui penyecliaan dan perancangan sistem 

peringatan tanda bahaya, pintu keluar, pintu darurat, dan jalur 
evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi; 

c. kemudahan aksesibilitas bagi penyandang clisabilitas dan lanjut 
usia melalui penyecliaan dan perancangan fasilitas dan 
aksesibilitas minimal tempat parkir, rambu dan marka, jalur 
pemandu ram, tangga, lif, pintu, toilet dan telepon umum; dan 

d. kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan 
gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan 
pemanfaatan bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang 
bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi 

dan informasi. 
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Pasal 122 
Pengkajian pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan 
gedung untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 
huruf a sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 63. 

Pasal 123 
Pengkajian pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 120 huruf a dituangkan dalam bentuk daftar simak yang 
substansinya paling sedikit dimuat dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 124 

(1) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
120 huruf b dilakukan dengan ketentuan: 
a. dihadiri oleh perencana konstruksi, pemilik dan/ atau pengguna 

bangunan gedung serta seluruh anggota TABG yang ditugaskan; 

b. persidangan dan/atau asistensi dipimpin oleh ketua TABG; dan 
c. persidangan dan/ atau asistensi membahas dan memutuskan 

segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen rencana teknis 
bangunan gedung untuk kepentingan umum. 

(2) Dalam hal ketua TABG berhalangan hadir, persidangan dan/ atau 
asistensi dipimpin oleh wakil ketua TABG atau sekretaris TABG. 

(3) Persidangan dilakukan melalui: 
a. pemaparan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk 

kepentingan umum oleh perencana konstruksi; 
b. penyampaian tanggapan TABG terhadap pemaparan perencana 

konstruksi dan penyampaian basil pengkajian TABG terhadap 
pemenuhan persyaratan dokumen rencana teknis bangunan 
gedung kepentingan umum; 

c. diskusi internal; dan 
d. pertimbangan teknis TABG. 
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(4) Daku.men rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum 

yang dipaparkan oleh perencana konstruksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat perancangan: 
a. arsitektur; 
b. struktur;dan 
c. utilitas. 

(5) Persidangan dan/atau asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara berkala dan dibatasi paling banyak 3 (tiga) kali. 

(6) Asistensi dilaksanakan dalam hal terdapat catatan perbaikan dari 
TABG yang disampaikan pada saat persidangan. 

(7) Diskusi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
dilakukan oleh TABG dengan perencana konstruksi serta pemilik 
dan/ atau pengguna bangunan gedung setelah pemaparan oleh 
perencana konstruksi sebelum TABG memberikan pertimbangan 
teknisnya. 

(8) Pertimbangan teknis TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 
d dituangkan dalam berita acara persidangan yang berupa: 
a. catatan tanpa perbaikan; atau 
b. catatan perbaikan 

(9) catatan tanpa perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a 
berupa kesimpulan basil persidangan yang menyatakan bahwa 
dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum 
sudah memenuhi persyaratan. 

(10) catatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b 
memuat butir-butir perbaikan dari TABG terhadap dokumen rencana 
teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum. 

{11) butir-butir perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus 
bersifat konkrit dan komprehensif serta tidak dapat ditambahkan pada 
agenda sidang berikutnya. 

(12) Dalam hal dilakukan persidangan berikutnya, DPMPTSP memfasilitasi 
dan menjadwalkan kembali persidangan dokumen rencana teknis 

bangunan gedung untuk kepentingan umum. 
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(13) Proses persidangan berikutnya hanya mengkonfirmasi butir-butir 
perbaikan yang termuat dalam berita acara persidangan sebelumnya; 

(14) Format jadwal sidang TABG tercantum dalam Lampiran Ilyang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

Paragraf 3 
Persetujuan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Umum 

Pasal 125 
( 1) Persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk 

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 120 huruf c 
diberikan oleh TABG dalam hal kesimpulan basil pemeriksaan 
dokumen rencana teknis menyatakan bahwa: 
a. tidak terdapat ca.tatan perbaikan; atau 
b. ca.tatan perbaikan telah dipenuhi. 

(2) Dalam hal persetujuan dokumen rencana teknis bangunan gedung 
untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
seluruh anggota TABG yang diberi penugasan termasuk ketua (ex 

o.ffici.o) harus bertanda tangan. 
(3) Dalam. hal anggota TABG berhalangan saat penandatanganan dokumen 

pertimbangan teknis, anggota TABG yang bersangkutan harus 
membuat pernyataan tertulis sebelum/pada tanggal penandatanganan 
dokumen. 

(4) DPMPTSP mengesahkan dokumen renca.na teknis bangunan gedung 
untuk kepentingan um.um berdasarkan persetujuan yang diberikan 
oleh TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
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Paragraf 4 
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Insidental TABG 

Pasal 126 
Tata cara pelaksanaan tugas insidental TABG meliputi: 
a. pengkajian; dan 
b. persidangan. 

Pasal 127 
Pengkajian dilakukan terhadap pelaksanaan tugas insidental TABG 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) sampai dengan ayat (4), 
dan ayat (8). 

Pasal 128 
(1) Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b 

dilakukan secara insidental dan komprehensif; 
(2) Persidangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. pembahasan permasalahan penyelenggaraan bangunan gedung, 

penyempurnaan peraturan perundang-undangan bangunan 

gedung, dan/at.au kasus hukum terkait permasalahan bangunan 
gedung; dan 

b. Pertimbangan teknis dari TABG. 

(3) Pertimbangan teknis dari TABG berupa nasihat, pendapat, dan 

pertimbangan profesional yang disampaikan kepada Dinas PUPR, 
instansi teknis terkait, dan/ atau instansi lain terkait pelaksanaan 
tugas insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) 
sampai dengan ayat {4), dan ayat (8). 

Pasal 129 
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Waktu pelaksanaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 
huruf b dijadwalkan bersama oleh anggota TABG yang ditugaskan sesuai 
dengan kondisi permasalahan dan kebutuhan. 

Bagian Ketujuh 
Jangka Waktu Masa Kerja TABG 

Pasal 130 
(1) Jangka waktu masa kerja TABG ditetapkan untuk: 

a. tugas rutin tahunan; dan 
b. tugas insidental. 

(2) Jangka waktu masa kerja TABG untuk tugas rutin tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu memberikan 
pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis bangunan 
gedung untuk kepentingan umum, ditetapkan selama 1 (satu) tahun 
sesuai dengan periode tahun anggaran. 

(3) Jangka waktu masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan paling banyak 2 (dua) ka1i 
perpanjangan. 

(4) Jangka waktu masa kerja TABG untuk tugas insidental sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sesuai kebutuhan dan 
paling lama 3 (tiga) tahun. 

(5) Dalam hal ketersediaan ahli terkait bidang bangunan gedung terbatas, 
perpanjangan masa kerja TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ayat (3), dan ayat (4) dapat dikecualikan. 
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Bagi.an Kedelapan 
Pembiayaan TABG 

Pasal 131 
(1) Pembiayaan TABG dibutuhkan untuk mendukung operasionalisasi 

tuga~ TABG, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) pada DIPA Dinas PUPR. 

(2) Pembiayaan TABG da1am APBD diusu1kan oleh Dinas PUPR pada 

tahun anggaran sebelumnya berdasarkan perkiraan kebutuhan 
operasionalisasi tugas T ABG. 

(3) Pembiayaan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. biaya operasional sekretariat TABG; 
b. biaya persidangan TABG; 
c. honorarium TABG; dan 
d. biaya perjalanan dinas TABG. 

(4) Biaya operasional sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a antara lain pembiayaan untuk: 
a. operasional sekretariat; 

b. pengelolaan basis data ahli bangunan gedung; 
c. honor tenaga sekretariat; 
d. pengadaan peralatan; dan 
e. pengadaan alat tulis kantor (ATK). 

(5) Biaya persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
merupakan pembiayaan penyelenggaraan sidang TABG antara lain 
untuk: 
a. sewa ruang; 
b. penggandaan dokumen sidang; dan 
c. konsumsi. 
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Bagian Kesembilan 

Sanksi Bagi Anggota TABG 

Pasal 132 
(1) Sanksi bagi anggota TABG diberikan oleh Kepala Dinas PUPR melalui 

sekretariat TABG atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TABG. 
(2) Sanksi bagi anggota TABG sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) 

diberikan dalam bentuk: 
a. sanksi teguran; 
b. sanksi surat peringatan; 
c. sanksi pemberhentian; dan 
d. sanksi pemberhentian dan clikeluarkan dari basis data ahli 

bangunan gedung. 
(3) Sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan 

pada setiap anggota TABG yang dalam periode masa penugasannya 
tidak melaksanakan tugas selama 3 (Tiga) kasus berturut-turut tanpa 
alasan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan. 

(4) Sanksi surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
diberikan pada setiap anggota TABG yang dalam periode masa 
penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan 
berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(5) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c 
cliberikan pad.a setiap anggota TABG yang dalam periode masa 

penugasannya tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan 
dan/atau 3 (tiga) kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan tertulis 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(6) Sanksi pemberhentian dan clikeluarkan dari basis data ahli bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan pada 
setiap anggota TABG yang dalam periode masa penugasannya: 
a. terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba; 

b. terbukti melakukan tindakan kriminal/pidana; 



-114- 

c. mendapat hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; 

d. melakukan malpraktek; dan/ atau 
e. melanggar kode etik TABG. 

(7) Pemberhentian anggota TABG bukan karena pelanggaran dapat 
dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR melalui sekretariat TABG apabila 
yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri secara 

tertulis atau meninggal dunia. 
(8) Format surat sanksi bagi anggota TABG sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kesepuluh 

Sekretariat TABG 

Pasal 133 
(1) Sekretariat TABG merupakan unit yang bertugas memfasilitasi: 

a. pembentukan TABG; 
b. pelaksanaan tugas TABG; dan 
c. pengelolaan administrasi TABG. 

(2) Sekretariat TABG melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
TABG. 

(3) Sekretariat TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat kepada 
Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR. 

(4) Keanggotaan sekretariat TABG ditunjuk dari unsur pegawai ASN pada 
Dinas PUPR. 

(5) Pembentukan sekretariat TABG diatur dalam Keputusan Kepala Dinas 
PUPR. 

Pasal 134 
(1) Fasilitasi pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 

ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembentukan panitia seleksi. 
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(2) Calon anggota panitia seleksi disiapkan oleh sekretariat TABG dan 
diusulkan oleh Kepala Dinas PUPR kepada Bupati. 

(3) Pembentukan panitia seleksi ditetapkan melalui Surat Keputusan 
Bupati. 

(4) Panitia seleksi diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja 
untuk menyampaikan pengusulan anggota TABG kepada Bupati. 

(5) Bupati menetapkan anggota TABG untuk masa tugas 1 (satu) tahun 
dan dapat diperpanjang melalui Surat Keputusan. 

Pasal 135 
Fasilitasi pelaksanaan tugas TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 
ayat (1) hurufb antara lain: 
a. penyediaan ruang rapat; 
b. penyediaan ruang sidang; dan 
c. penyediaan peralatan penunjang tugas TABG; 

Pasal 136 
Fasilitasi pengelolaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 
ayat (1) huruf c antara lain: 
a. pemilihan personil TABG untuk diusulkan menjadi anggota Tim Teknis 

DPMPTSP; 
b. penyiapan remunerasi TABG; 
c. penyiapan tata surat menyurat dan administrasi lainnya; dan 
d. pengelolaan basis data ahli bangunan gedung. 

Pasal 137 
(1) Remunerasi TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf b 

dianggarkan pada anggaran Dinas PUPR. 
(2) Remunerasi TABG dilaksanakan dalam bentuk: 

a. honorarium orang bulan, dalam hal intensitas penugasan personil 

TABG tinggi; dan/atau 
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b. honorarium orang jam, dalam hal intensitas penugasan personil 
TABG rendah. 

(3) Bentuk dan besaran remunerasi TABG ditetapkan daJa:m Surat 
Keputusan Penugasan TABG. 

Pasal 138 
(1) Tata surat menyurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c 

meliputi penggunaan identitas tersendiri berupa kop surat/ dokumen 
TABG, cap/stempel TABG, dan logo TABG. 

(2) Administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 huruf c 
digunakan untuk semua dokumen yang dihasilkan dalam 
penyelenggaraan TABG dan harus mendapatkan pengesahan dari 
Kepala Dinas PUPR. 

Pasal 139 
( 1) Pengolahan basis data ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 136 huruf d adalah penghimpunan seluruh daftar tentang 
data anggota TABG yang sudah ditetapkan dan ahli bangunan gedung 
dari asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk 
masyarakat adat, dan dinas PUPR serta instansi teknis terkait sebagai 
sumber rekmtmen calon TABG. 

(2) Basis data ahli bangunan gedung disusun oleh sekretariat TABG dan 
dimutakhirkan apabila terdapat perubahan terkait pembentukan 
TABG, perpanjangan masa kerja TABG, berakhimya masa kerja TABG, 

pemberhentian TABG dan/ atau data ketersediaan ahli bangunan 
gedung. 

(3) Basis data ahli bangunan gedung dikelola oleh sekretariat TABG 
melalui sistem informasi dan terpublikasi secara terbuka sehingga 
dapat diakses dari seluruh kabupaten/ kota, provinsi dan pusat. 

(4) Format basis data ah1i bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 140 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sekretariat TABG diatur dalam 
Peraturan Kepala Dinas PUPR. 

BABV 
KETENTUAN PENYELENGGARAAN SLF 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 141 
(1) Setiap bangunan gedung yang telah selesai dibangun harus memiliki 

SLF sebelum dimanfaatkan. 
(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

bangunan gedung baru dan bangunan gedung eksisting. 
(3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan 

mengajukan permohonan SLF kepada Dinas PUPR, kecuali untuk 

rum.ah tinggal kepada DPMPI'SP. 
(4) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh 

pemohon yang merupakan pemilik bangunan gedung atau orang yang 

diberi kuasa oleh pemilik bangunan gedung. 
(5) Permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

memenuhi persyaratan administratif dan teknis. 
(6) SLF diterbitkan terhadap bangunan gedung yang telah memenuhi 

persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan gedung. 

(7) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan oleh penyedia jasa pengkaji teknis bangunan 
gedung,kecuali untuk rumah tinggal 1 (satu) lantai oleh Tim Teknis 

DPMPI'SP. 
(8} Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

beranggotakan pegawai ASN dari Dinas PUPR. 
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Pasal 142 
Pelayanan permohonan penerbitan dan perpanjangan SLF diselenggarakan 
secara transparan, prosedur yang jelas, dan tanpa pungutan biaya prinsip 
pelayanan prima. 

Pasal 143 
(1) SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141ayat (1) diberikan untuk 1 

( satu) kesatuan sistem bangunan gedung. 
(2) Pemberian SLF sebagian dapat diberikan atas permohonan pemilik 

bangunan gedung untuk: 

a. bangunan gedung yang terpisah secara horizontal atau terpisah 
secara kesatuan konstruksi; dan/atau 

b. setiap unit bangunan gedung yang merupakan kelompok 
bangunan gedung dalam 1 {satu) kavling/persil dengan 
kepemilikan yang sama. 

(3) Pemberian SLF bertahap dapat diberikan atas permohonan pemilik 
bangunan gedung yang IMB-nya diterbitkan secara kolektif untuk 
setiap bangunan gedung tunggal yang telah dinyatakan laik fungsi. 

Pasal 144 
Ketentuan penyelenggaraan SLF meliputi: 
a. penggolongan objek SLF; 
b. persyaratan administratif permohonan SLF; 
c. persyaratan teknis permohonan SLF; 
d. masa berlaku SLF; 
e. tata cara penerbitan SLF; 
f. dokumen SLF bangunan gedung; dan 
g. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan SLF; 
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Bagian Kedua 
Penggolongan Objek SLF 

Pasal 145 
(1} Penggolongan objek SLF meliputi: 

a. bangunan gedung baru; 

b. bangunan gedung eksisting; dan 
c. bangunan prasarana. 

(2} Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penerbitan SLF1 atau SLF yang pertama kali; atau 
b. penerbitan SLFn atau perpanjangan SLF. 

(3) Penggolongan objek SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b berdasarkan kompleksitas bangunan gedungnya meliputi: 
a. bangunan gedung sederhana; 
b. bangunan gedung tidak sederhana; dan 
c. bangunan gedung khusus. 

(4} Penggolongan objek SLF sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dan huruf b berdasarkan pelaksanaan pengawasan konstruksinya 
meliputi: 
a. bangunan gedung sederhana yang pengawasan konstruksinya 

clilakukan oleh penyeclia jasa; 
b. bangunan gedung sederhana dengan desain prototipe yang 

pengawasan konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik; 
c. bangunan gedung sederhana yang desain dan pengawasan 

konstruksinya dilakukan sendiri oleh pemilik; dan 
d. bangunan gedung tidak sederhana dan khusus. 
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Bagian Ketiga 
Persyaratan Administratif Permohonan SLF 

Pasal 146 
(1) Persyaratan administratifpermohonan penerbitan SLF meliputi: 

a. formulir permohonan penerbitan SLF yang ditandatangani oleh 
pemohon; 

b. surat lruasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan 
pemilik bangunan; 

c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan tanah atau 
perubahan perjanjian pemanfaatan tanah; 

d. surat pemyataan pengawas/manajemen konstruksi bahwa 
bangunan gedung laik fungsi; dan 

e. data penyedia jasa perencana, pelaksana, dan/ atau 
pengawas/ manajemen konstruksi. 

(2) Persyaratan administratif permohonan perpanjangan SLF meliputi: 
a. formulir permohonan perpanjangan SLF yang ditandat.angani oleh 

pemohon; 

b. surat lruasa dari pemilik bangunan, apabila pemohon bukan 
pemilik bangunan; 

c. data tanah, dalam hal terjadi perubahan kepemilikan tanah atau 
perubahan perjanjian pemanfaatan tanah; 

d. surat pemyataan penyedia jasa pengkaji teknis bahwa bangunan 
gedung laik fungsi; dan 

e. data penyedia jasa pengkaji teknis. 
(3) Data tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan pada ayat 

(2) huruf c meliputi: 
a. fotokopi surat bukti status hak atas t.anah; 
b. fotokopi Tanda Bukti Lunas PBB tahun berjalan; dan 
c. surat perjanjian pemanfaat.an atau penggunaan tanah antara 

pemilik bangunan gedung dengan pemegang hak atas tanah dalam 
hal pemilik bangunan gedung bukan pemegang hak atas tanah. 
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(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung 

eksisting, surat pemyataan pengawas/ manajemen konstruksi dan data 
penyediajasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e 
diganti menjadi: 
a. surat pemyataan pengkaji teknis; dan 
b. data pengkaji teknis. 

(5) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung 
sederhana yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya 
dilakukan oleh pemilik, surat pemyataan pengawas/manajemen 
konstruksi dan data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dan huruf e diganti menjadi: 
a. surat pemyataan pemilik; dan 
b. data pemilik. 

(6) Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung sederhana bukan 
kepentingan umum, surat pemyataan pengawas/manajemen 
konstru.ksi dan data penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d dan huruf e diganti menjadi: 
a. surat pemyataan pemilik; 
b. surat pemyataan Tim Teknis DPMPTSP; dan 
c. data pemilik dan Tim Teknis DPMPTSP. 

Pasal 147 
Ketetuan mengenai format persyaratan administratif permohonan SLF 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 tercantum dalam Lampiran III 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Bagian Keempat 
Persyaratan Teknis Permohonan SLF 

Paragraf 1 

Umum. 

Pasal 148 
(1) Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan gedung 

meliputi: 
a. data umum bangunan gedung; 
b. dokumen IMB beserta lampirannya; 
c. as built drawings; 
d. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
e. dokumen testing comisioning dan/ atau dokumen pemeriksaan 

kelaikan fungsi. 
(2) Persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF bangunan prasarana 

meliputi: 
a. data umum bangunan prasarana; 
b. dokumen IMB prasarana beserta lampirannya; dan 

c. as built drawings; 
d. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi. 

(3) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLF bangunan gedung 
meliputi: 
a. data umum bangunan gedung; 
b. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya; 
c. dokumen pemeliharaan dan perawatan; 
d. dokumen pemeriksaan berkala; dan 
e. as built drawings; 
f. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
g_ dokumen testing comisioning dan/ atau dokumen pemeriksaan 

kelaikan fungsi. 
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(4) Persyaratan teknis permohonan perpanjangan SLF bangunan 
prasarana meliputi: 
a. data umum bangunan prasarana; 
b. dolrumen SLF terakhir beserta lampirannya; 
c. dolrumen pemeliharaan dan perawatan; 
d. dolrumen pemeriksaan berkala; dan 
e. as built drawings; 

f. dolrumen pengawasan konstruksi; dan 
g. dolrumen testing comisioning dan/ atau dolrumen pemeriksaan 

kelaikan fungsi. 
(5) Data umum bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

148 ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi: 
a. nama bangunan gedung; 
b. alamat lokasi bangunan gedung; 
c. fungsi dan/ atau klasifikasi bangunan gedung; 
d. jumlah lantai bangunan gedung; 
e. luas lantai dasar bangunan gedung; 
f. total luas lantai bangunan gedung; 
g. ketinggian bangunan gedung; 
h. luas basemen; 
i. jumlah lantai basemen; dan 
j. posisi bangunan gedung. 

(6) Data umum bangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
148ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi: 
a. nama bangunan prasarana; 
b. alamat lokasi bangunan prasarana; 
c. fungsi bangunan prasarana; dan 
d. posisi bangunan prasarana. 
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Paragraf2 
Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung 

Sederhana 

Pasal 149 
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan gedung dan 

menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi: 
a. dokumen IMB beserta lampirannya; 
b. dokumen rencana teknis yang telah clisahkan; 
c. as built drawings; 
d. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
e. dokumen testing comisioning. 

(2) Dalam hal pemilik adalah MBR sehingga pembangunan gedung tidak 
melibatkan penyedia jasa konstruksi, kelengkapan persyaratan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 
a. dokumen IMB beserta lampirannya; 
b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan; 
c. spesifikasi umum struktur; 
d. gambar situasi atau gambar tapak; 
e. gambar denah, tampak,potongan; 
f. foto pengawasan konstruksi; dan 
g. daftar simak pengawasan konstruksi bangunan gedung sederhana 

yang diisi oleh pemilik dan diketahui Tim Teknis DPMPI'SP. 
(3) Form.ulir data um.um dan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 148 ayat 
(2) dan ayat (3). 

(4) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
mengikuti ketentuan dalam Pasal 39. 

(5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dapat berupa: 
a. dokumen rencana teknis yang dibuat oleh perencana konstruksi; 
b. dokumen rencana teknis yang memuat desain prototipe; atau 
c. dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon. 
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(6) Dalam hal perm.ohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung 
eksisting yang belum memiliki. IMB, persyaratan teknis sebagimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diganti dengan ketentuan dalam Pasal 39. 

(7) Dalam hal perm.ohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan 

persyaratan meliputi: 
a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya; 
b. dokumen pemeliharaan dan perawatan; 
c. dokumen pemeriksaan berkala; 
d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; 
e. as built drawings; 
f. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
g. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi. 

Pasal 150 
Ketentuan mengenai form.at persyaratan teknis perm.ohonan penerbitan SLF 
bangunan gedung sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Gedung Tidak 

Sederhana Dan Khusus 

Pasa.1151 
(1) Pemohon harus mengisi form.ulir data umum bangunan gedung dan 

menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi: 
a. dokumen IMB beserta lampirannya; 
b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan; 

c. as built drawings; 
d. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi. 



-126- 

(2) Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 148 ayat 

(5). 

(3) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
mengikuti ketentuan dalam.Pasal 40. 

(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gedung tidak 
sederhana dan khusus eksisting yang belum memiliki IMB, persyaratan 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan ketentuan 

dalam Pasal 40. 
(5) Dalam hal perm.ohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen 

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan 

persyaratan meliputi: 
a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya; 
b. dokumen pemeliharaan dan perawatan; 
c. dokumen pemeriksaan berkala; 
d. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; dan 
e. as built drawings; 

f. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
g. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi. 

Pasal 152 
Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF 
bangunan gedung tidak sederhana dan khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 151 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Paragraf4 
Persyaratan Teknis Permohonan Penerbitan SLF Bangunan Prasarana 

Pasal 153 
(1) Pemohon harus mengisi formulir data umum bangunan prasarana dan 

menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan teknis meliputi: 
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a. dokumen IMB beserta lampirannya; 
b. dokumen rencana teknis yang telah disahkan; 
c. as built drawings; 

d. dokumen pengawasan konstruksi; dan 
e. dokumen testing comisioning. 

(2) Formulir data umum dan dokumen IMB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 148 ayat 

(6). 

(3) As built drawings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
mengilruti ketentuan dalam.Pasal 46. 

(4) Dalam hal permohonan penerbitan SLF untuk bangunan prasarana 
yang belum memiliki IMB, persyaratan teknis sebagimana dimaksud 
pada ayat (1) diganti dengan: 

a. as built drawings; dan 
b. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi. 

(5) Dalam hal permohonan perpanjangan SLF, kelengkapan dokumen 
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan 

persyaratan meliputi: 
a. dokumen SLF terakhir beserta lampirannya; 
b. dokumen pemeliharaan dan perawatan; 
c. dokumen pemeriksaan berkala; 
d. as built drawings; dan 
e. dokumen pemeriksaan kelaikan fungsi. 

Pasal 154 
Ketentuan mengenai format persyaratan teknis permohonan penerbitan SLF 
bangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 tercantum 
dalam Lampiran Illyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Bagi.an Kelima 

Masa Berlaku SLF Bangunan Gedung 

Pasal 155 
(1) SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana dan 

rumah deret sederhana berlaku selama bangunan gedung tidak 

mengalami perubahan IMB. 
(2) SLF bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret 

dengan ketinggian sampai dengan 2 (dua) lantai berlaku untuk jangka 
waktu 20 (dua puluh) tahun. 

(3) SLF bangunan gedung rumah tinggal tidak sederhana dengan 
ketinggian lebih dari 1 (satu) lantai, bangunan gedung lainnya pada 
umumnya, dan bangunan gedung untuk kepentingan umum berlaku 
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 

(4) SLF bangunan gedung yang telah habis masa berlakunya harus 
diperpanjang. 

(5) Pengurusan perpanjangan SLF bangunan gedung dilakukan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF 
bangunan gedung berakhir. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Penyelenggaraan SLF 

Paragraf lUmum 

Pasal 156 
( 1) Tata cara penyelenggaraan SLF meliputi: 

a. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung 
sederhana; 

b. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung 
sederhana dengan desain prototipe atau desain sendiri oleh 
pemilik; 
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c. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung tidak 

sederhana dan khusus; 
d. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung 

sederhana eksisting; 
e. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan gedung tidak 

sederhana dan khusus eksisting; 
f. tata cara penyelenggaraan perpanjangan SLF; dan 
g. tata cara penyelenggaraan SLF untuk bangunan prasarana. 

(2} Tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1} 

huruf a meliputi tahap: 
a. proses asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis; dan 
b. proses permohonan dan penerbitan SLF. 

(3) Tata cara penyelenggaraan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi tahap: 
a. proses permohonan SLF; dan 
b. proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan proses penerbitan 

SLF. 
(4) Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung sederhana, 

proses pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP. 
(5) Dalam hal permohonan SLF untuk bangunan gedung tidak sederhana 

dan khusus, proses pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas PUPR. 

Paragraf 2 
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana 

Pasal 157 
(1) Proses permohonan SLF bangunan gedung sederhana meliputi: 

a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DPMPTSP dengan 
melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis; 
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b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 
administratif dan teknis; 

c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak 
lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; dan 

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 
persyaratan. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
mengikuti ketentuan dalam Pasal 146. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149. 

(4) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan lengkap, 
proses dilanjutkan ke verifikasi hasil pengkajian teknis. 

Pasal 158 
Proses verifikasi hasil pengkajian teknis dan penerbitan SLF bangunan 
gedung sederhana meliputi: 
a. Tim Teknis DPMPTSP melakukan verifikasi kesesuaian dokumen as 

built drawing, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan testing 
comisioning terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

b. Tim Teknis DPMPTSP melakukan pemeriksaan visual bangunan 
gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

c. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim Teknis 
DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi perbaikan bangunan gedung; 

d. pemilik bangunan gedung hams melaksanakan rekomendasi perbaikan 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam batas waktu yang 
ditentukan; 

e. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai, Tim Teknis DPMPTSP 
mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; dan 
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f. DPMPTSP mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 
huruf d dan menerbitkan dokumen SLF. 

Paragraf3 
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Sederhana yang 

Menggunakan Desain Prototipe dan Desain Sendiri 

Pasal 159 
(1) Proses asistensi pemeriksaan pemenuhan persyaratan telmis meliputi: 

a. Tim Teknis DPMPTSP memberikan asistensi kepada pemohon IMB 
terkait pemanfaatan desain prototipe atau pembuatan desain 
sederhana berpedoman kepada ketentuan persyaratan pokok 
bangunan tahan gempa; 

b. pemilik. diberikan daftar simak pengawasan pelaksanaan 
konstruksi bangunan; 
Tim Telmis DPMPTSP melakukan asistensi c. 

konstruksi; dan 
d. penandatanganan surat pernyataan oleh pemilik. bangunan 

gedung diketahui oleh Tim Teknis DPMPTSP bahwa bangunan 

gedung laik fungsi. 
(2) Tim Teknis DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 

huruf c beranggotakan pegawai ASN ditunjuk oleh Dinas PUPR. 

Pasal 160 
(1) Proses permohonan dan penerbitan SLF bangunan gedung sederhana 

meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada DPMPTSP dengan 

melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis; 
b. DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

administratif dan telrnis; 
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c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak 
lengkap, berkas permohonan SLF clikembalikan ke pemohon 
untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; dan 

d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 
persyaratan. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
mengikuti ketentuan dalam Pasal 146. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149. 

(4) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakanlengkap, 
Tim Teknis DPMPTSP mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF. 

(5) DPMPTSP mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada 

huruf d dan menerbitkan dokumen SLF. 

Paragraf 4 
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan 

Khusus 

Pasal 161 
( 1) Proses permohonan SLF bangunan gedung tidak sederhana dan 

khusus meliputi: 
a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada Dinas PUPR 

dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan 

teknis; 
b. Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 

administratif dan teknis; 
c. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak 

lengkap, berkas permohonan SLF clikembalikan ke pemohon 

untuk dilengkapi dan/ atau diperbaiki; dan 
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d. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud 
pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 
persyaratan. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

mengikuti ketentuan dalam Pasal 146_ 
(3) Persyaratan teknis sebagaimana climaksud pada ayat ( 1) huruf b 

mengikuti ketentuan sebagaimana climaksud dalam Pasal 151. 
(4) dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakanlengkap, 

proses dilanjutkan ke verifikasi basil pengkajian teknis. 

Pasal 162 
(1) Proses verifikasi basil pengkajian teknis dan penerbitan SLF bangunan 

gedung tidak sederhana dan khusus meliputi: 

a. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan verifikasi kesesuaian dokumen 
as built drawing, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan 
testing comisioni.ng terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

b. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan pemeriksaan visual bangunan 
gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

c. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim 
Teknis Dinas PUPR mengeluarkan rekomendasi perbaikan 
bangunan gedung; 

d. pemilik bangunan gedung harus melaksanakan rekomendasi 
perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam batas 
waktu yang ditentukan; 

e. dalam hal verifikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana 
climaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai, 'Nm 
Teknis Dinas PUPR mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; 

dan 
f. Dinas PUPR mengesahkan rekomendasi sebagaimana dimaksud 

pada huruf d dan menerbitkan dokumen SLF. 
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(2) Proses verifikasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh pegawai ASN yang ditunjuk oleh Dinas PUPR. 

(3) Dalam hal DPMPTSP memandang penting, proses verifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG. 

Paragraf 5 
Tata Cara Penyelenggaraan SLF Bangunan Gedung Eksisting 

Pasal 163 
(1) Proses permohonan SLF bangunan gedung meliputi: 

a. pemohon mengajukan permohonan SLF kepada Dinas PUPR dengan 
melampirkan dokumen persyaratan administratif dan teknis; 

b. Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan 
administratif dan teknis; 

c. dalam hal bangunan gedungeksisting yang dimintakan SLF nya 
belum mempunyai !MB, penyelenggaraan penerbitan SLF nya 
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 65 sampai 
dengan Pasal 70; 

d. dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakan tidak 
lengkap, berkas permohonan SLF dikembalikan ke pemohon untuk 
dilengkapi dan/atau diperbaiki; dan 

e. pengembalian berkas permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan. 

(2) Dalam hal permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a adalah untuk bangunan gedung sederhana, permohonan diajukan 
kepada DPMPTSP. 

(3) Persyarat.an administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

mengikuti ketentuan dalam Pasal 146. 
(4) Persyarat.an teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 149 untuk 
bangunan gedung sederhana atau mengikuti ketentuan sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 151 untuk bangunan gedung tidak sederhana 

dan khusus. 
(5) Dalam hal persyaratan administratif dan teknis dinyatakanlengkap, 

proses dilanjutkan ke verifikasi basil pengkajian teknis. 

Pasal 164 
(1) Proses verifikasi basil pengkajian teknis dan penerbitan SLF bangunan 

gedung meliputi: 
a. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan veri:fikasi kesesuaian dokumen 

as built drawing, pengawasan konstruksi, dan dokumen laporan 
testing comisioningterhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

b. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan pemeriksaan visual bangunan 
gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis; 

c. dalam hal veri:fikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tidak sesuai, Tim 
Teknis Dinas PUPR mengeluarkan rekomendasi perbaikan 

bangunan gedung; 
d. pemilik bangunan gedung harus melaksanakan rekomendasi 

perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam batas 
waktu yang ditentukan; 

e. dalam hal veri:fikasi dan pemeriksaan visual sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan sesuai, Tim 
Teknis Dinas PUPR mengeluarkan rekomendasi penerbitan SLF; 

dan 
f. Dinas PUPR mengesahk:an rekomendasi sebagaimana dimaksud 

pada huruf d dan menerbitkan dokumen SLF. 
(2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh pegawai ASN yang ditunjuk oleh Dinas PUPR. 
(3) Dalam hal DPMPTSP memandang penting, proses veri:fikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan TABG. 
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Pasal 165 
(1) Dalam hal pemilik bangunan gedung merasa keberatan atas 

rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 huruf 
c, pemilik dapat mengajukan keringanan. 

(2) Pengajuan keringanan sebagaimana dimaksud pada huruf e 
dipertimbangkan oleh Dinas PUPR dengan meminta pertimbangan 
TABG. 

(3) Pertimbangan TABG atas pengajuan keringanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar prinsip kehati-hatian, 
keselamatan, kemanfaatan, dan keekonomisan. 

(4) Dinas PUPR dapat memberikan keringanan perbaikan pada bangunan 
gedung eksisting, antara lain: 
a. keringanan atas waktu pelaksanaan perbaikan; dan 
b. keringanan atas rekomendasi perbaikan komponen arsitektural, 

struktural, utilitas, serta tata ruang luar bangunan gedung 
sepanjang tidak berakibat terhadap keselamatan. 

Pasal 166 
Dalam melaksanakan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 164 ayat (1) huruf d pemilik bangunan gedung harus 
memberikan jaminan pelaksanaan tertulis dan bermaterai. 

Bagian Ketujuh 
Jangka Waktu Penyelenggaraan SLF 

Pasal 167 
(1) Jangka waktu proses penyelenggaraan SLF bangunan gedung dihitung 

sejak pengajuan permohonan SLF meliputi: 
a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis 

dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja; 
b. proses verifikasi basil pengkajian teknis untuk bangunan gedung 

sederhana dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja; 
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c. proses verifikasi hasil pengkajian teknis untuk bangunan gedung 
tidak sederhana dan khusus dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja; 

d. proses verifikasi basil pengkajian teknis untuk bangunan gedung 
eksisting dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja; 

e. proses pelaksanaan rekomendasi perbaikan dilaksanakan dalam 
jangka waktu yang diberikan; dan 

f. proses penerbitan SLF bangunan gedung dilaksanakan paling 
lama 1 (satu) hari kerja. 

(2) Permohonan SLF yang dapat diproses adalah permohonan yang telah 
dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Dalam hal permohonan SLF dikembalikan ke pemohon, jangka waktu 
proses penerbitan dan perpanjangan SLF dihitung kembali dari awal. 

Bagi.an Kedelapan 
Dokumen SLF Bangunan Gedung 

Pasal 168 
Pemilik/pengguna bangunan gedung yang telah menyelesaikan proses 
penerbitan atau perpanjangan SLF memperoleh: 
a. dokumen SLF; 
b. lampiran dokumen SLF; dan 
c. label SLF. 

Pasal 169 
(1) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 169 huruf a 

merupakan lembar surat keterangan bangunan gedung laik fungsi yang 
ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPRS. 

5'fanda tangan dokumen SLF oleh Kepala Dinas PUPR dilakukan apabila diberikan 
kewenangan oleh Bupati/Walikota.Apabila tidak diberikan kewenangan, maka dokwnen 
SLF ditandatangani oleh Bupati/W alikota.Atau kewenangan dapat diberikan sesuai 
klasifikasi kompleksitas bangunan gedung (misalnya bangunan gedung hingga 8 laniai SLF- 
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(2) Dokumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat 

informasi: 
a. nomor surat keterangan bangunan gedung laik fungsi yang dapat 

dilengkapi dengan kode batang (bar code); 

b. nomor dan tanggal surat pemyataan kelaikan fungsi bangunan 

gedung; 
c. nama bangunan gedung; 
d. jenis bangunan gedung; 
e. fungsi bangunan gedung; 
f. nomor bukti kepemilikan bangunan gedung; 
g. nomor !MB; 
h. nama pemilik bangunan gedung; 
1. lokasi bangunan gedung; 
J. pemyataan laik fungsi; dan 
k. masa berlaku. 

(3) Nomor SLF bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b disusun dari serangkaian angka yang dapat mengidentifikasi 
dokumen SLF sebagai yang pertama kali (awal) atau perpanjangan yang 

telah dilakukan. 
(4) Lembar Dolrumen SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti 

pada setiap perpanjangan, dimana lembar lama dikembalikan kepada 

DPMPTSP. 

Pasal 170 
(1) Lampiran dolrumen SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf 

b meliputi: 
a. lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF 

bangunan gedung; 
b. lembar gambar block plan/ site plan; dan 
c. lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF 

bangunan gedung. 

nya ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR sedangkan bangunan gedung di aias 8 lantai 
SLF-nya ditandatangani oleh Bupati/ Walikota). 
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(2) Lembar pencatatan data tanggal penerbitan dan perpanjangan SLF 
bangunan gedung sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a 
memiliki ketentuan: 

a. dicatat nomor urut, tanggal dan nomor SLF sesuai sejarah 
penerbitan dan perpanjangan SLF; 

b. dicata.t lingkup setiap SLF yang diterbitkan untuk seluruh atau 
sebagian bangunan gedung dan/ atau bangunan prasarana; dan 

c. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung. 
(3) Lembar gambar block plan/ site plan sebagaimana climaksud pada ayat 

( 1) huruf b memiliki ketentuan: 
a. menunjukkan blok bangunan gedung dan bangunan prasarana 

yang mendapat penerbitan SLF bangunan gedung atau 
perpanjangan SLF bangunan gedung; 

b. dibuat setiap proses perpanjangan SLF bangunan gedung; dan 
c. secara kumulatif tetap pada pemilik/ pengguna bangunan gedung. 

(4) Lembar daftar kelengkapan dokumen untuk perpanjangan SLF 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

memiliki ketentuan: 
a. berfungsi sebagai informasi untuk pengurusan permohonan 

perpanjangan SLF bangunan gedung; dan 
b. bersifat tetap pada pemilik/pengguna bangunan gedung. 

Pasal 171 
(1) Label SLF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c merupakan 

penanda yang disediakan oleh Dinas PUPR bagi bangunan gedung yang 

telah memiliki SLF. 
(2) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai 

instrumen pengawasan pemanfaatan bangunan gedung. 
(3) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 

pemilik/pengguna bangunan bersamaan dengan dokumen SLF 
bangunan gedung setelah menyelesaikan proses penerbitan atau 
perpanjangan SLF. 



-140- 

(4) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 

a. logo/ i.kon SLF; 
b. tanggal mulai berlaku SLF; 
c. tanggal berakhirnya SLF; dan 
d. kode batang ( bar code). 

(5) Label SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada 
bagian muka sisi luar bangunan gedung yang mudah dilihat penghuni, 
pengunjung dan/atau petugas pengawasan perangkat daerah sesuai 

kewenangannya. 

BAB VI 
PENGKAJI TEKNIS 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 172 
(1) Pengkaji teknis merupakan penyedia jasa pengkajian teknis yang 

berbentuk: 
a. perorangan; atau 
b. badan hukum. 

(2) Pengkaji teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas 
melaksanakan pengkajian teknis bangunan gedung dalam rangka: 
a. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan 

penerbitan SLF; 
b. pemeriksaan berkala bangunan gedung; dan/ atau 
c. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung untuk keperluan 

perpanjangan SLF. 
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Bagian Kedua 

Persyaratan Pengkaji Teknis 

Paragraf 1 
Persyaratan Pengkaji Teknis Perorangan 

Pasal 173 
Pengkaji teknis perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 Pasal 1 

ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan: 

a. memiliki keahlian pengkajian teknis dalam bidang arsitektur, struktur 

dan/ atau utilitas yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian; dan 
b. memiliki pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis, pengawasan 

konstruksi dan/ atau manajemen konstruksi bangunan gedung. 

Paragraf2 

Persyaratan Pengkaji Teknis Badan Hukum 

Pasal 174 
(1) Pengkaji teknis badan hukum sebagaimana dimaksud da]am Pasal 172 

ayat (1) huruf b harus memenuhi: 
a. persyaratan administratif; dan 
b. persyaratan teknis. 

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 
a. akta pendirian perusahaan dan pengesahan pendirian 

perusahaan; 
b. tanda daftar perusahaan; 
c. surat keterangan domisili perusahaan; 
d. surat izin usahajasa konstruksi (IUJK); 
e. sertifikat badan usaha dalam bidang pengawasan konstruksi; 
f. nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan; 
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g. kartu tanda penduduk (KTP) pemilik perusahaan; 
h. daftar pengalaman perusahaan; dan 
i. referensi pekerjaan dari pengguna jasa. 

(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a. memiliki pengalaman dalam melak:ukan pengkajian teknis 

dan/ atau pengawasan konstruksi bangunan gedung; dan 
b. memiliki tenaga kerja pengkaji teknis yang memiliki pendidikan, 

keahlian dan pengalaman dalam melakukan pengkajian teknis 
dan/ atau pengawasan konstruksi bangunan gedung. 

Bagian Ketiga 
Penugasan Pengkaji Teknis 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 175 
Penugasan pengkaji teknis dapat dilakukan oleh: 

a. pemilik/pengguna bangunan gedung; atau 
b. Dinas PUPR. 

Paragraf 2 
Penugasan Pengkaji Teknis oleh Pemilik/Pengguna Bangunan Gedung 

Pasal 176 
( 1) Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/ pengguna bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 huruf a dilak:ukan untuk 
membantu pemilik/pengguna bangunan gedung melakukan 
pemeriksaan kelaikan fungsi dan/ atau pemeriksaan berkala semua 
penggolongan bangunan gedung. 
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(2) Penugasan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna bangunan gedung 
dapat dilakukan pada pengkaji teknis perorangan atau badan hukum 
sesuai kebutuhan. 

(3) Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh pemilik/pengguna 
bangunan gedung dilaksanakan menggunakan mekanisme lelang atau 
penunjukan langsung berdasarkan ikatan hubungan kerja dalam 
bentuk perjanjian tertulis. 

(4) Format dokumen ikatan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati. ini. 

Paragraf 3 
Penugasan Pengkaji Teknis oleh Dinas PUPR 

Pasal 177 
(1) Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 175 huruf b dilakukan untuk membantu Dinas PUPR 
melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung rumah 
tinggal tunggal dan rumah tinggal deret. 

(2) Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR dapat dilakukan pada 
pengkaji teknis perorangan atau badan hukum sesuai kebutuhan. 

(3) Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR dapat dilakukan melalui: 

a. kontraktual; atau 
b. penetapan. 

Pasal 178 
(1) Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR melalui kontraktual 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3} huruf a dilakukan 
berdasarkan ikatan hubungan kerja dalam bentuk perjanjian tertulis 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(2) Pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR dilakukan 
menggunakan mekanisme lelang atau penunjukan langsung. 

(3) Mekanisme pemilihan dan penunjukan pengkaji teknis oleh Dinas 
PUPR sebagaimana climaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan 
mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 179 
(1) Penugasan pengkaji teknis oleh Dinas PUPR melalui penetapan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) huruf b dilakukan 
dengan pembentukan tim pengkajian teknis melalui keputusan Kepala 
Dinas PUPR. 

(2) Pembentukan tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dilakukan dari pengkaji teknis perorangan. 

Pasal 180 
(1) Tata cara pembentukan tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 179 ayat (1) meliputi tahapan: 
a. penetapan kriteria, jumlah, dan persyaratan; 
b. proses penjaringan calon tim pengkajian teknis; 
c. penilaian calon tim pengkajian teknis; 
d. penetapan tim pengkajian teknis; dan 
e. pelatihan dan pengukuhan tim pengkajian teknis. 

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh 
Dinas PUPR dengan ketentuan: 
a. kriteria calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan 

pertimbangan kompleksitas bangunan gedung di daerah; 
b. jumlah calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan 

pertim.bangan banyaknya permohonan pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan gedung rumah tinggal di daerah; 

c. persyaratan calon tim pengkajian teknis ditentukan berdasarkan 
pertimbangan ketersediaan tenaga pengkaji teknis di daerah. 
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(3) Proses penjaringan calon tim pengkajian teknis sebagaim.ana climaksud 
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara permohonan pengusulan 
calon anggota tim pengkajian teknis melalui: 
a. asosiasi profesi; 
b. perguruan tinggi; dan/atau 
c. praktisi profesional. 

(4) Penilaian calon tim pengkajian teknis sebagaimana climaksud pada 
ayat ( 1) huruf c dilakukan dengan menilai kualifikasi pendidikan, 
keahlian, dan pengalaman oleh Dinas PUPR terhadap setiap calon 
anggota tim pengkajian teknis. 

(5) Penetapan tim pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas PUPR. 
(6) Pelatihan dan pengukuhan tim pengkajian teknis sebagaim.ana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan ketentuan: 
a. pelatihan tim pengkajian teknis dilakukan oleh Dinas PUPR 

dengan melibatkan instruktur yang memiliki pengetahuan 
mengenai pengkaji teknis, pemeriksaan kelaikan fungsi, 
pemeriksaan berkala dan penerbitan atau perpanjangan SLF; dan 

b. pengukuhan tim pengkajian teknis dilakukan oleh Dinas PUPR 
dengan penyerahan Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang 
Penetapan Tim Pengkajian Teknis. 

Bagian Keempat 
Kemam.puan dan Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 181 
Untuk menunjang proses pengkajian teknis bangunan gedung, pengkaji 
teknis harus memiliki: 
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a. kemampuan dasar; dan 
b. pengetahuan dasar. 

Paragraf 2 
Kemampuan Dasar Pengkaji Teknis 

Pasal 182 
(1) Kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf a 

paling sedikit meliputi: 
a. membaca gambar telmis dan laporan perencanaan serta. 

melakukan pengecekan kesesuaiannya secara fisik di lapangan; 
b. melakukan pemeriksaan komponen terbangun arsitektural 

bangunan gedung; 
c. melakukan pemeriksaan komponen terbangun struktural 

bangunan gedung; 
d. melakukan pemeriksaan komponen terpasang utilitas bangunan 

gedung; dan 
e. melakukan pemeriksaan komponen terbangun tata ruang luar 

bangunan gedung. 
(2) Pemeriksaan komponen terbangun arsitektural bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1) hurufb diantaranya meliputi: 
a. dinding dalam; 
b. langit-langit; 

c. lantai; 

d. penutup atap; 
e. dinding luar; 
f. pintu dan jendela; 

g. lisplank; dan 
h. talang. 

(3) Pemeriksaan komponen terbangun struktural bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diantaranya meliputi: 
a. pondasi; 
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b. dinding geser; 
c. kolom dan balok; 
d. plat lantai; dan 
e. atap. 

(4) Pemeriksaan komponen terpasang utilitas bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diantaranya meliputi: 

a. sistem mekanikal; 
b. sistem atau jaringan elektrikal; dan 
c. sistem atau jaringan perpipaan. 

(5) Pemeriksaan komponen terbangun ta.ta ruang luar bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e diantaranya meliputi: 

a. jalan setapak; 
b. jalan lingkungan; 

c. tangga luar; 
d. gili-gili; 

e. parkir; 
f. dinding penahan tanah; 
g. pagar; 
h. penerangan luar; 
i. pertamanan;dan 
j. saluran. 

Paragraf 3 
Pengetahuan Dasar Pengkaji Teknis 

Pasal 183 
(1) Pengetahuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf b 

paling sedikit meliputi: 
a. desain prototip bangunan gedung sederhana 1 (satu) lantai; 
b. persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung sederhana 1 

(satu) lantai; 
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c. inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi bangunan 

gedung; 
d. pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi; 
e. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung secara visual; dan 
f. pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung menggunakan 

peralatan non-destruktif. 
(2) Ketentuan desain prototipe bangunan gedung hunian serderhana 1 

(satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(3) Ketentuan persyaratan pokok tahan gempa bangunan gedung hunian 
serderhana 1 (satu) lantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 
(4) Ketentuan inspeksi sederhana saat pelaksanaan konstruksi bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(5) Ketentuan pengisian daftar simak pemeriksaan kelaikan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(6) Ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung secara 
visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(7) Ketentuan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung 
menggunakan peralatan non-destruktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



-149- 

Bagian Kelima 
Pembinaan terhadap Pengkaji Teknis 

Pasal 184 
(1) Dinas PUPR melakukan pembinaan kepada pengkaji teknis di daerah. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

menumbuhkembangkan kesadaran akan peran, hak, dan kewajiban, 
serta meningkatkan kemampuan dalam pengkajian teknis. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 
pendataan, sosialisasi atau diseminasi, bimbingan teknis, dan/ atau 

pelatihan. 
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan 

asosiasi profesi, akademisi, dan/ atau narasumber. 

Bagian Keenam 

Pengkajian Teknis oleh Dinas PUPR 

Pasal 185 
(1) Pengkajian teknis oleh Dinas PUPR dilakukan untuk bangunan gedung 

rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret. 
(2) Pengkajian teknis oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilakukan oleh Pejabat Fungsional Tata Bangunan Dan Perumahan 
(3) Pejabat fungsional tata bangunan dan perumahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus memiliki keahlian pengkajian teknis 

dalam bidang arsitektur, struktur dan/atau utilitas. 
(4) Dalam melaksanakan tugas pengkajian teknis, Dinas PUPR dapat 

melibatkan pengkaji teknis profesional dalam bentuk perorangan atau 
badan hukum. 
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BAB VII 

PENYELENGGARAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG 

Bagi.an Kesa.tu 
Umum 

Pasal 186 
(1) Pembongkaran bangunan gedung hams dilaksanakan secara tertib dan 

mempertimbangkan keamanan dan keselamatan bagi masyarakat dan 

lingkungan. 
(2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hams sesuai dengan surat persetujuan pembongkaran atau surat 
penetapan perintah pembongkaran dari Dinas PUPR. 

(3) Persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dikecualikan untuk bangunan gedung rumah tinggal. 

(4) Pembongkaran bangunan gedung selain rumah tinggal yang 
pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak luas terhadap 
keselamatan umum dan lingkungan hams dilaksanakan berdasarkan 
RTB yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis. 

(5) RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan 
persetujuan dari Dinas PUPR setelah mendapat pertimbangan teknis 
dari TABG. 

(6) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap 
keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan Dinas PUPR 
melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada masyarakat 
di sekitar bangunan gedung sebelum pelaksanaan pembongkaran. 

(7) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung mengikuti prinsip 
prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

(8) Pembongkaran bangunan gedung dilakukan terhadap: 
a. bangunan gedung atau bangunan prasarana yang tempat atau 

lokasi kedudukannya dimaksudkan untuk pembangunan gedung 

barn; 
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b. bangunan gedung atau bangunan prasarana yang dinyatakan 
tidak 1aik fungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga dapat 
membahayakan masyarakat; 

c. bangunan gedung yang pemanfaatanya dapat menimbulkan 
bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkunannya; dan/ atau 

d. bangunan gedung atau bangunan prasarana yang tidak memiliki 

IMB. 

Bagian Kedua 
Penggolongan Obyek Pembongkaran 

Pasal 187 
(1) Penggolongan obyek pembongkaran meliputi: 

a. bangunan gedung sederhana; 
b. bangunan gedung tidak sederhana atau khusus; dan 
c. bangunan prasarana. 

(2) Penggolongan obyek pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 
( 1) berdasarkan dampaknya meliputi: 
a. pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaanya tidak 

berdampak luas dan berpotensi mengganggu keselamatan umum; 
dan 

b. pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaanya berdampak 
luas dan berpotensi mengganggu keselamatan umum. 

Bagian Ketiga 
Persyaratan Administratif Pembongkaran Bangunan Gedung atau Bangunan 

Prasarana 

Pasal 188 
Persyaratan Administratif Pembongkaran Bangunan Gedung meliputi: 

a. persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atau 
bangunan prasarana atas dasar permohonan pemilik; dan 
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b. persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atau 
bangunan prasarana atas penetapan perintah pembongkaran dari 

Dinas PUPR. 

Pasal 189 
Persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atau bangunan 
prasarana atas dasar permohonan pemilik bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 188huruf a meliputi: 

a. form.ulir permohonan pembongkaran bangunan gedung atau bangunan 
prasarana yang d.itandatangani oleh pemohon; 

b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau identitas lainnya 
yang masih berlaku; 

c. fotokopi dokumen legalitas badan hukums dalam hal perm.ohonan 
pembongkaran bangunan gedung atau bangunan prasarana dilakukan 
oleh badan hukum; 

d. surat kuasa dari pemilik bangunan gedung dalam hal pemohon bukan 
pemilik bangunan gedung atau bangunan prasarana; 

e. fotokopi surat bukti status hak atas tanah; 
f. surat persetujuan pemilik tanah dalam hal pemilik bangunan gedung 

bukan sebagai pemilik tan.ah; dan 
g. surat pernyataan bahwa bangunan gedung atau bangunan prasarana 

tidak dalam status sengketa. 

Pasal 190 
Persyaratan administratif pembongkaran bangunan gedung atas penetapan 
perintah pembongkaran oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 188 huruf b meliputi: 

a. surat laporan masyarakat atau basil identifikasi Dinas PUPR terhadap 
kelaikan fungsi bangunan gedung atau bangunan prasarana; dan 

b. surat penetapan perintah pembongkaran dari Dinas PUPR. 

6Legalitas badan hukum antara lain berupa: Akta Pendirian Perusahaan/Yayasan, SIUP/IU, 
TOP, NPWP dan Surat Keterangan Domisili. 
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Bagian Keempat 
Persyaratan Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung atau Bangunan 

Prasarana 

Pasal 191 
(1) Persyaratan teknis pembongkaran bangunan gedung atau bangunan 

prasarana meliputi: 
a. formulir data umum bangunan gedung atau bangunan prasarana 

yang akan dihongkar; 
b. laporan terakhir hasil pemeriksaan berkala; dan 
c. dokumen RTB bangunan gedung atau bangunan prasarana, dalam 

hal pelaksanaan pembongkaran dapat menimbulkan dampak luas 
terhadap keselamatan umum dan lingkungan. 

(2) Formulir data umum bangunan gedung atau bangunan prasarana yang 
akan dibongkar sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf a 
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling 
sedikit memuat: 
a. spesifikasi teknis sistem struktur bangunan gedung; 
b. tata cara dan metodologi pembongkaran bangunan gedung yang 

memenuhi prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); 
c. jadwal pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung; dan 
d. pengelolaan limbah hasil pembongkaran bangunan gedung. 

Bagian Kelima 
Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung 

Pasal 192 
(1) Tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung meliputi: 

a. tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain 

rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik; dan 
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b. tata. cara penerbitan perintah pembongkaran oleh Dinas PUPR. 
(2) Tata cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah 

tinggal ata.s dasar permohonan pemilik sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a meliputi tahapan: 
a. proses pra permohonan persetujuan pembongkaran; 
b. proses permohonan persetujuan pembongkaran; dan 
c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran. 

(3) Tata cara penerbitan perintah pembongkaran oleh Dinas PUPR 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) hurufb meliputi tahapan: 
a. proses identifikasi dan penetapan bangunan gedung yang diduga 

perlu dibongkar; 
b. proses pengkajian RTB; dan 
c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran 

Bagian Keenam 
Tata Cara Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung Selain Rumah 

Tinggal Ata.s Dasar Permohonan Pemilik 

Pasal 193 
Tata. cara persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain rumah 
tinggal ata.s dasar permohonan pemilik meliputi tahapan: 

a. proses pra permohonan persetujuan pembongkaran; 
b. proses permohonan persetujuan pembongkaran; dan 
c. proses penerbitan persetujuan pembongkaran. 

Pasal 194 
Proses pra permohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung 
selain rumah tinggal ata.s dasar permohonan pemilik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 193 huruf a, meliputi: 

a. Pemilik bangunan gedung menyiapkan persyaratan administratif 
pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 



-155- 

189 dan persyaratan teknis pembongkaran bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191; 
b. Dalam hal pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung selain rumah 

tinggal yang dapat menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan 
umum dan lingkungan, pemilik bangunan gedung harus membuat 
dokumen RTB atas bangunan gedung yang akan dibongkar; dan 

c. Pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan teknis, 

, Pasal 195 

Proses permohonan persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain 
rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 193 huruf b, meliputi: 

a. Pemohon mengajukan surat permohonan persetujuan pembongkaran 
kepada kepala Dinas PUPR dengan melampirkan dokumen persyaratan 
administratif dan teknis; 

b. Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis; 

c. Dalam ha1 dokumen persyaratan administratif dan teknis dinyatakan 
tidak lengkap, berkas permohonan persetujuan pembongkaran 
dikembalikan ke pemilik untuk dilengkapi dan/ atau diperbaild; 

d. Pengembalian berkas permohonan persetujuan pembongkaran 
sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi surat pemberitahuan 
kelengkapan dokumen persyaratan; dan 

e. Dal.am hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis dinyatakan 
lengkap, dilanjutkan dalam proses penerbitan persetujuan 
pembongkaran. 

Pasal 196 
(1) Proses penerbitan persetujuan pembongkaran bangunan gedung selain 

rumah tinggal atas dasar permohonan pemilik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 193 huruf c, meliputi: 
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a. Dalam hal terdapat dokumen RTB, Tim Teknis Dinas PUPR 

melakukan pemeriksaan dokumen RTB; 
b. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan pemeriksaan dokumen RTB 

terhadap pemenuhan persyaratan teknis pembongkaran bangunan 
gedung sesuai kaidah-kaidah pembongkaran secara umum, 
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c. Dalam hal dokumen RTB dinyatakan belum memenuhi 
persyaratan teknis pembongkaran, berkas permohonan 
persetujuan pembongkaran dikembalikan kepada pemohon 
dengan dilengkapi keterangan perbaikan RTB dan surat 
pemberitahuan basil pemeriksaan dokumen RTB; 

d. Dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi persyaratan 
teknis, Tim Teknis Dinas PUPR memberikan persetujuan secara 
tertulis; 

e. Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d 
meliputi paraf pada setiap lembar dokumen RTB dan surat 
persetujuan dokumen RTB; dan 

f. Dinas PUPR menerbitkan surat persetujuan pembongkaran 
bangunan gedung. 

(2) Dalam hal Dinas PUPR memandang perlu proses pemerik:saan 
dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 
TABG. 

Bagian Ketujuh 
Tata Cara Penerbitan Perintah Pembongkaran oleh Dinas PUPR 

Pasal 197 
( 1) Proses identifikasi bangunan gedung yang diduga perlu dibongkar 

meliputi: 
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a. Dinas PUPR mengidentifikasi bangunan gedung yang akan 
ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan basil pengawasan 
dan/ atau laporan masyarakat; dan 

b. Dinas PUPR menyampaikan basil identifikasi bangunan gedung 
kepada pemilik dan/ atau pengguna bangunan gedung melalui surat 
pemberitahuan. 

(2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. identifikasi terhadap pemenuhan persyaratan administratif yaitu 

status hak atas tanah, kepemilkan bangunan gedung, dan 
kepemilikanIMB;dan 

b. pemeriksaan awal secara visual terhadap pemenuhan persyaratan 

teknis bangunan gedung. 
(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dapat berupa: 
a. pemberitahuan bahwa basil identifikasi menyatakan bangunan 

gedung tidak perlu dibongkar; 
b. pemberitahuan bahwa basil identifikasi menunjukan bahwa 

bangunan gedung tidak memenuhi persyaratan administratif; 
dan/atau 

c. pemberitahuan bahwa basil identifikasi menyatakan bangunan 
gedung diduga atau dinyatakan tidak memenuhi persyaratan 
telmis. 

(4) Dalam hal pemberitahuan basil identifikasi sebagaimana dimaksud 
ayat (3) huruf b menyatakan bahwa bangunan gedung tidak memenuhi 
persyaratan status hak atas tanah dan/ atau kepemilikan bangunan 
gedung, Dinas PUPR menerbitkan perintah pembongkaran. 

(5) Dalam hal pemberitahuan basil identifikasi sebagaimana dimaksud 
ayat (3) huruf c dinyatakan bahwa bangunan gedung tidak memiliki 
IMB, Dinas PUPR menerbitkan perintah kepada pemilik bangunan 
gedung untuk segera mengurus IMB dan SLF bangunan gedungnya 
dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 65 
sampai dengan Pasal 70. 
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(6) Dalam hal pemberitahuan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud 
ayat (3) huruf c dinyata.kan ti.dak memenuhi persyaratan teknis dan 
dapat membahayakan penghuni dan/ atau masyarakat, Dinas PUPR 
menerbitkan perintah pembongkaran. 

Pasal 198 
Proses pengkajian RTB meliputi: 
a. Dalam hal Dinas PUPR menerbitkan perintah pembongkaran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197ayat (4) dan ayat (6) dan 
pelaksanaan pembongkarannya dapat menimbulkan dampak luas 
terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik bangunan 
gedung harus menyiapkan dokumen RTB; 

b. Pembuatan dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan teknis; 

c. Pemilik bangunan gedung selain rumah tinggal menyapaikan 
kelengkapan persyaratan administratif dan teknis permohonan 
pembongkaran bangunan gedung kepada Dinas PUPR; 

d. Dinas PUPR melakukan pemeriksaan kelengk:apan dokumen 

persyaratan administratif dan persyaratan teknis; 
e. Dalam hal dokumen persyaratan administratif dan teknis dinyatakan 

tidak lengk:ap, berkas permohonan persetujuan RTB dikembalikan ke 
pemilik untuk dilengk:api dan/ atau diperbaiki; 

f. Pengembalian berkas permohonan persetujuan RTB sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan 

dokumen persyaratan; dan 
g. Dalam hal persyaratan administratif dan persyaratan teknis clinyatakan 

lengkap, dilanjutkan dalam proses penerbitan persetujuan 

pembongkaran. 

Pasal 199 
(1) Proses penerbitan persetujuan pembongkaran bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 huruf g, meliputi: 
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a. Tim Teknis Dinas PUPR melakukan pemeriksaan dolrumen RTB 
terhadap pemenuhan persyaratan teknis pembongkaran bangunan 
gedung sesuai kaidah-kaidah pembongkaran secara umum, 
pemanfaatan ilm.u pengetahuan dan teknologi serta ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
b. Dalam hal dokumen RTB dinyatakan belum memenuhi 

persyaratan teknis pembongkaran, berkas permohonan 
persetujuan pembongkaran dikembalikan kepada pemohon 
dengan dilengkapi keterangan perbaikan RTB dan surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan dokumen RTB; 

c. Dalam hal dokumen RTB dinyatakan telah memenuhi persyaratan 
teknis, Tim Teknis Dinas PUPR memberikan persetujuan secara 
tertulis; 

d. Persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d 
meliputi paraf pada setiap lembar dokumen RTB dan surat 

persetujuan dokumen RTB; dan 
e. Dinas PUPR menerbitkan surat persetujuan pembongkaran 

bangunan gedung. 
(2) Dalam hal Dinas PUPR memandang perlu proses pemeriksaan 

dokumen RTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan 

TABG 

Bagi.an Kedelapan 
Batas Waktu Pembongkaran Bangunan Gedung 

Pasal 200 
(1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mengajukan 

permohonan pembongkaran bangunan gedung dan telah mendapatkan 
surat persetujuan pembongkaran harus melaksanakan pembongkaran 
dalam batas waktu yang ditetapkan. 

(2) Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam surat persetujuan pembongkaran. 
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(3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
Dinas PUPR berdasarkan pertimbangan kompleksitas pembongkaran 

bangunan gedung. 
(4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang 

ditetapkan, surat persetujuan pembongkaran dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 201 
(1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mendapatkan 

surat perintah pembongkaran bangunan gedung harus melaksanakan 
pembongkaran dalam batas waktu yang ditetapkan. 

(2} Batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam surat perintah pembongkaran. 
(3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 

Dinas PUPR berdasarkan pertimbangan kompleksitas pembongkaran 
bangunan gedung dan potensi dampak terhadap keselamatan umum 

dan lingkungan. 
(4) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan 

pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, 
pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Dinas PUPR dan/ atau 
Satpol pp_ 

(5) Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh 
Dinas PUPR dan/atau Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung. 

(6) Biaya pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh Dinas 

PUPR dan/atau Satpol PP dibebankan kepada APBD. 
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Bagian Kesembilan 
Pelaksanaan Pembongkaran 

Pasal 202 
(1) Pembongkaran bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik 

dan/ atau pengguna bangunan gedung dapat menggunakan penyedia 
jasa pembongkaran bangunan gedung. 

(2) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan oleh penyedia 
jasa pembongkaran bangunan gedung apabila: 
a. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dapat 

menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan 
lingkungan;dan/atau 

b. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung menggunakan 
peralatan berat dan/ a tau bahan peledak. 

(3) Pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dim.aksud 
pada ayat (2) harus dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan 

konstruksi. 
(4) Hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung 

sebagaimana dim.aksud pada ayat (3) dilaporkan secara berkala kepada 
Dinas PUPR. 

(5) Dinas PUPR melakukan pengawasan secara berkala atas kesesuaian 
laporan pelaksanaan pembongkaran dengan RTB. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 

Bagi.an Kesatu 
Umum 

Pasal 203 
(1) Pendataan bangunan gedung dilakukan terhadap seluruh bangunan 

gedung di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk keperluan 
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tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung serta sistem 
informasi bangunan gedung. 

(2) Pendataan bangunan gedung dapat dilakukan secara bersama dengan 
proses penyelenggaraan bangunan gedung yaitu: 
a. perencanaan teknis saat permohonan dan penerbitan IMB; 
b. pemanfaatan saat permohonan dan penerbitan SLF atau 

perpanjangan SLF; dan 
c. pembongkaran bangunan gedung. 

(3) Pendataan bangunan gedung dapat dilakukan di luar proses 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mendata dan 
mendaftarkan bangunan gedung eksisting. 

(4} Pendataan bangunan gedung dilakukan secara terkomputerisasi 
menggunakan Sistem lnformasi Manajemen Bangunan Gedung. 

(5} Hasil pendataan bangunan gedung dapat dimanfaatkan oleh 
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan masyarakat 
antara lain untuk: 
a. menemukan fakta kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan serta 

riwayat bangunan gedung dan tanah; 
b. mengetahui informasi/perkembangan mengenai proses 

penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan; 
c. mengetahui kekayaan aset dan pendapatan Kabupaten Bolaang 

Mongondow Timur; 
d. keperluan perencanaan dan pengembangan tata ruang wilayah; 

dan 
e. mengetahui batas waktu masa berlakunya IMB dan SLF. 

(6} Proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sedang berjalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b antara lain berupa proses 
IMB, SLF, atau perpanjangan SLF. 

{7) Pemuktahiran pendataan bangunan gedung dilakukan secara berkala 

dengan ketentuan: 
a. setiap 5 (lima} tahun untuk bangunan gedung selain fungsi 

hunian; dan 
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b. setiap 10 (sepuluh) tahun untuk bangunan gedung fungsi hunian. 

Bagian Kedua 
Organisasi dan Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung 

Paragraf 1 
Organisasi Pendataan Bangunan Gedung 

Pasal 204 
(1) Pelaksanaan pendataan bangunan gedung dilakukan oleh: 

a. DPMPTSP; dan 

b. Dinas PUPR. 
(2) Pendataan bangunan gedung oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf a dilakukan pada saat permohonan dan penerbitan 
IMB. 

(3) Pendataan bangunan gedung oleh Dinas PUPR sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b dilakukan pada saat: 
a. permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF; 
b. pembongkaran bangunan gedung; dan 
c. mendata serta mendaftarkan bangunan gedung eksisting. 

(4) Struktur organisasi pelaksana pendataan bangunan gedung meliputi: 
a. penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan 

bangunangedung;dan 
b. petugas pelaksana pendataan bangunan gedung. 

(5) Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah: 
a. Kepala DPMPTSP; dan 
b. Kepala Dinas PUPR. 

(6) Penentu atau pengambil keputusan/kebijakan pendataan bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki wewenang dalam 
pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, menentukan hasil 
keluaran dan indikator yang ingin didapat dari data bangunan gedung 
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yang ada dan mampu menentukan arah dan tujuan serta 
pengembangan dari kegiatan pendataan bangunan gedung. 

(7) Petugas pelaksana pendataan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi: 
a. petugas pemasukan data; dan 
b. administrator sistem (programmerj. 

(8) Petugas pemasukan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a 
merupakan petugas yang: 
a. bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan pendataan 

bangunan gedung dalam pendataan dan pendaftaran bangunan 
gedung eksisting; 

b. bertugas mencatat dan memasukan data dokumen persyaratan 
yang diterima dari masyarakat ke dalam basis data pada setiap 
proses penyelenggaraan bangunan gedung; 

c. dapat berhubungan langsung dengan masyarakat selaku 
pemilik/pengguna bangunan gedung pada saat permohonan 
perizinan bangunan gedung; dan 

d. tidak memiliki wewenang dalam setiap pengambilan keputusan 
yang berhubungan dengan pendataan bangunan gedung ataupun 
keputusan yang sifatnya strategis. 

(9) Administrator sistem/programmer sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7) huruf b merupakan petugas yang bertugas menyiapkan, 
memelihara, dan mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam 

proses pendataan bangunan gedung. 

Paragraf2 
Tata Cara Pelaksanaan Pendataan Bangunan Gedung 

Pasal 205 
(1) Pendataan bangunan gedung pada permohonan dan penerbitan IMB 

dilakukan dengan tata cara: 
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a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data 
setelah berkas permohonan IMB dinyatakan lengkap; 

b. berkas IMB cliberi penomoran sesuai dengan Sistem Informasi 
Manajemen Bangunan Gedung dan dimasukan ke dalam basis 
data; dan 

c. basis data climutakhirkan setelah dilakukan proses penilaian 
dokumen rencana teknis, pengesahan dokumen rencana teknis, 
dan penerbitan IMB. 

(2) Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada permohonan 
dan penerbitan IMB tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 206 
( 1) Pendataan bangunan gedung pada saat permohonan dan penerbitan 

SLF atau perpanjangan SLF dilakukan dengan tata cara: 
a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data 

setelah berkas permohonan SLF atau perpanjangan SLF 
dinyatakanlengkap; 

b. berkas permohonan SLF atau perpanjangan SLF cliberikan 
penomoran sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan 
Gedung dan dimasukan ke dalam basis data; 

c. basis data climutakhirkan setelah SLF atau perpanjangan SLF 
terbit; dan 

d. penerbitan atau perpanjangan SLF untuk bangunan gedung 
sederhana dilakukan oleh DPMPTSP dan untuk SLF atau 
perpanjangan SLF bangunan gedung lainnya clilakukan oleh Dinas 
PUPR. 

(2) Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat 
permohonan dan penerbitan SLF atau perpanjangan SLF tercantum 
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 207 
(1) Pendataan bangunan gedung pada saat pembongkaran bangunan 

gedung dilakukan dengan tata cara: 
a. pendataan pertama dilakukan oleh petugas pemasukan data 

setelah berkas pennohonan Pembongkaran dinyatakan lengkap; 
b. berkas permohonan pembongkaran diberikan penomoran sesuai 

dengan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan 
dimasukan ke dalam basis data; dan 

c. basis data dimutakhirkan setelah rencana teknis pembongkaran 
(RTB} bangunan gedung disetujui Dinas PUPR dan pembongkaran 
bangunan gedung dilaksanakan; 

(2) Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung pada saat 
pembongkaran tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 208 
( 1) Pendataan bangunan gedung eksisting dilakukan dengan ketentuan: 

a. petugas pemasukan data menyiapkan daftar simak data umum, 
data teknis bangunan gedung, dan data status bangunan gedung 
sebagai instrumen survei pendataan bangunan gedung; 

b. pemilik bangunan gedung menyiapkan kelengkapan isian daftar 
simak sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. petugas pemasukan data melakukan pengisian daftar simak untuk 
dimaksukkan ke dalam basis data; dan 

d. dalam hal diterbitkan IMB dan/ atau SLF untuk bangunan gedung 
eksisting, petugas pemasukan data melakukan pemutakhiran 

basis data. 
(2) Tata cara pelaksanaan pendataan bangunan gedung eksisting 

tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 209 
( 1) Pendaftaran bangunan gedung eksisting dilakukan dengan ketentuan: 

a. pemilik/pengguna bangunan gedung menyiapkan kelengkapan 
dokumen untuk pendaftaran bangunan gedung (dokumen 
administrasi dan teknis) untuk disampaikan kepada petugas 
pemasukan data; 

b. petugas pemasukan data melakukan pengisian data administrasi 
dan teknis ke dalam basis data; dan 

c. dalam hal diterbitkan IMB dan/ a tau SLF untuk bangunan gedung 
eksisting, petugas pemasukan data melak:ukan pemutakhiran 
basis data. 

(2) Tata cara pelaksanaan pendaftaran bangunan gedung eksisting 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN 

Bagi.an Kesa.tu 
Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 210 
(1) Dinas PUPR melakukan pengawasan dan penertiban pelaksanaan 

konstruksi bangunan gedung. 

(2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) Dinas PUPR dapat melibatkan instansi lain yang terkait.7 

7Instansi lain seperti dinas teknis lam, kecamatan, satpol PP, kepolisian, dsb. 
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Paragraf 2 
PengawasanPelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung 

Pasal 211 
(1) Pemilik bangunan gedung harus menyampaikan jadwal pelaksanaan 

konstruksi secara tertulis kepada Kepala DPMPTSP sebelum 
dimulainya pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. 

(2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3). 

(3) Selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, pemilik bangunan 
gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan 
bangunan gedung dan lingkungan. 

(4) Pemilik bangunan gedung harus menyediakan prasarana umum 
sementara apabila terdapat prasarana umum yang terganggu selama 
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. 

Pasal 212 
(1) DPMPTSP menyampaikan kepada Dinas PUPR daftar pelaksanaan 

konstruksi bangunan gedung yang akan diawasi. 
(2) Dinas PUPR melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi 

bangunan gedung paling sedikit 1 ( satu) kali selama masa pelaksanaan 
konstruksi. 

(3) Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dilaksanakan 
oleh petugas yang dilengkapi dengan tanda bukti diri berupa kartu 

tanda pengenal dan/ atau surat tugas. 
(4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk: 

a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan 
mendirikan bangunan gedung setiap saat; 

b. memeriksa bahan bangunan yang digunakan sesuai ketentuan 

yang berlaku; 
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c. memerintahkan untuk menyingkirkan bahan-bahan bangunan 

yang dilarang untuk digunakan dan/atau alat-alat yang dianggap 
mengganggu dan/ atau membahayakan keselamatan umum; 

d. memberikan Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Konstruksi, 
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui pelaksanaan 
pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan di dalam IMB; dan 

e. melaksanakan pemanggilan dan/ atau penyidikan terhadap 
pelanggaran pelaksanaan mendirikan bangunan gedung, untuk 
diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. 

(5} Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan 
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dengan membawa 
perlengkapan: 
a. dokumen rencana teknis yang telah disahkan; 

b. formulir Serita Acara Pengawasan; 
c. Daftar Simak Kesesuaian Rencana Teknis dan Hasil Konstruksi; 

dan 
d. Daftar Simak Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

(6) Format formulir berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) huruf b sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(7) Daftar Simak Kesesuaian Rencana Teknis dan Hasil Konstruksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c sesuai dengan Lampiran 
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

(8} Daftar Simak Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d sesuai dengan Lampiran 
VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 
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Paragraf 3 
Penertiban Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung 

Pasal 213 
Penertiban pelaksanaari konstruksi bangunan gedung dilakukan terhadap 
bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB atau tidak sesuai dengan IMB. 

Pasal 214 
(1) Penertiban bangunan gedung yang dibangun tanpa IMB sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 213 dilakukan dengan tahapan: 
a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing 

selama 7 (tujuh) hari kerja; dan 
b. perintah pembongkaran bangunan gedung. 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol 

PP. 
(3) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung 
tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat 
peringatan yang ketiga. 

(4) Perintah pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembongkaran 
Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan 

ke DPMPTSP dan Satpol PP. 

Pasal 215 
(1) Penertiban bangunan gedung yang dibangun tidak sesuai dengan IMB 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dilakukan dengan tahapan: 
a. peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing 

selama 7 (tujuh) hari kerja; 
b. pembatasan pekerjaan konstruksi; 
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c. penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan 
IMB; dan 

d. penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan 
perintah pembongkaran bangunan gedung. 

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol 
PP. 

(3) Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak 
melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan 
yang ketiga. 

(4) Pembatasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan dengan Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan 
Konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke 
DPMPTSP dan Satpol PP. 

(5) Pemilik bangunan gedung harus melalrukan pembatasan pekerjaan 
konstruksi bangunan gedung sesuai ketentuan di dalam Surat Perintah 
Pembatasan Pekerjaaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4). 

(6) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemilik 
bangunan gedung tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam 
jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya 
Surat Perintah Pembatasan Pekerjaaan Konstruksi. 

(7) Penghentian sementara pekerjaan konstruksi dan pembekuan IMB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Surat 
Perintah Penghentian Sementara Pekerjaan Konstruksi oleh Dinas 
PUPR dan Surat Pembekuan IMB diterbitkan oleh DPMPTSP dengan 
rekomendasi Dinas PUPR dan ditembuskan ke Satpol PP. 

(8) Pemilik bangunan gedung harus menghentikan pekerjaan konstruksi 
bangunan gedung apabila telah menerima Surat Perintah Penghentian 



-172- 

Sementara Pekerjaaan Konstru.ksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7)- 

(9) Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan perintah 
pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan 
perbaikan atas pelanggaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari 
kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Sementara 
Pekerjaaan Konstruksi. 

(10) Penghentian tetap pekerjaan konstruksi, pencabutan IMB dan perintah 
pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d dilakukan dengan Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaan 
Konstruksi, Surat Pencabutan IMB, dan Surat Perintah Pembongkaran 
Bangunan Gedung yang diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan 
ke DPMPTSP dan Satpol PP. 

Pasal 216 
(1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 

dikeluarkannya Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung 
pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4) dan Pasal 215 ayat 
(10), pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh Satpol PP atas 
biaya pemilik bangunan gedung. 

(2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Satpol PP, pemilik bangunan 
gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya ditentukan 
berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah 
mendapat pertimbangan dari TABG. 

Pasal 217 
(1) Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

214 ayat (2} dan Pasal 215 ayat (2) sesuai dengan Lam.piran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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(2) Format Surat Perintah Pembatasan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) sesuai dengan Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3) Format Surat Perintah Penghentian Sementara Pekerjaaan Konstruksi 
dan Surat Pembekuan !MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 
ayat (7) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(4) Format Surat Perintah Penghentian Tetap Pekerjaaan Konstruksi dan 
Surat Pencabutan !MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat 
(10) sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Format Surat Perintah Pembongkaran Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 214 ayat (4) dan Pasal 215 ayat (10) sesuai 
dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 218 
(1) Selama pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, pemilik bangunan 

gedung bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan 
bangunan gedung dan lingkungan. 

(2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hams menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3). 

(3) Pemilik bangunan gedung hams menyediakan prasarana umum 
sementara apabila terdapat prasarana umum yang terganggu selama 
pelaksanaan konstruksi bangunan gedung. 

l 
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Bagian Kedua 
Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Bangunan Gedung 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 219 
( 1) Dinas PUPR melalrukan pengawasan dan penertiban terhadap 

pemanfaatan bangunan gedung paska diterbitkannya SLF. 
(2) Dalam melakukan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Dinas PUPR dapat melibatkan instansi lain yang terkait.f 

Paragraf 2 

Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung 

Pasal 220 

ll) Pengawasan pemantaatan bangunan gectung dllakukan olen: 

a. Dinas PUPR: 
b. instansi teknis; 
c. kecarnatan: dan 

d. masyarakat. 
(21 Penaawasan oleh Dinas PUPR sebazaimana dimaksud nada avat (1) 

hurut a dtlaksanakan secara umum ternadap: 
a. kepemilikan SLF bangunan gedung; 

b. batas waktu berakhirnya SLF; dan 
c. batas waktu perbaikan bangunan gedung sesuai jaminan tertulis 

pemilik bangunan gedung saat penerbitan atau perpanjangan SLF. 
(3) Pengawasan oleh instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hurut b dilaksanakan sesuai kewenangan masmg-masmg antara lain 

terhadap: 
a. kesesuaian peruntukan dan intensitas bangunan gedung; 
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b. pemenuhan persyaratan proteksi kebakaran; 
c. pemenuhan persyaratan dampak lingkungan; dan 
d. pemenuhan persyaratan perlindungan bagi keselamatan pekerja 

dan/ atau pengguna dalam bangunan gedung. 
(4) Pengawasan oleh kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

nurut c dilaksanakan sesuai kewenangannya terhadap pemanfaatan 
bangunan gedung di wilayah kecamatan bersangkutan. 

(5) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d dilaksanakan dengan cara menyampaikan laporan inclikasi 
pelanggaran pemantaatan bangunan gedung kepada kecamatan, 
instansi teknis dan/ atau Dinas PUPR. 

Parazraf 3 

Penertiban Pemanfaatan Bangunan Gedung 

Pasal 221 
(lJ Penertrban pemantaatan bangunan gedung dllakukan terhadap 

indikasi pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan 

oleh Dinas PUP!{, kecamatan, dan/atau laporan masyarakat. 
(2) Penertiban pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PUPR dan Satpol PP. 
(3) Penertiban pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat {'.JJ dllakukan dengan tahapan: 
a. peringatan tertulis 3 [tiga] kali berturut-turut masing-masing 

selama 7 (tujuh) hari kerja; 
b. penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan 

pembekuan SLF; dan 
c. penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan 

pencabutan SLF. 

(4) Perinzatan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf a 
diterbitkan oleh Dinas PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol 
PP. 
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(5) Penghentian sementara pemanfaatan bangunan gedung dan 
pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan 
ketentuan yang tercantum di dalam surat peringatan yang ketiga. 

(6) Penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan 
pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 
dilakukan dengan Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan 
Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF yang diterbitkan oleh 
Dinas PUPR dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP. 

(7) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF 
dilakukan apabila pemilik bangunan gedung tidak melakukan 
perbaikan atas pelanggaran dalam jangk:a waktu 30 (tiga puluh} hari 
kalender sejak dikeluarkannya Surat Penghentian Sementara 
Pemanfaatan Bangunan Gedung dan Surat Pembekuan SLF. 

(8) Penghentian tetap pemanfaatan bangunan gedung dan pencabutan SLF 
dilakukan dengan Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan 
Gedung dan Surat Pencabutan SLF yang diterbitkan oleh Dinas PUPR 
dan ditembuskan ke DPMPTSP dan Satpol PP. 

(9) Format Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

(10) Format Surat Penghentian Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung 
dan Surat Pembekuan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai 
dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
(11) Format Surat Penghentian Tetap Pemanfaatan Bangunan Gedung dan 

Surat Pencabutan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (8} sesuai 

dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 222 
(1} Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum 

Peraturan Bupati ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai 
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, IMB yang dimilikinya 
dinyatakan tetap berlaku. 

(2) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan 
Bupati ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, Pemilik Bangunan Gedung 
wajib mengajukan permohonan IMB baru. 

(3) Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Bupati 
ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai 
dengan ketentuan dan persyaratan dalam !MB, Pemilik Bangunan 
Gedung wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan 
perbaikan (retrofitting) secara bertahap. 

(4) Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada 
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 

(5) Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini 
belum dilengkapi IMB, Pemilik Bangunan Gedung wajib mengajukan 
permohonan IMB. 

(6) Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini belum 
dilengkapi SLF, pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib 
mengajukan permohonan SLF. 

(7) Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlak.unya 
Peraturan Bupati ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada 

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. 
(8) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan 

Bupati ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan 



-178- 

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, pemilik/Pengguna Bangunan 
Gedung wajib mengajukan permohonan SLF baru. 

(9) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan 
Bupati ini berlaku, namun konclisi Bangunan Gedung tidak laik fungsi, 
pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan perbaikan 
(retrofitting) secara bertahap. 

(10) Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan 
Bupati ini berlaku, dan SLF yang dimitiki sudah sesuai dengan 
ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, SLF yang climilikinya 
dinyatakan tetap berlaku. 

(11) Dinas PUPR melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF 
dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut : 
a. untuk bangunan gedung untuk kepentingan umum, penertiban 

kepemilikan IMB dan SLF harus sudah clilakukan selambat 
lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati 
ini; 

b. untuk bangunan gedung bukan untuk kepentingan umum dengan 

kompleksitas tidak sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan 
SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun 
sejak cliberlakukannya Peraturan Bupati ini; dan 

c. untuk Bangunan Gedung bukan untuk kepentingan umum 
dengan kompleksitas sederhana, penertiban kepemilikan IMB clan 
SLF harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) tahun 
sejak diberlak:ukannya Peraturan Bupati ini. 

L 



- 179 - 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 223 
Peraturan Bupati ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 

Diundangkan di Tutuyan 
pada tanggal \ O o\!w~ £~ 

Ditetapkan di Tutuyan 
pada tanggal \O o~~~~ 2017 

/BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, t 

KAB 

D ASSAGAF 
BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 
2017 NOMOR 

!lo PEIIGELOLAH PARAF 

1. Bupati Bolaang Mongondow Timur Mahon untuk dapat 

ditanw{tangani 

2. Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur --- - ./. 
t: 

3. Sekretaris Daerah ,Vn'T 
4. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan / yt,V.,.. 
5. Kepala Dinas PUPR ' ~ 
6. Kepala DPMPTSP l .,. 

7. Kepala Bappelitbang 
' 11. 

8. Kepala Bagian Hukum I • 
9. Kasubag Perundang-undangan - L...- 

i 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

TAHUN 2017 NO MOR 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

KELENGKAPANPENYELENGGARAANIMB 

Bagian-A FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF 

Bagian - B FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG 
DAN BANGUNAN PRASARANA 

Bagian - C DESAIN PROTOTIPE 

Bagian - D PERSYARATAN POKOK TARAN GEMPA 

Bagian - E FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA 
BERLAKUIMB 

Bagian - F FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN 
PERSYARATAN PERMOHONAN PENERBITAN IMB 

Bagian- G FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN 
DOKUMENRENCANATEKNIS 

Bagian - H FORMAT SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA 
TEKNIS 

Bagian - I BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB 

Bagian - J FORMAT DOKUMEN IMB 

Bagian - K · SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN 
MELAKSANAKAN KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN 
PADA PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA 

Bagian - L _FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 
YANG TERSISA 

Bagian - M KOMPONEN RETRIBUSI SERTA RUMUS DAN INDEKS 
PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI 
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Bagian -A 

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRATIF 

A.1 FORMULIR PERMOHONAN IMB 

A.2 SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK 

A.3 SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS 
SENGKETA 

A.4 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK 
TAHANGEMPA 

A.5 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE 

A.6 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI 
BERSERTIFIKAT 

A.7 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA KONSTRUKSI 
BERSERTIFIKAT 

A.8 SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS/MANAJEMEN 
KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMOHON 

A.9 SURAT PERMOHONAN KRK 
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A.1. FORMULIR PERMOHONAN IMB 

Nomor 
Perihal : Perm.ohonan IMB 

Dengan hormat, 

Kepada 
Yth. Bupat:i. Bolaang Mongondow 

Timur 
cq. Kepala DPMPTSP 
di Tempat 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
1. Bentuk Usaha : Perseorangan/ Badan Usaha/ Badan 

Hukum*) 

2. Na.ma Pemohon 
3. Ala.mat Pemohon 

4. Nomor Telepon / HP 
5. Email 
6. Nomor KTP/SIM/Paspor 
7. J abatan dalam Perusahaan 
8. Na.ma Perusahaan 
9. Ala.mat Perusahaan 

. . ................................................•....•. 

. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

. . ....•.................•................................ 

10. No Telepon Perusahan : . 
11. Lokasi Bangunan yang diajukan IMB 

• Alamat 

• Desa / Kelurahan 

• Kecamatan 

. . . 

. . ..••.•.••.•.•...•.•.•••.•..•........•..•....•......•.•. 

...... ; ..................•.............................. 
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Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
(IMB) untuk* : 

D Mendirikan Bangunan Gedung Baru 

D Mengubah Bangunan Gedung 

D Memperluas Bangunan Gedung 

D Mengurangi Luas Bangunan Gedung 

D Merawat Bangunan Gedung 

D Bangunan Gedung Eksisting Belum Ber-IMB 

Keterangan 
1. Detail Bangunan Gedung : 

a. Fungsi Bangunan*: 

D Fungsi Hunian 
D Fungsi Keagamaan 
D Fungsi U saha 
D Fungsi Sosial Budaya 

. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . 

b. Luas Bangunan : m2 

c. Tinggi Bangunan/ Lantai : m/ Lantai 

2. Tanah 
a. Total Luas tanah : m2 
b. Bukti Hak Atas Tanah 

JENIS NOMORDAN LO KASI LUAS 
NO DOKUMEN TAHUN DESA/ TANAH ATASNAMA 

DOKUMEN KELURAHAN IM2l 

1 

2 

3 
(untuk "Jenis Dokumen" pilih sertifikat hak atas tanah, akie ju.al beli, 

girik, petuk; dan/ atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.) 
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3. Dokumen Rencana Teknis*: 

D Dibuat oleh Penyedia Jasa Perencana Konstruksi 

D Menggunakan Desain Prototipe 

D Desain Sendiri oleh Pemohon 

4. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi : . 

Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) ini kami 
ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku . 

.................... , 2017 
Pemohon, . 

*} beri tanda ,/ pada kotak yang sesuai 
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A.2. SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Na.ma : . 
Nomor KTP/SIM/Paspor : . 
Nomor Permohonan IMB : . 

dengan ini menyatakan bahwa: 
1. Pembangunan yang akan dilakukan pada lokasi/lahan yang 

direncanakan akan mengikuti seluruh ketentuan yang ada di dalam 
Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (KRK) dengan Nomor 

2. Apahila di kemudian hari ditemukan bahwa saya tidak mengikuti 
seluruh ketentuan yang ada di dalam Keterangan Rencana 
Kabupaten/Kota (KRK), maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya, tanpa ada 
paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2017 

Pemilik bangunan gedung, 
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A.3. SURAT PERNYATAAN BAHWA TANAH TIDAK DALAM STATUS 
SENGKETA 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nam.a 

No. KTP /SIM/Paspor 

Alam.at 

. .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . . .. . . . . .. 

. .............................................•.....••••••••••••••••••••• 

Selaku pemilik tanah pada surat permohonan IMB yang berlokasi : 

Alam.at . ••••••••••••.••........•.•........................................ 
Kelurahan 

Kecamatan 

Status Kepemilikan Tanah : .. 

Nomor Bukti Kepemilikan : .. 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanah dan bangunan gedung di 
lokasi terse but tidak dalam sengketa/ perkara. 
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Oleh karena itu apabila permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
(IMB) ini disetujui dan di kemudian hari temyata. terjadi sengketa atas 
ta.nab. dan bangunan, maka kami setuju Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
(IMB) yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian ata.s 
seluruh biaya yang telah dikeluarkan . 

........................ , ,. 2017 

Yang menyatakan, 

( ) 

Saksi-saksi 

Ketua RT ..........•.. Ketua RW . 

(._ ) (,III• I••• e 1ee lee•• l•I •I•••••••••••• I I• I••,) 

Mengetahui, 

Lurah/Kepala Desa 

( ...•......•..........................• ) 
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A.4. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK 
TAHANGEMPA 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nam.a . . . 
Nomor KTP/SIM/Paspor 

NomorPermohonanIMB 

. . ..•••.......•.......•..•••...........................•....•.•..... 

. . ·············•·····•··••·••·······•·•··•·•···•······•·•··········· 

dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Saya bersedia memenuhi persyaratan pokok tahan gempa yang telah 
clitetapkan oleh pemerintah. 

2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang 
telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Demi.kian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada 
paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga . 

........................ , 2017 

Pemilik bangunan gedung, 



- 10 - 

A.5. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini ; 

Nama . . ···························•····••·············••················· 
Nomor KTP/SIM/Paspor 

NomorPermohonanIMB 

. . ....•..............•....•••..••.....••.••••••••.•.••.••.••........ 

. . ••••··•••••••··•••········•·••·····•·•·······•···················· 

dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Saya bersedia menggunakan desain prototipe yang disediakan oleh 
DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagai rencana teknis 
permohonan IMB yang saya ajukan. 

2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang 
telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya, tanpa ada 
paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2017 , 
Pemilik bangunan gedung, 

( ) 
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A.6. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI 
BERSERTIFIKAT 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nam.a . . •..........................................•....•................. 
Nomor KTP / SIM/Paspor 

Nomor Permohonan IMB . . •••••.•..•.•••.••.......•......................................... 

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menggunakan penyedia jasa 
perencana konstruksi bersertifikat dengan data sebagai berikut: 

a. Nama perusahaan 

b. Alam.at 

. .......•...............•••..•...••••.••••••.••..• 

c. Nam.a Penanggungjawab perusahaan 

d. Perencana arsitektur 

. ................................................. 

Nam.a penanggungjawab 

Nomor sertifikat keahlian 

Nomor ijin bekerja perencana 

e. Perencana struktur 

Nama penanggungjawab 

Nomor sertifikat keahlian 

. ..............................•.....•.................... 

Nomor ijin bekerja perencana 

f. Perencana utilitas (mekanikal/ elektrikal) 

Nama penanggungjawab 

Nomor sertifikat keahlian 

Nomor ijin bekerja perencana 
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Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada 
paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga . 

........................ , 2017 
Pemilik bangunan gedung, 



a. Nama perusahaan 
b. Alamat 

. . . 
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A.7. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PELAKSANA KONSTRUKSI 
BERSERTIFIKAT 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama . . ·············································•···•·•······•······· 
Nomor KTP/SIM/Paspor 

Nomor Permohonan IMB 

. . ···················•·············•················•••··•·•·•······ 

dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Saya bersedia menggunakan penyedia jasa pelaksana konstruksi 
bersertifikat dengan data sebagai berikut: 

. . .....•...........•.......................• 
c. Nama penanggungjawab perusahaan : . 
d. Nama penanggung jawab pelaksana 

Pelaksana konstruksi 
Nomorsertifikatkeahlian 

. .................................................... 

. 
•• • •' • •• • •• '' • • • r • •' • •• • • • • • • • •• • • • • •• • • • • • • • • • • •• • • 

Nomor ijin bekerja pelaksana : . 

2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan 
dokumen rencana teknis yang telah disahkan. 

3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan 
sah. 

4. Apabila di kemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah 
saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya, tanpa ada 
pa.ksaan atau tekanan dari piha.k manapun juga . 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. , 2017 

Pemilik bangunan gedung, 
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A.8. SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PENGAWAS/MANAJEMEN 
KONSTRUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PEMOHON 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nama . . ••••••••.••.•..••..•.•..•......................................... 
Nomor KTP /SIM/Paspor 

Nomor Permohonan IMB . . ····•············································•·····•·•···•·••· 

dengan ini menyatakan bahwa: 
1. saya bersedia menggunakan penyedia jasa pengawas dengan data 

sebagai berilrut: 
a. Nama perusahaan . . ••••·•····•······························· 
b. Alamat 
c. Nama Penanggungjawab perusahaan 

. / ••.••..••..•••••..••.•.........•..•.•...... 
. . . 

2. Pengawas ini bertanggung jawab penuh terh8:dap pembangunan 
dan/ atau bangunan yang berdiri baik: menyangkut kekuatan kontruksi, 
kekokohan dan kualitas struktur bangunan serta keselamatan um.um 
dilingkungan sekitarnya dalam pelaksanaan pembangunan. 

3. Pengawas ini bertanggung jawab kepada saya selaku penyewa jasa 
terhadap pengawasan yang dilakukan. 

4. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang 
telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia clikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada 
paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga . 

........................ , ····························· 2017 
Pemilik bangunan gedung, 

( ) 
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A.9. SURATPERMOHONAN KRK 

Kepada 
Yth. Bupati Bolaang Mongondow 

Timur 
cq. Kepala DPMPfSP 
di Tempat 

Nomor 
Perihal 

. . . 
: Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten / Kota (KRK) 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini ; 
1. Nam.a Pemohon : . 
2. Alam.at Pemohon . . .......•.•..••.•..........•..•....................•............ 

3. Nomor KTP/SIM/Paspor 
4. Nomor Telepon / HP 
5. Jabatan dalam. Perusahaan 
6. Nam.a Perusahaan 
7. Ala.mat Perusahaan 

. . ..•.....•...................................................... 

. . ···············•··············································· 
. . •...............•••...............•............................ 
. . ·•·············•····•······•······•···························· 

8. No Telepon Perusahan 

Dengan ini mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kabupaten/Kota 
(KRK) untuk lokasi lahan: 

• Ala.mat 
• Desa / Kelurahan 
• Kecamatan 

. . . 

. . .................................•..................... 
• Nomor Blok/Persil 
• Nomor Sertifikat 
• Koordinat GPS 

. . ······················································· 
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Demikian surat permohonan ini kami ajukan untuk dapat diproses 
sebagaimana ketentuan yang berlaku . 

................... ,. 2017 

Pemohon, 

(.•••••I I I• lo I•• lo I I••••••••••••••••".) 
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Bagian - B 

FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG DAN BANGUNAN 
PRASARANA 

B.1. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG 

B.2. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA 
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B.1. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG 

DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG 

a. Nama bangunan gedung 

b. Alamat lokasi bangunan gedung 

c. Fungsi bangunan gedung 

d. Klasi:fikasi bangunan gedung 

e. Jumlah lantai bangunan gedung 

f. Ketinggian bangunan gedung 

g. Luas lantai dasar bangunan gedung 

h. Total luas lantai bangunan gedung 

i. Luas basement 
j. Jumlah lantai basement 
k. Posisi/koordinat bangunan gedung 

(berdasarkan informasi Global 
Positioning System ( GPS, yang 
diambil di titik tengah bangunan 
gedung) 

. . . . . . .. . . . . . ' . 

. . . . . . . . .. .. . . .. . 

. . .. . .. .. . . .. . . 
. . . 
. . .. . . . . . . . . . . .. . . . 
. . .. . ············ . 
. . .. . . . . . .. .. . 

. . . . . . .. . . 

. . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . ······ 

Demikian data. umum bangunan gedung ini dibuat dengan sebenamya . 

...... .. . . , 2017 
Pemohon, 

( ) 



. . .. . . 
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B.2. FORMAT FORMULIR DATA UMUM BANGUNAN PRASARANA 

DATA Ul!4UM BANGUNAN PRASARANA 

[kolamj'reservoir bawah tanah, menara, monument, instalasi/gardu, dan 
reklame/papan nama) 

a. Nama bangunan prasarana 

b. Alam.at lokasi bangunan prasarana . . .. . . . . 

c. Fungsi bangunan prasarana 

d. Klasifikasi bangunan prasarana 

e. Ketinggian bangunan prasarana 

f. Posisi/koordinat bangunan prasarana 

(berdasarkan informasi Global 
Positioning System ( GP~ yang 
diambil di titik tengah bangunan 
prasarana] 

. . . . . . . . . . . . . ············ . 

. . . . . . . . . . .. ············· . 

Demikian data umum bangunan prasarana ini dibuat dengan sebenarnya . 

........................ , 2017 
Pemohon, 

( " ) 
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Bagian- C 

DESAIN PROTOTIPE 

1. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI 

2. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 2 (DUA) LANTAI 
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C. l. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 1 (SATU) LANTAI 

Untuk desain prototipe bangunan gedung 1 (satu) lantai yang lebih lengkap, lihat Lampiran II dari Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
Ge dung. 
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C.2. DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GEDUNG 2 (DUA) LANTAI 

Desain Prototipe Bangunan Gedung 2 (Dua) Lantai disediakan oleh Dinas PUPR Kabupaten/Kota. 
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Bagian - D 

PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA 

Persyaratan Pokok Tahan Gempa merujuk kepada Lampiran II dari 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. 
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Bagian- E 

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN MASA BERLAKU IMB 

Kepada 
Yth. Bupati Bolaang Mondow Timur 
cq. Kepala DPMPTSP 
di Tempat 

Nomor 
Perihal 

. . . . . . . . . . . . . 
: Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku IMB 

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

1. Nama Pemohon 
2. Alamat Pemohon 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

3. Nomor KTP/SIM/Paspor 
4. Nomor Telepon / HP 

. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

. . ••••••••••.•••..•.••......•.........•...•...•..•.....•• 

Sebagai pemilik bangunan gedung atau yang diberi kuasa oleh pemilik 
bangunan gedung* dengan data sebagai berikut: 

• NomorIMB . . •..••••..••....••...................................... 
• Tanggal Penerbitan !MB 

Fungsi Bangunan Gedung • 
Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku !MB. 



Pemohon, 
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Demikian permohonan perpanjangan masa berlaku IMB ini kami ajukan 
untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku . 

................... , 2017 

( ) 



Kepala DPMPTSP, 
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Bagian - F 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KELENGKAPAN PERSYARATAN 
PERMOHONAN PENERBITAN IMB 

KOP SURAT DPMPTSP 

Nama Kab/Kota, 2017 

Nomor 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 
Pemohon Izin Mendirikan Bangunan Gedung (!MB) 
di- tempat 

Perihal : Pemberitabuan Kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB 

Dengan hormat, 
Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan !MB 
yang diajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen yang Saudara 
ajukan tersebut perlu dilengkapi (daftar kelengkapan persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis terlampir). 
Dengan demikian pengajuan permohonan !MB Saudara dikembalikan 
untuk dilengkapi. 
Saudara dapat mengajukan kembali permohonan !MB setelah melengkapi 
persyaratan administratif dan/ atau persyaratan teknis. 
Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan 
kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

.... " " ·········· . 
NIP .. 
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Lampiran 1 : Status Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Administratif 

1. DATA PEMOHON 

NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN 
1 Isian formulir permohonan IMB DAda 

D Tidak:Ada 
2 Fotokopi KTP pemohon a tau DAda identitas lainnya 

D Tidak:Ada 
3 Fotokopi dokumen legalitas DAda badan hukum (bila pemohon 

adalah badan hukum) D Tidak:Ada 
4 Surat kuasa dari pemilik DAda bangunan (bila pemohon bukan 

pemilik bangunan] D TidakAda 
5 Surat bukti status hak atas tanah DAda 

O Tidak:Ada 
6 Fotokopi tanda bukti lunas Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 
berialan 

7 Surat pemyata.an bahwa tanah DAda tidak dalam status sengketa 
D TidakAda 

8 Surat perjanjian pemanfaatan 
a tau penggunaan ta.nah (bila DAda 
pemilik bangunan gedung bukan D Tidak:Ada pemegang hak atas tanah) 

9 Data kondisi atau situasi tanah DAda 
D Tidak:Ada 

10 Fotokopi Keterangan Rencana DAda Kabupaten/Kota (KRK) 
D Tidak Ada 

11 Surat pemyataan untuk DAda mengikuti ketentuan dalam KRK 
D Tidak:Ada 

Keterangan beri tanda ,/" pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkari hasil 
pemeriksaari dokumen 
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2. DOKUMEN / SURATTERKAIT 

N<> URAIAN KETERSEDIAN CATATAN 
1 Data perencana konstruksi DAda 

D TidakAda 
2 Surat pernyataan menggunakan DAda desain prototipe 

D TidakAda 
3 Surat pernyataan menggunakan DAda persyaratan pokok tahan gempa 

D TidakAda 
4 Surat pernyataan menggunakan DAda pelaksana konstruksi 

bersertifikat D TidakAda 
5 Surat pernyataan menggunakan 

pengawas/manajemen konstruksi DAda 
yang bertanggung jawab kepada D TidakAda pemohon 

6 Data pengkaji teknis DAda 
D TidakAda 

Keterangan : 

beri tanda ¥"' pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan basil pemeriksaan 

dokumen 

nomor 1, 4, dan 5 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana 
yang dokumen rencana teknisnya dibuat oleh perencana konsttuksi, bangunan 
gedung baru dengan kompleksiias tidak sederhana dan kompleksitas khusus, 
bangunan gedung lwlektif, bangunan prasarana, dan bangunan gedung 
eksisting yang dimohonkan IMB untuk mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/ atau merawat bangunan gedung 

Nomor 2 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana yang 
dokumen rencana teknisnya menggunakan desain prototipe 

Nomor 3 untuk bangunan gedung baru dengan kompleksitas sederhana yang 
dokumen rencana teknisnya dibuai sendiri oleh pemohon 

Nomor 6, untuk bangunan gedung eksisting yang belum memiliki lMB 
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Lampiran 2 ; Status Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Teknis 

1. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG 

:·No . ' 

,. URAIAN· KESESUAIAN CATATAN 
,. " 

1 Kesesuaian fungsi/ klasifikasi O Sesuai 
bangunan gedung terhadap 
peruntukan lokasi D Tidak Sesuai 

2 Kesesuaian luas lantai dasar D Sesuai bangunan gedung terhadap KDB 
maksimum D Tidak Sesuai 

3 Kesesuaian total luas lantai D Sesuai bangunan gedung terhadap KLB 
maksimum O Tidak Sesuai 

4 Kesesuaian total luas daerah D Sesuai hijau terhadap persyaratan 
minimum O Tidak Sesuai 

5 Luas lantai basement terhadap D Sesuai 
KTB maksimum 

D Tidak Sesuai 

Keterangan beri tanda ti' pada kotak Sesuai atau Tidak Sesuai berdasarkan 
hasil pemeriksaan dokum.en persyaratan teknis 
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2. RENCANA ARSITEKTUR 
•' 
iif() , . URAIAN ,KETERSEDIAAN CATATAN 

·~ '., >. 

1 Data Penyedia Jasa Perencanaan DAda 
Arsitektur O TidakAda 

2 Garn.bar Situasi (Site Plan) 
DAda 
O Tidak:Ada 

3 Gambar Denah DAda 
D Tidak:Ada 

Gambar Tampak 
DAda 

4 
D Tidak:Ada 

5 Gambar Potongan 
DAda 
D Tidak:Ada 

6 Gambar Detail Arsitektur 
DAda 
D Tidak:Ada 

7 Spesifikasi Umum Perampungan DAda 
Bangunan Gedung D Tidak:Ada 

Keterangan beri tanda ,/' pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil 
pemeriksaan dokumen persyaratan teknis 
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3. RENCANA STRUKTUR 
.e ' :., ." .. ·. ., -.-7:: 

NO, URAIAN • ".i ~ERSEDIAAN CATAT.AN. .• . ' 

1 Data Penyedia Jasa DAda Perencanaan Struktur 
D TidakAda 

2 Perhitungan Struktur (Untuk DAda BG~ 2 Lt dan/atau Bentang 
Struktur >6 ml D TidakAda 

3 Hasil Penyelidikan Tanah DAda (Untuk Bangunan Gedung ~ 2 
Lantai} D TidakAda 

4 Gambar Rencana Struktur DAda 
Bawah (Pondasi), termasuk 
detailnya D Tidak:Ada 

5 Garn.bar Rencana Struktur DAda 
Atas (Kolom, Balok & Plat), 
termasuk detailnva D TidakAda 

6 Garn.bar Rencana Struktur DAda 
A tap (Rangka & Penutup), 
termasuk detailnva D TidakAda 

7 Spesifikasi Umum Struktur DAda 
D TidakAda 

8 Spesifikasi Khusus Struktur DAda 
(jika ada) 

D TidakAda 

*Keterangan: beri tanda ~ pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil 
pemeriksaan dokumen persyaratan teknis 
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4. RENCANA UTILITAS 

NO URAIAN KETERSEDIAAN CATATAN 
1 Data Penyedia Jasa DAda Perencanaan Utilitas 

D Tidak:Ada 
2 Perhitungan Utilitas (termasuk 

Kebutuhan Air Listrik, DAda ' Lim.bah Cair & Padat, Behan 
Kelola Air Hujan dan D Tidak:Ada 
Pemilihan Sistem) 

3 Gambar Sistem Sanitasi (Air DAda Bersih, Air Kotor, Limbah Cair, 
Limbah Padat, Persampahanl D Tidak:Ada 

4 Gambar Jaringan Listrik 
(Sumber, Jaringan, DAda 
Pencahayaan dan Penghawaan D TidakAda Bua tan 

5 Gambar Sistem Proteksi 
Kebakaran (Disesuaikan DAda 
dengan tingkat risiko D Tidak:Ada 
kebakaran) 

6 Garn.bar Sistem Proteksi Petir DAda 
D TidakAda 

7 Gambar Pengelolaan Air Hujan DAda 
dan Si stem Drainase dalam 
Tapak D Tidak:Ada 

8 Spesifikasi Umum Utilitas DAda 
Bangunan Gedung 

D Tidak:Ada 
~Keterangan: beri tanda v: pada kotak Ada atau Tidak Ada berdasarkan hasil 

pemeriksaan dokumen persyaratan teknis 
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Bagian - G 

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PENILAIAN DOKUMEN 
RENCANA TEKNIS 

KOP SURAT DPMPTSP 

Nam.a Kabupaten/Kota, 2017 
Nomor . . .........•....................... 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 
Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 
di- 

Tempat 

Perihal : Pemberitahuan Basil Penilaian Dolmmen Rencana TeJmis 

Dengan hormat, 

Berdasarkan hasil penilaian dokumen rencana teknis pada permohonan 
IMB yang Saudara ajukan, perlu kami beritahukan bahwa dokumen 
rencana teknis tersebut belum memenuhi kesesuaian dengan persyaratan 
teknis bangunan gedung (daftar kesesuaian terlampir). 

Dengan demikian pengajuan permohonan IMB Saudara dikembaUkan 
untuk d.iperbaiki. 
Saudara dapat mengajukan kembali permohonan IMB setelah memperbaiki 
dokumen rencana teknis sesuai dengan hasil evaluasi dari kami. 

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian clan 
kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. 

·······················•·······•······ 
NIP . 
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Lampiran 1 : Status Penilaian Dokumen Rencana Teknis 

1. RENCANA ARSITEKTUR 
• .. '.~ .. 
NO URAIAN 

., 
1: KE,SESU~ .. CATA.TAN' r 

»r 
e ... ... '. 

1 Data Penyedia Jasa D Sesuai 
Perencanaan Arsitektur D Tidak Sesuai 

2 Gambar Situasi / Rencana D Sesuai 
Tapak D Tidak Sesuai 

3 Gambar Denah O Sesuai 
D Tidak Sesuai 

4 Gambar Tampak O Sesuai 
D Tidak Sesuai 

5 Garn.bar Potongan D Sesuai 
D Tidak Sesuai 

6 Garn.bar Detail Arsitektur D Sesuai 
D Tidak Sesuai 

Spesifikasi Umum D Sesuai 7 Perampungan Bangunan 
Gedung D Tidak Sesuai 
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2. RENCANA STRUKTUR 

NO URAIAN KESESUAIAN CATATAN 

1 Data Penyedia Jasa D Sesuai 
Perencanaan Struktur D Tidak Sesuai 
Perhitungan Struktur D Sesuai 2 (Untuk BG ~ 2 Lt dan/ atau 
Bentang Struktur >6 m) D Tidak Sesuai 
Hasil Penyelidikan Tanah O Sesuai 3 (Untuk Bangunan Gedung 
> 2 Lantai) D Tidak Sesuai 
Gambar Rencana Struktur O Sesuai 4 Bawah (Pondasi), termasuk 
detailnya D Tidak Sesuai 
Garn.bar Rencana Struktur D Sesuai 5 Atas (Kolom, Balok & Plat), 
termasuk detailnva D Tidak Sesuai 
Gamber Rencana Struktur D Sesuai 6 A tap (Rangka & Penutup), 
termasuk detailnva D Tidak Sesuai 

7 Spesifikasi Umum Struktur D Sesuai 
D Tidak Sesuai 

8 Spesifikasi Khusus D Sesuai 
Struktur (jika ada) D Tidak Sesuai 

CATATAN: 

•••........................•..•..•..•...•.........................•..•.••••..•..•..•..•..................... 

•••••••···························•·········••••••••••••••••••••••••••••••••••••···•·••••··················· 
····························•··················•·······································•···············•···· 
••••····························••••·•··••·••••••••••••••••••••••••·•·•···•············•···················· 
•···············•························•·•···•································•·····••··•·•··••··········· 
............•..•................................•••..................................•.•.........•...•...... 
••••••..•......•............................••.•••••••••••••••••••••••.••.•....•............................ 
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3. RENCANA UTILITAS 
... ; ',· ~ .· ~ . ~ ··-- <', 

<:No·. .. URAIAN ';, ,-·. KESESUMAN' cATATAN ·, ~ . r . . , -· 
1 Perhitungan utilitas yang terdiri 

dari perhitungan kebutuhan air 
bersih, kebutuhan listrik, D Sesuai 
penampungan dan pengolahan D Tidak Sesuai limbah cair dan padat, dan 
beban kelola air hujan 

2 Perhitungan tingkat kebisingan D Sesuai dan/ atau getaran 
D Tidak Sesuai 

3 Gambar sistem sanitasi yang 
terdiri dari sistem air bersih, air D Sesuai 
kotor, limbah cair, limbah D Tidak Sesuai padat, dan persampahan 

4 Gambar sistem pengelolaan air D Sesuai hujan dan drainase dalam tapak 
O Tidak Sesuai 

5 Gambar sistem instalasi listrik 
yang terdiri dari gambar sumber D Sesuai 
listrik, jaringan, dan D Tidak Sesuai oencahavaan 

6 Gambar sistem proteksi D Sesuai kebakaran yang disesuaikan 
dengan tinzkat risiko kebakaran D Tidak Sesuai 

7 Gambar sistem penghawaan/ D Sesuai ventilasi alami dan buatan 
D Tidak Sesuai 

8 Gambar sistem transportasi D Sesuai vertikal 
D Tidak Sesuai 

9 Gambar sistem transportasi D Sesuai horizontal 
D Tidak Sesuai 

10 Gambar sistem komunikasi D Sesuai internal dan eksternal 
D Tidak Sesuai 

11 Gambar sistem D Sesuai penangk:al/proteksi petir 
D Tidak Sesuai 

12 Spesifikasi umum utilitas D Sesuai bangunan gedung 
O Tidak Sesuai 



=NVJ.VJ.VO 
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Bagian- H 

FORMAT SURAT PERSETUJUAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS 

KOP SURAT DPMPTSP 

Nama Kabupaten/Kota, 2017 
Nomor . . .........•....................... 
Lampiran : 1 (satu) berkas 

Kepada Yth. 
Kepala DPMPTSP 
di- 

Tempat 

Perihal : PersetuJuan Dokumen Rencana Teknis 

Dengan hormat, 

Berdasarkan hasil penilaian dok:umen rencana teknis pada permohonan 
IMB yang cliajukan oleh: 

1. Nama Pemohon 
2. Nomor KTP 

. 
' ·•··•••··•······•···••••••·······•·•···••·•••••·•··•••· . . . 

3. Lokasi Bangunan yang cliajukan IMB 

• Alamat . . . 
• Desa / Kelurahan 

• Kecamatan . . ·•·•••······•·······•·········••···•······•·••••·•·••·• 
4. Nomor Permohonan IMB . . ..........................•....•....••.•.•••.•..••.•••• 

perlu kami beritahukan bahwa dokumen rencana teknis tersebut telah 
memenuhi kesesuaian dengan persya.ratan teknis bangunan gedung clan 
disetujui (daftar kesesuaian terlampir). 
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Demikian surat persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan 
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

Ketua Tim Teknis DPMPfSP, 

•••••••••••••·•·•·•·····•··•·········· 
NIP . 
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Lampiran : Status Penilaian Dokumen Rencana Teknis 

1. RENCANA ARSITEKTUR 

NO URAIAN KESESUAIAN, CATATAN 
Data Penyedia Jasa O Sesuai 

1 Perencanaan Arsitektur 
D Tidak Sesuai 

Gambar Situasi / Rencana D Sesuai 
2 Tapak D Tidak Sesuai 

D Sesuai 
3 Gambar Denah 

D Tidak Sesuai 

O Sesuai 
4 Gambar Tampak 

D Tidak Sesuai 

D Sesuai 
5 Gambar Potongan 

O Tidak Sesuai 

D Sesuai 
6 Gambar Detail Arsitektur 

D Tidak Sesuai 

Spesifikasi Umum D Sesuai 
7 Perampungan Bangunan 

Gedung D Tidak Sesuai 
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2. RENCANA STRUKTUR 

NO t1RAIAN KESESUAIAN. CATATAN .. .. 

Data Penyedia Jasa D Sesuai 
1 Perencanaan Struktur D Tidak Sesuai 

Perhitungan Struktur (Untuk D Sesuai 
2 BG ~ 2 Lt dan/ atau Bentang 

Struktur >6 m) D Tidak Sesuai 

Hasil Penyelidikan Tanah D Sesuai 
3 (Untuk Bangunan Gedung ~ 

2 Lantai) D Tidak Sesuai 

Garn.bar Rencana Struktur D Sesuai 
4 Bawah (Pondasi), termasuk 

detailnya D Tidak Sesuai 

Garn.bar Rencana Struktur D Sesuai 
5 Atas (Kolom, Balok & Plat), 

termasuk. detailnya D Tidak Sesuai 

Garn.bar Rencana Struktur D Sesuai 
6 Atap (Rangka & Penutup), 

termasuk detailnya D Tidak Sesuai 

O Sesuai 
7 Spesifikasi Umum Struktur 

D Tidak Sesuai 

Spesifikasi Khusus Struktur D Sesuai 
8 (jikaada} O Tidak Sesuai 

CATATAN; 

······························································································•············· 
............•.•••••••••••••••••••..•....•................................••..••.••.•••••••••••••••••••••...• 

••••••••••·•••·•···································••·•·•·••••••••••••••••••••••••••••·•·•·················· 
···········••·•••••••••••••••·••··································•········•··•·•·••••••••••••••••••••••···· 
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3. RENCANA UTILITAS 

'No. . ,, 

,. :.URAIAN KESESUAIAN ·. .CA.TATAN- 
·~-· - ·-·~ 

1 Perhitungan utilitas yang terdiri 
dari perhitungan kebutuhan air 
bersih, kebutuhan listrik, D Sesuai 
penampungan dan pengolahan D Tidak Sesuai limbah cair dan padat, dan 
beban kelola air huian 

2 Perhitungan tingkat kebisingan D Sesuai 
dan/atau getaran 

D Tidak Sesuai 
3 Garn.bar sistem sanitasi yang 

terdiri dari. sistem air bersih, air D Sesuai 
kotor, limbah cair, limbah D Tidak Sesuai padat, dan persampahan 

4 Garn.bar sistem pengelolaan air D Sesuai hujan dan drainase dalam tapak 
D Tidak Sesuai 

5 Garn.bar sistem instalasi listrik 
yang terdiri dari gambar sumber O Sesuai 
listrik, jaringan, dan D Tidak Sesuai pencahayaan 

6 Garn.bar sistem proteksi D Sesuai 
kebakaran yang disesuaikan 
dengan tingkat risiko kebakaran D Tidak Sesuai 

7 Garn.bar sistem D Sesuai penghawaan/ventilasi alami dan 
buatan D Tidak Sesuai 

8 Gambar sistem transportasi D Sesuai 
vertikal 

D Tidak Sesuai 
9 Garn.bar sistem transportasi D Sesuai 

horizontal 
D Tidak Sesuai 

10 Gambar sistem komunikasi D Sesuai 
internal dan eksternal 

D Tidak Sesuai 
11 Garn.bar sistem D Sesuai 

penangkal/ proteksi petir 
O Tidak Sesuai 

12 Spesifikasi umum utilitas D Sesuai 
bangunan gedung 

D Tidak Sesuai 
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Bagian - I 

BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB 

1.1. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG 
SEDERHANA YANG DOKUMEN RENCANA TEKNISNYA DIBUAT OLEH 
PERENCANA KONSTRUKSI ATAU BANGUNAN GEDUNG TIDAK 
SEDERHANA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

1.2. BAGAN TATA CARA PENYEL~NGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG 
SEDERHANA YANG MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE 

I.3. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG 
SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI YANG DOKUMEN RENCANA 
TEKNISNYA DIBUAT SENDIRI OLEH PEMOHON 

1.4. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG 
SEDERHANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

1.5. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG 
TIDAK SEDERllANA UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN 13ANGU:NAN 
GEDUNG KHUSUS 

1.6. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG 
SEDERHANA EKSISTING 

I. 7. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG 
TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS EKSISTING 

1.8. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, 
MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN 
GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

I.9. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, 
MEMPERLUAS, MENGURANGI, DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN 
GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

I.10. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BERTAHAP 

I.11. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG 
J:3Ul{J\N UNTUK J<EPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF 
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I.12. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG 
UNTUK KEPENTINGAN UMUM SECARA KOLEKTIF 

1.13. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN 
PRASARANA 
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I.1 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA YANG DOKUMEN 
RENCANA TEKNISNYA DIBUAT OLEH PERENCANA KONSTRUKSI ATAU BANGUNAN GEDUNG TIDAK 
SEDERHANA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

Pembua"1 
Dokumen 
Ren can a 
Teknl1 

PengaJuan 
Permohonan 

Dilengkapl 
Persyaratan 

Admlnlstratf & 
Teknis 

Pemerlk1aan 
Kelengkapan 
Persyaratan 

Admlnln-aif 
& Teknla 

Penerbltan 
IMBoleh 
DPMPTSP 

Permohonan 
KRKdan 

penyerah111 
eurat pernyal.all'I 
untuk menglkutl 
ketentuan KRK 

Pemberlan 
KRKdan 

peny1mpal111 
lnform11t 

persyaratan 
admlnlltrallf& 

ttknt, 

~.. . . 

Pengambllln 
SKRD& 

Pembayaran 
Retrlbusl lMB 

Penerlmaan 
IMBolth 
Pemohon 

1hari--~) < \ 
BG Sedertlana = 2 hari 
BG Tldak Sederhana = 5 hari ( 1harl \ 

---- OlehPemohon j I OlehDPMPTSP I jo1ehperencana! jotehPemohon! j OlehDPMPTSP I OlehPemohon I 
I I::=:=.====-===========================-~====--~----. DI Kantor OPMPTSP . DI Kantor DPMPTSP 

.------P-ros-~-Pra-perm--oho-nan-lMB------,1 !..__ P_ros_~_Pe_nn_oh_on_~_1M_B ___.l~I Pr_~_~_P_en_erb_11a_n_1MB ____, 



- 56 - 

I.2 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA YANG MENGGUNAKAN 
DESAIN PROTOTIPE 

Per,etujua, 
Tertulis 

Pernbtrlan l<RK 
dan penyampal· 

an lnformatl 
perayaratan 

Id ml n I strati & 
teknl1, den 

plll han dnaln 
prototlpe 

Permohonan 
KRKdan 

penyeraha, 
,urat 

pernyataan 
untuk 

menglkutl 
ketentuan KRK 

Pengajuan 
Permohonan 

IMB 
Pemerlku-an 
Keleng-kapan 
Per-eyaratan 
Admlnlna.tjf 

& Teknle 
Dllengkapi 

Persyaratan 
Administratlf & 

Teknis 
Konflr1111sl 

.._ __ ~ill>! Dnaln Probtipe 
kapemohon Lengkap 

Penetapan Nlal 
Retrlbusl lMB 

Pemberitahuan 
Nllal Retr1buli 

IMB 

Penyerahan Buldl 
Pembayaran 
Retrlbusl lMB 

Penerbltan IMB 
oleh DPMPTSP I 

Kecarnatan• 

PenerlmaanlMB 
oleh Pemohon 

Pengambllan 
SKRD& 

Pembayaran 
Retrlbusl lMB 

( _1 h_art____,) 

Clleh Pemohon I I Oleh DPMPTSP II~ -Cll-eh-Pem_oh_on__,11 O!eh DPMPTSP atao didelegaslkan ke Kecamatan 1, - -Clleh--Pem_oh_on-~ 

========~======================================================:..============--~~~~ 
:::::====D =i Kan==t a=D=P=M=P T=!Jl====~' ~'========================~-;:::======Dl=Kan==ta=D=P=M=PT=!Jl==/K=ec=a=mata==n================================~ 

'---P_r_ape_rm_P_:_:_"~_,M_a ll ~----P-roo_~_P_erm_oh_on_m_,M_a _.ll ~------------~-oo-es_P_~_e_rbit_·~_IMB------------~ 
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I.3. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA 1 (SATU) LANTAI YANG 
DOKUMEN RENCANA TEKNISNY A DIBUAT SENDIRI OLEH PEMOHON 

Permohonan 
KRKd1n 

p1ny•1h111 
aurlt 

perny1tun 
untuk 

menglkuti 
ketentu1n 

KRK 

Pembunn 
Dokumen 
Renc1n1 
T1knl1 

---1 Dlkemba.llkan 

Pemerlklaan 
Kelengkapan 
Persyaratan 
Admlnlahtlf 

& Teknls 

Tidak Lengkap 

Penllaian 
dan Penyerahan Bulll Penerbltlln IMB 

aslatenal Persetu Ju 111 Pembayaran oleh DPMPTSP I 
perbalkan Tertulls Retribusi IMB Kecam.tan• 
dokumen 
rencana 
teknle 

Penetapan Nlal 
Retrlbusl lMB Penerlmaan IMB 

oleh Pemohon 

Pengambllan Pemberluihuan 
Nllal Retribuli SKRD& 

IMB Pembay1ran 
Retrlbuel lMB 

Pember Ian 
KRKd1n 

penyampal· 
1n lnformasi 
perayarltan 
ldmlnlltrltf 

&tekni, 

Pengajuan 
Permohonan 

IMB 

Dilengkapi 
Pers yaratan 

Administratif & 
Teknis 

( 1 hart ) c=ii:art =._) (~_1_h_ari_~) 
I Oleh Pemohon 11 Oteh D!V'TSP 11 Oleh Pemohon I I Oleh Pemohon 11 Oleh DPMPTSP atau dldel0!J!sikan ke Kecamatan 11 Ofeh Pemohon ~, ====~==========================--=======---~~--, _ Di Kantor DPMPTS' I Kecamatan DI Kantor DPMPTS' 

'--~~~-P_ra_penn_P_r:_ona_~_n_i_M_B~~~----'l ~I ~~~~~-Pr_oo_~_P_erm~oh-on~~-IM-B~~~~~-']~I ~~~~~~~~~P-roo_~~Pe_n_erbi_·i_an_i_MB~~~~~~~~~- 
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I.5. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM DAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS 

.. " . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Permohonan 
KRKd1n 

penyer1h1n 
1ur1t 

perny1t11n 
untuk 

menglkutl 
ketentu1n 

KRK 

Pemberl1n 
KRKd1n 

peny1mpliln 
lnform11I 

per,yarltln 
1d ml n I 1t11tlf 

& teknl• 

Ya 

Pengur1111n Perlzlnen 
din/ 1llu rekomendllal 

HIUII ketentuan • 

I Oleh Pemohon I ~ I Oleh Pemohon j I 
I OIKMl~OPMPT.. I 

Tldak Sesuai 
•k Pambualln 

Dokumen 
Rencana • 
Teknla 

~ ..•••.•...•...•...•....•........•..•.•.•.••..•• , .. 
(~---- 1 hari ~~~~~~~~---- 

Oleh 
pereoc!Wla 

< 
1-8Lt.: 2hart 
>6 Lt.: 3 harl ~~~-~ 

I Oleh DPMPTSP 11 Oleh Pemohon j 

Pengajuan 
Permohonan 

IMB 
DRengkapl 

persyara1an 
admlnlstralf & 

teknls 

Penll1l1nDok 
Rencana 
Teknls 

(TABG 
memberikan 
pertlmbangan 

teknls) 

Sesuai 
Penerbltan 
IMB oleh 
DPMPTSP 

... .. .. ... .. ... .. 
1-8 Lt.: 6 hart 
>6Lt.: 25hart 

Penerlm11n 
IMBoleh 
Pemohon 

Penellpan Niii 
Retrlbual lNB 

Penyerlh., Buk1 
Pemb,ynn 
M1bu1IIIIIB 

Peng1mbllln 
SKRD& Pemberltahuan 

Nllal Retrtbull 
IMB 

PeraetuJuan 
Tertulla 

Oleh DPMPTSP Oleh Tim Teknis DPMPTSP& TAOO Oleh Pemohon 

DI Kantor DPMPTSP 

~------P_ros_~_P_raperm __ o_ro_n_an_l_MB -1 ~' __ P_ros_e_s_P_enn_oh_onan __ 1M_e _ __,j~! P_ros_~_P_en_e_m_ttan_1MB ~ 
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I.6 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG SEDERHANA EKSISTING 

perb1lkln 
d1n/1tau 

pengu~h~111n...,----~~~~--~~~~~~~-~~-~---1 
b1ngu111n 
gedung 

Ptmohon 
menyl1pkan 

dokumen terl!llt 
dengan 

blngu111n 
gedung 

ekllltlng 

Pengajuan 
---~ Permoho111n 

IMB 

Oleh Pemohon 

Proses 
Prapermohonan IMB 

rekomendal pBbn 
d1n/ltlu 

pengu~h~alln 
b1ngu111n gedung Tldak Lengkap .-----1 Dlktmbalbn 

) ( 
LuasBGs.d100m2z7hari * ) 

~~- ~~~~~Luas~B_G_s._d500~m_2_=_10_h_oo~~~~ 

I I Oleh Tim Teknis DR.!PTSP 11 Oteh DPMPTSP I I 

Tldak 

Oltengkapt 
Persyaratan 

Admlnlstratlf & 
Teknls 

Oteh Pemohon 

Pemerlksun 
Kelengklpen 
Per1yaratan 
Admlnl1i'ltf 

& Teknl1 

Pengkajlan 
teknltBG 

dalam 
rang kl 

penerbbn 
SLF 

Peraetuju., 
Tertutt1 

Penetapan Niii 
Retrlbual IMB 

Penyerahan Bulcl 
Pembayaran 
Retrlbuel IMS 

Penerbttan !MB 
din SLF oteh 

OPMPTSP 

<~- 1 hari 

Pemberttahuan 
Ntt1t Retribuli 

IMB 

Pengamblllln 
SKRO& 

Pembayaran 
Retrlbual IMB 

Penerlm11n IMB 
dan SLF oleh 

Pemohon 

I I Oleh DPMPTSP oteh Pemohon 

DI Kantor DPMPTs> 
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I.7. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG TIDAK SEDERHANA DAN BANGUNAN 
GEDUNG KHUSUS EKSISTING 

l)fl1)11kln 
danlltlu 

pengublll .. .., 
bangurlSI 
gldung 

Peng1Ju1n 
PermohorlSI 

1118 Pemohon 
mt11ylll)kln 

dokumen lelklt 
d11191n 

blngurlSI 
gldungtkll 

Ollengkapl 
Persywetan 

Admlniltratlf& 
Telmls 

Pttntrlktlln 
Ktfengklpln 
Ptnywatan 
Admlnlnllf 

& Ttknlt 

Pengkljltn 
lellnltBG 

dlltm 
l'lftgkt 

pen•blln 
Slf 

rtkomandal pwblluln 
dtnlllall 

pengublh .. un 
bangurlSI gldung Tldak 

Sesull 

Penyenhen B"' 
Ptmb~•111 
Rtlrlbutl IE 

Ptngtmbllln 
SKRO& 

Ptmbayartn 
RttrlbUtl IE 

( ,~ w~ 

OtehPemohon IJ~=Oleh==~=m=ohOn==~l~l========Oleh==O=P=MPT==SP========l~l===Otth===Peny==ldl=a=J=~=a=P~==l<a,==Telinls=====l~l======Oleh==T=rn=T=K=nls=O=FM==PlSP=======~l=I =Oteh==O=PM==PT=SP==:I ~I _Oleh~P-•m_ohon~~ 
j OIKantorOPMPT!P I 

Rllllomtndal 
penerblMIIIB& 

Slf 

P•MIIIJUIII 
Ttrtullt 

Pem'*fllhuan 
NIIII Rlbtbull 

1118 

Pentrbltln IE 
d111 SL F oleh 

OPIIPTSP 

P1ntr1m-111e 
dtn SI.F Oleh 

Pemohon 

) 
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I.8 BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, 
DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

. . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
-------~ Olkemballkan ~------------. 

Tldak 
Lengkap 

Ofeh Pemohon I I Oleh DPMPTSP I !Oleh perencana! I Oleh Pemohon 11 

DI Kantor DPMPTS' I I 
.__ P_ros_e_s _Pr_ape_nn_o11ooan __ 1_Mi __.! I Proses Permohon111 IMB 

Pembuatan 
Dokumen 

Ren can a T eknl1 
deng1n 

mempertlmbang 
kan hasll 

pengkajlan 
teknl, bangi11111 

gedung 
ekslltlng 

Permohonan 
KRKdan 

penyerahan 
1urat 

pernyataan 
untuk 

menglkutl 
etentuan KRK 

Pemberl1n 
KRKdan 

penyampalan 
lnforrnasl 

per1y1retan 
admlnlltnllf & 

teknls 

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pengajuan 
Permohonan 

Dllengkapl 
Pers yaratan 

Administralf & 
Teknis 

Penerbltan 
IMBoleh 
OPMPTSP 

Penllalan 
Dok. Pemerlkuan 

Kelengkapan 
Persyaratan 
Admlnlnatif 

& Teknls 
Penetapan 

Nllal Retrlbuli 
IMB 

Pengambllan 
SKRD& 

Pemb1yaran 
Retrlbusl lMB 

Penerlmaan 
IMBoleh 
Perno hon 

1 hart ) 5 hari 

11 Oleh Pemohon I Oleh DPMPTSP 

DI Kant°' DPMPTS' 



- 63 - 

1.9. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB UNTUK MENGUBAH, MEMPERLUAS, MENGURANGI, 

DAN/ATAU MERAWAT BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM 

Permohonan 
KRKd1n 

p1ny1r1hen 
,ur1t 

pernyltl1n 
untuk 

menglkutl 
ketentu1n 

KRK 

Pemb1rl1n 
KRKd1n 

p1ny1ml)lirl 
lnformaal 

p1r,y1r1t1n 
admlnlltrltlf 

& ttknll 

Ya 

Penguruaan Perlzlnan 
dan/ atlu rtkcmendlll 

, .. ual ketant111n • 

. ._ ,. . • e e e e IS I I I IS I e I e1 • 

I Oleh Pemohon I ~~SP 11 Oleh Pemohon 

01 KantOf OPMPT!:P 

Pembuatan 
Dokumtn 
Rencana 
Ttknl1 
dengan 

memptrtlm 
bangkan 

haall 
pengkaJllln 

teknl1 
bangunan 

gtdung 
ekll1tlng 

Peng1Ju1n 
Permohonan 

IMB 
Dllengkapl 

persy a rat an 
admlnistratf & 

teknls 

Oleh Pemohoo Oleh DPMPTSP 

,__ P_ros_es __ P_raperm oron an_1M:1 __,I _I Pros __ e_s_P_erm __ ohon __ ~ __ ,M_e __ ~ 

Tldak Sesual 

Sesual 
Penetapan Niii 

Penerbltan 
Penylflh111 Buldl IMBoleh Retrlbual lMB Pembay«111 

RR'lbulllllB DPMPTSP 

Ptnllalen Dok. 
Rancana Peng1mblllln 

SKRD& Ptnerlmaen 
Ttknla IMBoleh 

(TABG 
Pemohon 

memberikan 
pertlm bang an 

teknls) . .. 
1·8 Lt. : 8 hari r 1-8L~ 

~ ( 1 hari ) >8 Lt.: 25hari >8 LI.: 3hari 

OlehTlm Teknis DPMPTSP & TAOO I Oleh DPMPTSP 11 Oleh Pemohon I 

DI Kantor DPMPT!:P 

II Proses Penerbltan IM:! 
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Pll'fflOhonan 
KRKdan 

penyt<llh81 
aunt 

ptrnyun 
untuk 

menglkutt 
kNIIWln 

KRK' 

Pemberl1n 
KRKd1n 

peny1111pll81 
Informal 

pny•ltln 
1dmlnlttrttr 

& tllullt 

Ya 

P1ngur11t1n Plflzlnln 
d111/ lltu rekomtndltl 

... ull kettnluln 

Pengljulll PtmwlktHII 
Ptnnohonan 

Ptmbultln 1118 din 1118 Klllengklptn 
Dokumen Pondttl Persytrltln 
RenCll!t 141,i_...:.::::.:::::::......i~ Admlnlttlll & 
Tellnlt Ollengkapl T tknlt 

Perayaratan 
Admlnlatratlf& 

Teknls 

Olkembltllan 

< lhai 

I P=WUI J I Oleh Pemohon 11 Oleh OPMPTSP 

01 Kanto.- OPMPTs> i 
.__ Pr_os_es_Praperm ohlnan __ 1_'-ll _,j j Proses Pennohcna, IMB 

Olah Pemohon 

< 25hat1 3hali 

Ptl'lltuju81 
Ttrtulls 

Penywth111BIA<tl 
Ptmbsy•111 
Rllttbutl 1118 

( 1hai1 ) 

PtntrblllnlllB olth 
OPIIPTSI' 
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BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM 
SECARA KOLEKTIF 

I.11. 

Olkembatbn 

Permohonan 
KRKd1n 

penyer1h111 
surat 

pernyataan 
untuk 

menglkutJ 
kelentuan 

KRK 

Pemberlan 
KRKdan 

penyampll111 
tnformasl 

persyarllan 
adml nlltlltlf 

&ttknll 

Penerbltan 
IMBlnduk 

oleh 
OPMPTSP 

Pengajuan 
Permohon1n 

IMS 

Ptmerlkuan 
Kelengkapan 
Ptrsyaratan 

Admlnlttrif& 
Teknl1 

Tklll< Pembullln 
Ookumen 
Rencana 
Teknl1 

Dllengkapl 
Persyaratan 

Admlnlstratlf & 
Teknis Penerlm11n 

IMB lnduk 
oleh 

Pemohon 
Ya 

Pengur1.91n Perlzlnan 
dan/ atau rekcmendllsl 

INUII ketentuan 

1 hart .J c Sharl==> ( 2hari ~ I Oleh Pemooon I~, -===Oleh=--=OP=M=PT=S=P==-==---==., ~~1mf'i;~nls I Oleh DPMPTSP I ~1-0leh-P-em_oh_on--,1 

( 1hat1 ) ( 

II Oleh DPMPTSP 11 !Ml 
~ 

Oleh Pemollon Oleh Pemohon 

DI Kantor DPMPT!F DI Kantor DPMPT!F 

~------Pros __ ~_Praperm __ o_tDn_an_1MB ~jl~------P-ros_~_P_erm_ohon_~_1_M_a __.j~! Pros_e_s_Pe_~_rbit_·_an_l_MB ~ 
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1.12. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN UMUM 
SECARA KOLEKTIF 

P,rmohonan 
KRKdan 

penyerah111 
turlt 

pernyman 
untuk 

rnenglkutl 
ketentuan 

KRK 

"-nbtrlan 
KRKd1n 

penyamp1l111 
lnform,tl 

p1ny1r1tan 
1dmlnlltnllr 

'teknll 

Tldlj( Plfflbuatan 
Ookumen 
Rencana 
Tlknl1 

Ya 

Pen gu nun Pertzlnln 
dan/ ltlu rtkomendnl 

_u,1 ketentuan 

Oleh Pemohon Oleh Pemohon ~ 
~ 

Di Kantor DPMPT9' 

Dilengkapl 
Persyaratan 

Admlnlstratif & 
Teknls 

Dikernbalbn 
Tldal<Seml 

Pemenk111n 
Kelengkapln 
Perty1r1tan 

Admlnl1hlf& 
Teknl1 Penltlpan 

Nllal Retr1bull 
IMB 

Penyerahan 
Buktl 

Pembaytran 
RetribUII IMB 

Peng1Ju1n 
Ptrmohonan 

IMB 

PtrletuJu111 
Tertull1 

Pengambllan 
SKRD& 

Pembayaran 
RetribUII IMB 

Pentrbltan 
IMBlnduk 

ollh 
DPMPTSP 

"""" 1 hart > 

Oleh DPMPTSP I Oleh Tim T eknls 
DPMPTSP 

0ha~ I ( 2~ ;::::======~-=======:::.. 
I I Oleh OPMPTSP 11 ~h Pemotoo I 

Ptnertrnun 
IMBlnduk 

ollh 
Ptrnohon (TABG 

memberikan 
pertimbangan 

teknis) 

------ \ 1halt I 

Ptnll1lan 
Ookurnen 

R,ncana T tknle 
Pembtrltahu an 
Nllal Rlblbull 

!MB 

1-8 U.: 8hart 
>8 Lt : 25 half 

Dl Kantor DPMPT9' 
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I.13. BAGAN TATA CARA PENYELENGGARAAN IMB BANGUNAN PRASARANA 

Dlkemb1llkan 
Tidal< Semi 

Pemerlkwln 
Kelengklpan 
Perayantan 

Admlnlsntf& 
Teknla 

Pemberl1n 
KRKd1n 

p.,yamplian 
lnfom11al 

per,y1ratan 
adml n llllltlf 

& teknla 

Pennoh OOln 
KRKden 

penyer1han 
.ur1t 

perny1t11n 
unluk 

menglkutl 
kltlntu1n 

KRK 

Peng1Juan 
Permoho1111n 

1118 Tidak Pembuatan 
Dokumen 
Renc:1111 
Teknla 

Dlleogkapl 
Persyaratan 

Adminislralif & 
Teknls 

Ya 

Penguruun Perll:Nn 
dan/ atau rekomendlal 

ltlUII kltlntuan 

Pentt1p1n 
Nllal Rlll1bull 

IMB 

Penerbltln 
IMBolth 
DPMPTSP 

PerMlujuan 
Tertulla 

Penyer1h1n 
Buk11 

Pemb1y1ran 
Retrlbual IMB 

(TABG 
memberikan 
pertlmbangan 

teknls) 

Penll1l1n 
Dokumen 

Renun1 Teknla 
Pemberltlhuan 
Nll1I Rltrlbull 

IMB 

Pengambllan 
SKRD& Penerlmun 

Pembayaran IMB olth 
Ratrlbual IMB Pemohon 

Oleh Pemohoo II Oleh DPMPTSP 11 Oleh Pemohon 

c 1 hari ) .....:<===6 h=ari:__::)~(=1=hal1=~) ( 1 hari ) ( 1hari 
~ I Oleh Pemohon I I O!eh DPMPTSP Ol~~~i~nls 11 Oleh DPMPTSP 11 O!eh Pemohon I 

l
f====:d.........k::====:=:!..~_k===========:!...l=:====d======-~--, 
_ 01 KantorOPMPTSP DI Kantor OPMPTSP 
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Bagian - J 

FORMAT DOKUMEN IMB 

LOGO 
PDID.-\ 

KEPt·n·~..i.:-,: KEPAL\ rn:-,:..i.s PEK-\1\.-\;o.lA:-,: ;,lODAL D:\:'-1 PEL-\YA!\'-\N TERP:\[>l' S.-\Tl. Pent.· 
KABL PATE:-,: KUT.\ . 

NO~lOR . 

TENT . ..\NG 

!ZIN MENDIR1KAN B . .\NGL1NAN GEDLING 

K.EPAL \ DI:-;.-\S PEN:\.'(-\~!.-\;>; ;-.ICJD.-\L ll vx PEL-\\".-\'.'<.-\:',; TERPADI: S.-\TI. PJNTI 1. 

Membaca Perrnohouan lzin ;1h,mlinkru1 Bnngunm liedung 

Nomor ..... tanggal . 
Narn.t p=mohon 
p-rnilik bangunan 
g ... dung 

Alnmnt 

unruk xt-mhangun haru m-ngubnh 
mernp-rluns.' m ... ngurangi rn-rnw.u 
l1a11gum111 )l.t:dung 

Fungsi I angu11an g ... du11g 

,J<>111<; bangunnn gerlung 

Nam« b.mgun.m g.-·dun::t 

Luas bangunan gedung 

Di ,11,1', t.urah 

Luu-, un.u1 
\h,tk ,\l,I" l .urah] 

ATn<s nnrna Pernihk t'lnah 
Terlernk di 

Menimbang: Bahwa ,,.t<-lnh mem-rrkva 1nwnc,1tat 111..-n ... lin]. 111"'11Ska.11. clan 
menilru ,.,--1luas1 s=rtn meny ... tujui dokumen ,.-nc,1111. reknis bangun.ui 
gedung sc ba!l,uirn,rn,l diuiakvud di u 1.s deugnn im disahkun, rnaka 
1nli;,rl,1p Permohonnn lzm \h-ndirik,111 R.1ngun:"1n (jpdung ~·,rng 
dimakvud d,1p11 dihPnk,m 12111 d-ngnn k-renruan l'*l"'"",ir.it,111 
sebag.um u11 dal.un Lampir ui Keputuvan iui. 

l. 11nrl'ln!1,·l'nrhn3 :-,:nmnr 2h Tvhun .!tu>.:! r-nrong Bangunan (;~d11ng 
tLernb.uan ;>;0garil R<-puhhk Indonesia Tahun .!Ill).! Nomor J,: IJ: 

Mengingat 

2. l "ndnng-L'ndang :'-Jn111.:01 _.-: Tahun .!I I H r-nrmg P.,m.,rinrn.hn.n 
D.1.e1,1h 
[Lemharan :\eg.ir .. 1,1,-l'uhhk ln<i,111.-."in l'ahun .!111-l :'-Jnmnr .!·HI: 

3. Peraiuran Pernerintuh Nome r .Jtj Tahun .:!005 te ntang Peraturan 
p,.Jak5;111.1an I ndung 1 ndnng Nomor .!H T,hun _11112 1.-nrnn2, 
Bangunnn G,-dung 
ILf'mhar-1.n '\Pgarn R,.pul>hk lnrlunt-sin Tnhun 2fl(l.:, '.\nrw,r ~.>.J: 



Memperhatikan 

Menetapkan 
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4. Pernrur m vlenren P.-l:r:-rp1n L'rnum d.in Pe-rum ihnn R 1.b·,11 :\"'lmor 5 T rhun 
2016 r-ruang Izin xle ndinknn Bangunan G..-dun~: 

5. Peraruran Daerah Kabup.ue n Kc t;1 Nornor Tahun . 
renr.ing Bangunan Gedung: 

6. Perarur tn D.v ruh K 1bur i"""n K :in......... N :.mnr. . 
Tahun te nrang Org:1111,;,,,,,j Pi:-r,m,;-1;:u D.1i:-mh 

, . Kepurusan Bupnn \\"·1hk-:>t,1 . 
Xomu1 Tahun. tt:'ntun.,: Org,111-1,:,<1'>1 dan T.nu Ki:-ri,1 
Din-is (111!:>mn':>1 1i:-J.:.n1'> pernbma pc-m·di:-n~1a:.11r,1.1n 
bungunan .,:t'dung). 

8. Rencan.i Tata Ru mg \\"tl,1~·1h Renr m« Derul Tu., Ru.,ng K1w,,,n 
Perkot tan ; dan 

Q. (Lam-Iain) . 

Pi:-rimb,mgrm ·fan . 

l. lnstans: reknis pernbm.i ,11., ruang, 1,1t1 k .,.,, X .1m ,r. . .. t mgg:u .... 
2. Insr.msr td,lll<; pembma pertunahm Nomor 1,mg,i;-;,11 . 

3. Pejnba: Pernbu.u Akre Tanah :'\\,mr.,r tn.ngg .. 11. . 

4. Inst.msi terkait larnnya xornor. 11112,g.,I.. . 

5. Hasil dengnr pendrpat publik. t,mg.,,.,11. . 

o. Perurnb.ingan tc-1:.m:, Tun Ahli Bangunun Gcclung :--;, •11101 t,m~,11. . 

l\lD!l'Tl. SKA!\' 

I. 

Nama pcrnohon 

Arns nam i permhk 
bangunnn gedung 
Alamat 

t.'nruk ~lrmt1ngun b vru rnengut xh menvmbxh 
n1c-ngurms1 meriwat b.mgunan ~r-dun~. 
sebagmman ·, d1Jeh!,J;.,n dnlam gamhM' ,1tu.1~1 
Lnmpiran b dan rencan.i tekrus, mehpun 
garnbar at ~nd:tur. ~,,ml ar konsrukst 
bangunan gs-dun§-. d m ~umb.u uulu 1, 
trnek.uukal d.111 elel.trikal] pe mbekuan dan 
penc .ibut.m l.\18 Larnprr m , . I vn pe'ngh11un?,,m 
brc:.1mrn r.--rihus1 !\!R Lrrnprr.m .-! Kr-pun_1-.1n 
101: 

.!. Bescrnva rernbusr vang harus dibavar ole-h pemohon ,:,c:-b,1.,_,um,,n,1 
dirnaksud dalarn Lampirtn d. Kepuiusan 1111 sebesur : 

a. Retribuvi p-rnbm um p-nyetenggaraan 
bangunan g-dung. 

Rernbusi adrrurustrnsr l\IB. 'J Rp . 

Rp . 

b. 
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c. Retribusi penvediaan forrnulir. Rp - 

Rp .. .Jurnlah . 

(Terbilang ) 

·1 t.ntuk perubuhan L\18 a1,t~ p-rrniruann pemihk . 
.3. Lampiran Kepurusan irn n1t-11.1p,J,,m satu kesuruan yang tidak 

rerpisahkan dari Ki>putU<;"ln ini: 
-1. Hal-hal n111g hl:'lum diru ur dal un k-puiusan ini rkan ditetupkan 

kernudian: 
5. Salin-in Keputusan ini dib ... rikan kepada vang berkepenringan: clan 
6. Keputusan ini mulai berlnku sejak ranggal diterbit kan, 

DITET:\PKA:'\ DI 

PAD:\ T . .\'.\'GGAL 

KEP.-\L.-\ DP'.\IPTSP K:\8L PXI E:\/ KUJA . 

NIP . 

Tembusan Keputusan i111 disampuikan kepada Yt h. : 
1 . 
2 . 
. 1 . 
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(Contoh) 
Lampiran a 
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota 
Provinsi/Kabupaten/Kota . 
Nomor Tanggal.. . 

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG 

Fungsi bangunan gedung 
Jenis bangunan gedung 
Nama bangunan gedung 
Atas nama/Pemilik 

SOS/Al DAN BUDA YA 
RUMAH SAKIT 
RUMAH SAKIT TULANG HOUHOU 
YA YASAN H/RASHIPAS 

lndeks 
1000 BANGUNAN GEDUNG 
1100 LINGKUPPEMBANGUNAN 
1110 Pembangunan baru 1,00 
1200 FUNG SI 
1240 Sosial dan Budaya I Rumah Sakit 1,00 
1300 KLASIFIKASI 
1310 Kompleksitas 0,25 
1313 Khusus 1,00 
1320 Permanensi 0,20 
1323 Permanen 1,00 
1330 Risiko kebakaran 0,15 
1332 Sedang 0,70 
1340 Zonasi gempa 0,15 
1343 Zona Ill / sedang 0,70 
1350 Lokasi (kepadatan bangunan gedung) 0,10 
1352 Sedang 0,70 
1360 Ketinggian bangunan gedung 0,10 
1362 Sedang 0,70 
1370 Kepemilikan 0,05 
1373 Sadan Usaha 1,00 
1400 WAKTU PENGGUNAAN 
1430 Tetap 1,00 

CATA TAN I a,.,.p,ran a ,ni mc,upa•rnn !>c'l<) ar yen!J Mil< tcrp.sah<an dan Kcpu1-.s:i1 Gubcmur:Tiupa:, 
Waloknla No•ncr . l.r11yy;il... .. luutarg !Lr, Mcn<:orrkan Bar<_;u·~•n Guduny 



- 72 - 

Lampiran b 
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota/Provinsi/Kabupaten/Kota . 
Nomor Tanggal.. . 

GAMBAR SITUASI 

PETA SITUASI SKA..A 1. 1000 

RTIRKIRW PERMOHONAl\ DARI 

LOKASI 

LUAS IAW\H 

NOMOR s-ATUS HAK ATAS TANA-l 

KCLURAHANrOCSA 

Kl:CA\1AIA 

KABUPATEN'KOTA 

f\Ot.lOR BE.RKAS . 
LOKASI YANC OIRENCANAKA, 

PHA IKHTISAR SKAl A 1 :>:J.OCO 

ioco 
f1' A 

INSTANSI TEKNIS PEMBINA TATA RUANG ITATAKOTA 
PROVINS! I KABUPATEN I KOTA . 

CATATAN LarrpirJn b rni rntnuµak,111 bitllia" ydl'!i l•llJk te•;,isahkan \Jcl•r K<.>puluSJI" G.ioorriur:Bul)dli 
Wal kotn 11:omnr · . . t>1"9g;1t .. . . lr.nt:?ng 17,n Mmxl I k.'ln R:irgJ"-,., Gr.flung 
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Lampiran c 
Keputusan Gubemur/Bupatt/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota . 
Nomor T anggal. . 

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEOUNG 

1. Syarat-syarat. 

a. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terrutunq 
sejak peringatan ketiga atas pelanggaran. pemilik bangunan gedung udak 
melakukan perbaikan. 

b. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung 
sejak dikenakan sanksi alas pelanggaran. pemilik bangunan gedung tidak 
melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian alas sanksi yang dikenakan. 

2. Catalan Perkembangan tMB. 
a. Dibekukan pada tanggal 

b. Dicabut pada tanggal 

c. Dipecahkan pada tanggal 
d. Lain-lain 

DITET APKAN DI 
PADA TANGGAL 
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 
PROVINSIIKABUPATEN/KOTA . 

alau 

Tembusan Keputusan ini disampaikan 
kepada Yth. : 
1 .. 
2 . 
3 . 

DITET APKAN DI 
PAOA TANGGAL 
A.N. GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 
PROVINSI/KABUPATENIKOT A .. 
KEPALA OINAS . 

NIP .. 

CATA TAN Lampiran c int 1'lerupaka"I bagtan yang :ida~ ter;) san<an dari Ke:>u1usan Gube·nur'Bupat: Wallkota 
Non,or: ..... t;mggal ... . . .IC"ll,1ng lzm M(!flmnkiln Bargunan Gcdlirg 
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(Contoh) 
Lampiran o 
Keputusan Gubernur/BupatlfWalikota Provinsi/Kabupaten/Kota . 
Nomor Tanggal. . 

PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZJN MENOIRIKAN BANGUNAN GEOUNG 

Fungsi bangunan gedung SOS/AL DAN BUDA YA 
Jenis bangunan gcdung RUMAH SAK/T 
Nama bangunan gedung RUMAH SAKIT TULANG HOLIHOLI 
Alas nama/Pemilik YA YASAN HIRASHIPAS 

1. INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG 
BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI 

a. Daftar lndeks bangunan gedung yang dimaksud. 

1000 BANGUNAN GEOUNG 2000 PRASARANA BANGUNAN 
GEDUNG 

1100 LINGKUP PEMBANGUNAN 2100 LINGKUP PEMBANGUNAN 
1110 Pembangunan Baru 1,00 2110 Pembangunan baru 1,00 
1200 FUNG SI 2210 Konstruksi pembatas 
1240 Sosial dan Budaya I Rumah 1,00 221: Turap 

Saki! 
1300 KLASIFIKASI 2220 Konstruksi penanda masuk 
1310 Kompleksitas 0,25 222: Gerbang 1,00 
1313 Khusus 1.00 2230 Konstruksl perkerasan 
1320 Permanensi 0,20 223.' Park« can jatan 1.00 
1323 Permanen 1.00 2240 Konstruksi penghubung 
1330 Risiko kebakaran 0,15 224: Box culvert 1,00 
1332 Scdang 0.70 2250 Konstruksi kolamlreservoir 

bawah tanah 
1340 Zonasi gempa 0, 15 225.' Waste waler treatment plant 1,00 
1343 Zona VI Kuat 0.70 2260 Konstruksi menara 
1350 Lokasi (kepadatan 0,10 226.' Waler rower 1,00 

bangunan gedung) 2290 Konstruksi reklame/papan 
nama 

1352 Sedang 0.70 229' Papan narna 1,00 
1360 Ketingglan bangunan 0.10 

gedung 
1362 Sedang 0.70 
1370 Kcpemilikan 0,05 
1373 Yayasan 0.40 
1400 WAKTU PENGGUNAAN 
1430 Tetap 1,00 

b. lndeks tenntegras, bangunan gedung: 

1,00 x {(0.25 x 1,00)+(0.20 x 1.00)+(0.15 x 0.70) +(0,15 x 0.70)+ (0.10 x 0,70)+(0.10 x 

0.70)+ (0.05 x0.40)} x 1.00 = 0,82 

CATATAN L.,-rnmn :J n rrcr..1pa1\an ~191i.111 yany htl,1k toqns.ihk;rr dari Kupulu~m Gubcrrl.A',''BJoah: Wa -.:old Nomor 
tangga tcnta">g tzm Wc'ld t1<.1n Ba-.gJ"<ln Gcdung 
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2. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG 

a. Relribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung: 

1000 Bangunan gedung L m2 x o,s2· x 1.00 .. x HS retnbusi?" Rp . 

2000 Prasarana Bangunan Gedung 

221: Turap pm' x 1,00-x HS retribusi?" Rp . 

222: Gerbang 

223. • Parkir dan jalan 

224. • Box culvert 

225. • Waste water treatment 

plant 

226: Water tower 
229: Papan nama 

11 m2 x 1,00-x HS retribusi* Rp . 

12 m2 x 1,00-x HS retribus, .. • Rp . 

'3 m2 x 1,00'"x HS retribusl" Rp . 

k m2 x 1,oo••x HS retribusi?" Rp . 

n unit x 1,oo·•x HS retribus, Rp . 

n unit x 1,00 .. x HS retribusl?" Rp . 

(berupa tembok pagar atau berdin sendiri) 

b. Retnbusi penyediaan formulir Rp + 

Jumlah . Rp . 

(Terb,lang ) 

·) 'llomOf ,ndcks scsum cergan OO'T"<V dnflnr ,ndcks y.,ng a :ot;ip~an eren I 'crre;i 
.. , lndoks unluk pcmb::iogu°l<"ln ban,= 1.00 

···, ia,ga sa1uan relttbl.si s.is..a, dengan Miga satosn ya""J <Hl;;tapkan olen Peolda 

................................................. 2007 

KEPALA BIDANG . KE PALA SEKSI . 

NIP.: . NIP.: . 

CAT AT AN La~p,,an :l r, 'l"t.'fJ~ ... an t>ai;1a11 yJny bdJk k.'fptS,thk;ir dilft Koµuli., .. m Gubt.'frl.f•l3.JJ);Jti, W,1 ~oL, N:m10< 
tangga tonla"Q tz,n Wcfld ro,can 8a"9""''" Goduna 
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Bagian- K 

SURAT PERNYATAAN PEMILIK BANGUNAN GEDUNG AKAN 
MELAKSANAKAN KONSTRUKSI DENGAN BERPEDOMAN PADA 

PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama . . •.•..•.........•...•.•.......••...•.................••••.•....••.. 
Nomor KTP/SIM/Paspor 

NomorIMB 

. 
• • • •• • • • • • • • •• It •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Adalah benar bahwa saya adalah pemilik bangunan gedung sesuai 
keterangan di dalam dokumen IMB. 

2. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan 
dokumen rencana teknis yang telah disahkan. 

3. Saya akan melaksanakan konstruksi bangunan gedung dengan 
berpedoman pada persyaratan pokok tahan gempa. 

4. Saya bersedia bila pengkaji teknis dari DPMPfSP melakukan pengkajian 
teknis atas bangunan gedung milik saya pada saat pelaksanaan dan 
paska konstruksi. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada 
paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 7 ••••••••••••••••••••••••••••• 2017 

Pemilik Bangunan Gedung, 

Bagi.an-L 
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SURAT PERNYATAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG TERSISA 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan clibawah ini : 
Na.ma . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . ' . 
No. KTP/SIM/Paspor 
No. Permohonan IMB 

Selaku pemilik bangunan gedung : 

Ala.mat 
Kelurahan 
Kecamatan 
Status Kepemilikan Tanah 
Nomor Bukti Kepemilikan 
Nama Pemilik Tanah 

. . •••...............••..••.•..•..............•...••.•.•.......... 

. . •.••••••••••••.•••..•••................................•••••••• 

. . •.•...........•......•..•....•.••••.••••••••••••.•••••.••.... 

. . ........................•••••.••••••••••••••••••.•••...•....... 
. •..........................•...•.••...••............•......•... 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 
1. Saya bertanggungjawab penuh terhadap pembangunan pondasi dan 

bangunan yang bercliri. 
2. Saya mengetahui bahwa setelah saya memperoleh IMB Pondasi, maka 

saya memiliki kewajiban membayar retribusi IMB Pondasi berdasarkan 
sebagian nilai retribusi yang dihitung sementara oleh pemerintah 

daerah. 
3. Saya akan membayar nilai retribusi IMB tersisa sesuai perhitungan 

terakhirpaling lambat 1 bulan setelah penerbitan dan pemberitahuan 
penetapan nilai retribusi terbaru (Surat Keterangan Retribusi Daerah) 
yang disampaikan kepada saya. 

4. Jika saya tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan, maka saya 
bersedia dikenakan sanksi: 
a. Membayar denda sebesar 10% dari total nilai retribusi IMB yang 

clitetapkan. 
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Bagian- M 

KOMPONEN RETRIBUSI SERTA RUMUS DAN INDEKS PENGHITUNGAN 
BESARNYA RETRIBUSI 

M.1. KOMPONEN RETRIBUSI 

M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI 

M.3. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK 
BANGUNAN GEDUNG 

M.4. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK 
BANGUNANPRASARANA 
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b. Mengurus kembali IMB dengan prosedur dan persyaratan awal, 

setelah masa berlaku pembayaran retribusi IMB telah ha bis ( 1 
bulan). 

c. Dimasukan ke daftar hitam pemohon IMB untuk jangka waktu 1 
tahun. 

. , 2017 

Yang menyatakan, 

( .........•...•••••••............... ) 



M. l. KOMPONEN RETRIBUSI 
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NO. JENIS RETRIBUSI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI 
1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan 

gedung 
a. Bangunan Gedung 

1) Pembangunan bangunan gedung baru 
2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, 

meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, 
perluasan/ pengurangan. 
a) Rusak Sedang 
b} Rusak Berat 

3} Pelestarian/ pemugaran 
a) Pratama 
b) Madya 
c) Utama 

b. Prasarana Bangunan Gedung 
1) Pembangunan baru 
2) Rehabilitasi 

a) Rusak Sedang 
b) Rusak Berat 

Retribusi administrasi IMB 2. 
3. Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk 

pendaftaran bangunan gedung 

Luas BG x Indeks Terintegrasi*l x 1,00 x HS retribusi 

Luas BG x Indeks Terintegrasi'l x 0,45 x HS retribusi 
Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,65 x HS retribusi 

Luas BG x Indeks Terintegrasi" x 0,65 x HS retribusi 
Luas BG x Indeks Terintegrasi x 0,45 x HS retribusi 
Luas BG x lndeks Terintegrasi x 0,30 x HS retribusi 

Volume x lndeks 'Ix 1,00 x HS retribusi 

Volume x Indeks *lx 0,45 x HS retribusi 
Volume x Indeks x 0,65 x HS retribusi 
Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan proses 
Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya 

pengadaaan/ pencetakan formulir per-set 
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M.2. RUMUS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI 

1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru : L x It x 1,00 x HSbg 
2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : L x It x Tk x HSbg 
3. Retribusi prasarana bangunan gedung : V x Ix 1,00 x HSpbg 
4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung : V x Ix Tk x HSpbg 

Keterangan : 
L = Luas lantai bangunan gedung 
V = Volume/besaran (dalam satuan m2, m', unit) 
I = Indeks 
It = Indeks terintegrasi 
Tk = Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat 
HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota) 
HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 
1,00 = Indeks pembangunan baru 
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M.3. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG 

FUNGSI KLASIFIKASI WAKTU PENGGUNAAN 
Parameter Indeks Parameter Bo bot Parameter Indeks Parameter Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Hunian 0,05 /0,5*) 1. Kompleksitas 0,25 a. Sederhana 0,40 1. Sementara jangka pendek 0,40 
2. Keagamaan 0,00 b. Tidak sederhana 0,70 2. Sementara jangka 0,70 

menengah 
3. Usaha 3,00 c. Khusus 1,00 3.Tetap 1,00 
4. Sosial dan 0,00 2. Permanensi 0,20 a. Darurat 0,40 Budaya /1,00**) 
5. Khusus 2,00 b. Semi permanen 0,70 
6. Ganda/ 4,00 c. Pennanen 1,00 
Campuran 

3. Risiko kebakaran 0,15 a.Rendah 0,40 
b.Bedang 0,70 
c. Tinggi 1,00 

4. Zonasi gempa 0,15 a. Zona I / minor 0,10 
b.Zona II/ minor 0,20 
c. Zona III / sedang 0,40 
d. Zona IV / sedang 0,50 
e. Zona V / kuat 0,70 
f. Zona VI / kuat 1,00 

5. Lokasi(kepadatan bangunan 0,10 a.Renggang 0,40 
gedung) 

b.Sedang 0,70 
c. Padat 1,00 

6. Ketinggian bangunan 0,10 a.Rendah 0,40 
gedung 

b.Sedang 0,70 
c. Tinggi 1,00 

7. Kepemilikan 0.05 a.Negara/Yayasan 0,40 
b. Perorangan 0,70 
c. Badan usaha swasta 1,00 
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CATATAN: 
*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah 

deret sederhana. 
**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk 

pelayanan jasa umum, dan jasa usaha. 

Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah 
permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30. 
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M.4. INDEKS PENGHITUNGAN BESARNY A RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN PRASARANA 

NO JENIS PRASARANA BANG UN AN PEMBANGUNAN RUSAK RUSAK r BARU BERAT SEDANG 
Indeks Indeks Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Konstruksi pembatas/ a. Pa gar 1,00 0,65 0,45 0,00 

penahan/ pengaman b. Tanggul / retaining wall 
c. Turap batas kavling/ persil 

2. Konstruksi penanda masuk a. Gapura 1,00 0,65 0,45 0,00 
lokasi b. Ger bang 

3. Konstruksi perkerasan a. Jalan 1,00 0,65 0,45 0,00 
b. Lapangan upacara 
c. Lapangan olah raga terbuka 

4. Konstruksi penghubung a . Jembatan 1,00 0,65 0,45 0,00 
b. Box culvert 

5. Konstruksi kolam/ reservoir a. Kolam renang 1,00 0,65 0,45 0,00 
bawah tanah b. Kolam pengolahan air 

Reservoir di bawah tanah 
6. Konstruksi menara a. Menara antena 1,00 0,65 0,45 0,00 

b. Menara reservoir 
c. Cerobong 

7. Konstruksi monumen a . Tugu 1,00 0,65 0,45 0,00 
b. Pa tung 

8. Konstruksi instalasi / gardu a. Instalasi listrik 1,00 0,65 0,45 0,00 
b. Instalasi telepon/ 

komunikasi 
c. Instalasi pengolahan 

9. Konstruksi reklame/ papan a. Billboard Papan iklan 1,00 0,65 0,45 0,00 
nama b. Papan nama (berdiri sendiri 

atau berupa tembok pagar) 
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CATATAN: 
1. *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor 

milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa um um, dan jasa usaha. 

2. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah 
daerah. 

/ BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

~ 

SEHA;2'AR A 
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LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

NO MOR TAHUN 2017 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

K.ELENGKAPAN PENYELENGGARAAN TABG 

Bagian - A BERKAS UNDANGAN 

Bagian - B FORMAT NASKAH KODE ETIK TABG 

Bagian - C FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN NAMA CALON 

ANGGOTA TABG UNSUR DINAS PUPR DAN INSTANSI TEKNIS 

TERKAIT 

Bagian - D FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG 

PEMBE~TUKAN PANITIA SELEKSI TABG 

Bagian - E FORMAT UNDANGAN CALON TABG 

Bagian - F FORMAT SURAT KEPUTUSA~ BUPATI/WALIKOTA TENTANG 

PENETAPAN ANGGOTA TABG 

Bagian - G FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG 

PENUGASAN RUTIN TAHUNAN ANGGOTA TABG 

Bagian - H FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG 

PENUGASAN INSIDENTAL ANGGOTA TABG 

Bagian- I DAFTAR SIMAK PENGKAJIAN PEMENUHAN PERSYARATAN 

TEKNIS 

Bagian- J 

Bagian - K 

Bagian - L 

Bagian- M 

FORMAT JADWAL SIDANG TABG 

FORMAT SANKS! TEGURAN BAGI ANGGOTA TABG 

FORMAT SANKS! PERINGATAN BAGI ANGGOTA TABG 

FORMAT SANKS! PEMBERHENTIAN BAGI ANGGOTA TABG 
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Bagian- N FORMAT SANKS! PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI 

BASIS DATA BAGI ANGGOTA TABG 

Bagian - 0 FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG 
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Bagian - A 

BERKAS UNDANGAN 

A. 1 FORMAT SURAT UNDANGAN SEBAGAI NARASUMBER KEPADA TABG 
KABUPATEN/KOTA LAIN DI INDONESIA 

LOGO 
PEMDA 

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

................... ' . 

Nomor 

Lampiran 

Kepada Yth. 

(undangan terlampir} 

di- 

tempat 

Perihal : Permohonan menjadi narasumber Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota .. 

Sehubungan akan diselenggarakannya sidang TABG bangunan gedung untuk 
kepen tingan umum dengan fungsi bangunan di 
Kabupaten/Kota , maka dengan ini kami bermaksud mengundang 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi narasumber pada sidang tersebut yang 
akan dilaksanakan pada: 

Hari/tanggal 

Tern pat 

Waktu 
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Demikian kami sampaikan. Atas perhatian, dukungan dan kesediaan 
Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih. 

. , ••••.............. 

BUPATI BOLANG MONGONDOW TIMUR, 

Tembusan clisampaikan kepada: 

1. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota . 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota . 
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota . 
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A.2 FORMAT SURAT UNDANGAN PEREKRUTAN KEPADA TABG 
KABUPATEN/KOTA LAIN DI INDONESIA 

LOGO 
PEMDA 

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

................... , . 

Nomor 

Lampiran 

Kepada 

Yth. Bupati/Walikota . 

di. . 

Perihal : Perekrutan Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota . 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . 
Nomor......... Tahun............. ten tang Bangunan Gedung, dengan iru 

menyampaikan kebutuhan Tim Ahli Bangunan Gedung yang dibutuhkan dari 
basis data Kabupaten/Kota , serta memenuhi syarat untuk 
menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun melalui proses 
pembentukan yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan 
Keputusan Bupati/Walikota Nomor tanggal . 
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Adapun penjelasan, persyaratan, dan ahli bangunan yang dibutuhkan adalah 
sebagaimana pada lampiran surat ini: 

1. Dokumen Penjelasan terdiri dari: 

a. Leaflet Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung. 

b. Persyaratan Calon Anggota TABG sesuai dengan persyaratan teknis 
keprofesian/kepakaran TABG. 

2. Daftar kebutuhan TABG Kabupaten/Kota .. 

3. Pengisian formulir terdiri dari : 

a. Formulir Surat Pennohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan 
Gedung. 

b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae). 

4. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran. 

5. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung. 

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 
1. (tanggal) (tanggal) Penyampaian Surat Dokumen 

Pendaftaran oleh Panitia 

2 • • • • • • .. e I• e. I I I I I I I I Pendaftaran dan pemasukan Dokumen 
Pendaftaran 
Proses penilaian oleh Panitia. 

Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli 
Bangunan Gedung. 

3 .. 

4. . . 

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di: 
SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN /KOTA . 
.n. •I• 1 • • • • • • • 11 I•• I> 1 1 •II I I I I• I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

(Kabupaten/ Kota) .. 
Telepon . 
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Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada 
tanggal melalui sekretariat Panitia terse but di atas. 

Demikian agar yang berminat dapat mengikuti 

................... , ..•............... 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

......•........•..•.....•... 

Tembusan disampaikan kepada: 

4. Kepala Bappeda Kabupaten/ Kota . 
5. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota . 
6. Kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota . 
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Lampiran 2 

Surat Bupati/W alikota Kabupaten/ Kota . 

N omor: tanggal . 

DAFTAR KEBUTUHAN TABG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

"l'J\lltJli Jlfl(i(;.ARI\If ••••••••••••••••••• 

NO UNSURTABG BIDANG KEAHLIAN DAN PENDIDIKAN 
PENGALAMAN KERJA TERAKHIR 
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Lampiran 3.a 

Surat Bupati/W alikota Kabupaten/ Kota .. 

N omor: tanggal . 

SURAT PERMOHONAN 

UNTUK MENJADI 

ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 
Tempat dan tanggal lahir 

Alamat rumah 

mewakili unsur (beri tanda ./ 

1. Perguruan Tinggi 
2. Asosiasi profesi 
3. Masyarakat ahli 
4. Masyarakat adat 

D 
D 
D 
D 

Menyatakan memiliki keahlian di bidang (besi tanda ./): 

1. Arsitektur bangunan gedung 
2. Struktur dan konstruksi 
3. Utilitas (mekanikal dan elektrikal) 
4. Planologi/ perencanaan wilayah dan kota 
5. Pertamanan/Lanskap 
6. Tata ruang-dalam/interior 
7. Bangunan gedung adat 
8. Nuklir 
9. Teknologi informasi 
10 .. 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Ka bu paten/ Kota . 



(N ama lengkap) 
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Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen 
dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut: 

1. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 
2. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae). 
3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). 
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir. 
5. Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan 

Perumahan dan/ atau pejabat lainnya yang terkait (khusus bagi Pejabat 
Fungsional dan/atau pejabat lainnya yang terkait). 

6. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan. 
7. Surat keterangan domisili. 
8. Surat keterangan sehat. 
9. Surat keterangan bebas narkoba. 
10. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan : 

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten / Kota Tahun . 

2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila 
telah lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung . 

...•....••.••....•....... , . 
(Materai tempel Rp. 6.000,-) 



(Nama lengkap) 

CATATAN: Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar 
tambahan 

Lembar tambahan untuk Pengalaman KERJA 
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Lampiran 3. b 

Surat Bupati/ Walikota Kabupaten/ kota ....... 

N omor: t:a.nggal . 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

( Curriculum Vitae) 

1. UMUM 
(Pengisian wajib menggunakan hump cetak) 

Nama 
Tempat t:a.nggal lahir 
Alamat rumah 

Nomor Telepon Rumah/ HP 
Nomor fax 
e-mail 
pendidikan terakhir 

2. PENGALAMAN KERJA 
(Tuliskan nama instansi/ perusahaan, jabat:a.n, lama bekerja atau dari tahun 
berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/ fungsi dan 
t:a.nggung jawab). 
1. 

Pasfoto ukuran 3 cm x 4 cm ...•.................. , ••••.•.•.•......•..• 



- 12 - 

Bagian - B 

FORMAT NASKAH KODE ETIK TABG 

SURAT KEPUTUSAN . 
Nomor: . 

Ten tang 
KODE ETIK TABG 

Menyadari profesi yang luhur, TABG dalam melaksanakan tugas untuk 
terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien, serta 
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat, dengan dituntun hati nurani 
yang dalam, anggota tim ahli bangunan gedung berjanji: 

1. Melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, dan ekonomi serta menghargai 
kearifan lokal; 

2. Melaksanakan tugas secara independen, objektif, dan tanpa terdapat konflik 
kepentingan; dan 

3. Melayani masyarakat senantiasa terbuka dan mempertanggungjawabkan 
hasil kerja. 

Ditetapkan di . 
Tanggal . 

Ketua . 
Wakil Ketua: . 
Sekretaris . 
Anggota . 

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

Ttd Ttd 

Ketua Sekretaris 



- 13 - 

Bagian - C 

FORMAT SURAT PERMOHONAN USULAN NAMA CALON ANGGOTA TABG 
UNSUR DINAS PUPR DAN INSTANSI TEKNIS TERKAIT 

LOGO 
PEMDA 

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

.......•.•••••••....•....•••••• , ••••••...........•........•...•.• 
Nomor 

Lampiran 

Kepada Yth.: 

1. Kepala Dinas . 
2. Kepala Dinas . 
3 (instansi terkait lainnya) 

di . 

Perihal : Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan 
Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun . 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . 
............... N()IIl()r Tahun........................ tt!ntang I3an~an 
Gedung, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk duduk atau 
menugaskan pejabat dari instansi Saudara/ Dinas sebagai anggota 
TiIIl Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Tahun . 



- 14 - 

Penyampaian usulan pejabat agar selambat-lambatnya kami terima pada 
tanggal melalui Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Ahli 
Bangunan Gedung Kabupaten/Kota dengan alamat : . 

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

Tembusan kepada Yth.: 

1 " . 
2 . 
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Bagian - D 

FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TABG 

LOGO 
PEMDA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

NOMOR / . 

TENT ANG 

PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN 
GEDUNG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

TAHUN 2017 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Daerah 
Kabupaten/ Kota Nomor Tahun . 
ten tang Bangunan Gedung, untuk membantu 
pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan Bangunan Gedung, diperlukan adanya 
Tim Ahli Bangunan Gedung; 

b. bahwa untuk membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung 
perlu diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Gedung yang terbuka bagi masyarakat yang berdomisili 
di Kabupaten Bolaang Mongndow Timur; 

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Tim 
Ahli Bangunan Gedung tersebut dalam huruf b, perlu 
dibentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Gedung; 



Mengingat 
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d. bahwa nama-nama pejabat yang _tertera pada Kolom 2 
Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi 
syarat sebagai Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Ge dung; 

e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, 
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang 
Mongondow Timur tentang Pengangkatan Panitia 
Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun ~005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PIIT/M/2007 
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan 
Gedung; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ; 

5. Peraturan Dae rah Kabupaten/Kota . 
Nomor......... Tahun tentang Bentuk Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan 
Sekretariat DPRD 
Kabupaten / Kota ; 

6. Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/ Kota 
................ Nomor Tahun tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas PUPR. 



Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KE LIMA 
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MEMUTUSKAN: 

Keputusan Bupati/W alikota . . . .. .. . ten tang Pengangkatan 
Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun 
....... Ka1:>upaten/ I(ota tahun . 

Membentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Gedung Kabupaten/Kota yang terdiri atas 
Pengarah, Pelaksana, serta Sekretariat dengan susunan 
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
Keputusan ini; 

Pengarah bertugas memberikan arahan dan pedoman 
pelaksanaan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Ge dung; 

Pelaksana bertugas melakukan penyiapan persyaratan, 
materi, dan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Gedung, hingga tersusunnya Daftar Anggota Tim Ahli 
Bangunan Gedung ; 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dibantu oleh 
Sekretariat untuk tugas-tugas baik berupa dukungan 
administratif maupun kelengkapannya; 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran 
Satuan Kerja (DASK) APBD 
Kabupaten / Kota cg Dinas PUPR; 



DITETAPKAN DI : 
PADA TANGGAL : 
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KEEN AM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan 
dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah 60 (enam 
puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkan 
yaitu setelah Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
tersusun sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/ Kota Tahun . 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

..................................... 

Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota .. 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota .. 
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten/ Kota . 
4. Para Anggota Panitia yang bersangkutan. 



··············•····················•· 
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Lampiran Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur 

Nomor 

Tanggal 

Ten tang Pengangkatan Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Gedung Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 
2017 

PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM 
PANITIA 

1 2 3 4 
I. PENGARAH 

1. Ketua merangkap 
anzzota 

2. Wakil ketua 
merangkap anzzota 

3. Anzzota 
II. PELAKSANA 

1. Ketua merangkap 
anzzota 

2. Wakil ketua 
merangkap anzzota 

3. Anzzota 
4. Anzzota 
5. Aneaota 

III. SEKRETARIAT 
1. Ketua merangkap 

anzzota 
2. Wakil ketua 

merangkap anzaota 
3. Anzzota 
4. Anzzota 
5. Anzzota 

DITETAPKAN DI : .. 
PADA TANGGAL : .. I •••••••••••••••••••••••••• 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 
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Bagian - E 

FORMAT UNDANGAN CALON TABG 

LOGO 
PEMDA 

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

................... ' . 

Norn or 

Lampiran 

Kepada 

Yth. Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/ 

Masyarakat Ahli/Masyarakat Adat 

............... (nama lembaga) . 

di. . 

Perihal : Usulan nama untuk pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun . 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . 
Nomor Tahun ten tang Bangunan Gedung, dengan ini diberikan 
kesempatan kepada masyarakat meliputi anggota asosiasi profesi, perguruan 
tinggi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, yang memenuhi syarat 
untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun....................... melalui proses 
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pembentukan yang cliselenggarakan oleh Panitia yang clitunjuk dengan 
Keputusan Bupati/Walikota Nomor tanggal . 

Adapun penjelasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah 
sebagaimana pada lampiran surat ini : 

1. Dokumen Penjelasan terdiri dari: 

a. Leaflet Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung. 

b. Persyaratan Calon Anggota TABG sesuai dengan persyaratan teknis 
keprofesian/kepakaran TABG. 

2. Pengisian formulir terdiri dari : 

a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan 
Gedung. 

b. Formulir Daftar Riwayat Hid up ( Curriculum Vitae). 

3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran. 

4. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung. 

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut: 
1. (tanggal) (tanggal) Penyampaian Surat Dokuemn 

Pendaftaran pleb Panitia 

:3. . . 

Pendaftaran dan pemasukan Dokumen 
Pendaftaran 
Proses penilaian oleh Panitia. 

Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli 
Bangunan Gedung. 

2. . . 

4. . .. 



.••..•.••......••.. , . 
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Penjelasan Iebih lanjut dapat diperoleh di: 

SEKRETARIAT PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

JI . 

(Kata.) . 
Telepon . 

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada 
tanggal melalui sekretariat Panitia terse but di atas. 

Demikian agar masyarakat yang berminat dapat mengikuti 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

•·•···•·•···•·•······················ 

Tembusan disampaikan kepada: 

1. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota . 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota . 
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota. . 



mewakili unsur (beri tanda ./ 

1. Perguruan Tinggi 
2. Asosiasi profesi 
3. Masyarakat ahli 
4. Masyarakat adat 

D 
D 
D 
D 

- 23 - 

Lampiran 2.a 

Surat Bupati Bolaang Mongondow Timur 

N omor: tanggal . 

SURAT PERMOHONAN 

UNTUK MENJADI 

ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 

Tempat dan tanggal lahir 

Alamat rumah 

Menyatakan memiliki keahlian di bidang (besi tanda ./): 

1. Arsitektur bangunan gedung D 
2. Struktur dan konstruksi D 
3. Utilitas (Mekanikal dan elektrikal) D 
4. Planologi/ perencanaan wilayah dan kota D 
5. Pertamanan/Lanskap D 
6. Tata ruang-dalam/ interior D 
7. Bangunan gedung adat D 
8. Nuklir D 
9. Teknologi informasi D 
10 .......................................... 

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 



(Nama lengkap) 
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Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen 
dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut: 

1. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 
2. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae). 
3. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP). 
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir. 
5. Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan 

Perumahan dan/atau pejabat lainnya yang terkait (khusus bagi Pejabat 
Fungsional dan/atau pejabat lainnyayang terkait). 

6. Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) perseorangan. 
7. Surat keterangan domisili. 
8. Surat keterangan sehat. 
9. Surat keterangan bebas narkoba. 
10. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan: 

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun . 

2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila 
telah lu1us dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung . 

....•.•..•.•...•....••••. , •........•......•....... 
(Materai tempel Rp. 6.000,-) 



(Nama lengkap) 

CATATAN: Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar 
ta.mbahan 

Lembar tambahan untuk Pengalaman KERJA 
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Lampiran 2. b. 

Surat Bupati/ Walikota Kabupaten/ kota . 

N omor: tanggal . 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

{ Curriculum Vitae) 

l.UMUM 
(Pengisian wajib menggunakan hurup cetak) 

Nam.a 
Tempat tanggal lahir 
Alam.at rum.ah 

Nornor Telepon Rurnah/ HP 
Nomor fax 
e-mail 
pendidikan terakhir 

2. PENGALAMAN KERJA 
(Tuliskan nama instansi/ perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun 
berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/ fungsi dan 
tanggung jawab). 
1. 

Pasfoto ukuran 3 cm x 4 cm ....................•. , ...................• 
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Bagian-F 

FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA TABG 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

NOMOR / . 

TENTANG 

PENETAPAN NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung 
untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, 
berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan 
lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan 
berkepastian hukum; 

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal ayat ( ) 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . 
Nomor Tahun...... .. .. ten tang Bangunan Gedung, 
telah diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Gedung dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan 
tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat serta 
unsur Dinas PUPR dan Instansi Teknis Terkait. 

c. bahwa narna-nama yang tertera pada Kolom 2 Lampiran 
Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai Anggota 
Tim Ahli Bangunan Gedung; 

d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, 
perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 



....................... N omor Tahun ten tang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas (instansi 
teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung). 

Memperhatikan: 1. Surat asosiasi profesi.. Nomor : .. 
tanggal tentang Usulan nama-nama calon 
anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun .. 

2. Surat dari perguruan tinggi Nomor : . 
. . . . . . . . . . . . . tanggal ten tang U sulan nama 
calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

3. Surat dari masyarakat ahli Nomor : . 
tanggal tentang usulan nama-nama calon 
anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

Mengingat 
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) 

3. Peratura.n Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 
Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan 
Gedung; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 
............ Tahun ...... tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Daerah Kabupaten/Kota Tahun Nomor ; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . 
Nomor Tahun tentang Bentuk Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan 
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota ; 

6. Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota 



Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 
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4. Surat dari masyarakat adat Nomor 
............. tanggal tentang Usulan nama- 
nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

5. Surat dari instansi.. Nomor . 
............. tanggal tentang Usulan nama- 
nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

6. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan 
Gedung Kabupaten/Kota Nomor : . 
tanggal .. 

MEMUTUSKAN: 

Keputusan Bupati/Walikota ........ tentang Penetapan Nama 
Nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 
.......... Tahun . 

Nama-nama yang tertera pada Kolom 2 dengan bidang 
keahliannya pada Kolom 5 Lampiran Keputusan ini 
dinyatakan se bagai anggota yang masuk dalam Daftar 
Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai Anggota Tim 
Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota . 
Tahun ; 

Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditugaskan dan 
diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam 
penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan 
kebutuhan; 

Nama-nama tersebut pada Kolom 2 dapat gugur dan 
dihapus dari Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk 
gugur sesuai dengan ketentuan; 

Kepada Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang 
ditugaskan serta diangkat/ dilantik untuk melaksanakan 



KEEN AM 

Dinas (instansi 
penyelenggaraan bangunan gedung); 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
diperbarui apabila ada perubahan-perubahan yang terkait 

teknis pembina 
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KE LIMA 

tugas diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan 
kemampuan Pemerintah Daerah; 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibe bankan kepada Dokumen Anggaran 
Satuan Kerja (DASK} APBD 
Provinsi/ Kabupaten/Kota cq 

dengan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 

DITETAPKAN DI : 
PADA TANGGAL : . 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

..................................... 

Tembusan disampaikan kepada : 

1. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota . 
2. Sekretaris Daerah Ka bu paten/ Kota . 
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten/ Kota . 
4. Para Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terseleksi. 



DITETAPKAN DI : 
PADA TANGGAL : 
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Lampiran 
Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

: Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: Penetapan Nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan 

Gedung Kabupaten/Kota tahun . 

NAMA~NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 

UN SUR 
DATAUMUM • Perguruan IJAZAH 

\JAMA • Tempat Tinggi TERAKHIR 
LENG KAP Lahir • Asosiasi BID ANG • Nama 

NO DAN GELAR • Tanggal Profesi KEAHLIAN Perguruan 
AKADEMIS Lahir • Masyarakat Tinggi 
DLL • Alamat Ahli • Nama Lembaga, 

Rum ah • Masyarakat dsb. 
Adat 

1 2 3 4 5 6 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

.....••.................... 
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DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 
Status tanggal 
Kabupaten/ Kata 
Penanggungjawab 
NO NAMA DAN DATA UN SUR BIDANG IJAZAH DITETAPKAN STATUS GELAR UMUM • Perguruan KEAHLIAN TERAKHIR SEBAGAI 

AKADEMIS • Tempat Tinggi DAN TABG PENUGASAN PEMBERHENTI 
Lahir • Asosiasi PENGALAMA • Nama SEBAGAI ANDARITABG 

• Tanggal Profesi NKERJA Perguruan • Tanggal TABG • Tanggal Tinggi Lahir • Masyarak • Nama • Tanggal • Alasan 
• Alamat 

' 
at Ahli Lembaga, Rum ah • Masyarak dsb. atAdat 

1 5 8 9 2 3 6 7 4 

CATATAN: * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya 
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Bagian- G 

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG PENUGASAN 
RUTIN TAHUNAN ANGGOTA TABG 

LOGO 
PEMDA 

KEPALA DINAS . 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

NOMOR / . 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS . 

TENT ANG 

PENUGASAN RUTIN TAHUNAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan 
gedung tahun , khususnya untuk bangunan 
gedung untuk kepentingan umum diperlukan adanya 
Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan 
nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional 
kepada Dinas PUPR, DPMPTSP, dan institusi lainnya; 

b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan 
pertimbangan profesional terhadap dokumen rencana 
teknis bangunan untuk kepentingan umum; 

c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b 
meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur 
asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli 
termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi Dinas PUPR serta instansi teknis terkait; 

d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan 
bidang keahlian pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini 
yang dipilih dari basis data Anggota Tim Ahli 
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Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 
............ Tahun , serta berdasarkan penugasan 
dari instansi teknis terkait, dianggap cakap dan 
memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun ; 

e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan 
d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik: 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 4247); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem.baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/PFIT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim 
Ahli Bangunan Gedung; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 
4532) 

5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 
............ Tahun tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun . 
Nomor ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor . 
Tahun tentang Bentuk Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat 
DPRD Kabupaten/Kota ; 

7. Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota 
................................... Nomor Tahun . 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 



5. Surat dari instansi Nomor 
............. tanggal ten tang 

. .. . . . . . . . . 
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..................................... (instansi teknis pembina 
penyelenggaraan bangunan gedung). 

Memperhatikan: 1. Surat asosiasi profesi.. Nomor : .. 
tanggal tentang Usulan nama-nama calon 
anggota. Tim Ahli Bangunan Ge dung 
Tahun . 

2. Surat dari perguruan tinggi N omor 
............ ta.nggal ten tang U sulan nama calon 
anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

3. Surat dari masyarakat ahli Nomor: . 
. . . . . .. . . .. .. tanggal ten tang usulan 
nama-nama calon anggota. Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

4. Surat dari masyarakat adat. Nomor: 
......... tanggal tentang U sulan nama-nama 
calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

Usulan 
nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

, MEMUTUSKAN: 

KEDUA 

Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang Penugasan Rutin 
Tahunan Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun . 

Menugaskan secara kasus per kasus nama-nama yang 
tertera pada Kolom 2, dengan bidang keahliannya atau 
tugas pokok dan fungsinya pada Kolom 4 Lam.piran 1 
Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota . 
Tahun . 

Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri 
dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua 

Menetapkan 

PERTAMA 
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merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan 
Anggota; 

a. Pengawas bertugas melak:ukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung; 

b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh 
proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan 
Gedung, dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas; 

c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan 
koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas 
Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab 
kepada Ketua; 

d. Sekretaris bertugas melakukan dukungan 
administratif dan kelengkapan dalam. proses 
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung; 

e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur 
Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait 
bertugas memberikan masukan untuk 
mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen 
rencana teknis bangunan gedung tertentu yang 
clinilai; 

f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur 
asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli 
termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional 
bertugas memberikan masukan teknis professional 
sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 

KETIGA Pembagian tugas Tim Ahli Bangunan Gedung 
berdasarkan kualifikasi Sertifikat Keahlian (SKA), yaitu: 
a. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat Muda 

untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai antara 
1 - 3 lantai dengan luas bangunan kurang dari 5000 
(lima ribu) meter persegi; 

b. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat 
Madya untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai 
antara 4 - 8 lantai dengan luas bangunan krang dari 
5000 (lima ribu) meter persegi; 

c. Tim Ahli Bangunan Gedung dengan SKA tingkat 
Utama untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai 
lebih dari 8 lantai dengan luas bangunan diatas 5000 
(lima ribu) meter persegi; 



KEEMPAT 

KELI MA 

KEE NAM 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

KESEMBILAN 

KESEPULUH 
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Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggota.an 
ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya 
Keputusan ini; 

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan 
dapat diperpanjang selama 1 [satu) tahun dan maksimal 
2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/ 
alasan yang dapat diterima untuk menunjang 
pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan ahli terkait 
bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan masa 
kerja TABG selama 2 (dua} tahun dapat dikecualikan; 

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa 
tugas apabila ada bukti yang menyatak.an yang 
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya 
keanggotaan; 

Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada 
Kode Etilc Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan 
pada saat pelantikan; 

Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium 
yang ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per 
kasus yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera 
pada Lampiran 2 Keputusan ini; 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen 
Anggaran Satuan Kerja APBD Kabupaten/Kota ; 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun. 

DITETAPKAN DI: 
PADA TANGGAL : 

KEPALA DINAS PUPR, 

•••••••••••••••...................... 
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Keputusan ini disampaik:an kepada : 

1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota . 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota . 
3. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 
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Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas PUPR 

Nomor 

Tanggal 

Ten tang Penugasan Rutin Tahunan Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun .. 

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 

UN$UR/ . <BIDANG ,. KEDUDUKAN,; . PENUGASAN 
NO NAMA - KEAHLIAN/TUPO. · .DALAM KE- .. 

INSTANSI . ' 
·xs1 TIM 

1 2 3 4 
.. 

... 
1 Pengarah 
2 Ketua (ex 

officio) 
3 Wakil Ketua 

{ ex officio) 
4 Sekretaris(ex 

officio\ 
dst Anaaota 

DITETAPKAN DI : . 

PADA TANGGAL : .. 

KEPALA DINAS PUPR, 

-~~·································· 



1. 

KEDUDUKAN DALAM 
'- .~ 

TIM 

- 39 - 

Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas PUPR 

Nomor 

Tanggal 

Ten tang Penugasan Rutin Tahunan Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/ Kota Tahun . 

DAFI'AR REMUNERASI 
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 

'NO. 
>:t 

, .. RE~~Si·.~R BULAN/JAM (Rp.) 
•, 2 

Pengarah 
2. Ketua 
3. Wakil Ketua 
4. Sekretaris 
5. Anggota 

dst 

DITETAPKAN DI : 

PADA TANGGAL : 

KEPALA DINAS PUPR, 

..................................... 



- 40 - 

Bagian- H 

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR TENTANG PENUGASAN 
INSIDENTAL ANGGOTA TABG 

LOGO 
PEMDA 

KEPALA DINAS . 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

NOMOR / . 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS .. 

TENT ANG 

PENUGASAN INSIDENTAL TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR 

Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan 
terkait penyelenggaraan bangunan gedung, 
penyempurnaan peraturan perundang-undangan 
terkait bangunan gedung, penyelesaian kasus hukum 
terkait permasalahan bangunan gedung diperlukan 
adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk 
memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan 
profesional kepada Dinas PUPR, DPMPTSP, dan 
institusi lainnya; 

b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan 
pertimbangan profesional terhadap masalah yang 
terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung; 

c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b 
meliputi pertimbangan teknis dari urisur-urisur 
asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli 
termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk 
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan 
fungsi Dinas PUPR serta instansi telmis terkait; 
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d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan 
bidang keahlian pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini 
yang dipilih dari basis data Anggota Tim Ahli 
Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 
............ Tahun , serta berdasarkan penugasan 
dari instansi teknis terkait, dianggap cakap dan 
memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun ; 

e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan 
d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/PRf/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim 
Ahli Bangunan Gedung; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun ioo5 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532) 

5. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 
............ Tahun tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun .. 
Nomor ; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor . 
Tahun tentang Bentuk Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat 
DPRD Kabupaten/Kota ; 



5. Surat dari instansi.. Nomor 
. . . . . . . . . . . . . tanggal ten tang 

. .......... 
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7. Keputusan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota 
................................... Nomor Tahun . 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
..................................... (instansi teknis pembina 
penyelenggaraan bangunan ·gedung). 

Memperhatikan: 1. Surat asosiasi profesi Nomor : . 
tanggal tentang Usulan nama-nama calon 
anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

2. Surat dari perguruan tinggi Nomor 
............ tanggal tentang Usulan nama calon 
anggota Tim Ahli Bangunan Ge dung 
Tahun . 

3. Surat dari masyarakat ahli Nomor: . 
.. . . . . . .. . .. . tanggal ten tang usulan 
nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

4. Surat dari masyarakat adat Nomor: 
......... tanggal tentang Usulan nama-nama 
calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

Usu1an 
nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung 
Tahun . 

MEMUTUSKAN: 

PERTAMA 

Keputusan Kepala Dinas PUPR tentang Penugasan 
Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun . 

Menugaskan secara kasus per kasus nama-nama yang 
tertera pada Kolom 2, dengan bidang keahliannya atau 
tugas pokok dan fungsinya pada Kolom 4 Lampiran 1 
Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung 

Menetapkan 
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Ka.bupaten/Kota . 
Tahun . 

KEDUA Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri 
dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua 
merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan 
Anggota; 

a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung; 

b. Ketua bertugas melakukan koordinasi atas seluruh 
proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan 
Gedung, dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas; 

c. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua melakukan 
koordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas 
Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab 
kepada Ketua; 

d. 'Sekretaris bertugas melakukan dukungan 
administratif dan kelengkapan dalam proses 
pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung; 

e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur 
Pemerintah Daerah/ Pemerintah yang terkait 
bertugas memberikan masukan untuk 
mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen 
rencana teknis bangunan gedung tertentu yang 
dinilai; 

f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur 
asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli 
termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional 
bertugas memberikan masukan teknis professional 
sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. 

KETIGA Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan 
ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya 
Keputusan ini; 

KEEMPAT Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan 
dapat diperpanjang selama 1 [satu] tahun dan maksimal 
2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/ 
alasan yang dapat diterima untuk menunjang 
pelaksanaan tugas. Dalam hal ketersediaan ahli terkait 
bidang bangunan gedung terbatas, perpanjangan masa 
kerja TABG selama 2 (dua) tahun dapat dikecualikan; 
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KE LIMA 

KETUJUH 

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa 
tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang 
bersangk:utan telah memenuhi syarat untuk gugurnya 
keanggotaan; 

Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada 
Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan 
pada saat pelantikan; 

Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium 
yang ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per 
kasus yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera 
pada Lampiran 2 Keputusan ini; 

Segala biaya yang clik.eluarkan sebagai aki.bat 
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen 
Anggaran Satuan Kerja APBD Kabupaten/Kota ; 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun. 

KEEN AM 

KEDELAPAN 

KESEMBILAN 

DITETAPKAN DI : 
PADA TANGGAL : 

..................................... 

Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota . 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota . 
3. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 
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Lampiran 1 

Nomor 

Keputusan Kepala Dinas P~PR 

Tanggal 

Ten tang Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun . 

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 
., BID ANG KEDUDUKAN' 'PENUGASAN 

NO: 
., UNSUR/ KEAHLIAN/TUPO NAMA INSTANSI DALAM KE-.' 

KSI TIM 
,1 2 ,3 4 

.. 
' " 

1 Pengarah 
2 Ketua (ex 

officio) 
3 Wakil Ketua 

( ex officio) 
4 Sekretaris ( ex 

officio} 
dst Anzzota 

DITETAPKAN DI : . 

PADA TANGGAL : . 

..................................... 
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KELI MA 

KEE NAM 

Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa 
tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang 
bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya 
keanggotaan; 

Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada 
Kode Etik Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan 
pada saat pelantikan; 

Kepada Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium 
yang ditentukan pembayarannya berdasarkan kasus per 
kasus yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera 
pada Lampiran 2 Keputusan ini; 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen 
Anggaran Satuan Kerja APBD Kabupaten/Kota ; 

Keputusan .ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun. 

KETUJUH 

KEDELAPAN 

KESEMBILAN 

DITETAPKAN DI : 
PADA TANGGAL : 

......... ' . 

Keputusan ini disampaikan kepada : 

1. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota . 
2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota . 
3. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung. 
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Lampiran 1 

Nomor 

Keputusan Kepala Dinas PUPR 

Tanggal 

Ten tang Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/Kota Tahun . 

DAFI'AR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 

'I· 
., 

.BID ANG 'KEDUDUKAN PENUGASA,N UNt3UR/ 
,, ' -. 

NO· .: NAMA 
INSTANSI KEAHLIAN/TUPQ·· DALAM: KE- 

KSI - TIM 
1 2 3 4 •i ,. 

1 Pengarah 
2 Ketua (ex 

officio) 
3 Wakil Ketua 

(ex officio) 
4 Sekretaris{ex 

officio} 
dst Anzaota 

DITETAPKAN DI : . 

PADA TANGGAL : . 

KEPALA DINAS PUPR, 

' . 
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Lampiran 2 

Nomor 

Keputusan Kepala Dinas PUPR 

Tanggal 

Ten tang Penugasan Insidental Tim Ahli Bangunan Gedung 
Kabupaten/ Kota Tahun . 

DAFTAR HONORARIUM 
TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 

•:·" KEDUDUKAN DAL.AM 
.. .- 

"NQ. - HONO~'PER BULAN/JAM (Rp.) 
" TIM 

' ' -- . 
··, 1 

'' 
2· 

1. Pengarah 
2. Ketua 
3. Wakil Ketua 
4. Sekretaris 
5. Anggota 

dst 

DITETAPKAN DI : 

PADA TANGGAL : 

KEPALA DINAS PUPR, 

····································· 
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Bagian- I 

DAFTAR SIMAK PENGKAJIAN PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS 

F R A S 

Dinas Terkait . 

LOGO PEMDA PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN 
BANGUNAN GEOUNG 

Nama Bangunan 
Nama Pemlllk/pemohon 
lokasi 
No. Pendaltaran 
Tanggal Pemerikaan 
Penanggung-Jawab Perencanaan 
No. Usensl Ker)a / No SKA 

DOKUMEN PERENCANAAN ARSITEKTUR 
No. Item Persyaratan Dokumen Kesesualan Catalan 

Dokumen yang dlajukan 
Pemeriksaan Dokumen Sesual Tldak 

2 3 4 6 7 8 
I. Admlnistrasl 

1. Pertanahan 
1.1. Status hak atas tanah 1. Keabsahan status hak atas tanah Status tanah - u 

1. LHakmlllk 
2. OHak guna bangunan 
3. CHak guna usaha 
4. [. Hak sewa 
5. L Hak lainnya, 

1.2. Kondlsl Tanah 2. Data kondisl/sltuasl tanah - 0 
1.3. Bebas Sengketa 3. Ada pernyataan bahwa tanah tersebut tldak dalam status sengketa Dokumen Pemyataan No. Yang - 0 

1.4. Kesesuaian pemillk tanah dan 4. Pemilik tanah dan pemlllk bangunan berbeda. harus ada dokumen perjan)lan Pemllik tanah L LI 
bangunan tertulis Pemihk bangunan : Perjanjlan 
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FORM: ARS 1 

No. Item Persyaratan Dokumen Kesesualan Catatan 

Pemerlksaan Dokumen 
Dokumen yang dlaJukan Sesual Tldak 

2 3 4 6 7 8 
2. Bangunan 

2.1. Buktl kepemlllkan bangunan Doku men kepemi Ilk an ba nguna n No. Dokumen : .... Bentu k dokumen D 0 .. 
2.2 Data pemlllk Data Pemlllk, mellputl: Nam a : .... , Alam at : ...• , tam pat D D .. 

1. Nama: tanggal lahlr: ...• , PekerJaan: .... , No. 
2. Alamat: KTP : ... , 
3. Tempat tanggal lahlr: Foto copy KTP : 0 ada O tldak ada. 
4. Pekerjaan: 
5. No, KTP: 
6. Fote Copy KTP 

3, Keterangan Rencana Kabupaten Keterangan Rencana Kabupaten/Kota No. Dokumen: 0 0 .. 
'"-·· 

4, Cagar Budaya 

4.1 Keberadaan Bangunan Terdapat bangunan cagar budaya di atasslte Bila Jawabannya point 2.b, make harus D D ... 
4.2. Arahan Tim Ca gar Bu daya DokumenArahan Tlm Casar Budaya (blla ada) No. Ookumen : .... D Q .. 

Tahun terblt ..... , 
Yang menetapkan : ... 

II, DOKUMEN PERENCANAAN 

1. laporan Perencanaan Menjelaskan peruntukan dan lntensltas bangunan (KDB, KLB, KOH) Peruntukan : ............ KDB: ........... 
KLB: .............. KDH: ....................... 

2. Pra Rencana 

2.1. Gambar peta sltuasl MenJelaskan batas-batas site, tltlk duga, a rah mata angln (orlntasl sitet, earls Batas lahan : ... , karakterltlk kontur D D .. 
kontur, ketlngglan site terhadap muka air laut (OPL), keseraslan dengan bangunan site: ... Kemeringan kontur: .... %, 
sekltar, arah dralnase, [alur lalu llntas sekitar site. Jalur lalu 1antas: ... 

2.2. Gambar rencana tapak Memperllhatkan hubungan ruang luar dengan ruang dalam, untuk pengguna 0 D .. 
bangunan, servis, kedaraan, dsb. 
Memperllhatkan garls sempada bangunan (depan, belakang, sampln), 
Memperllhatkan karakter bahan bangunan untuk penutupan permukaan site. 
Memperluhatkan lebar Jalur Jalan utama menuJu bangunan 

2.3. Gambar block plan Memperllhatka n komposlsl mas a ba nguna n terhadap masa bangunan D D ... 
sekltamya. Memperlihatkan keslnambungan masa bangunan dengan masa 
sekltarnya Memperllhatkan orlentasl bangunan 
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FORM· ARS 1 

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang dlajukan Kesesualan Cata tan 

Pemerlksaan Dokumen Sesual Tldak 

2 3 4 6 7 !l 
3. DED 

3.1 Gambar denah-denah Gambar denah-denah dengan ska la 1 : SO, atau 1 :100, a tau l : 200. Jumlah lantal : c 0 
1. Denah lantai dasar c 0 

12. Denah lantai Satu c 0 
13, Denah lantai tiplkal (bila tiplkal, bola tidak tiplkal harus dlslapkan denah setlap c 0 
lantal) 
14. Denah atap r n 

3.2 K;ambar Potongan 

3.2.l Potongan Potongan harus memperlihatkan karakteristlk setiap blok bangunan ke a rah ITinggl bangunan : , Jarak antara c 0 
mellntang maupun memanjang, minimal dua buah potongan, informasi yang "angunan: 
dlperlukan dalam gambar potongan mellputl: 
1. Perbedaan Ketlngglan lantal dasar terhadap llngkungan sekitar 
2. Perbedaan Ketlngglan lantal dasar c 0 
3. Perbedaan Ketlngglan antara lantal 
4, Ketingglan bangunan keseluruhan c 0 s. Kedalaman pondasl 
6. Jarak antara bangunan c 0 
7. Kesesualan terhadap tarnpak bangunan c 0 

r r, 

3.2.2 Potongan prlnsip Harus memerlihatkan bagian-bagian yang memberikan pengaruh terhadap facade c 0 
bangunan 

3.2.3 Potongan site Memperllhatkan perbedaan ketinggian site dan bangunan c 0 
3.3. Tampak bangunan Tampak harus memperlihatkiln kesesualan dengan llngkungan, aspek c 0 

pembayangan bangunan teradap llngkungan, ketlngglan bangunan, Jarak antara 
bangunan, proporsl bangunan. 
Minima I jumlah gambar tampak 4 buah, mempelihatkan maslng·masing sisi 
bangunan 

3.4. Denah rencana lantal Denah-denah untuk setlap lantal, Mellputi: 
1. Den ah rencana lantai ska la l : so, a tau 1 : 100, a tau 1: 200, c '.] 

memperllhatkan pola lantai, Jenis lantai/bahan 
2. Detail kontruksi lantal, 1 : 5, atau l : 10, atau 1 :20, memperlihatkan kontruksl 
lantal/laplsan bahan, ketingglan lantal. 

3.5. Denah rencana dlndlng Denah-denah untuk setlap lantal, Mellputl: .. 
1. Oenah rencana dindlng skala 1 : SO, atau 1 : 100, atau 1 · 200, memperlihatkan c 0 

pola dlndlng, Jenis dlndlng/bahan 
2. Detail kontruksl lantai, 1: 5, atau 1: 10, atau 1 :20, memperllhatkan kontruksl c 0 

dlnding/lapisan bahan, flnshing dindlng. 
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FORM :ARS 1 

No, Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang dlaJukan Kesesualan Cata tan 

Pemerlksaan Dokumen Sesual Tldak 
2 3 4 6 7 8 

3.6. Rencana tangga Mellputl; ... .. 
1. Gambar lsometrl atau gambar menunjukkan denah, tampak dan potongan D D 

tangga, 1: 20 ataul: 50 
2. Gambar harus mempellhatkan ukuran lebar tangga, tlnggl ln)akan, lebar D D 

lnJakan, lebar bordes, tlnggl tangga keseluruhan. Skala 1: 5, atau 1 : 10, 
atau 1 : 20, atau 1 : so D D 

3. Gambar harus memperllhatkan konstruksl ra lllng tangga, dan Jenls bah an 
yang dlgunakan, deng dllengkapl ukuran, skala 1: 5 atau 1: 10, atau 1: 20 

3.7. Gambar rencana ruang utllltas .. 0 D .. 
3.8 Gambar rencana prasana dl luar 1. Garn bar rencana Pa gar . .. D 0 .. 

bangunan 2. Garn bar rencana pos Jaga D D 
3, Gambar rencana pedestrian D D 
4. Gamba r rencana Jalur akseslbllltas 0 D s. Gambar gerbang 0 0 
6. Gambar bangunan genset 0 0 
7. Gambar bangunan reserelr 0 D 
8. Gambar tlang bendera 0 D 

HASIL PEMERIKSAAN OOKUMEN PERENCANAAN ARSITEKTUR BANGUNAN 
Berdasarkan hasll pemeriksaan kelengkapan dokumen, dengan lnl dlnyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dlnyatakan Choose an item., untuk selanJutnya TIDAK 
DAPAT dllanJutkan untuk pemerlksaan lainnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 
Demlklan pemerlksaan dokumen lnl dllakukan dengan penuh tanggungjawab dan profeslonal, 

20 ...... 
Sekretarlat, 
Tim AhH Bangunan Gedung Kabupaten/Kota . 
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FORM: ARS 2 

LOGOPEMDA PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN 
BANGUNAN GEDUNG 
Dinas Terkait . 

Nama Bangunan 
Nama Pemllll</pemohon 
Lokasl 
No. Pendaftaran 
Tanggal Pemerikaan 
Penangguns-Jawab Perencanaan 
No. Llsensl KerJa I No. SKA 

LID n cdl mrru@ 1r1 lffi.11'1 JiJ, 
)E~~@JID'~~~ 

No. Item Persyaratan Dokumen Kesesualan Cata tan 
Data Rencana Bangunan 

Pemerlksaan Dokumen Sesual Tldak 
1 2 3 4 6 7 8 ,. PERUNTUKAN 

Rujukan: Lokasl Perencanaan: 0 D Fungsl Jalan:arterl, 
0 RTRWK Kabupaten/Kota .......... 20 ... -20 ...... l, Alamat: ......... , ..................... kolektor. 
0 RDTRK Ka bupaten/Kota ............................. 2. Fungsl Jalan ........................ Lokal/llngkungan 
D Peraturan Zonasl Kabupaten/Kota ............................. 3 ............................................ 

a. Peta Zonasl 
b. Aturan Zonasl 
e. Matrlk Keglatan 

1. Keglatan 1) Zona: ............ Rencana Kegiatan : ................. D D . .. 
2) Ketentuan keglatan yang dlusulkan dalam RTRWK/RDTRK/Peraturan Rencana kegiatan termasuk dalam D D ... 

Zonasi: daftar keglatan yang dlperbo[ehka n. 
D Dlperbolehkan (I) 
D Olperbolehkan Terbatas (T) sua bersyarat/terbatas: Rencana D D ... 

Batas: ......... pemenuhan Batasan: ............ 
D Dlperbolehkan bersyarat (B) 

Syarat: ........ Rencana pemenuha n persyaratan: ... D D . .. 
D Dllarang 
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FORM: ARS 2 

No. Item Persyaratan Dokumen Kesesualan Catatan 

Pemerllcsaan Dokumen 
Dokumen yang dlajukan sesual Tldak 

1 2 3 4 6 7 8 
2. Aturan Khusus Rujukan: 

O Peraturan Zonasl: 
a. Peta Zonasl 
b. Aturan Zonasl 
c. Matrlk Keglatan 

Deskrlpst rencana kegtatan ......... • Ketentuan aturan zoning: ......... 0 0 ... 

3. Overlay Zoning Klaslfikasl Overlay Zoning: .. 
O Zona Overlay 1: KKOP 
D Zona Overlay 2: Kawasan Cagar Budava 
D Zona Overlay 3: Zona Krltis Air Tanah 
D Zona Overlay 4: .................................... 
D Zona Overlay 5: .................................... 

• Ketentuan KKOP: Reneana Tl nggl Bangunan ...... m D 0 .. 
TJnggl Bangunan makstmum rekomendasf darl bandara ....... : ... m 

• Ketentuan Kawasan Cagar Budaya: 
Nama Kawasan Cagar Budaya; ............ 
Karakterlstlk Kawasan Cagar budaya ........ 
Ketentuan dalam Kawasan Cagar Budaya ....... Rencana perubahan bangunan dan 
Golongan Bangunan Cagar Budaya ........... pelestarlan bangunan ......... 
Rekomendasl dari Tim Cagar Budaya .......... 

• Klaslfikasf Zona Air Tanah dalam: ........... Rencana Pemenuha n kebutuha n air ...... 0 0 .. 
Ketentuan pengambllan air tanah dalam: ......... Rencana pengambllan air tanah dalam .... 

• Zona Overlay 5: ............... ~encana perubahan bangunan 0 D ... 
Ketentuan Zona Overlay 5: ............... 

4. Luas Tapak dan Lantal Bangunan Batas luas tapak dan luas lantai untuk fungsl yang dlmohon: Luas tapak permohonan: .... m• 
Luas tapak mlnlmum: .... m2 Luas tapak pada gambar: ... m2 

Luas lantal makslmum: .. m• tuas Lantal Bangunan: .... m· 
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No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang dlaJuka n Kesesualan Catatan 

Pemerlksaan Dokumen Sesual Tldak 

2 3 4 6 7 8 
IJ. INTENSITAS 

Rujukan: • Luas Tapak; ..• 0 D .. 
O RTRWK Kabupaten/Kota .......... 20 ... -20 ...... • Jumlah KK: ... D 0 
D RDTRK Kabupaten/Kota ............................. • Jumlah Penduduk: .•. Jiwa 0 0 
0 Peraturan Zonasl • Jumlah unit; ... unit D D 
D Peraturan Bangunan • Fungsl jalan: ... D 0 

• Lebar rumlJa: ... 0 D 
• Lebar GSB minimum: ... m D D 

1. Kepadatan Pendudu k 1) Kepadatan penduduk makslmum: ..... Jlwa/ha Kepadatan penduduk: .... Jlwa/ha D 0 
2. Kepadatan Bangunan 2) Kepadatan bangunan makslmum: ..... unlt/ha Kepadatan bangunan: .... unit/ha D D .. 
3. Koefislen Casar Bangunan(KDB) 3) KDB Makslmum: ....... % • Luas lantal bangunan pada 

permohonan .... m2 D D .. 
• Luas lantal dasar bangunan hasil 

perhltungan pada gambar: ... m2 0 D 
lo KDB pada permohonan: ...... % 0 D 
• KDB pada gambar: .......... % 0 D 

4. Koefislen Casar HIJau 4) KOH minimum: ........... - • Luas RTH pada permohonan .... m' D D .. 
• Luas RTH pada gambar: ... m2 D D 
• KOH pada permohonan: ...... % D D 
• KOH pada gambar: .......... % 0 D 

s. Koeflslen Lantal Bangunan (KLB) 5) KLB makslmum: ......... • Luas Ian ta I total banguna n pad a 
permohonan .... m2 D D ... 

• Luas la ntal dasar banguna n has II 
perhltungan pada gambar: ... m2 0 0 

• KLB pada permohonan: ...... % D 0 
• KLB pada gambar: .......... % D D 

6. Koefislen Tapak Basemen (KTB) 6) KTB makslmum 2/3 darl luas persll: .... m• • Luas lantal basem2en total pada 
7) Batasan luas total basemen terhadap luas total bangunan: ...... % permohonan .... m D D 

• Luas lantal basemen total hasll 
perhltungan pada sambar: ... m2 D D 

• KTB pada permohonan; ...... D D 
" KTB pada gambar;, ........ , D D 
• Proporsl luas lantal total basemen 

terhadap luas lantal bangu nan: ..... % 0 0 
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FORM: ARS 2 

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang dlajukan Kesesualan Catatan 

Pemerlksaan Dokumen Sesual Tldak 

1 2 3 4 6 7 8 
Ill, TATA MASSA BANGUNAN 

1. !Garis sempadan Bangunan (GSB) RuJukan: 
D Pera tu ran Zonasl 
D Peratu ra n Banguna n 

1.1 Garis Sempadan Depan Sangunan 1) GSB depan mlnlmum: ...... m • Lebar Rumija .... m D D .. 
(GSB Depan) Luas kapllng mlnlmum: .... m2 • Luas kapllng: ... m~ D D 

Lebar kapllng mlnlmum: ... m • Lebar kapllng: ...... m D 0 
Kedalaman kapllng minlmum: ...... m • Kedalaman kapling: ...... m 0 D 

• Le bar GSB pada permohonan: .••.. m D D 
• Lebar GSB depan hasll perhltungan 

pada gambar: ..... m D D 
1.2 Garls Sempadan Sam ping 2) GSB Samplng Minimum: • Lebar GSb samplng pada 

Bangunan Kiri lantal dasar: .... m permohona n: ... m 0 0 
Kiri Jantal atas: ...... m • Lebar GSB samplng hasll perhltungan 
Kanan lantal dasar: .... m pada gambar: ...... m 0 D 
Kanan lantal atas: ...... m 

1.3 Garls Sempadan Belakang 3) GSB belakang minimum: • Lebar GSB belakang pada D D 
Bangunan (GSB belakang) Lantai dasar: ...... m permohonan: ••• m 

Lantal atas: ........ m • Lebar GSb belakang hasll perhltungan D 0 
pada gambar: ..... m 

2. Jara k Be bas Bangunan 4) Jarak bebas bangunan minimum lantal dasar: ...... m • Jarak bebas bangunan pada 
permohonan: .... m D 0 

• Jarak bebas bangunan hasll 
perhitungan pada gambar: ..... m D D 
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FORM: ARS 2 
No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang dlaJukan Kesesualan tatatan 

Pemerlksaan Dokumen Sesual Tldak 

1 2 3 4 6 7 8 
3. Tlnggl Bangunan 5) Ketentuan Tlnggl Bangunan Makslmum: • Tlnggl bangunan permohonan: .... m 0 D .. 

Lebar Rumlja: .... mi • Tinggl Bangunan perhltungan pada 
Le bar GSB muka-1: ... m gambar: ... m D D 
Lehar GSb muka-z: ...... m • Tinggl Bangunan pada 
Tlnggi bangunan makslmum 1.5 (Rumlja+GSB-l+GSB-2): .... m, .. .lantal permohonan; ..... .lanta 1 D D 
Tlnggl Bangunan makslmum berdasarkan pertimbangan KKOP pada materl • Tinggi bangunan pada perhltungan 
overlay: .... m gambar: ..... .lantal D D 

4. Setback Bangu nan 6) Ketentuan Setback Bangunan mlnlmum: ....... m • Setback Bangunan pada 
permohonan : ... m 

• Setback bangunan perhltungan pada 
gambar: ...... m 

5. PanJang dan Lehar Bangunan Olka Rujukan: lo Panjang bangunan pa da 
ada) D Peraturan Zonasl parrnohenan : ... m 

D Peraturan Bangunan ill Le bar banguna n pad a 
7) Ketentuan panJang bangunan makslmum: ....... permohona n : .... m 
8) Ketentuan lebar bangunan makslmum: ....... • Pan)ang perhltunga n pa da 

permohonan: ..... m 
• Le bar banguna n pad a 

perhitu ngan: ..... m 
2. Jarak Be bas Bangu nan 9) Jarak bebas bangunan minimum lantal dasar: ...... m • Jarak bebas bangunan pa da 

permohona n : .... m 
• Ja rak be bas bangunan has I I 

perhltungan pada gambar: ..... m 

IV. PRAS&DANA pi:DCIL 
1. Parklr RuJukan: 

D Peraturan Zonasf 
D Peraturan Bangunan 
D Standar Parklr Lain 

- Ukura n parklr kenda raan penumpang rod a 4 = 2,5 m x s m 
- Ukuran parklr kendaraan bls = 3 m x 10 m 
- Ukuran parklr kendaraan roda 2 = 1 m x 2 m 
- Standar fuas 1 SRP kendaraan roda 4 kotor: 25 m2/kendaraan 
- Standar luas 1 SRP kendaraan roda 2 kotor: 2 m2/kendaraan 
- Standar luas 1 SRP kendaraan bls: 70 m2/kendaraan 
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FORM: ARS 2 
No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang dla)ukan Kesesua1an Cata tan 

Pemerlksaan Dokumen Sesual Tldak 

1 2 3 4 6 7 8 
1.1 Jumlah Satuan Ruang Parklr (SRP) lstandar kebutuhan ruang parklr kendaraan roda 4: '" Jumlah parklr roda 4: .... SRP 0 0 .. 

Kendaraan roda 4. a) Hunian Bersusun: • Bentuk ba ngunan parklr rod a 4: ... 
• Luas > 90 m2: 1 mobll per unit 
• Luas 70 < x < 90 m1: 1 mobll per 2 unit 
• Luas < 70 m2: 1 mobll per 5 unit. 

b) Hunlan tidak bersusun 
• 1 mobil per rurnah, di luar ROW 

c) lndustri: 
• Pabrlk atau pergudangan 

• Luassampai dengan 2000 m2 setiap 200 m2 lantai brute: 1 parklrtruk 
• Luas 2000 < x < 5000: minima! 10 truk 
• Luas> 5000,: rnlnlrnal 17 truk 

• Perkantoran setlap 100 m2 lantal brute: 1 mobll, 
• Pertokoan/perdagangan, setlap 60 m1 lantai bruto: 1 mobil 
• Apotik, setiap 20 m2: 1 mobll 
• Praktek deleter 20 s.d 60 m2 lantal : 1 mob II 

d) Hotel 
• Blntang 5 dan 4, setlap 5 kamar: 1 mobil 
• Bintang 3 dan 2, setlap 7 kamar : 1 mobil 
• Bintang 1 ke bawah, setlap 10 karnar : 1 mobil 

e) Theater 
• Klas A·I, setlap 7 kursl : 1 mobll 
• Klas A·II, setla p 10 kursl : 1 mobll 
• Kl.is B, setlap 15 kursl : 1 mobll 

f) Rumah Makan/Hlburan 
• Klas I, setlap 10 m2 lantal bruto: 1 mobll 
• Klas II, setlap 20 m2 lantal brute: 1 mobll 

g) Perdagangan/Pasar 
• Tlngkat kota, setlap 100 m2 : l mobll 
• Tlngkat wllayah, setlap 200 m2: 1 mobil 
• Tlngkat llngkunga n setlap 400 m2 : 1 mob ii dengan 3 pa rklr Pick up 

h) Ru mah Sa kit 
• VIP, setlap 1 tempattldur: 1 mobll 
• Klas I, setlap 5 kamar tldur : 1 mobll 
• Klas II, setlae 10 tempat tldur: 1 mobll 



- 57 - 

No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yang dlaJukan Kesesualan Cata tan 

Pemerlksaan Dokumen Sesual Tldak 
1 2 3 4 o 7 8 

IJ Co11ventlo11 Holl: 
• Pad at, setlap 4 m2 la ntal bruto : 1 mobfl. 
• Tldak padat, setlap 10 m2 lantal bruto: 1 mobll 

J) Gelanggang olahraga 
• Setlap 15 kursl : 1 mobll 

kl Perguruan tlnggl: 
• Setlap 200 m2 lantal bruto : 1 mobll 

I) Pendidlkan dasar menengah 
• Setlap 100 m2 lantal bruto : 1 mobll 

Perhltungan kebutuhan parklr kendaraa n roda 4: 
al H unlan bers usun = .. , ................... SRP 
b) H unlan tldak bersusun = ...................... SRP 
) lndustrl - ...................... SRP 

a. Pa brlk ata u per gu dangan 
b. Perkantoran setlap 100 m2 lantal brute : 1 mobll 
e, Pertokoan/perdagangan, setlap 60 m2 lantal bruto: 1 mobll 
d. Apotlk, setlap 20 m2 : 1 mobll 
e. Praktek dokter 20 s.d 60 m2 lantal : 1 mobll 

d) Hotel " ...................... SRP 
e) Theater - ...................... SRP 
f) Rumah Makan/Hlburan = ...................... SRP 
Bl Perdagangan/Pasar = ...................... SRP 
h) Rumah Saklt = ...................... SRP 
) Convention Holl = ...................... SRP 
I Gelanggang Ola hraga = ...................... SRP 

I<) Perguruan Tlnggl c ...................... SRP 
) Pendldlkan Dasar dan Menengah = ....................... SRP 

TOTAL - ...................... SRP 

. t<ebutuhan Parklr Roda 4: ......... SRP 

FORM: ARS 2 



- 58 - 

FORM: ARS 2 
No. Item Persyaratan Dokumen Dokumen yana dlaJukan Kesesualan Cata tan 

Pemerlksaan Dokumen Sesual Tidak 
l 2 3 4 6 7 8 
2. Ronakar Muat 

2.1 Lokasl 1) l<etentuan lokasl Bongkar Muat: ....... Rencana lokasi bongkar m uat: ......... 
2.2 luas ~) Standar Bongkar muat: ....... ml per kendaraan • Jumla h parklr kendaraa n barang: ... SRP D 0 .. 

Luas parklr kendaraan barang: .... m2 
• Bentuk parklr kendaraan barang: ..... 

3. Prasarana laln 
3.1 Air Berslh Ketentuan penyedlaan air berslh: • l<ebutuhan air berslh per harl: .... m• 0 D .. 

- Standar Air Berslh: .... .1/org/harl • Kebutuhan debit alr .... 1/detlk 
- Batas pengambllan air tanah dalam berdasarkan zona pengambllan air • Kapasltas penampungan alr: ........ m2 

tanah: .... 1/det. • Rencana penyedlaan air bersth: ...... 

3.2 Sampah Ketentuan pengolahan sampah: ........... • Volume sampah per harl: .... m• 0 0 .. 
l<apasltas penampungan sampah .... m3 

• Rencana pengolahan sampah: ........ 
• Rencana pensangkutan sampah: ...... 

3.3 Pengofahan llmbah dan B3 J<etentuan pengola han llmbah da n B3: • Volume llmbah per harl: ..... m• 
• Kapasltas penampungan lfmbah: ..... m9 
• Rencana pengolahan llmbah: ..... 

3,4 Lain-lain Ketentuan prasarana lalnnya: • Has ti 1 a na llsls: ....... 
a. VCR atau LOS Jal an 
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FORM: ARS 2 
HASIL PEMERlKSAAN KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI 
Berdasarkan hasll pemerlksaan kesesualan dengan standar teknls, maka ·>: 
a. Memenuhl/tldak memenuhl persyaratan fungsi bangunan, 
b. Memenuhl/tldak memenuhl persyaratan Jntens!tas bangunan, 
c. Memenuhl/tldak memenuhl persyaratan tata massa bangunan, 
d. Memenuhl/tldak memenuhl persyaratan prasarana persll/bangunan. 
Ketera ngan: •) caret yang tldak perlu 

'Caiijan j =:J 
Berdasarkan hasll pemerlksaan terkalt tata ruang dan rencana pembangunan melalul dokumen perencanaan dan perancangan, dengan lnl dlnyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan 
di atas dlnyatakan MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI•) ketentuan rencana tata ruang, untuk selanjutnya Choose an item. Dllanjutkan untuk pemerlksaan Form ARS 3 yaltu pemeriksaan kehandalan bangunan. 
Demlklan pemeriksaan dokumen lnl dllakukan dengan penuh tanggungjawab dan profesional, 

Kabupaten/Kota, 20 .. 
Pemeriksa, 
Tlm Ahll Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 
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LOGO PEMDA 

FORM : ARS-03 

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN 
BANGUNAN GEDUNG 
Dinas Terkait . 

Nama Bangunan 
Nama Pemllll(/pemohon 
Lokasl 
No. Pendaftaran 
Tanggal Pemerlkaan 
Penangung-Jawab Perencanaan 
No. Lisensl Kerja I No. SKA 

IAI f d n ARS T KTU 

SITE 
No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN OATAUSULAN KESESUAIAN CAT AT AN 

Sesual Tldak 
l 2 3 4 6 7 8 

I. SITE PLAN 
1. Partdr 

1.1. Rasla Parklr 1) Hunlan bersusun Fungsl: D D 
a. Rusun umum (mendapat fasllitas darl pemerlntah) : 1 SRP untuk setlap sarusun Klas/Tlpe: 
b. Rusun komerslal: 

I. 1 SRP untuk setlap 2 sarusun dengan luas <30m' 
Luas bruto: m 
Unit: 

II. 2 SRP untuk setlap 3 sarusun dengan luas 30m'-7om' Jumlah parkir : 
Iii. 2 SRP untuk set lap l sarusun dengan luas > 70m' mobll, parklr di luar 

2) Hunlan tldak bersusun She tidek 
a. 1 mobll per rumah, di luar ROW dlperhltungkan 

3) lndustrl 
a. Pabrlk atau per gudangan 
Iv. Luas sampal dengan 2000 m' setlap 200 m' lantal bruto : l parlclr truk 

Luas 2000 < x < 5000, : minimal 10 truk 
vi. Luas > 5000,: minimal 17 truk 
b. Perkantoran setiap 100 m' lantal bruto: 1 mobll 
c. Pertokoan/Perdagangan, setlap 60 m' lantal bruto : l mobll, 
d. Apotlk, setlap 20 m' : l mobil Praktek Ookter 20 s.d 60 m' lantal : 1 mobll 



- 61 - 

FORM: ARS-03 
ND, ITEM PEMER1KSAAN RUJUKAN DATAUSULAN KESESUA1AN CATATAN 

sesual Tldak 
1 2 3 4 6 I 7 8 

4) Hotel 
a. Blntang S dan 4, setlap 5 kamar : 1 mobll 
b. Blntang 3 dan 2, setlap 7 kamar: 1 mobll 
e. Blntang 1 ke bawah, setlap 10 kamar: 1 mobll 

5) Theater 
a. Klas A·I, setlap 7 kursl : 1 mobll 
b. Klas A·II, set lap 10 kursl : 1 mobll 
e, Klas B, set lap 15 kursl : 1 mobll 

6) Rumah Makan/Hiburan 
a. Klas I, setlap 10 m2 lantal bruto: 1 mobll 

b. Klas II, setlap 20 m2 lantal bruto: 1 mobll. 
7) Perdagangan/Pasar 

a. Tlngkat kota, setlap 100 m2 : 1 mobll 
b. Tlngkat wllayah, setlap 200 m1 : 1 mobll 
C, Tlngkat llngkungan setlap 400 m2 : 1 mobll dan 3 parklr pick up. 

8) Ru mah Saklt 
a. VIP, setlap 1 tempat tldur : 1 mob II 

b. Klas I, setla p 5 temp at tldur : 1 mobll 
c. Klas II, setlap 10 teempat tldur: 1 mobll 

9) Convention Hall 
a. Padat, setiap 4 m2 lantal bruto : 1 mobll 

b. Tdk padat, setlap 10 m2 lantal brute : 1 mobll 
10) Gelanggang Olah Raga 

a. Setlap 15 kursl : 1 mobll 
11) Perguruan Tlnggl 

a. Setlap 200 m2 lantal bruto : 1 mobll 
12) Pendldlkan Dasar dan Menengah 

a. Setlap 100 m2 lantal bruto : 1 mobll 
1.2. Parklr difabel 1) Raslo parklr dlfabel mlnlmal 2% darl total Raslo parklr ..... %, Jarak D D ... 

21 Jarak parklr terhadap ruang lobl makslmal 60 m ... meter 

2. Akses Kebakaran 

2.1. Jalan sekellllng Alur akses berdasarkan volume bangunan geduns Volume bangunan : D D ... 
11 > 7,100 m3, minima I 1/6 kellllns bangunan 
2) > 28.000 m1, minimal Y. kellllng bangunan, 
3) > 56.800 m3, minima I% kellllng bangunan, 
4) > 85.200 m1, rnlnlrnal ~ kellllng bangunan, 

5) > 113,600 m5, sekellllng bangunan. 
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No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATAUSULAN KESESUAIAN CATATAN 
Sesual Tldak 

1 2 3 4 6 7 8 
2.2. Akses 11 Tlnggl bebas pada Jalur mobll masuk pemadam kebakaran tldak boleh kurang darl 4.50 meter, Tlnggl gerba ng blla ada D D ... 

21 Lehar Jalan akses kebakaran minimum 4.00 meter, ..• meter, Lebar Jafan : 
31 Radius putar akses pamadam kebakaran minimum 9,50 meter. ...meter 

Radius putar : ... meter 
2.3. Lapls perkerasa n 41 Ketlngglan bangunan > 10 meter, dlpersyaratkan adanya la pis Perkerasan (hard standing) Tlnggl bangunan: 0 D .... 

a. Ukuran lapls perkerasan minimum 6.00m x 15.00 m, ... meter Mengikutl 
b. Poslsl Lapis Perkerasan 2 < x > 10 meter darl pusat posisl akses pemadam krlterla 1) / 2) 

kebakaran, Biia 1), maka 
c. lapls Perkerasan pada bangunan leblh tlnggl darl 24 meter, harus mampu Leba r perkerasan : 

menopang beban sebesar 44 ton, dengan beban plat kakl Uack), ... meter dan 
. d. Kemlrlngan la pis Perkerasan 1: 8,3, panjang minimum 

e. Pan)ang Lapls Perkerasan leblh darl 46 meter, harus dtstapkan fasllltas belokan ... meter: 
(memutar kendaraan). 

5) Ketlngglan < 10 meter, harus ada area operasl lebar 4 meter pada bukaan akses, dengan Jarak 
45 meter darljalur akses mobll pemadam kebakaran. 

2.4 Jarak antara Jarak antara bangunan Jarak antara 0 D .... 
bangunan 1) Tlnggl < 8 m Jarak minima! 3 meter, bangunan: ... M, 

2) Tlnggl 8 c x < 14, Jarak 3 < x < 6 meter, tlnggl bangu nan : ... m 
3) Tlnggl 14 < x < 40, Jarak 6 < x < 8 meter, 
41 Tin1111:I > 40, Jarak > 8 m. 

2.5 Hldran site 1) 



- 63 - 

FORM : ARS-03 

BANGUNAN 
No. ITTM PEMERIKSAAN RUJUKAN Data usulan PENILAJAN CATATAN 

Ya Tldak 

l 2 3 4 6 7 8 

II. KESELAMATAN DAN 
KEMUDAHAN 
AKSES 

1. Akses petuaas 1) Harus tersedia akses masuk bagl petugas pemadam kebakaran, slap dlbuka dan bebas Ketingglan D D 
kebakaran hambatan, ukuran bukaan min 85 cm lebar x bangunan meter, luas 

100 cm tlngg], poslsl max 100 cm darl lantal, lantal meter per segl 

2) Jumlah bukaan akses minimal 2, atau setlap luas lantal 620 m1 harus ada 1 bukaan, 0 D 
3) Letak bukaan akses sedemlklan tldak berdekatan (min 30 m) dan harus berlawanan arah. D D 

2. Saf Kebakaran Biia jumlah lantal bangunan leblh darl dua lantal sampal dengan terpenuhlnya kedua krlterla pada 
point 2.1 rerpenuhl, maka; point 1. Menjadl tldak dipersyaratkan, dan point 2. Menjadl 
dlpersyaratkan. 

2.1. Saf kebakaran 1) ketlngglan bangunan > 20 meter dllengkapl Ketlngglan 0 0 ... Biia Ya, maka 
bangunan atas dengan lif petugas atau, bangunan meter, luas eek point 2 

2) luas per lantal > 600 meter persegl atau lantal meter per segl 

dengan ketlnBBlan 7,5 meter terdapat pada bangunan, lif petugas tldak dlwajibkan, 
3) lantal basemen dengan luas leblh darl 900 m1 

(atau luas setlap lantal leblh darl 500 m1), 

dengan Ju mah lantal leblh atau sama dengan dua lantal, maka harus memlllkl saf kebakaran 
yang tldak dlpersyaratkan dengan llf petugas, 

2.2. Jumlah Saf 1) Luas lantal < 900 m1 minima! 1 buah saf, Luas bangunan mi 0 0 
Juml1h saf b,r,c11111n 

2) Luas lantal 900 m' < luas < 2000 m' minimal 2 buah saf, berdasarkan luas 
layanan, 3) Tambah 1 buah saf pada setiap penambahan luas 1500 m1. 

2.3. Jarak antar saf Maslng-maslh saf memilikl wilayah layanan dengan radius makslmal 38 meter. Jarak layanan saf 0 0 
2.4. Letak saf 1) Poslsl berada pada pusat bangunan darl setlap lantal, 0 0 

2) Tldak leblh dari 60 meter darl lobl, 
3) Jarak lavanan tldak leblh darl 38 meter. 

2.5. Persyaratan teknls saf 1) Saf memlllkl ketentuan TKA dlndlng 2 Jam, TKA Jam 0 0 
2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (berslh), Lebar tangga 0 0 
3) Plntu ekslt saf lantal dasar membuka keluar, meter 0 0 
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FORM: ARS-03 
No. ITEM PEMERIKSMN RUJUKAN DATAUSULAN KESESUAIAN CATATAN 

Sesual Tldak 
l 2 3 4 6 7 8 

2.6. Saf Basemen Apakah salah satu darl kedalaman basemen bangunan > 10 meter atau luas fantal basement Kedalaman basemen . .. 
> 500 meter persegl ada, maka; ... meter; 
1) Jumlah saf basemen, memenuhl syarat, luas lantal basemen 
2) Jarak antara sat basemen, memenuhl syarat. ... meter persegl D D 

2.7. Persyaratan teknls saf 1) Saf memlllkl ketentuan TKA dlndlng 2 Jam, luas lantal D 0 ... 
basemen 2) Leba r tangga mlnlmal 1,20 meter (berslh), basemen ... meter D 0 

3) Terdapat lif kebakaran dalam saf, persegl D 0 
4) Plntu ekslt saf lantal dasar membuka keluar > 500 meter persegl ada, maka; D 0 

1) Jumlah saf basemen, memenuhl syarat, 
2) Jarak antara saf basemen, memenuhl sya rat. 

2,7, Persyaratan teknls saf 1) Saf memlllkl ketentuan TKA d lndlng 2 Jam, D D ... 
basemen 2) Lebar tangga minimal 1.20 meter (berslh), D D 

3) Terdapat tlf kebakaran dalam saf, D CJ 
4) Plntu ekslt saf lantal dasar membuka keluar. D CJ 

2.B. Tangga kebakaran 1) Seluruh dlndlng tangga kebakaran harus mempunyal tlngkat ketahanan apl 2 Jam kecuall baglan Tlngkat ketahanan apl CJ CJ . .. 
sfsl terluar mlnlmal mempunyaf TKA 1 Jam, .. .Jam 

2) Terdapat tanda /petunJuk yang standar pada tangsa kebakaran serta fungsf dan lndlkasl CJ D 
lantalnya, 

3) Jalan terusan ekslt harus terllndung dengan slstlm sprinkler otomatls atau mempunyal Kondlsl petunJuk D D 
tlngkat ketahanan apl mlnlmal sama dengan tangga kebakaran, tersedlan dan ... 0 D 4) Gedung setlnggl > 20 m atau rnernlltkl basemen sedalam > 10 m harus memlllkl saf tangga ... 
kebakaran yang d lfengkapl denga n llf kebakaran, 

S) Komplek perbelan)aan harus dllengkapl dengan saftangga untuk pemadam kebakaran, 1. CJ D 
6) Bangunan tldak bersprlnkler harus memlllkl 1 saftangga kebakaran untuk setlap luas 900 m darl 

luas lantal bangunan dengan tlnggl > 20 rn, I. Tlnggl bangunan CJ D 
7) Sangunan bersprlnkler harus memlllkl min 1 saf kebakaran untuk luas < 900 m , dan 2 saf untuk ... meter Kedalaman 

luas > 900 m" sd 200 m ', SelanJutnya 1 saf lantal basemen D D 
2 ... meter 

D D setlap pe"ambahan 1500 m, 
8) Penempatan saftangga kebakaran max 60 m dlukur darl plntu masuk ke [obi pemadam 

kebakaran, 
9) Tangga kebakaran harus mempunyal 2 pegangan (hand rall), untuk D Cl 

dewasa dan anak- anak dengan ketlngglan 60 cm, 
10) Lebar tangga kebakaran minimal 120 cm berslh, CJ CJ 
11) Tlnggl anak tangaa makslmal 18 cm. CJ D 
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No. ITEM PEMERIKSMN RUJUKAN DATAUSULAN KESESUAIAN CATATAN 

Sesual Tldak 
l 2 3 4 6 7 8 
3. Sarana evakuasl 1) Plntu ke lua r darurat dapat dill hat dengan Jendela, D D ... 

rumah tlnggal dan 2) Tersedlanya Ja1ur evakuasl, D D 
rumahderet 3) Tersedlanya kelengkapan tanda a rah (mudah dan Jelas), D 0 

4) ManaJemen penanggulanan bencana/darurat. D 0 
4. Uf kebakaran 11 Sumber daya untuk motor llf harus dlhubungkan dengan genset, sumber daya .•• D D . .. 

21 seluruh dlndlng saf harus memlllkl tlngkat ketahanan apl min 2 Jam, Tlngkat ketaha n D 0 
apl ... 

5. Hubungan 
horlzontal 

5.1. Akses ekslt korldor Bangunan berpenghunl leblh darl 30 orang: Ju mlah penghu nr 
11 Harus memllikl tangga ekslt dan kortdor ekslt denga n tlngkat ketahanan apl minima 11 Jam, ... orang D D ... 
2) Bila bangunan lebih darl 3 lantal maka korldor eksit harus mempunyat TKA minimal 2Jam, TKA ... Jam D D 
31 Btla ruang dengan beban hun1an s.d 50 atau leblh plntu ekslt harus membuka ke arah luar, D D 
4) Pintu yang membuka ke arah korldor ekslt tldak boleh me!eblhl setengah Jebar korldor yang 0 D 

dlsyaratkan (120 cm), D D 
SJ Plntu ekslt harus mudah dlbuka darl slsl dalam. 

5.2 Bukaan penyela mat 1) Tersedla mlnlmal dua buah bukaan penyelamat ... D 0 ... 
2) Jarak antara bukaan penyelamat kurang darl 30 meter panjang lurus darl slsl-slsl dlndlng luar, D D 
3) Apakah persyaratan teknts bukaan penyelamat memenuhl syarat telmls, denganJarak maslng- D 0 

maslng ~ Jarak diagonal ruang. 

5.3 Kapasttas dan Jumlah 1) Kapasltas total sarana Jatan keluar untuk setlap lantal harus cukup untuk beban hunlannya yang ... 0 D ... 
sarana Jalan keluar mengacu pad a faktor beban hu nlan, 

2) Jumlah dan lebar tangga ekslt dlhltung berdasarkan faktor beban hunlan dan faktor D D 
kapasltas, 

3) Lebar minimum korldor /sarana Jalan keluar adalah 91,5 cm, D D 
4) Bukaan plntu untuk sarana Jal an ke luar harus D D 

sedtkltnya memllikl le bar bersl h 80 cm (32 Incl), 
SJ Jumlah sarana Jalan keluar min 2 buah. D D 
6) Untuk beban hunlan 500 org sd 1000 org min 3 buah, untuk beban hunlan lebih darl 1000 orang D D 

mln4 buah saranaJalan keluar. 

S.4 Jarak tempuh ke ekslt l) Llntasan bersama, uJung buntu dan batas Jarak tempuh sesual Tabel 1.5. dlmana batasJarak ... D 0 . .. 
tempuh max 45 m jlka tidak bersprlnkler dan ma1< 76 m Jlka ruangan bersprlnkler, 

2) Jarak ujung buntu adalah maK 6,1 m Jlka tidak D 0 
bersprlnkler dan max 15 m Jlk.i bersprlnkler dlsesuaikan dengan fungsl bangunannya. 
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FORM: ARS-03 
No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATAUSULAN KESESUAIAN CATATAN 

Sesuat Tldak 
l 2 3 4 6 I 7 8 

5.5 Korldor buntu Ketentuan korldor buntu; Terdapat korldor/jalan 0 0 ... 
buntu dengan jarak 

Batas Jalan Buntu : ... meter 
Fungsl Bangunan Katerangan 

1onpa uengan 
aprlngkler sprlngkler 

Bangunan Pertemuan 6,10 m 6,10 m UJuna buntu korldor 
dan1ang 

Bangunan Pendidikan 6,lOm lS,oom 
Banaunen Kesehatan 6,lOm 15,00m 
Banaunan Perdaganaan 6,lOm lS,OOm 
Bangunan Per1<antoran 6,lOm 15,00m 
Bangunan Hotel 10,70m 15,00m 
Bangunan Apartemen 10,70m 1s,oom 

5.6. Plntu Ruang dengan daya tampung leblh darl 50 orang, ptntu harus membuka ke arah luar. Jumlah penggunaan D D . .. 
ruang di atas SO orana. 
terdlrl darl; 
R.1 ... Arah buka ... 

5.7 Lebar plntu a) Lebar plntu utama minim.ii 90 cm, Lebar pintu D D ... 
b) Lebar bebas plntu lalnnya mlnlmal BO cm, utama ... meter 0 D 
c} Bila plntu terdlri darl dua plntu salah satu plntu harus memlllkl lebar minimal BO cm, d) P!ntu D D 
bebas hambatan. 

5.8 Eks[t Jumtah ekslt bangunan berdasarkanJumlah panghunl/pengguna, Jumlah penghun I 0 D ... 
a} Jumlah penghun! lantal < 500 minimal 2 buah ekslt, berdasarkan lantal 
b) Jum!ah penghunl SOD< penghunl < 1000 minima! 3 buah ekslt, ... orang 
cl Jumlah oenghunl > 1000 mlntmal 4 buah ekstt. Jumlah ekslt ... bua h 

5.9 Jarak pintu eksit Apablla dlpersyaratkan dua buah pintu eksit maka )arak kedua plntu ekslt tersebut minimal ~Jarak Jarak diagonal rua ng 0 0 ... 
diagonal rua ng, ... meter, )arak antara 

olntu .•. meter. 
5.10 Jara k layanan plntu Jarak layanan setlap plntu eksit maksimum adatah Jarak terjauh layanan D D ... 

ekslt 38 m atau luas l~vamm makslmum 930 m • plntu ekslt ... meter, 
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No. ITI:M PEMERIKSAAN RUJUKAN DATAUSULAN KESESUAIAN CATATAN 

Sesual Tldak 
1 2 3 4 6 7 a 
6. Hubungan vertlkal di 

bawah s lantal 
6.1 Jenls dan kapasltas Llf l) Kapasltas llf untuk bangunan rendah dlhawah 6 lantal: Kapasltas min 6 orang (300 ksl sd 9 orang Kapasltas llf ... D D ... 

(600 kg) dan kapasltas 15 orang (1000 kg), 
2) Ka pasltas I If untuk hangunan menengah 6·20 D D 

lantal: Kapasltas min 9 orang (600 kg) sd kapasltas 18 orang (1250 kg), 
3) Ka pasltas I If untuk hangunan menengah tlnggl D 0 

20· 30 lantal : Kapasltas min kapasltas 17 orang 
[1150 kg) sd 26 orang (1800 kg), 0 CJ 

4) Kapasltas llfuntuk hangunan di atas 20 lantal 
[majemuk atau multi purpose) : Kapasltas min 
20 orang ( 1350 kg) sd 24 orang (1650 kg), 

5) Bangunan bertlngkat menengah di bawah 20 lantal tanpa express llf (semua lantal dllayanl), 0 D 
6) Ba ngunan tlnggl di atas 20 lantal menggunakan express llf, 
7) Untuk bangunan hoteljumlah llf servls min 1 buah untuktlap 2 llf penumpang, atau 0 D 

setlap 150 kamar yg dllayanl, D 0 
8) Untuk bangunan kantor setlap luas 1500 M2 atau bangunan dlbawah 20 lantal Jumlah llf D D 

servls min 1 buah. 
9) Untuk bangunan kantor dlatas 20 lantal dllanJurkan menyedlakan 2 llf service D D 

6.2 Tangga 1) Lehar tangga min 90 cm berslh, dan min 120 cm berslh untuk bangunan umum, Lebar tangga ... cm, 0 D ... 
2) Tlnggl anak tangga min 10 cm max 18 cm. lebar anak tangga min 28 cm, tlnggl anak tangga 0 D 
3) Lebar bodes min selebar tangga, ... cm, lebar anak 
4) Tlnggl herslh area tangga min 200 cm, tangga ... , lebar D 0 
SJ Jarak antar tangga untuk ekslt radius max 25 m untuk bangunan tldak bersprlnkler, dan radius hordes ... cm D D 

max 40 m untuk bangunan hersprJnkler. D 0 
7. Hubungan vertlkal di 

atas 5 lantal : 

7.1 Tangga 1) Lebar tangga minimal 120 cm berslh, Lehar ... m, 0 D ... 
2) Kecuall untuk hunlan kurang darl 50 orang, lebar minimum adalah 90 cm, Tlnggl snak tangga ... m D D 
3) Tlnggl anak tangga 10 s.d. 18 cm, Kedala m a nak tangga 0 D 
4) Minimum kedalaman anak tangga 28 cm, .... cm, tlnggl ruang D D 
5) Tlnggl minimum ruang tangga 2.00 m, tangga ... m, tlnggl rel 0 D 
6) Ketlngglan makslmum antara hordes 3.70 m, pegangan tangga 0 D 
7) Tlnggl rel pegangan tangga 86 s.d. 96 cm, ... Cm, lebar bordes D 0 
8) lebar hordes.:. darl lebar tangga. .•. cm D D 



- 68 - 

FORM: ARS-03 
No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATAUSULAN KESESUAIAN CATATAN 

sesual Tldak 
l 2 3 4 6 I 1 8 

7,2 Llf 1) bangunan lebih darl 4 lantal minima I 1 bh llf, Jumlah llf ... bh, leba r 0 0 ... 
2) lebar lobl llf mlnfmal 185 cm, lobl lif ... cm, ukuran D 0 
31 ukuran minima! ruanz llf 1 40 x 1 40 cm. ruana llf ... cm 0 D 

1,3, Ram 1) lebar ram minimum 120 cm bersfh, Lebar ram .•. cm, 0 0 ... 
2) kemfrfngan ram; u kemrlngan ram D 0 

a. Ram di dalam bangunan 1: 8 (7 ), ... % 0 D 
b. Ram di luar bangunan 1: 10 (6\ D D 
c. Kemlrfngan ram arah lebar 1 : 12, D 0 
d. Lebar ram difabet minimal 80 cm, D D 
e. Lebarperputaran 180 ram mfnlmal 120cm 
f. Ram kendaraan 1 : 7. 

"· KESEHATAN 

1. Slstem Penghawaan (lndlkator Permen PU No. 29/PRT/M/2006, SN/ 03· 
6390-2000, SNI 03-6572·200l) 
Penllalan dllakukan terhadap kualltas udara dalam ruangan, yang mellputl perencanaan darl pada 
parameter; kelembaban udara relatlf 40% s.d. 60%, 
suhu udara 20,s•c s.d 27,l"C, dan kandungan co, 
keceoatan aliran udara maksfmum O 25 m/dtk. 

1.1. Bukaan ventllasf 1) Jumlah bukaan ventllasf tldak kurang darl 5% luas ruang yang membutuhkan ventllasl, Raslo bukaan ... 0 D . .. 
2) Ruang dapur memlllkl cerobong asap ke luar , D D 
3) B<1ngunan parklr memlllkl slstem ventllasl mekanlk mlnlmal 2/3 volume udara ruang pada D D 
<etlngglan makslmal 60 cm darl lantal, D D 
i) Gas buang parklr basemen tldak mengganggu udara berslh pada lantaf/ruang dt atasnya, 
5) Ju mlah bukaan ventllasl tldak kurang darl 5% luas ruang yang membutuhkan ventllasl, D D 
6) Ruang dapur memlllkl cerobong asap ke luar, D D 
7) Bangunan parklr memlllkl slstem ventllasl mekanlk mlnlmal 2/3 volume udara ruang pada D D 
<etlngglan makslmal 60 cm darl lantal, 0 D 
81 Gas buans carklr basemen tldak men111ian1111u udara berslh Dada lantal/ruan11 dlatasnva 

2. Slstem Pencahayaan (lndlkotor SNI 03·6197·2000 Konservosl energl pado slstem pencohoyaan, SN/ 03-6197-2000, SNI 03- 
2396-2003., SNI 03·6575·2001) 
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Sesuai Tldak 
1 2 3 4 6 7 8 

2.1. Perencanaan 2) Korldor mendapat cahaya langlt sekurang- kurangnya 0,30 m' untuk setlap pan)ang Jorong Besamya cahaya langlt D 0 ... 
pencahayaan alaml dan S meter, yang masuk 
besarnya llumlnasl, dlperklrakan ... 
Mencakup 3) TanBBo umum sekurang-kuranya mendapat cahaya 0,75 m2 untuk setlap X. tlnggl lantal. D D 
pemerlksaan terhadap 
perencanaan tlngkat 
pencahayaan sesual 
dengan aktlvltas yang 
dikerJakan dalam ruangan 
dan Jalur slrkulas! pada 
bangunan gedung. 

2.2. Bukaan Pastlkan untuk bangunan hunlan, pelayanan kesehatan, pendldlkan, dan bangunan pelayanan Hasll Perlksa D D ... 
umum harus memlllki bukaan untuk pencahayaan alaml. bukaan ... 

2.3. Pencahayaan 1) Tlngkat llumlnasl sesual dengan persyaratan teknls, Tlngkat llmunlsal: ... D D . .. 
2) Konsumsl energl sesual dengan persyaratan teknls, Konsumsl energl ... D D 
3) Perencanaan slstem penca hayaan, Daya listrlk .•. , Jen ls D D 
4) Daya makslmum, lampu yang dlgunakan D D 
5) Penssunaan lampu, ... , daya lampu di luar D D 
6) Daya makslmum yang dlljlnkan, bangunan ... D D 
7) Oava cencahavaan buatan di luar banl!unan. D D 

3. Slstem Sanltasl ((ndlkotor Permen PU No. 29/PRT/M/2006, Permenkes RI. 492/Menkes/Per/Vl/201.0J Periksa 
gambar slstem plamblng, apakah sesual 
dengan SNI 03-6481-2000, Slstem plamblng 2000 dan SNI 03-7065-2005, Tata cara perencanaan 
slstem plumbing mulal darl sumber air mlnum darlmana, dan perplpaan serta peralatan plamblng 
yang dlgunaka n. 

3.1. Air Llmbah Periksa gambar slstem plamblng, apakah sasual ... D D ... 
dengan 5NI 03-7065-2005, Tata cara perencanaan sistem plambing mengenal slstem plambing air 
llmbah, terplsah atau tercampur. 
1) Slstem pengallran atau pembuangan. 

3.2. Sampah 1) Kapasltas pewadahan atau tempat penampungan sementara, ... D D . .. 
2) Bentuk penyedJaan tempat penampungan sampah, D D 
3) Bentuk penempatan pewadahan dan atau pengolahan. D Cl 
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No. ITEM PEMERIKSAAN RUJUKAN DATAUSULAN KESESUAIAN CATATAN 

Sesual Tldak 

1 2 3 4 6 7 8 
3.3. Air hujan Perlksa penvaluran air huJan darl atap dengan ukuran dldasarkan SNI 03·6481·2000. ... . .. 

Perlksa ketertersedlaan sumur/bldang resapan !fan 
apakah sesual dengan SNl.03·2459·1991 da n SNI 03· 
2453·1991 tentang Speslflkasl dan Tata Cara Perencariaan Sumur Resapan air hujan di lahan 
pskaranga n, untuk Ja rak SR terhadap bangu nan lain dapat; D D 
11 SI stem penyaluran air huja n bl la dralnase kota tersedla, D D 
21 Slstem penyaluran air hujan blla drarnase kota tldak tersedla. 

4. Slstem A1r Berslh 
1) Sumber air berslh, ... D D . .. 
2) srstem dfstrlbusl. D D 

5. Bahan Ban11unan 
5.1. Tldak mengandung Tldak mengandung bahan berbahava/beracun, Mencakup pemerlksaan terhadap kondlsl flslk dan . .. D D ... 

racun kandungan bahan beracun dan berbahaya yang mungkln ada dalam bahan bangunan yang akan 
dlgunakan, eek dokumen speslflkasl teknls, 

5.2. Aman Aman bagl pensguna bangunan ... D D ... 
5.3. Tldak bardampak 11 Tldak menlmbulkan efek sllau terhadap llngkungan, ... D D ... 

terhadap llngkungan 21 Tldak menlmbulkan efek penfngkatan suhu llngkungan sekltar, D D 
31 mempertlmbangkan prlnslp-prlnslp konservasl energl, D 0 
41 Mewujudkan bangunan yang serest dan selaras dengan llngkungan. D 0 

5.4. Bahan Bangunan Lokal 1) Sesual dengan kebutuhan, ... D D .. . 
21 Memperhatlkan kelestarfan llngkungan, D 0 

Ill. KENVAMANAN 
1. Kenyamanan Gerak (lndlkotor Bangunan Kantor Pemerlntah : Permendagrl no 7/2006, Bangunon Rumah Tlngga/ . ... 0 D ... 

Kepmen PU no 306/KPTS/J989I 
1) Kecukupan luasan ruang per Jlwa untuk beraktlvltas pokok dalam fungsl bangunan, D D 
2) Kecukupan luasan slrkulasl untuk beraktlvitas dalam fungsl bangunan; D 0 

a. Pertlmba ngan fungsl ruang, b. J umlah pengguna, D 0 
c. Perabot/perala an, D D 
d. Akseslbllitas ruang. 

2. Hubungan antar (lndlkator SN/ 03·l735·2000, SN/ 03·1746-2000, SNI ... ... 
Ruang 03-6573-200J) 

1) Pertlmbangan fungsl ruang, D D 
2) Jumlah pengguna, D D 
3) Perabot/peralaan, D 0 
4) Akseslbllltas ruang, D 0 
5) Slrkulasl anta r ruang horizontal dan vertlkal. D 0 
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Sesual Tldak 
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2. Hubungan antar (lndlkator SNI 03·1735·2000, SNI 03-174f>.2000, SNI . .. . .. 

Ruang 03-6573-2001) 
1) Pertlmbangan fungsl ruang, 0 D 
2) Jumlah pengguna, 0 D 
3) Perabot/peralaan, 0 D 
4) Aksesibllltas ruang, 0 D 
5) Slrkulasl antar ruang horlzontal dan vertlkal. 0 D 

3. Kenyamanan Udara 1/ndlkator SNI 03-6390-2000, SNI 03-6572·2001) D D 
Alaml Mencakup pemerlksaan perencanaan Suhu udara (T1), Kelembaban udara (RH), dan Kecepatan angin 

lv~I, oada setlao ruang yang dlrencanakan. 
4. Kenya man an (lndlkator SNI 03-639()..2000, SNI 03-6196·200, SNI 

. .. ... 
Pengkondlslaan 
Udara 03-6572-2001) 

Mencakup pemerlksaan perenca naan Suhu udara 
(T1), Kelembaban udara (RH), dan Kecepatan angln 
(v.), pad a set lap ruang yang dlrenca nakan. 
1) srstem pengkondislan udara, D D 
2) Prlnslp penghematan e nergt, D 0 

0 D 
3} Prlnslp kelestarlan Jlngkungan, 0 D 
4) Perldraan beban pendlngln. 

5. Kenyamanan Vlsual (lndlkator SN/ 03-6573-2000) 
5.1. Dari dalam ke luar 1) Gubahan masa ba ngunan, . .. 0 0 ... 

2) Rancangan bukaan, 0 0 
3) Tata ruang dalam, D 0 
4) Tata ruang luar, D 0 
S) Bentuk luar bangunan, 0 0 
6) Pemanfaatan potensl ruang I uar bangunan(RTH), 0 0 
7) Pencegahan terhadap gangguan sllau dan pantulan slnar. D 0 

5.2. Dari luar ke dalam l) Gubahan masa bangunan, . .. D 0 ... 
2) Rancangan bukaan, 0 D 
3) Tata ruang dalam, D D 
4) Tata ruang tuar, 0 D 
5) Bentuk luar bangunan, 0 0 
61 Keberadaan ban.,unan uanR ada dan atau uana akan ada di sekltar ban.,unan. D 0 
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6. Kenvamanan Getaran 

1) sumber getaran, ... 0 0 . .. 
2) Baku tlngkat getaran, 0 0 
3) Dampak getaran terhadap llngkungan. 0 D 

7. Kenvamanan Audlal 
1) Sumber keblslngan, ... D D ... 
2) Tlngkat baku keblslngan, D D 
3) Dampak keblslngan terhadap llngkungan. D 0 

HASIL PEMERIKSAAN KEHANDALAN BANGUNAN 
Kesesualan dengan standar teknls, maka; 

a. D memenuhl, persyaratan site dan llngkungan, 
b. D memenuhl, Persyaratan teknls keselamatan dan kemudahan akses bangunan, 
c. D memenuhl, Persyaratan teknls kesehatan bangunan, 
d. D memenuhl, Persyaratan teknls kenyamanan bangunan, 

Berdasarkan hasll pemerlksaan melalul dokumen perencanaan dan perancangan, dengan lnl dlnyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di alas dlnyatakan MEMENUHI/TIDAK 
MEMENUHI•) ketentuan keandalan bangunan gedung, untuk selanjutnya Choose an Item. 
Demlklan pemerlksaan dokumen In! dllakukan dengan penuh tanggungjawab dan profeslonal, 

Kabupaten/Kota, 20 .. 
Pemeriksa, 
Tim Ahll Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 
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I PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN I !FORM STIR-0'.Il. 
LOGO 

PEMDA STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG 
Nama Bangunan .... lJ ~[Bffi Bldang STRUKTUR 
Nama Pemlllk/pemohon . 
Lokasl I 11• Paraf pemerlksa dokumen: 
No. Pendaftaran ' ... 
Tanggal Pemeriksaan .... 
Penanggunjawab Perencanaan .... 
No. Llsensi Bekerja I No. Sl<A . 

1 2 3 4 5 6 

ITEM PEMERIKSAAN HASIL METODE PEMERIKSAAN CATATAN 
PEMERIKSAAN 

A. STRUKTUR ATAS ADA TIDAK 
l. Perhltungan struktur atas D D ... 
2.Gambar struktur atas 

Daftar gambar struktur atas dan bawah 1. Cek pada kelengkapan berkas apakah 
dokumen sudah ada atau tidak. 

D D 2. Sesualkan dengan permohonan dan ... 
tipe struktur untuk ke tersediaan 
gambar "') 

Gambar denah lantal (termasuk notasl plat D 0 dan balok) 
... 

Gambar denah Iantal basemen (termasuk D 0 notasi plat dan balok) 
... 

Gambar denah kolom dan shearwall D D ... 
Gambar denah oile can dan tie-beam D D ... 
Gambar detail struktur balok D D ... 
Gambar detail struktur olat D D ... 
Gambar detall struktur kolorn D D ... 
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ITEM PEMERIKSAAN 
HASIL METODE PEMERIKSAAN CATATAN . PEMERIKSAAN 

.A, STRUKTUR ATAS ADA TIDAK 
Gambar detail hubungan balok-kolom D D ... 
Gambar detail struktur shearwall* D D ... 
Gambar detafl plle cap dan tie beam D D ... 
Gambar struktur tan,ui:a D D ... 
Gambar detatl sarnbunzan baia"' D 0 ... 
Gambar deta[I retaining wall"' D D ... 
Gambar struktur rarnn" D D ... 

3. Executive summarv struktur atas D D ... 
4. Kesesuo/an gambar struktur dengan gambor arsltek yang 

telah d/setuJul TABG Arsltektur 
Site clan D D 1. Cek kesesuaian gambar struktur ... 

dengan gambar arsltek yang telah 
Denahlantalbangunan D D dlsetujui oleh penllal arsltek ... 

2. Cek kesesualan slte plan khususnya 
Kesesualan vold D D untuk metode galian yang akan ... 

digunakan apakah batas galian maslh 

Elevasl lantal pada area yang dimohon. 
3. Cek kesesuaian den ah struktur 

terhadap gambar arsftek meliputi : 
Kesesualan jarak as, Kesesuaian 

0 D vold,Kesesuaian letak tangga dan lift, ... 
kesesualan bentuk denah dan elevasi 
lantai 

5. Peraturon perencanaan yang dlgunakan 
SNI 2847:2013 Persyaratan beton D D struktural untuk bangunan gedung 

... 
SNI 1729:201x Spesiffkasi untuk bangunan D D gedung baja struktural (1729:2002) 

... 
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1 2 ,' 3 4 5 6 

ITEM PEMERIKSAAN 
HASIL 

METODE PEMERiKSAAN CATATAN 
. PEMERJKSAAN 

A. STRUKTUR ATAS : ADA TIDAK 
SNI 1726:2012 Tata cara perencanaan 
ketahanan gempa untuk struktur 0 D ... 
bangunan gedung 
SNl.1727:2013 Beban minimum untuk 
perancangan bangunan gedung dan 0 D ... 
struktur lain 
SNI/ Peraturan lainnva D D ... 

6. Soft copy Perhltungan struktur atas 0 D . .. 
Gambar struktur atas D D ... 

B. STRUKTUR BAWAH ADA TIDAK 
1. Cek pada kelengkapan berkas apakah 

dokumen sudah ada atau tidak. 
2. Sesuaikan dengan permohonan dan 

tlpe fondasl struktur untuk 
ketersediaan gambar *) 

1. Perhltungan struktur bawah 0 D ... 
2. Laooran aenvelldlkan tanah D D ... 
3. Gombar struktur bawah 

• Gambar denah pondasl D D . .. 
• Gambar denah dan metode galian D D ... 
• Gambar detail pondasi D D . .. 
• Gambar detail DPT* D D . .. 
• Garn bar soldier pile" D D ... 
• Gambar dlndlng basemen* D D . .. 
• Gambar rencana deweterlng" 0 D . .. 

4. Soft copy Perhitungan struktur bawah 0 0 . .. 
Gambar struktur bawah D D ... 
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HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN 
Berdasarkan hasll pemerlksaan keJengkapan dokumen, dengan In! dlnyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose an 
item., untuk selanjutnya TIDAK DAPAT dilanjutkan untuk pemerlksaan lainnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota. 

---, catatan; ~--·----·-- -------------· ---·---- --------------------·--· 
Demlklan pemeriksaan dokumen lni dllakukan dengan penuh tanggung Jawab dan profeslonal, 

•••••••••u•••••u••••••••••/ •~•• 20 .. 
Sekretarlat, 
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota .. 
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I PEMERIKSAAN PERHITUNGAN PERENCANAAN I LOGO PEMDA STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG 
Nama Banaunan .... 
Nama Pemlllk/pemohon .... 
Lokasl .... 
No. Pendaftaran .... Para! pem,rlkH struktur 1t.s: 
Tanggal Pemerlksaan .... P1r1f pemerlksa struktur baw1h: 

Penana1iurdaw1b Perenc1n11n .... 
No. Llsensl Bekerja I No. SKA .... 

1 2 3 • s 
ITEM PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAAN METODE PEMERll<SAAN CATATAN 

A. STRUK11JR A TAS 
i. Peratu1an a,mmcanaan vana dlr,unakr,n O Sesual O Tldak Perhltunaan berdasarkan SNI . .. 

Peniiunaan: Cek beban hldup domlnan sesual densan peruntukan yang 
dlgunakan psda permodelan.SNI 1727:2013, Tabel4.1 

2. Beban 11/dup sesual dengan ptmggunaan Beban hldup: Contoh: untuk kantor dlgunakan beban hidup: 2,4 kN/m' (240 . .. 
O Sesual O Tidak ki/m2) 

3. Bentuk bangunon Beraturan ::J 
Tldat beraturan 0 
Analisls rlwavat waktu: Cek sesual den1ian persyaratan pada SNI gempa pasal 4.2.1 

... 
O Dlsyaratkan 

0 
' Tldak 

4. l<t!sesualan mutu b1ton dtngan asumsl O Sesual O Tldak 1. Cek kesamaan mutu beton yang dlsunakan pada buku 
dan prmodelon balo]; ............... MPa perencanaan dengan mutu beton pada Input software 

kolom ............... MPa perhltun1ian ... 
olat ............... MPa 2. Cek Juga terhadap aambar struktur yana dllamplrkan 

shearwall .............. MPa 3. Konv,rsl clerl Fe' k• K· ... 
K-300 >Fe'= 10 83>< 300 k11Jcm2l/10., 24 9MPa 

5. Kesesualon mutu btrlo denoon asumsl O Sesual O Tldak l. Cek kesamaan mutu b-1a y1n11 dl11un1k1n pada buku . .. 
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1.Z. Cek klnerJa batas layan 1. Cek pada tabel kinerja batas layan bangunan apakah ada 
• Slrnpangan antar lantai maksimum ................ mm simpangan yang melebihi syarat makslmum 
• Simpangan batas: 0,03/R x tinggi 2 . Cek slmpangan maksimum pada lantai bangunan dan 

tlngkat .. .............. mms30mm bandingkan dengan syarat simpangan yang diperbolehkan ... 
3. Batasan slmpangan maksimum yaltu yang terkecll dari 

D Memenuhl O Tldak nllai 0,03/R x Tinggi lantai atau rnakslmum 30 mm 
4. SNI 1726:2012 

1.3. Cek klnerla batas ultimate 1. Cek pada tabel klnerja batas ultimate bangunan apakah 

• Slmpangan antar lantai makslmum ................ mm ada slmpangan yang meleblhl syarat maksimum 
• Slmpangan batas: 0,02 x tlnggl ................ mms3omm 2 . Cek slmpangan batas pada lantal bangunan dan 

tingkat bandlngkan dengan syarat slmpangan yang diperbolehkan 
... 

3. Batasan slmpangan makslmum yaitu yang terkecll darl 
D Memenuhl O Tldak nllal 0,02 x Tinggi lantal 

4. SNI 1726:2012 

1.4. Cek rekapltulasl /uos/jumlah tulangan 
terhadar,: Cek rekapitulasl tulangan terpasang terhadap kebutuhan 
• minimum D Memenuhi O Tidak tulangan, tulangan minimum dan tulangan maksimum dan ... 
• maximum O Memenuhi D Tidak kesesualan pada gambar. 
• Kesesuaian dengan gambar tukmoan 181 Sesuai O Tldak 

15. Wind tunnel test 
Ketlngglan bangunan: .......... m 

Apabila tlnggl bangunan meleblhl 200 meter dlpertukan wind ... 
181 Dlsyaratkan D Tldak tunnel test 

DAda O Tldak 
--.-- ·- ~ -- ·--- ·-· - - - ··- -- 
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1 2 I 3 4 5 
ITEM PEMERIKSAAN HASIL PEMERIKSAAN METODE PEMERIKSAAN CATATAN 

B. STRUKTUR BAWAH 
l. Dasar·dasar perhftungan struktur O Sesual I D Tldak 1, Referensl yang digunakan 

bawah/ fondasl 
... 

2, Penvelldlkan tanah 1. eek bor log yang dilaporkan pada laporan penyelldlkan 
• Persyaratan minimal tltlk bor log dan ............. tltik tan ah 

sondlr D Memenuhl 1 D Tldak 2. Persyaratan bor logmlnlmal 3 tltlksedalam 30 meter atau 
• Kedalaman bor log ............ m sedalam panJang tlang fondasl dltambah 6 meter 

D Memenuhl I D Tldak 3. Dllsl dengan Jen ls tanah yang dlgunakan sasuat dengan 

• Rangkuman hasll penguJlan lapangan hasll penyelldlkan tanah ... 
dan laboratorlum ... 4. Dllsl sesual hasll penyelldikan tanah 

• Profll/ kontur tanah ... 
• Muka air tanah ... m 
• Parameter tanah untuk perencanaan 

daya dukung fondasl, settlement, 
11:allan/ tlmbunan 

3. Loading tes 1. Angka kemanan sesual dengan ketentuan 
• Angka aman (SF) fondasl ... 2, Olis[ sesual dengan fondasl yang dlgunakan 

3. Perhltungan faktor efektlfltas group pile untuk daya ... 
• Pelaksanaan loading tes DDlsvaratkan I OTldak dukun kelompok tlang 

Tldak dlsyaratkan Jlka SF?, 4 dan 
beban kerja fondasl s 70% daya 

... 
dukunR llln 

• Jumlah tltik yang harus dllaksanakan Jenls fondasl ......... 
Axial load tes: 
................ cm Tltlk load tes: ....... 
................ cm Tltlk load tes: ....... 
................ cm Tltlk load tes: ....... 
Ost. 
Lateral load tes: ... 

• Jumlah lanta[ 
basemen ..................... 

• Daya dukung lateral system 
fondasl/SF ......... 

• Beban lateral yg 
bekerJa ............. 

Borplle: 1. Sesual dengan ketentuan tlang bor,axlal test dllakukan 
Axial load tes: sebanyak 1/75 tlans dan untuk tlang panJans 1/100 tlang .. 
................ cm Tltlk load tes: ....... 
................ cm Tltlk load tes: ....... 
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................ cm Tltfk load test: ....... 
Ost. 
Lateral load tes: 
................ cm Tltlk load test: ....... 
......... ....... cm Tltlk load test: ....... 
................ cm Titlk load test: ....... 
Dst. 

4. Tes khusus sesual dengan keadaan Jumlah lantal atas: ... Sesual persyatan untuk Jenls tanah khusus, reklamasl atau ... 
bangunan Jenls tanah: ...... bangunan dengan ketlngglan lantal leblh darl 50 lantal 

• Tes seismic downhole D Dis ya ratkan D Tidak . .. 
• Anallsls site specific response D Dlsva ratkan D Tldak 

DAda D Tidak 
... 

5. Tlpe dan dava dukung fondasl 1. Dilsl sesual dengan buku perhitungan dan dllakukan 

• Tlpe nondasl .. ....... perbandlngan apakah beban rencana maslh dapat di 

• Dava dukun11: llln ......... tahan fondasl .. . 
• Beban rencana aava s:ravltasl . ........ 
• Beban lateral .. ....... 

D Memenuhl D Tldak 
2, Perhltungan penurunan/ settlement ............ cm. Batas maks 15 cm 1. Cek angka penurunan rencana pada buku perencanaan 

untuk perencanaan gallan 
D Memenuhl D Tldak 2. Sesual kan dengan nllal batasmlnlmum pada peraturan 

... 
vamz ada 

3. Metode don Derh/tungan aallan 1. Jenls gall an yang dlgunakan : open cut, soldier pile, Dwa/1, 

• Jenls Rall an . .... ~ ............. dll 
2. Cek angka keamanan pada buku perencanaan untuk 

• Angka keamanan DPT ............. D Memenuhi D Tldak perencanaan gallan ... 
• Stabllltas lereng O Memenuhi O Tidak 3 . Sesuaikan dengan nllal minlmum pada peraturan yang 

• Stabilitas gallan/ timbunan ada 
D Memenuhi O T!dak 

4, Perhltunaan dewoter/na D Memenuhl D Tldak ... 

5. Perhltungan keamanan terhadap D Memenuhl D Tldak . .. 
banaunan/ losllltas sekltar 

' . - . 
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HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN 
Berdasarkan hasil pemerlksaan kelengkapan dokumen, dengan inl dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dlnyatakan Choose an 
item., untuk selanJutnya TIDAK DAPAT dilanjutkan untuk pemeriksaan lalnnya oleh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota. 

rcatatan: .. ·--,··----·---------~--··---------------~- . ------ .: ... _ .: _ . __ · -··----- 1 
Demikian pemeriksaan dokumen ini dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan profesional, 

............ 11,,, ••••••••••• , ••.• 20 . 
Sekretarlat, 
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota .. 
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FORM UTIUTAS 01 

LOGO PEMDA 

PEMERIKSAAN DOKUMEN 
PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG 
Dlnas Terkait . Bidang UTIUTAS-DTC 

I, KELENGKAPAN ADMINISTRATIF DOKUMEN VANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA 
Penllalan 

No. Persyaratan Dokumen Dokumen yang dlaJukan Sesual I Tidak Catalan 

1 2 3 4 I 5 6 

1. Dokumen Laporan Perencanaan dalam format kertas A4 (blla ada lampiran DAda ID Ku rang lengkap I DTldak ada D D ... 
berukuran A3 dillpat menJadl format A4) 

2. Dokumen gambar-gambar perencanaan dengan skala 1:100 (denah) atau DAda I DKurang lengkap I DTldak ada D D . .. 
1:50/1:20 (detall) dalam format A2/Al/AO yang dtllpat menjadi format A4 

3. Semua lembar gambar sudah dilengkapl ldentltas berlkut inl : 
a. Nama Bangunan Gedung I Nama Proyek. 
b. Nama Pemllik dan Ala mat Pemlllk bangunan gedung. . .. 
c. Nama Perusahaan Konsultan (kecuall untuk perorangan). Sudah lengkap D / Belum lengkap O D D 
d. Nama Perencana penanggung Jawab bldang. 
e. Nomor Llsensl Kerja/SKA Madya darl Penanggungjawab Perencanaan. 

4. Dokumen Laporan sudah di tanda-tanganl Perencana, dengan tanda tangan 
basah. Dllengkapi dengan fotokopi Usensl Bekerja atau SKA Madya yang Sudah 0/ Belum D D D ... 
ditandatangan basah oleh pemegang Llsensl Kerja atau SKA Madya yang 
sesuai bidang perencanaan. 

s. Dokumen Gambar sudah di tanda-tanganl Perencana, dengan tanda tangan 
basah. Tanda tangan basah di halaman depan dan terakhlr, paraf basah Sudah 0/ Belum O D D ... 
pada semua halaman lalnnya : 



- 84 - 

FORM Ull02 
PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN 

LOGOPEMDA BANGUNAN GEDUNG 
Din as Terkalt .................................................................. 

TAU«; Bidang UTIUTAS-DTC 

I II, I PANDUAN UNTU~ KELENGKAPAN TEKNlS DOKUMEN PERENC~NAAN UTILITAS I 
No. Bldang Dokumen yang dlaJukan Kelengkapan Isl dokumen 

1 2 3 4 

1. SISTEMTATA UNG KU P PEMERIKSAAN 
UDARA GEDUNG 1. Slstem Air Conditioning dan Dlstrlbusl Udara. 1. Sf stem pemlpaa n alMaJuk (chll/ed,wat~r), untuk slstem dengan alr-seJuk (chllled·water), 
(Slstem 2. Slstem pemlpaa n refrljeran, untuk slstem DX (Direct Expa nslon Remote Condenser; Spilt AC; Variable Refrigerant Flow· VRF). 
Penghawaall] 3. Pemlpaan Air Kondenser, untuk slstem dengan kondenser yang dldlnglnkan air. 
kode:TUG 4. Pemlpaan Air Kondensat. 

s. Slstem Dlstrlbusl Udara. 

2, Slstem Pembuangan Udara/Exhaust, termasuk 1. Slstem distrlbusl udara. 
Exhaun Toilet dan Ventlfasl Ruang Parklr 2. Slstem ventllasl udera segar den exhaust untuk area parkir kendaraan. 
kendarae n yang tertutup dan/atau sfstem 3. Slstem pengamanan terhadap gas co, 
ventilesl/AC/Exhaust untuk ruang-ruang khusus 4, Slstem pengamanan terhedap gas C02. 
falnnva. s. Slstem Ventilasl/AC/EKhausr Khusus. 

3, Slstem pengamana n terhadap bahaya asap 1. Slstem Tekanan Udara Saf Pemadam Kebakaran dan Tangga Darurat. 
dala m keadaan darurat kebakaran 2. Sf stem Pen11endalla n Asa P kebaka ran. 

PERATURAN, STANDARD I TATA CARA PERENCANAAN & UTERATUR I BAHAN BACAAN 
1, Peraturan yang harus dltaatl i, U ndanz-undana Rec. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentan11 Ban11unan Gedun11. 

2. Peraturan Menterl PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyaratan Teknls Slstem Proteksf Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan 
Unakungan. 

3, Peraturan Daerah Kota Bandun11 No. S th. 2010 tentan11 Ban11unan Gedun11. 
4. Peraturan Wallkota Bandun11 tentan11 Banaunan Gedun11 ( sedan11 delem proses penvusunan I, 
s. Peraturan Wallkota Bandun11 tentan11 Gedun11 Hlleu ( sedan11 dalam ereses nenvusunan 1, 

2, Standar yang menjadl acuan tata cara 1. SNI 03-6572 Tata eara oerencanaan slstem ventllasl dan oen11kondlsfan udara oada baneunan 11edun11. 
perencanaan 2. SN! 03·6571 Slstem Pen11endallan Asao Kebakaran oada Ban11unan Gedun11. 

3. SNI 03-6390 Konservasl Ener11l Slstem Tata Udara Ban11unan GedunR, 
4. SNI 03·6389 Konserv.1sl Enel'Jll Selubun11 Ban11unan Pada BanJ1unan Gedun11. 
5. RSN I T-04-2005 Pembuan11an asac dan can as aklbat kebakaran, 
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No. Bldang Dokumen yang dlaJukan Kelengkapan Isl dokumen 

1 2 3 4 

Catatan: Penggunaan standar aslng sepertl ASHRAE Standard, British Standard dan/atau lalnnya hanya dlperbolehkan bllamana Standar 
Naslonal lndonesla be1um meneakuo hal-hal tersebut. 

3, Uteratur dan bahan bacaan yang dlsarankan 1. ASHRAE Handbook· Fundamental Annllcatlon Refrloeratlon Eauloment. 
2. Carrier· Handbook of Alr Condltlontno Svstem desl•n. 
3. Kementrlan ESDM · Pedoman Enerol Eflslensl untuk Desaln BanRu nan Gedu nR di Indonesia Buku 1 2 & 3. 

· -KELENGKAPAN TEkNIS DO KU MEN PERENCANAAN VANG OIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG 
1. Laporan Krlterla Perencanaan 1. Peraturan Standar dan Llteratur seba•al eernvataan bahwa oerencanaan men.11lkutl ketentuan tersebut. 

2. Data Ban•unan Gedun• van" menlelaskan ke""datan hunlan di settac ruanzan di settao laors lantal. 
3. Anallsls aemlllhan slstem. 
4. Uralan tentan• 11enera11an konsen Konservasl Enersl eada banzunan lfedun~ lnl. 
5. Kondlsl udara luar untuk nerencanaan routdoor deslnn condltlonsl. 
6. Kondlsl udara ruansan van• dlrencanakan 1/ndoardeslan condlt/onsl. 
7. Batas keeeeatan udara dalam cerobon• ld11ctl. 
B. Batas kecenatan air dalam <>Ina nada slstem den•an arr seluk (chilled waterl. 
9. Batas keru•lan tekanan dalam ntaa refrllera n Mda ststem DX. 
10, Jenls Refrl•eran van• dl•unakan oleh mesln AC. 
11. Persvaratan la Tu allran udara sesar atau certukaran udara fair change rate I, 
12. Uralan cara kerla Slstem Tata Udara oada keadaen normal dan oada keadaan darurat dan hubunaan denean slstem BMS/BAS. 
13. Slstem pengamanan terhadap bahaya asap kebakaran: 

a. Tekanan dalam saf pemadam kebakaran dan/atau tangga darurat kebakaran. 
b. Kecepatan uda ra pada plntu saf kebakaran. 
e, Uralan tentana cara kerla slstem vana dlounakan. 

14. uraian tentan1r tlnekat keblsfn11an ldeslan noise cr/terlal dan cara oenano11ulan11annva. 
15. Slstem Alarm gas-gas berbahaya : 

a. Detektor dan alarm gas CO. 
b. Detektor dan alarm •as coz, 

16. PenJelasan laln-laln yang re1evan berupa sallnan/copy darl llteratur ata u sta ndar atau technical leaflet - cukup dllamplrkan lembar yang 
berkaltan denRan oersoalan vanR hendak dlle1askan saJa. 

2. Lamplran Perhltunga n 1. Praklraan be ban cendlnRln I cukuc tvclcal floor 1. dllengkapl denean Analisls Pslkrom etrl. 
2. Praklraan beban pendlngln ruang yang menlmbulkan beban laten relatlf besar, sepertl restoran, ruang kebugaran dan lain-lain, 

dllengkacl dengan Anallsls Pslkrometrl. 
3. Perhltun~an keruoran tekanan clca afr-seruk lchl/led-waterl maunun elea air kondenser untuk menentukan tekanan lheodl eemee. 
4. Anallsls dan oenentuan karuosltas dan tekanan comea alr-seluk lchlllrd-woterl dan comoa air kondenser lkalau adal. 
s. Penentuan kanasltas dan tekanan fan-nenekan lnressurlzotlon fanl untuk Saf Pemadam Kebakaran. 
6. Penentuan diameter nlna refrllera n untuk v:o.no ternanlan2/terbesar keru2tannva. 
7. Perhltunoan keru•lan tekanan cerobono-udara fductl vanR utama. 
8. Anallsls cenentuan kaoasltas fan oada AHU 7 FCU 7 Exhaust Fan dan ceredaman keblsln11an fan. 
9. Anallsls dan perhltungan ventllasf udara luar I AC untuk pendlnglnan peralatan yang mentmbulkan panas dan pengendallan pencemaran 

udara dan bau (Rg. Parklr Kendaraan, Rg, Genset, Rg. Trafo, Rg. Mesln lift, Rg. Batere, Rg. Sampah, dll), 
Apablla perhltungan menggunakan computer software : 

1. Software yang dlgunakan harus yang telah dlsepakatl di Asoslasl Profesl dan/atau dlpergunakan di Perguruan Tinggl. 
2. Lamplrkan printout weather data dan data entry. 
s. Lamalrkan crlntout soace c.ooUng load dan zone cootlng load. 
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No. Bldang Dokumen yang dlajukan Kelengkapan Isl dokumen 

1 2 3 4 

3. Gambar·Gambar Perencanaan 1. Oaftar 11ambar. 
2. Oaftar Slmbol dan Sln~katan 
3. Olasram Slstem hta Udara Ged11ng mellp11ti : 

I, Slstem dlstrlbusl 11du1, lnt1ke fresh·air, room s11pply·1ir dan room e~haust·alr, 
b. Slstem alr-sejuk (chl//ed-water), pemlpaan refrlJeran, dan pemlpaan air kondenser. 
e. Slstem pembuansan asap. 
d. Slstem tek1nan saf kobakar1n. 

4. G1mbar denah tata letak saluran 11dara [ducting] paduetlap lantal denean g1mbar dua a:arlsyang manyatakan Tebar cerobon11 udara. 
Cataun: Pemba11lan zona harus dlnvatakan denHn lelas apablla dlrencanakan leblh datl satu zona pada l1ntal tersebut. 

s. Ga mbar denah r11an11 mes In dan ceralatannva falant room), serta detll dan potonnn 11an11 oerlu untuk menlalaskan cerencanaan. 
6. Data teknls mesln dan caralatannva leaul~ment schedulel. .. - 

2. SISTEM TRANSPOR· UNGKUP PEMERIKSAAN 
TASI VERTIKAL 1. Llf (elevator) Penumpan11 : 1. Llf Penumpana (Po-ua1111•r Elevotor)- Electric dan/atau Hldrollk. 
DALAM GEDUNG 2. Llf Service (Service Elt1vator). 
(So-ranc:, Hubungc:,n 3, Llf Pet111u Pemadam Kebakaran (Firemen Servler Elt1votor). 
Vertlkol Oalam 4. Llf Paslen (Hosr,lta/ Bt!d Elevatorl. 
Gedung) 2. Lantal-lalanltravalator-lmov/nn walkl 
kode:TDG 3. Tan1111a·l1lan I eskillator 111,cafatorl 

4. Llf Pel1v1nan (dumbwalterl 
s. Llf Babin IFrrlaht Elevc,tor\ 
6. Gondcla nntun11 tmalntenancr hoist) 
7. Alat Pen11an11kat/Pen11un11kit lalnnva. 

PERATURAN STANDARD I TATA CARA PERENCANAAN & Llll:RATUR I BAHAN BACAAN - -- 

1. Peraturan vans harus dlteatl 1. Undan11-undan11 Rec, lndonesl1 No.28th. 2002 Tentan11 Ban11unan Gedun11. 
2. Paraturan Mentarl PU No. 26/PRT/M/2008 th, 2008 Tentang Persyar1tan Teknls Slst.m Proteksl kebakaran Pada Ban111nan Gedun11 diln 

Lln11kun11an. 
3. Peraturen Daarah Kota Banduna No.5th. 2010 tantan11 Ban1111nan Gadun11. 
4. Peraturan Wallkota Bandun• tentana Banaunan Gedun11 I sedan11 dalam crosas Denvusunan l, 
s. Pariltur1n Wallkotil Banduna tantan11 Gedu "" Hiia u I sedan11 dalam i,rosas penvusunan l, 

2, Standar yang manjadl 1cu1n tata ca ra 1. SNI 03·6573 Tata Cara Perencanun Slstem Transoortasl Vertlkal Oalam Gadun11 I LIF \. 
perencanaan 2. SNI 03·2190 Konstruksl Lift Panumoan11 den11an MotorTraksl. 

3. SNI 03·2190.1 Konstruksl Lift Hldrolls. 
4. SNI 03;2190,2 Konstrultsl Lift Pelavan ldumbwo-Jt~r•. 
s. SNI 03·6247 .1 Konstrultsl Lift Paslen. 
6. SNI 03-6248 Konstruksl Eskalator. 
1. SNI OS-7052 Svarat,svara! umum kcnstruksl lift ""numcanll! vanll! dllalankan denRan motor traits! tanca kamar mesln. 
8. SNI 03·1735 Tata Cara Perencanaan akses ban•~nan dan akses llnRkunHn untuk cenceRahan bahava kebakaran cada ban1111nan 11edun11. 
9. SNI 03·1746 Tata Cara Perencanaan dan Pemasan11an Sarana Jalan Keluar untuk Penwlamatan Terhadai, Bahava Kebakaran. 
Catatan: PenHunaan stander aslng sepertl ANSI/ASME, British Standard dan/atau lalnnva hanva dlperbolehkan bllamana Standar Nasional 
Indonesia belum manc1kup hal-hl tanebut. 
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kELENGkAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DlPERIKSA TA9G .. • -·-· 

1. Laporan Krlterfa Perencanaan 1. Peraturan Standar dan Uteratur seba•aI nernvataan bahwa perencanaan menRlkutl ketentuan tersebut. 
2. Data Banaunan Gedun• vano: menlelaslcan keoadatan hunlan di setlao laols lantal. 
3. Skematl k/Bagan pola traffic (Traffic Pattern) di dalam bangunan gedung yang menerangkan tenta ng : 

a. Zonasl traffic, 
b. Jam Puncak (Rush-Peak Hour) dan Jumlah penggu na llf Penumpang, Eskalator & Travelator pada Jam ltu. 
e. Krlterla PHC. Waltlna Time / Interval untuk Uf. 

4, Uralan cara kerJa slstem, mellputt penJelasan tentang sl$tem penggerak mesln, slstem keamanan operasl, ststem operas! dalam keadaan 
normal dan keadaan darurat, slstem eatu daya llstrlk pada keadaan normal dan keadaan darurat, slstem komunlkasl dalam keadaan 
darurat. DI uratan 11enlelasan harus dllelaskan Uf van• mana vanR berfunRsl seba•al llf Petu•as PK. 

s. Penjelasan la! n-laln yang relevan berupa salinan/copy darl llteratur atau standar atau tedlnlcal leaflet - cukup dllamplrkan lemba r yang 
berl<altan denoan nersoalan vana hendak dllelaskan sala. 

2. Lamplran Perhltungan 1. Ana lls!s traffic ITrafflc Anahl<Js\ untuk Uf Penumnana Eskalator da n Travelator. 
2. Anallsls waktu temnuh llf PK darl lobbv utama sameat ke atao. 
3. Perhltunaan kekuatan kabel bala cenank kereta llf. 
4. Perhltunaan kekuatan rem Beban Penvelmbana nada kereta Llf dan Peredam Kelut. 
s. Anallsls dan 11erhltunoan waktu oemberslhan denaan menRRunakan ;ondola. 
6. Anallsls oava.aava nada rel oondola dan oerhltunaan momen ountlr. 

3. Gambar·Gambar Perencanaan 1. Dafter Gambar. 
2. Daftar Slmbol den Slnakatan. 
a. Slstem Uf Eskalator dan Travelator: 

1 Dlao:ram slstem llf Escalator dan Travelator. 
2) Gambar tapak bangunan yang menunJukan lokasl gedung dalam tapak dengan rencana Jalur lalu llntas pada keadaan normal 

maupun darurat kebakaran, khususnya u ntukjalur evakuasl penghunl, Jalur Petugas PK dan Ja lur Kendaraan PK (Perna dam 
Kebakaranl. 

3) Gambar lantal tlplkal yang menunJukkan lokasl dan slstem lalu-llntas (trofflc) penumpang, barang maupun Jalur Petugas Pemadam 
Kebakaran nada lantal tlolkal banaunan. 

4) Gambar potongan ruang luncur (holstway) yang menunjukan ruang mesln, kereta, sumuran (pit), beban penglmbang, balok 
pernlsah, larak antar lantal. 

5 Gambar rua no mesln mellnutl denah ruana mes In tata letak eeralatan tltlk·titlk beban-beban. 
6 Gambar detail vana menunlukan letak elntu detll olntu letak firemen em..,.,encv switch. 
7 Gambar detll untuk auide rail holstlna hoo~ senarator beam dll. 
8 Garn bar kereta slstem dava llstri k. slstem kontrol dan cen1aman. 

b. Slstem Gondola : 
11 Gambar denah dan Taiur •ondola. 
21 Gambar slstem rel dan "enambatannva dan aambar Sistem cen1;antunR. 
31 Gambar detell aondola detail Dlatform7kereta slstem dava llstrlk slstem kontrol dan cenaa man. 

3. SISTEM PlAMBING S!STEM PIAMBING I Air Berslh Air Panos, Air Koror & Air J<ororan, Ven, Drolnase & To/ano Air Hu/on l 
dan PERSAMPAH· LINGKUP PEMERIKSAAN 
AN 1. Slstem Air Berslh 1. Slstem Plamblng dlstrlbusl Air (Air berslh dan Air sekunder). 
koda: PLP 2, Slstem Dlstrlbusl Air Daur Ulang [Recycling Water). 

3. lnstalasl Penaofahs n Air Baku lb/la adal, 
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2. Slstom Air Panas 1. Slstem Pemba1111klt Alr Panas, 
2. Slstem Plamblna dlstribusl Afr Panas. 

3. Slstam Air Kotor/Llmbah, />Jr Kotor1n den Ven 1. Slstem Plambln1 Air KGtor & Kotoran. 
(pipe pelepas udaral 2. Slstem Pemlpaan Ven (Pemlpaan Pelepas Ud1ra), 

3. Slstem PengGlahan Air KGtor & KGtoran. 
4. lnstalasl Pen1olahan Air Umbah ( IPAL ), 
s. Slstem Pendauran Ulan11 Alr Umb1h, 

4. Slstem Dralnase & Talan1 Air Hujan 1, Slstem T1lan1 Air HuJan. 
2, Slstem Dralnase Gedun1. 
3. Slstem Bldang Resapan I Sumur Resapan. 
4, Slstern Pendauran Ulan" Air Hulan. 

s. Slstem Persampaha n 1. Slstem Pen1elolaan Sampah dan Tempot Penampungan Samentara. 
2, Sampah domestlk oraanlk din anor1anlk. 
3. Samo1h 83. 

]~ PERATURAN STAN OARD I TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR I BAHAN BACAAN 

1, Per1tur1n y1n1 harus dltutl 1. Undan•·undang RI No. 28th. 2002 Tentan• Ban•unan GedunA, 
2. KeoManKes No 492/MENKESIPERIIV/2010 tentan" Per1var1t1n Kuall!H Afr Mlnum. 

3. KeoManLH Nomor Keo-521 MENLH/10/199Stentan11Baku M~ Llmbah Calr Bui Ke•latan Hotel. 
4. KeoManLH Nomor Ke.,·112 th. 2003 tentan• Baku Mutu Llmbah Air Umbah Domestlk. 

s. Peraturan Pemerlntah No. 74 th 2001 tentana Pen~elolaan 83. 
6. Peraturan Pemerlntah RI No. 18 th. 1999 tentang PengelG1alan Llmbah 83 fo PP Nomor 85 Th 1999. 

7. Peraturan Pemerlntah RI No. 82 th. 2001 tentan• PenKGIGlaan l<ualltas Air dan Pen1end1 llan Pencemaran Air. 

8. Per1turan Daerah Kola Bandunir No.5th. 2010 tentan2 Ban2unan Gedun2. 
9. Per1turan Daarah Kota Bandung No.3th. 2012 Tenting Pengelolaan Air Tanah, 

10. Puaturan Wallkota B1ndunw tent1n1 B1n•un1n GedunlZ ( nd1n1 d1!am !lroses llenvusunan ). 

11. Peraturan Wallkota Banduna tentan• Gedun2 Hllau I sedans dalam proses penvusunen I. 

2. Standar yang men)adl acuan tata cara 1. SN! 19·6786-2002 Soeslflkasl Slmbol Ga mbar Slstem Penvedlaan Air dan Slstem Dralnase. 
perencanaan 2. SNI 03·6481 Slstem Plamblng. 

3. SNI 03-7065 Tata cara perencanaan slstem Plum bing. 

4. SNI 06-6373·2000 Tatl Cara Pemlllh1n dan PeiTlaianean Ven Pad a Slstem Plam blne. 

s. SNI 6773:2008 Soesiffkasl Unit Paket lnstalasl Pen11olahan Air. 

6. SNI 6774-2008 Tata care oerenc,nun unit "•k•t lnst1lasl Pen1olahan Air. 

7. SNI 03·2453-2002 Tata cara oerencanaan sum ur resapan untuk lahan i,eka ran•en. 
8. SNI 19·6410-2000 Teti Cara PenlmbunanTanah Untuk Blda n1 Resepan Pad a Pengolahan Air. 

9. SNI 19·6466·2000 Tata Cara Evaluasl Laoanaan Untuk Slstem Peresaoan PembuanHn Air. 
Catatan: Pen11unaan standu ulng sepertl ANSI/Natlonal Plumblna Code, British Standard dan/atau lalnnv• hanva dlperbo!thkan bllamana 
Standar Nasional Indonesia belum mencakuo hal·hal tarsellut. 
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,KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG'DIAIUKAN UNTUI< DIPERIKSA TABG 
~ 

.. 

1. Laporan Krlterla Perenc.:!I naan A. Peraturan Standar dan Uteratur seba11al "ernv.ataan bahwa perencanaan meMJkutl ketentuan tersebut. 
B. Slstem Air Berslh : 

1. Penleluan tent1n11 slstem "envedlan Air Berslh/Mlnum dan distrlbuslnva dalam ban11un1n. 
2, Sumber alrdan ka.,asltas !lenumbllan air cermenlt. 
3, Kebutuhan air berslh eer oran11 cer harl. 
4. Nerac.i Pen22unaan Alr mellcutl semua "en•aunaa n air di ban11unan Hedun11 inl. 
5. Kualltas air untuk ceruntukan vana dlsvaratkan. 
6. Volume !ants dan Deruntukan tankllbak "enamriun11 alr lair berslh dan air sekunderl. 
7, Batas kece.,atan dalam "l"a, 
8. Slsa tek&nan Dada alat Dlamblna. 
9. Janls dan bahan "l"a vans dlaunakan. 

c. Slstem Air Panas : 
1. Penlelasan tentan11 slstem cenvedlaan air Danas dan d!strlb uslnva dalam ban.,unan. 
2, Kebutuhan air Danas oer oranR Der harl. 
3. Suhu Air oa nas, 
4. Slsa tekanli n Dada a lat Dlambln11. 
s. Jen ls d1n bahan cl<>a "•na dl•unakan. 
6. Penlelasan tentana slstem "&mbanaklt air r>anes. 
7. Uralan cara kerla slstem term11uk care Dennturan suhu air Danas. 

D. Slstem Air Kotorll!mbah Air Kotoran dan Ven li,1.,a 1>eleoas udaral: 
1. Uralan / oenjeluan slstem. 
2. Jenls.-lenls Air buangan dan sumber asal Air buanun. 
3. Volume air katoran/kotor ner kanlte atau enulvalentnva. 
4. Keceo1tan allran dalam "'"• "•n•umnul. 
s. Jen ls dan bah1n nli,a van• dl•unaka n. 
6. Kemlrlnaan Pina. 

E. Slstem Dralnase & Talan• Air Hulan: 
1. lntensltas cu rah hulan van• dlaunakan dalam eereneenaan dan penlelasan sum bet data van a dlaunakan. 
2. Taraf 16cell"l banlir bani,unan dan tltlk sambunsan salura n keta penerima. 
3. Kececata n all ran ma kslmum dan minimum \/3/111 dllilnkan. 
4, Jurnlah dan dlmensl sumur resaean, 
s. Jenls bahan clca vane dlaunakan. 

F. lnstalul Pennolahan Air Baku lb/la ado\: 
1, Kualltas air van11 akan dlolah dan kualltas hasll oen.ciolahan, 
2, Dasar cemlllhan oroses dan uratan <>enlelasan slstem oen11olahan. 
3. Faktor·hktor yang dl11unakan dalam perencanaan pada baglan utama darl pengolahan sepertl prasedlmentasl, aerasl, ko1gulasl, 

flokulasl, flltrasl deslnfeksl dan unit ereses leln van2 dian211ac centln11. 
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G. lnstalasl Pen~olahan Alr Llmbah IIPALI: 
1. Dasar oemlllhan oroses dan slStem oenizolahan. 
2. Besaran oarameter·oarameter oen2olahan dan kualltas afr hasll olahan vanl!' dltetaokan. 
3. Uralan oen elasan oenizolahan ertmer, 
4. Uralan oen elasan nenaolahan sekunder. 
s. Uratan Den elasan oenaolahan tersler. 
6. Uralan nen elasan tentana rencana oemanfaatan air hull darl proses oendauran ulaniz air llmbah. 

H. Slstem Persamoahan : 
1. Uralan oen elasan lenfs·lenls samoah buansan dan oenaelolaannva termasuk samoah 83 lb/la ada\. 
2. Krlterla tlmbulan samoah oer kaolta oer harl untuk setlao lenls klaslflkasl samoah. 
3. Perhltunizan volume sam oah eerhart, 
4. Penlelasan lokasl dan lenls konstruksl termasuk slstem dralnase dan eerhttunaan dfmensl temnat cenaumculan sementara. 
5. Uralan <>enlelasan tentana newadahan sementara tokasl Temoat Penaumoulan Sementara dan slstem dralnasenva. 
6. Penielasan akses dan manuver kendaraan nen1>an~kut samoah ke temoat oenaumoulan sementara. 
7. Penlelasan rltasl oenl!ambllan samoah mlnoouan a tau waktu vana oerlodlk lalnnva. 

2. Lamplran Pemltungan A. Slstem Alr Berslh : 
1. Anallsl, dan nerhltunPan kebutuhan air berslh keseluruhan oer harl. 
2. Anallsls I Nerata Penoau naan Air. 
3. Anallsls dan oerhltun11an kanasltas tankl-tankl ""nvlmi>anan air. 
4. Perhltun11an lalu air berslh berdasarkan U BAP untuk penentuan ukuran·ukuran olea. 
5. Penentuan ukuran etea-eiea utama dan oerhftungan kehllanl!an tekanan oada eiea utama dan lalur dlslrlbusl krltls. 
6. Anallsls pemlllhan pompa mellputi perhltungan dan pemer1ksaan NPSH dan perhltungan tankl tekan blla dlgunakan. Lengkapl 

dengan kurva slstem dan kurva pompa dengan menggunakan kurva darl fabrikan pompa (brand-name dan/arau merk honn 
dlhaausl. 

7. PerhltunHn water hammer. 
8. Perhltun~an untuk hal-hal van a kh usus lb/la adal. 

8. Slstem Air Panas : 
1. Penlelasan tentana slstem oembanaklt afr eanas. 
2. Suhu desaln air oanas suoolv dan return. 
3. Krlterla kebutuhan alr oanas eer kanlta eer harl. 
4. Suhu desaln air eanas sunnlu dan return. 
5. Batas kece oatan dalam elna, 
6. Ketentuan slsa tekanan oada alat·alat nlamblno/alat·alat sanltalr. 
7. Jenls dan bahan nfca van11 dfaunakan. 
8. Jenls lsolasl nloa van" dlizunakan. 

c. Slstem Air Kotor/Llmbah Air Kotoran dan Ven rnJna oeleoas udaral : 
1. Penlelasa n ten tan" slstem arr kotor air kotoran dan ven. 
2. Penlelasan lenls-lenls alr buan~an dan sumber asal air buanaan, 
3. Beban air kotoran dan air kotor ner kanlta. 
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4. Jenlsdan lc.elas oloa vanR dlRunakan. 
5. Krlterla kemlrlnzen Pica. 
6. Anallsls Pendauran Ulam1 Air termasuk nemanfaatan air daur ulan11. 

o. Slstem Oralnase & TalanR Air Hulan : 
1. PerhltunRan kebutuhan !alanR air hulan - diameter talam1 dan lumlah ta la nR. 
2. Perhltunaan diameter plpa dan alau dlmensl saluran terbuka di luar bangunan (dralnase halaman) sampal dangan penyambungan 

ke badan air oenerlma atau sumur resacan. 
3. Penlelasan dan oerhltur\un nen••unaan material slntetlk oeresaoan air hutan [bl/a dlaunakanl. 
4. AnaUsls dan r,erhltun•an lumlah sumur resacan vanR d[11erlukan perhltum1an dlmensl surnur resaean, 

E. lnstalasl Pen•olahan Alr Baku lblla adal : 
1. Analrsrs dan cerhltun•an croses dan hldrollka sesual denJfan urutan unlt-untt pen~olah. 
2. Perhltun~n kebutuhan dava Ustrlk untuk seluruh lnslalasl. 

F. rnstalasl Pen•olahan Air Llmbah riPAl\: 
1. Penlelasan ""'mbebanan slstem nen•olahan air llmbah: Beban BOO SS Hldrolls. 
2. Krlterla desaln keluaran BOO dan SS. 
3. Anallsls dan nerhltun•an nroses dan hldrollka sesual denitan urutan unlt·Unlt penJfolah. 
4. Perhltunaan kebutuhan dava llstrlk untuk seluruh lnstalasl. 

G. Slstem Persamoahan : 
1. Perhltun1>an volume samnah-samaah eerhart, 
2. Perhltun.,an kebutuhan Temnat Penamcun11an samoah Sementara. 

3. Gambar·Gambar Perencanaan 1. Daftar Gambar. 
2, Daftar slmbol & slnakatan. 
a. Slstem Plambln" : 

1 Ola11ram Slstem Air Berslh. 
2 DlaRram Slstem Air Panas lb/la adal. 
3 DlaRram Slstem Air Kotor Air Kotoran & Ven. 
4 Dla~ram Slstem Talana Air Hulan. 
SJ Gambar Tapak yang menunJukkan Jalur dan Jarlngan POAM, Slstem Air Berslh, Air Kotor & Kotoran, Air Hujan, lokasl sumur dalam 

lbllaadal. 
6 Ge mbar Oenah Toilet dilenakacl denaan aambar lsometrl [untuk toilet tlclkal cukuc dlbuat 1 sale), 
7 Gambar Detail Ruan1r Pomna Air Berslh dan Ground Water Tank. 
8 Gambar Detail Roof Tank dan Pomna Booster lbllo ado\. 
9 Gambar Bulldlna Tran. 
10 Gambar Slstem lnstalasl Pen•ola han Air Baku/Air Berslh [bila odal. 
11 Gambar Slstem IPAL lenakan berlkut aambar denah DotonRen dan lnstalas] recvclln11nva lblla adai. 
12 Gambar Slstem Penamcun•an Pen•olahan Afr Hulan berlkut aambar denah cetonean dan delail lnstalaslnva lb/la adol. 
13 Gembar Sumur Resanan. 

b, Slstem Persamnshan : 
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1 Ol111ram skem1tlk slstem oena1n11kutan samoah,termasuk trash chute dala m 11Gdun,z lb/lo odol. 
2 Gambar tao a k vana menunlukkan TPS di luar -"&dUnl!. 
3 Gambar detail TPS di dalam •eduna, serta r,ersvaratan temperatu r da n ventllasl. 
4 Gambar tata letak aeralatan. 
51 Gambar-.i,ambar lain sesual kebutuhan. 

4. SI STEM UNGKUP PEMERIKSAAN 
PEMADAMAN 1. Slst,m Ploa Tank Hldran (StandJJ/M and Host svst•m• 
KESAKARAN AKTIF 2. SI stem Sorin kier Otomatls IAuromatlc Stirlnkltr) 
(Slstem·mtem 3. Slstem Pomoiil Kebak.aran IF/reoumns Sttl 
Prott1ksl Ktbakaron 4. Slstem APAR IPortabJ,, EJtt/naulsherl 
Aktlf) 5. Slstem Pemadaman Otomatls den11an bahan/tal aktlf la lnnva lb/ta adal 

koda:PKA 
. PERATUIIAN STANllARD J TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR J BAHAN BACAAN 
1. Peraturan vans ha rus dltaatl 1. Undan11-undan11 Re11. Indonesia No. 28th. 2002 Tentan11 Bangunan Gedun11. 

2, Peraturan Menterl PU No. 26/PRT/M/2008 th, 2008 Tentans Persyarata n Teknls SJ stem Proteksl Kebakaran Pada B1n1unan Gedun1 dan 
llnakun111n. 

3, Peraturan Daerah Kota B,mdun• No. S th, 2010 tentan11 Ban.11unan Geduni, 
4. l'.raturan Wallkota Bandun.i, tentana Ban.i,unan Gedun11 ( sedan.II dalam prosas p1nvusunan I, 
5. Re11ulasl/Ketentuan van• berkenun den•an unit Pemadam K1bak1r1n Kota Banduna dan DEPNAKER. 

2, su,ndar van1 menJadl acuan tata cara 1. SNI 03·1735 Tlta cara oerencanaan akses b1n11unan dan akses llnakunnn untuk oenceaahan baha11a kabakaran 11ad1 ban•unan •eduna. 
perencanaan 2. SNI 03·1736 Tata cara Derencanaan slstem croteksl oaslf untuk 11enceaahan bahava kebakaran cada ban.i,unan rumah dan aeduna. 

3. SNI 03-1745 Tata cara perencanaan dan pemasangan slstem plpa te1ak din slan11 untuk pance11ahan bahava kabakaran pada bangunan 
rumah dan c,edun.i,. 

4. SNI 03·3989 Tata cara puencanaan d1 n pamuane1 n slstem Spring kier Otomatlk untuk pence1ahan bahaya kebakaril n pada baniunan 
Red Uni, 

s. SNI 03·1746 Tata cara perenca n11 n dan pamuanga n saran a Jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap b1h1ya keba kar,n pad a 
ban11unan aadun11. 

6. SNI 03-6S70·20011nstalasl Pom11a Van• DIDasan• Teta11 Untuk Proteksl Kebakuan. 
7. SNI 03·1746·1989 Metcda Pemasan11an Pemadam Anl Rln2an untuk Pence21han Bahava Kebakaran Dada Ban11un Rum ah dan GedUnll, 
B. SNI dan/atau standar lalnnva sesual denaan kebutuhan slstem oemadaman kabakran 111da Hdun2 lnl. 
Catatam Penggunaan standar ulns sepertl NFPA, British Standard dan/ata u lalnnya hany1 dlperbolehkan bllamana St111d1r Nasional 
Indonesia belum mencakUD hal-hal tersebut. 

3. llteratur dan bahan bacaan vane dlsarankan 1. NFPA·13 Standard for the Installation ofScrlnkler Svstems. 
2. NFPA-14 Standard fer the lnstallatlcn of Standolr,e Private Hydrant and Hose svseems, 
3. NF PA·20 Standard fer the Installation cl Statlonaiv Pu mes for Fire Protection. 
4. NFPA·10 Standard fer Portable Fire Extln11ulsher. 
s. BSl·9999 Code of Practice for fire safetv ln the deslan management and use of bulldln.i,s, 
6. Scekartono Soewarno "Pamah1m1n Terh1dan lnstal1sl Pemadam Kebakaran Berbasls Air" BK·Mesln PII 2011. 
7. M1honev, Eu11ene F. Fire Dacutmants Hvdraullcs. 
8, Crane Co. Flow of FMds Throuah Valves Flttlnas and Ploe, 

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN VANG DIAJUKAN UNT\JK D!PERIKSA TABG 
1. Lacoran Krlterla Perencanaan IA. Peraturan Standar dan Uteratur sobaaal 11ernll!ltaan bahwa oerencanaan men.,lkutl ketentuan tersebut. 
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8. SI stem Ploa Te1rak Hldr.i n : 
1. Anallsls Hldran & stamesse, dllengkapl a:ambar penjelas yana: diberi lingkaran·lingkaran untuk menJelaskan Jaralc/Jangkauan, 

mellputl: 
a. Jarak ma ks I mum Hldran kota terdekat ke pemberhentlan mob II PK. 
b. Jarak makslmum lokasl pemberhentte n mob ti PK ke slamesse. 
c. Pen1 mbahan hldran hal•m•n bll1 dlperlukan sesual ketentuan di Permen PU din /atau SNI, 
d. Sumber Air Hldran Halaman. 

2, Pemarlksaan Jarak an tar katup la ndlng dllengkapl gambu penJelas yang dlbarr llngkaran,llngkaran untuk men]ela1kan Jangkauan 
luas lcov•raa~ artal dan komo1rtemensl Cberlaku untu k seluruh lantll sade n&kan untuk lantal tiolkal eukuo 1 &ambarl. 

3. AMllsls Ke las Pelayanan dan Slstem Pip a Tegak & 511 ng yang dlplllh : .. Kalas Pelayanan • 
b. Jenls Plpa Tegak yang dlpasang. 
e, Diameter oJoa teirak. 

4. eauis·batas tekanan vans harus dlpen uhl : 
a. Tekanan untuk katup 1,5 Inch dan tekanan untuk katup landln11 2,5 Inch, 
b. Tekanan maksJrnum yang dlljtnkan pada plp1 tesak. 
C, Tek,nan m1kslmum van• dlllnka n oada slstem. 

5. Lalu Pasckan Air van11 dlsva ratka n untuk elea Teeak pertama dan ta mbahan setlao 1 olDa tegak. 
6. Uralan penJelasan tentan1 slstem Plpa Tegak dan Slan1mencakup ru)ukan, tekanan, Jumlah plpa tegak, slstem pompa, pasokan alr, 

KSSK. dll. 
7. Janis dan bahan dan kelas kekuatan "i"a dan asesorlesnva. 

c. Slstem Scrlnkler Otomatls : 
1. Klaslflkast Kelas/Sifat Bahava Kebakaran nada Gedun11. 
2. Anallsls "enentuan Slstem Snrlnkler vana akan dloasan11 oada ban1unan 11edun11 lnl. 
3, Krlterta penempatan kepala sprinkler, mellputl : 

I, Luas lln11kup per kepala sprinkler sesuaJ kelentuan SNI. 
b. Tekanan Air pad1 kepala sprinkler. 
e, Ma kslmum S x D. 
d, Ukuran kepala sprinkler. 
a. Kepadatan pancaran air, ,. Jenls/soeslflkasl keoala sprinkler, 

0. Slstem Pomoa Kebakaran f Flrt!Dumm S•t j 
1. Skema lnstalasl Pam ca Kebakaran sesual rulukan cerencanaan len11kao denun etea test dA. 
2. Ana II sis set pomp a kebakaran yang dlpasa ng tetap: 

a. Suction type. 
b. Jumlah Pompa Utama. 
c. Janis Pompa Utama. 
d. Jenls Pompa Jockey. 
e. lnstrumentasl dan kontral. 
f. Slstem Oi,erasl otomatls. 

3. Anallsls dan ba1>an eatu dava Ustrlk untuk nomna kebakaran. 
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e. S!stam APAR: 
1, Uralan slstem APAR mellputl penJelasan berlkut lnl : 

a. Slfat bahaya kebakaran, Jenls APAR dan ukurannya. 
b. Krlterla Jumlah APAR, 
e, Jarak cemasan11an antar APAR. 

F. Slstem Pemadem Kebakar•n denaan Bahan/Zat Aktlf lalnnva: 
1. Uralan cenlelasan tentan,r bahan/zat aktlf ven,r dl11unal<an dan alann cenuun11nnva. 
2. Uralan cenlalasan can cele1>as1nnva. 
3. Pemba11lan zona dan batas ruan,r vanir dlllndunal. 
4. Krlterla tekanan desaln oada nozzle cete1>asan. 
s. Referensl tata cara cerencanaan vano dlaunakan. 

2, Lamplran Perhltungan A. Slstem Ploa Tank Hldran: 
1. Anallsls "erhltunaan rarak-larak untu k nllar hldran kola dan/atau ollar hldran halama n. 
2. Anallsls nerhltunaan lumlah "'"• teaak aeduna berdasarkan funnl klaslflkHl dan luas Der lantal aeduna. 
3. Anallsls nanemnatan katun nmbunaan <>emadam kebakaran lslam~sH conn~tlonl. 
4. AnallslsJenls saf kebakaran vana harustersadla: smoke vestibule, lift dan tanH• berdasarkan dalamnya buemen paling bawah 

d an/atau tln,r11I 11eduna. 
s. Anallsls lanakauan luas lcoveraae areal k1tun landln,r di nf kebakaran. 
6. Anallsls cadan,ran air mellDUtl kaoasltas c1dan•1n alrdan lokul t1nkl DenvlmDannva. 
7. Anallsls dan oerhltun11an oenentuan dlmensl eiea te1rak tseea ra hldrollk a tau secara skedul cl cal. 
8. Anallsls dan cerhltunHn alat·alat Denurun tekanan (oressur~ rt!dudna valve dan/atau ar/fiee ofo~I. 
9. Anallsls da n "&rhltunoan tekinan fh,radl eemea Kebakaran ff/rt! aumosl. 
10. Kelen,rkacan Kotak KSSK IKatu n Sambunoa n Selan,r Kabaka ra nl Geduna t Fire Hose Cabinet l. 
11, Sceslflkul Sam bunHn den,ran Petuo,s Pemadam Kebakuan Dada katuD landln1 dan sla messe. 

B. Slstem Sorlnkler Otomatls : 
1. PerhltunHn hldrollk .. Ina dllenokanf den•an sketsa oemloaan. 
2. Ana II sis Jarak a ntar kepala sprinkler sesu1I den111n tln8kat bahaya dllenskapl densan skeua Jan1ka uan area (coverage area) 

scrlnkler. 
3. Anallsls dan cerhltunaan untuk oenentuan ukuran plpa Demba2I utama clca oemba,rl o!oa cabanir. 
4. Analisls dan oerhltun,ran alat-alat oanurun tekanan (pn1sur11 redue/r,a valve danlatau or/flee pfatel. 
s. Anallsls dan oerhltun,ran tekanan lht'1dl vana cil-rlukan. 

c, Slstem Pomoa Pemadam Kebakaran IF/rt oumos s~tl : 
1. Pemlllhan Pompa Kebakaran dan Pompa Jockey yan1 dllengkapl den11an kurva Pompa yan1 menJelaskan Kondlsl Desaln, Churn 

Preuure, Extended Flow-lensk1pl den1an sketsa men1sun1kan kurva darl fabrlkan pompa (bra11d·11am, dan/otau mtrk haru, 
d/hQDUSl. 

2. Anallsls dan "•rhltunDan kebutuhan ~envedlaan d1v1 llstrlk untuk comDa kebakaran. 

D. Slstem Pemadam l<eb1karan den11an 8ah1nizat Alctlf lalnnva : 
1. Analisls dan oerhltunaan kebutuhan bahan/zak aktif. 
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2. PerhituMan srsa volume bahan7zat aktll oada olpa. 
3. Perhltun2an cenentuan ukuran clca. 
4. Parhltun2an kehllan11an tekanan cada elea, 

3, Gambar·Gambar Pereneanaan 1, Daftar Gambar. 
2, Daftar slrnbol & slnakatan. 
A. Slstem Proa Te2ak Hldran Scrlnkler Otomatls dan APAR: 

1. Dlaaram Slstem Pica Tenk Hldran ldan scrfnkler - bl/a m•r1•rank12n slst•m komblna11l. 
2. OIHram SI stem Scrlnkle r Otomatrs ftldak cerlu dlbuattercl11h- blla menera okan slstem komblnasll. 
a, Skedul oomna kebakaran, 
4. Garnbar tapak vang menunJukkan: 

a. Jalur Jalan/llntasan mobll PK 
b. Poslsl Plllu Hldran kota 
e, Poslsl Piiiar Hldran h1laman (bl/o dlperlukan) 
d. Poslsl parklr mobll PK 
e, lndlkasl Jara k mob II PK ke Pillar Hid nm ,. lndlkul Jara k mobll PK ke Slamesse 
a, Jarln •an cemlcun di UDlk 

s. Gambar·riambar den1h van; menunJukkan: 
a. Poslsl Katup Landini 2,S Inch 
b. Poslsl KoUk Sambun111n Sala ns K1bakaran 1,5 Inch 
c. Poslsl Peletakan APAR. 
d. Katup Kendall Cabang sprinkler 

Catatan: 
I. Masln11·mnlni dllenakapl den1an llngkaran-lln1karan covera11e aru. 

11. Berlaku untuk seluruh lantal, untuk lantal tfplkal cukup 1 gambar. 
6. G1mbar ~ntal Casar van• menunlukkan falur-lalur evakuasl dan 1kses Potuiras PK. 
7. Ga mbar Ruing Pompa dllenskapl skem.itlk slstem pompa, slst1m peng1man tekanan, shma kontrol operas I otomatls, catu daya 

llstrlk, clan laln-laln vana relevan. 
B. Ga mbar Kotak Sambun•an Selan a Kebakara n dan detail ooslsl cemasanHonva. 
9. Tata Letak Pomca PK di Ruana Pomca dllenakacl denHn detail. 
10. Dlaoram Slstem Catu Dava llstrlk Pomi,a PK, 
11. Ola2r1m Slstem Deluae Solnkler dan/atau PreAetlon Sprinkler (blla menerapkan slstem lnl), 
12. Tata letak Slstem tarsebut di atas. 
13. Gambar·•ambar lalnnva sesual kebutuhan untuk menlelaskan slstem lnl • 

B. APAR: 
1, Tata Letak Pen1mpat1n APAR di setlap lantal (untuk lantal tlplkal cukup 1 buah 1ambar) dllen11kapl den1en llnaklran·llnakaran 

covera•e area. 
2, Detail Pemasannn APAR. 

c, Slstern Pemadarn den.an bahan/rat aktlt l1fnnva : 
1. Dla,ram Slstem. 
2. Tata letak Slstem. 
3. DIHram Slstem Kontrol O"erul clan Slste m Pennmanannva. 
4. Gambar·nmbar lalnnva sesual kebutuhan untuk men!elaskan slstem PK. 
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s. SISTEM USTRIK LINGKUP PEM ERIKSAAN 
ARUS KUAT DAN 1, Slstem Catu Daya Llstrlk 1. Sumber Cava mellcutl sumber Cava Uta ma dan sumber Dava Cad1n11an. 
PENANGKAL PETIR 2. Slstem Dlstrlbusl Te11an11an Menen11ah. 
kode:lAK 3. Slstem Dlstrlbusl Teaan11an Rendah termasuk Slstem Dlstrlbusl Cava dalam dan luar 11edun11. 

4. Slstem UPS din Dlstrlbusl Dava Llstrlk UPS. 
2, Slstem Pencahayaan buatan 1. Slstem Pencahavaan dalam 11edung termasuk Pencahavaan dekorasl Pencahavaan luar Hdun11 dan eeneahavaan rambu udara. 

2. Slstem Pencahavaan dalam hadaan darurat. 
3. S!stem Pembumlan M1Uoutl : lnstalasl Pembumlan slstam dlsrlbusl dava da n oemb um Ian oen11aman. 
4. Slstem oanangkal Patlr Mel!outl: lnstalasl Penan11kao. Pen11hantar den Pembumlan. 

PERATURAN STANDARD I.TATA CARA PERENCANAAN & UTERATUR I BAHAN BACAAN 
1. Peraturan yans harus dltaatl 1. Undanll•undanll Reo. lndonesla Ne.28th. 2002 Tentamr Ba n11una n Gadun11. 

2. Peraturan Menterl PU Ne. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentana Persya ratan Teknls Slstem Proteksl Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan 
l!ngkunizan. 

3. Ptrature n Oaerah Kota Ban du n11 No. S th. 2010 tentan1 Ban11u nan Gedun11. 
4. Ptratura n Wallkota B1ndun11 tentan11 Ban11unan Gedun11 ( s~dana dalom Drosts ,ienvusunon J. 
5. Peratura n W.illkcu B1ndunK tentan11 Gedun1 Hila u ( sedona dalam proses Dttwusunan l. 
6. R11ulasl/Ketentuan v,n1 berkenaan d•n11an PLN unit Pem• dtm Kebakuan Bandung dan DEPNAKER. 

2. Standar yang menJadl acuan tata cara 1. SNI 04-0255 Persvaratan Umum lnstalasl Llstrlk (PUILJ. 
perencanaan 2. SNI 03·7013 Slstem Proteks) Petir Pada Ban11unan Gedum1. 

3. SNI 03·6575 Tata can perancangan slstem pencahavaan buatan pada banizunan 11edun11, 
4. SNI 03·6197 Konservasl EnerRI Slstem Pencahavaan Pada Ban11unan Gedun11. 
Cat1tan; Peninzunaan standaras!nll hanva dlDerbolehkan bllamana Standar Naslonal Indonesia belum mencakuD hal·h1I tersebut. 

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG 
1, Leporen Kr!terla Perencanaan A. Peretura n Standar den Uteratur sebual oernvataan bahwa oerencannn men11lkutl ketentuan tersebut. 

B. S!stem Catu Cava l!strlk : 
1, Uralan PenJelasan tentang Slstem Penyedlaan Ustrlk, mellputl : .. Sumber Daya Utama, Sumber Daya c.adangan, Sumber Daya Darurat din Sumber Daya UPS, 

b. Konsep perallhan darl Sumber Daya Utama ke sumber Daya Cadangan. 
c. Rumah traro (power house). 
d. Konsep peniendal!an Faktor Daya. 
e, Jenls·Jenls beban & prlcrltas layananny1. 
t. lmplementasl slstem supervlsl/ mcn!tcrln1 vans dltenpkan. 
II, Karakterlstlk sumber dava vanR dlsvaratkan : Persyar1tan te11an11an, frekuensl dan h1ndalan. 

2. Uralan pen)elasan slstem DlstrlbuslTegan11an Menegah [TMI, mellputl: 
a. Slstem din Jenls lnstalasl yan1 dlterapkan. 
b. Jenls Pemutus Daya yang dlplllh untuk Incoming, Metering. Be ban & out1orns. 
c. Slstem pen1hubun1 antara Pemutus Daya ke unit Transformer. 
d. Penlelasan tentanR rumah 11ardu berlkut lnstalasl Panel Teun11an Menen11ah. 
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3. Urafan pen)el1nn slstem Dfstrlbusl Tegangan Rendah ITRJ, mellputl : 
a. Sf stem dan Janis lnmlasl yan11 dlterapkan. 
b. Jonis penilatan pemutus daya van11 dlpllfh untuk Jncomlna. Meterlns, Beban & Outgoing. 
c. Slstem pen1hubung antara Trafo Dlstrfbusf ke Pemutus Daya di Panel lnduk Tesangan Rendah. 
d. SI stem pen11hubun11 antln Pemutus Daya df Panal lnduk Te111n11n Rendah ke sub panel dlstrfbusf. 
e, Pen)elaun tentan1 ruan1 Panel Tesangan Rendah. ,. Jmolementasl slstem suoervlsll monftorlnlf vanJZ dlter1111cln. 

e, Slstam Pencahavaan : 
1, U ralan oenlefasan tentan,r krlterla tln,rkat kuat cahava van,r dfolllh untuk tlao lenls ruan,ran. 
2. Uralan tentan,r konseo oencahavaan alaml & konsep oencahavaan buatan. 
3. Uralan konsep penghamatan enersf, mellputl: 

a. Penentuan Jenfs·Jenls lampu berlkut armatu rnya yan11 dlpllih berlkut uralan kuat cahayanya. 
b. Pola grouping dan penyalaan lampu. 
c. lmolementasl slstem oenvalaan 11 meu den,r1n sensor gerik. 

4. U nilan slstem Pencahlyaan Darurat, m•llputl : 
I, Slstem yan1 dl!er1pk1n, sentr1l 1tau Individual. 
b. Konsap aktlvasl/penyalun l1mpu daru rat dalam k .. daan emerseny. 
c. Tltlk·tltlk oenah1va1n daruret sesu1f denRan konsep ev1kuasl dalam keadnn darurat, 

o. Slstem Pembumlan : 
1, Penerapan konsep tltlk pembumlan (grounding) untuk penyaluran: 

a. Atus Ga na,uan Hubuns Slnskat, Arus Bocor dan Resldu Muatan. 
b. Arus petlr sambaran tak langsun11. 
c. Noise aklbat harmonlsa atou oenvebab Jalnnva (untuk keada,:111 yan11 t~rtentu dan eana khususl. 

z. Konsep tftlk pembuml1n (grounding) dan penyamaan te11n1an (equlpatwntlal bonding) terkalt den11an te1an11n sentuh den 
te11an•an lan,rkah. 

e. Sl1t1m Pen1 n•kal Petfr : 
1. Ur1lan DenlelaHn tentan• konse" oro11ksl oetlr vana dltu1ok1n. 
2, Penetaoa n oroteksl samb1r1n lanesunR & tldak lan,rsunir, 
3. Jenrs ttknoloal vana dlolllh. 
4. Alasan dari Demflfhan teknolo•I van~ dlmaksud. 

2. L1mplran Perhltunean A. Slstem Catu Dava llstrlk : 
1, Perhltunaan kebutuh•n d1y1 !lstrlk di ban11unan seduna mellputl : 

a. Beban normal. 
b. Babin 111n11111n. 
C, Beban keadaan darurat. 

2. Noraca oen11un11n d1v1 & 1n1 llsl1 dan narh ltunHn Faktor Davi, 
3, Penentuan kapultu sumber d1ya mellputl : 

a. Sumber daya llstrlk utama. 
b. Sumber daya llstrlk c1dangan. 
c. Sumber dava llstrlk dalam keadaan daru rat. 



- 98 - 

No. Bldang Dokumen yang dlajukan Kelengkapan Isl dokumen 

1 2 3 4 

4. Anallsls dan perhltunsan pen1hantaran Hstrlk pada lnstalasl sumber daya, mellputl : 
a. Perhltun1an suwt te11an11an. 
b. Perhltun1an untuk penentuon ukuran pen1hantar. 
c. Perhltumran arus hubun.11 sln.11kat, 

s. Be ban makslmum di setl1" aeralaUn ri1mutus dava (sis! TM dan TRl, 
6. Kem1m1>uan hantar arus konduktor dan rienetapan ukuran diameter kabel lslsl TM dan TRI. 
7. Kemamcuan hntar arus dan Deneta~an ukuran DenamDan.11 Busbar fslsl TM den TRI. 
8. Arus hubun11 sln11kat tasa h tasa dan fHa ka tanah. 

B. Slstem Pencahavaan: 
1. Jumlah tltlk lameu a·er ruanaan sesual denaan krlterla kuat D&neranQan di ruan11an tersabut. 
2. Jumlah hbutuhan "•"""Unaan dava untuk kebutuhan Dencahavaan. 
3. Kekuatan batere untuk r>encahavaan darurat. 

c, Slstem Pembumlan : 
1, Tahanan Dembumlan vana dlaerlukan untuk 1>en111man terhadaa te.11an.11an sentuh dan te.11an111n lanakah, 
2. Perhltunsan Juml•h tltlk pembuml1n & ukuran pen1hantar untuk penyalunn arus 1an11uan pada I nstalasl peral1Un TM & 

lnstalul Der1l1t1n TR, 
3. Perhltum1an untuk r,enentu1n ukuran nen•h1ntar & tltlk cembuml1n untuk ceralatan khusus. 
4. Perhltun•an untuk r,enentuan ukur1n Pen•hantar untuk Denvamun teHnnn f~au/aottntlal l:Jondlnal antar bad1n neralatan. 

D. Slstem Penanokal Petlr : 
1. Penentuan Probabllltas arus Petlr, 
2. Penetaaan Manalaman Reslko dan cenetacan konsec Ll1htnln1 Protection Zone ILPZI darl adanva bahava Detlr, 
3. Perhltun.111n arus aanuuan r>etlr & r>enentuan lumlah tltlk Dembumlan. 
4. Pen1tanan ukuun s.· 1,n1s h1ntaran <>envalur Dltlr. 

3. G1mbu-G1mbar Perenc1naan 1, Daft.r Gambar, 
2. Daftar slmbol & slnokltan. 
A, Slstem Clltu Dava llstrlk: 

1. Dla.11ram Slstem Sumber Davi Ustrlk mencaku D Te11an111n Manenuh dan T~oanoan Rendah. 
2, Riser Oluram Slstem Dlstrlbusl Dava Ustrlk di ban11un.in ll!eduna. 
3. Gambar tapak yan11 menunJukkan posisl Gardu PLN, Jalur Kabel, poslsl Powtr HouH untuk Tegan11an Menen1ah & Tega n,an 

Rendah. 
4. Gambar Donah Penv1dlaan Dava Llstrlk di setlac lantal funtuk lanuil tlolkal cukuo 1 denahl, 
s. G1mbar Tabel Beban PHB untuk dava dan r>ener1n111n. 

a. Slstem Pencah1n1nn : 
1, Den1h/Tatl Letak Lampu·lampu di setlap lant,1, termasuk lndlkHI tltlk•tltlk lampu Peneran1an Darurat den Jalur evakuasl keadaan 

darur1t (untuk lantal tlplk1I cukuD 1 denah), 
2, Dlaaram lnsulasl Pencahavaan & Pencahavaan Oarurat luntuk lantal tlr,lkal cukur, 1 denahl. 

c. Slstem Pembumlan : 
1. Olaoram Slstem Pembumlan. 
2, Gambar taaak 11ana menunlukkan tltlk·tltlk Dambumlan. 
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3. Detall Pambumlan. 
D. Slstem PenanQkal Petlr : 

1. DlaQram Slstem PenanQkal Petlr. 
2. Gambar lnstalasl PenanQkal Petlr untuk men lelaskan lalur eenshantar menulu tltl k oembumlan. 
3 • Detail Penanikao, Tltlk Pembumlan dan Penemoatan kabal oenQhantar. 

.. 

6, SISTEM USTRIK LINGKUP PEMERIKSAAN 
ARUSLEMAH 1. Slstem Deteksl dan Alarm Kebalcaran 1. Pusat kentrel darl Slstem Deteksl dan Alarm Kebakaran. 
kDde:lAl 2. lnstalasl Slstem deteksl dan Alarm Kebakaran. 

3. Peranan Slstem Ceteksl dan Alarm Kebakaran dalam keadaan darurat. 
2. Slstem Tata Suara 1. Pusat kontrol darl Slstem Tata Suara. 

2. Slstem dlstrlbusl suara. 
3. Slstem tata suara dalam hadun darurat. 

3. Slstem Telepon 1. Slstem PABX yang d lgunakan (bl/a ada). 
2. Slstem dlstrlbusl saluran ke pesawattelepon. 
3, Slstem teloon nlrkabal blla ada. 

4. Slstem CCTV dan Security 1, Pusat kontrot dart Sistem CCiV dan Sekurttl. 
2. Slstem Kamara dan Deteksl Sekurltl dan lnstalaslnya. 
3. Peranan Slstem CCTV dalam keachan d1rurat. 

s. Slstem Bulldln1 Automation 1. Pusat kontrol BAS, 
2. Tltlk-tltlk monitor dan kandall BAS. 
3. Peranan Slstem BAS dalam keadaen darurat 

PERATURAN STANDARD I TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR I BAHAN BACAAN 
1. Peraturan ya na harus dltaatl 1. Unda n2-undan11 Reo. Indonesia No. 2S th. 2002 Tentan11 Ban2una n Gedun2. 

2. Peraturan Menterl PU No, 26/PRT /M/2008 th. 2008 Tentan1 Persya ratan Teknls Slstem Proteksl Kebakaran Pad a Bangu nan Gedung dan 
Lln11kun11an. 

3. Penturan Daer;ih Kotil Bandun11 No. S th, 2010 t1nt1nR B1nrunan GedunA, 
4. Penturan Wallkota B;indun11 tent1n11 Ban11unan Gedun11 ( srdana datam Ol'O$es penyusunan 1. 
5, Peraturan Wallkota Bandun11 tentan11 Gedun~ Hllau r sedana dalam oroses oenvusunan ). 
6. Peraturan earundanean tentan11 Telekomnlkasl. 
1. Re2ulasfiKetentuan van11 berkenaan denun Unit Pemadam Kebakaran Bandung dan TELKOM. 

2. Stllndar yang menJadl acuan tata eara 1. SNl 03-3985 Tentana Tata Cara Perenca naan, Pemasan11a n, PenguJlan Slstem Deteksl dan Alarm Kebakaran untuk pencegahan bahayi, 
psrancanaan keba kara n oada ban11unan geduniz. 

C;itatan: Penggunaari st1ndar asln2 hanva dloerbolahkan bllamana Standar Nasional Indonesia belum mencakua hal-hal tersebut. 

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERfNCANAAN YANG DIAJUICAN UNTUK DIPERIKSA TABG 
1. Leporan l(rlterla Perencanaan A. Peraturan Standar da n Uteratur sebaul cern.,..tsan bahwa nerencanaan menRlkutl ketentuan te rsebut. 

B. Slstem Oeteksl dan Alarm Kebakaran, 
1. Ura Ian tent ans dasar pemlll han slstem, antara lain : Pemlllhn slstem deteksl (konvenslonal atau addressable), Pemlllhan Jenls 

a fat deteksl (detaksl asap, temperatur a tau laju kenalkan temperatur), Penentuan a lat panggll manual, Penentuan Jenls Alarm 
Audio dan Visual te rmasuk nenlelasan tentana sumber dava untuk ce ralatan. 

2. Dasar perhltungan dan asumsl·asumsl yang dlper11unakan, antara lain Jarak antar tltlk deteksl, luas zona alarm kebakaran, 
cenentuan kuat slnval audlbel dan visual, Kacasltas catu dava dan Derkabelan. 
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3. Detail Pembumlan. 
D, Slstem Penan•kal Petlr : 

1. Ola•ram Slstem Penan•kal Petlr. 
2. Gambar lnstalasl Penan•kal Petlr untuk menielaskan Jalur oenahanur menuJu tltlk oembumlan. 
3. Oetall Pen1m•kaD. Tltlk Pembumlan dan Penemoat.in kabel oen~h1ntar. 

6. SISTEM USTRIK LINGl<UP PEMERIKSAAN 
ARUSLEMAH 1. Slstem Oeteksl dan Alum Kebakaran 1. Pu sat kontrol darl Slstem Dettksl da n Alarm Kebakaran. 
kode: LAL 2, lnstalasl Slstem deteksl dan Alarm Kebakaran. 

3. Pera nan S!Jtem Det•ksl da n Alarm Kebakaran dalam keadaan darurat. 
2. Slstem Tata Suera 1, Pusat kontrol dul Sistem Tata Suara. 

2. Slstem dlstrlbusl suara. 
3. Slstem tat• suara dalam keadaan darurat. 

3. Slstem Telepon 1. Slstem PABX yang dlgunakan (bJ/a ada), 
2. Slstem dlstrlbusl saluran ke pesawat telepon. 
3. Slstem te1Don nlrhbel blla ada. 

4. Slstem CCTV dan Security 1. Pusatkontrol darl SI stem CCTV da n Sekurltl. 
2. Slstem Kam era dan Deteksl Sekurltl dan lnstalaslnya, 
3. Peranan Slstem CCTV dalam keadaan d1rurat. 

s. Slstem Bulldln1 Automation 1. Pusat kontrol BAS. 
2. Tltlk·tltfk monitor dan kend11l BAS. 
3. Peranan Slstem BAS dalam kead;ian darurat. 

PERATURAN, STANDARD /TATA CARAPERENCANAAN & UTERATUR I BAHAN BACAAN 
1. Per1turan yan1 harus dltaatl 1, Undan1,unda n11 Reo. lndoMsla No. 28th. 2002 Tentan• BanRUnan Gedun11. 

2. Peraturan Menterl PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentang Persyarat1nTeknls Slstam Proteksl Kebakaran Pada Ban11unan Gedung dan 
Llnakun1an. 

3. Peraturan Daerah Kot, B1ndun1 No. S th. 2010 tent.in1t Ban11unan Gedun1. 
4. Per1turan Wa11koti Banduna tentana Ban .. unan Gedun11 t sedana dalam aros,s otnvusunan 1, 
5. Peraturan Wallkota Banduns tentan11 Gedun• Hifau r sedana dalam oroses oenvusunan I. 
6. Peraturan oerundanHn tentana Telekomnlkasl. 
7. Reaulasl/Ketentuanvan11 berkenaan denaan Unit Pemadam Kebakaran din TELKOM. 

2, Standar yang menJadl acuan tata can 1. SNI 03·3985 Te nuns Tata Cira Perencan•an, Pemasa ngan, Pengujlan Slstem Deteksl dan Alarm Kebakaran untuk pence1ahan b1haya 
perencanaan kebakaran nada bansunan aedu na. 

Catatan: PenJUtunaan standar asln" han"" dlDerbolehkan bllamana Standu Nulonal Indonesia belum mencakuo hal-hal tersebut. 

KELENGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUl<AN UNTUK DIPERIKSA TABG 
1, l1por1n Krlterla Parencanaan A. Peraturan Standar dan Utentur sabaul oernvataan bahwa perencanaan mon1lkutl ketentu,n tersebut. 

8. Slstem Oeteksl da n Alarm Kebakaran : 
1. Uralan tentang duar pemlllhan slstem, ante ra lain : Pemlllhan slstem deteksl (konvenslonal a tau addressable), Pemlllhan Jen ls 

alat deteksl (deteksl asap, temperatur atau lafu kenalkan temperatur), Penentuan alat pangglJ manual, Panentuan Jenls Alarm 
Audio dan Visual termasuk Denlelasan tentan1 sumber daya untuk pera11tan. 

2. Dasar perhltun1an da n asumsl-asumsl yan11 dlpergunakan, antara lain Juak antar tltlk deteksl, luas zona alarm kebakaran, 
Denentuan kuat slnval audlbel dan visual, Kapasltas catu da\lll dan oerkabelan. 
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3. Ura Ian cara kerja slstem, mellputl pen)elasa n tentang bagian-baglan yang bekerJa secara manual dan otomatls termasuk lntearast 
dangan slstem-slstem lalnnya antara laln : 
a. Slnyal ke Pos PK terdekat. 
b. Aktlvasl Fan Penekan Saf PK. 
c. Aktlvasl Slstem Ouurat Kebakilran Slstem Elevator. 
d. Aktlvasl Sistem Tata Udara dan Ventllasl darurat kebak1ran. 
Q, Konsep pemadaman ca111 Daya Llstrlk ketlka terJadi kebakara n. 
f. Bila 11edun11 dllengkapl dangan slstem security (sepertl Access Control System dan CCTV System) harus dluralkan 

keterkalt.innya den11an fun11sl slstem security serta tltlk·tltlk deteksl yan11 dlmcnltcr cleh sistam security. 
I· l!lla dlpasan11 BAS (Bui/ding Automation Symm) huus dlu ralkan funasl slstem date ks I yang dlmonltor a tau dlkendallkan eleh 

BAS. 
h. Konsec komunlkasl Voice wn• diterackan ketlka terladl kebakaran. 

4. Jenls kabel dan oaralatan van,r dioerRunakan. 

c. Slstem Tata Suara : 
1. Uralan penJelasan slstam vanQ dloannQ mallputl Public Address Svstem Cilr CilU dan Tata Suara Khusus. 
2. Uralan cara ker/a Sls1em Tata Suara d1lam kudun ooarasl normal mauoun keadaan darurill kebakaran. 
3. Oaur oemlll han & oenentuan lenls·fenls Soea ker van,r dloasan,r. 

o. Slstem Telaoon : 
1. Ural1n Denlelas1n slstem komunlkasl teleoon vanQ dlteraokan. 
2. Uraian cara karJa Slstem TeleDOn da!am keadaan ocarasl normal maucun darurat kebakaran. 
3. Asumsf,asumsl untukdl2unakan dalam oerhltunJZan. 
4. Jenls-Jenls telecon extension van2 akan dlcasan1t. 
5. FunQsl-funul tilmb.han (features) vanQ dlsedlakan di PABX. 
6. Ura Ian tentan11 slstem telekomunlkasl nlrk1bel van,r dlsedlakan lb/1(1 CJdQ'l. 

E. Slstem Closed Circuit Televfslon ICCTVl & Sacurrtv: 
1. Ura Ian panJelasan slstam CCTV dan Sekurltl yan11 dlrenco1ukan balk dalem keadann operas! normal maupun operas! saat terJadl 

kebakaran. 
2. Uraian panJalasan ruangan-ruanltan van" dllenJ1k1ol denllan kamara CCTV dan detektor sekurltl. 
3. Janis-Janis kamara dan detektcr yang dl11u nakan sesual fungsl clan Jen ls ruan11nva. 
4. Penetaoan Video Analvtlc van2 dlteraokan dalam oerekaman data melalul slstem CCTV 
s. Pen eta pan teknlk kom presl, teknlk perekaman dan dasar penetapan lama perekaman data yang direncanakan untuk dasar 

oerhltun.,an kaoasltas Video Storae. 

F. Slstem BUILDING AUTOMATION IBASl: 
1. Ural1n oenlelasan slstem otomasl van" akan dlter•oken dl ,redun,r lnl. 
2. Uralan tentan,r orotokcl kcmunlkasl lntam slstam BAS dan komunlkasl den,zan slstem-slstem lalnnva. 
3. Ur111n kerja BAS mencakup hubun11annva denran slstem·slstem lalnnva, temasuk hlararkl darl BAS dalam hal lntearasl den11an 

slstam•slstem lain y1n11 tarhubun11 denran BAS, balk dalam keadean normal maupun dalam keadaan c:larurat, teruuma slstam 
Catu Cava Llstrlk. Slstem PK, Slstem VAC dan Slstem Transportasl Vertlkal. 

2. lamplran Perhltunnn A. Slstem Deteksl dan Alarm Kebakaran : 
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1. Penentuan lwis tona detabl/looo. 
2. l<.ioaslus catu diva dan oenakabelan. 
3. Penentuan kuat suara 1lnu1I alum. 
4. Penem.,atan "anal utama dan "anel ""mbantu serta letak ru1n11 Pusat Kendall Kebakaran fFCC). 

B. Slstem Tata Suara : 
1. Anallsls Penentu1n Noise Level ruan11an, Kuat Su1ra & Dava soeahr dan Dlstrlbu1I Suara. 
2. Perhltun11an kebutuhan Oava Amollfler di sentral tata suara. 
3. Perhltun111n kaoasltas catu dav1 Kebutuh1n b1teral ba ekue dan oanaklbelan. 

c. S!stem Tal,.,on : 
1. An;olls!s trofflctelekomunlkasl dan "erhltunoan lumlah sambun11an TELKOM. 
2. Perhltunaan lumlah extension clan kl"Hltas sentral teltoon van11 dloetlukan. 

o. Slstem Oosed Circuit Television rccrv1 & Securln1: 
1. Peneta.,an fokus .,,r l11nsa vana dl.,lllh. 
2. P1rhltun111n Jumlah kamera yan1 dlparlukan dllen11kapl denaan pen1tapan Field ofVlow dan Depth of Field darl kam1ta yana 

d IDlllh serta ku1t oener1 naan minimal darl obuek/aru van11 dloantau. 
3. Perhltun111n kl"Hltas sll!em ,.,,nulm.,anan data sesual teknlk komorasl dan tiknlk oerahmanv1n11 dlt•t1ckan. 

e. Slstem SUILOING AUTOMATION IBASl: 
1. Perhltunoan k•butuhan basar1n lca"asltas .,..,alatan catu dava. bater! & carkabelan BAS. 
2. Perhitunoa n ltabell lumlah tltlk monitor dan tllik kc>nttol dart BAS. 

3, G1mbar-G1mbar Perencanaan 1. Daftar G1mbar. 
2. Oaftar slmbo1 & sln•katan. 
A. Sl1tem Detek11 dan Alum Keb1karan : 

1. Dluram skamatlk d1n Riser Oluram slstem deteksl kebalcaran term11uk slstem c1solcan dava llstrlk sen1 aen11am1nnv1. 
2. Gambar upak banaunan untuk m•nJelukan lnte11rasl den11an slstem·sl1t1m lain yang berkaltan dan menunukkan poslsl/lolcasl 

Ruano Kendall Kebakaran fFCC: Fh O,mmcmd Control) dan lokasl Ruan; Pu11t Peralatan Utama Slstem Oeteksl Alum Kebakuan. 
3. Gambar tata latak tl!lk deteksJ dan alum tlaD lantal funtuk lantal tlclka1 eukue satu oambar\, 
4. Gambar Denokawatan Twir/na dlaaromT Daralatan sentral deteksl & alarm kebakaran 
5. Gambar tata fatak Dane! Danoendall utama dan Dane! bantu serta lokasl elektrode Dembumlannva. 

a. Slstem Teti Suani : 
1. Olaoram Slstem Tata Suara dan Riser OJ1aram slstem Tata Suua. 
2. Gambar taoak banaunan untuk menlelaskan hubunun denoan lnstalul 1alnnva van• berkaltan. 
3. Gambar tata letak tltlk Soukir tla" lantal luntuk lantal tlolkal cukuo Situ umbarl. 
4. Gambar penjkawaun (wiring diagram) peralatan stntral Tatll S1m1 dan panel bantu (terminal box) saba1al sarana anur mulal 

Sentra!Tata Suara denaan tltlk Scaakar. 
c. Slstem Tol,-n : 

1. Dlaaram Slstem Tele.,on dan Riser Olaaram slstem Telecon. 
2. Gambar laDak banaunan untuk m1n!elaskan hubunnn den111n lnst•lasi lalnnva van,z berkaitan. 
3. Gambar tata letak tltlk Tele.,on tia" lantal luntuk lantal tlollcal cukua s:nu izambarl. 
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4. Ga mbar pengkawatan (wiring diagram I pllralatan sentral Telepon da n panel bantu (terminal boxl sebaial nrana antar muka 
Sentral Telepon dengan titlk telepon. 

o. Slstem Closed Circuit Television ICCTVl & Securltv: 
1. Ola11ram Slstem CCTV & Sekurltl van11 mencantumkan Janis tloe kaoasltas berlkut konfl11urasl van11 dlteraokan. 
2. Gambar ta oak banitunan untuk manlelaskan hubunaen den111n lnstalasl lalnnva van11 berkaltan. 
3. Gilmbar tata letak kamara dan datektor tlu, lantal luntuk lantal tlolkal eukce satu 11ambarl. 

e. Slstem BUILDING AUTOMATION reAsl: 
1. Ol111ram BAS dan Riser Ola11ram BAS yan11 mencantumka n Jumlah tltlk·tltlk kontrol, monitor dan alum berl kut konfl11urasl BAS 

master control van; dlterapkan. 
2. Gambar tata letak tltlk·tltlk monitor dan kontrol BAS tlap lantal (untuk !anti l tlDlka I cukuD satu aambarl. 

6. SISTEM GAS MEOIK LINGKUP PEMERIKSAAN - - -· 
DAN GAS BAl<Aft 1. lnstalasl Gas Medis 1. Slstem Gas Oksl11en 
kode:GAS 2. Slstem Gas Nitrous Oxvde N20 

3. Slstem Vacuum/Suctlon 
4. Slstem Gas lalnnva 

2. lnstalul Gas Bakar 1. Slstem GaJ Kota (CNG·Com,DN!utd natural gas) 
2. Slstem G.s EIDIII tLPG·Uauefled Detraleum aas) 

PERATURAN STANDARD I TATA CARA PERENCANAAN & LITERATUR I BAHAN BACAAN - 
1. Paraturan vanlil harus dltaatl 1. Unda n1>·undan1> Rec. Indonesia No. 28 th. 2002 Tentan11 Ba n11unan Gadune. 

2. Peraturan Menter! PU Na. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentlnlil Parsyaratan Teknls Slstem Proteksl Kebakaran Pada Ban11unan Gedun11 dan 
Un11kun1>an. 

3. Peraturan Oaerah Kota Bandun; No. 5th. 2010 tentan11 B.ln1>unan Geduna. 
4. Peraturan Wallkota Bandunit tantanit Baneunan Gedun1> I sedana dalam oroses Mnvusunon l. 
5. Reitulasl/Ketentuan van1> berkenaan den1>an Unit Pemadam Kebakaran Bandun1>. PN Gas dan Oeonaker. 

2. Sta ndar yan1 menJadl aeuan tata car a 1. SNI 16·&357·2000 Draft Pedoman Taknls Sis tam Gu Medlk dan Vakum Medlk Ru mah Sak It. 
perenc1nun 2. PN GIS: Patunluk lnstalasl Pica Gas di I ndustrt dan Kcmarsll. 

Catatan: Pan11euna1 n standar ulna ha nva dloerbofehk,n bll1mana Stan du Nulonal Indonesia belum rnoncaku P hal,hal tarsebut. 

KEUiNGKAPAN TEKNIS DOKUMEN PERENCANAAN YANG DIAJUKAN UNTUK DIPERIKSA TABG 
1. laporan Krlterla Parencanaan dan perhltun11an A. Peraturan, Standar dan llteratur sebual carnvataan bahwa cerencanaan men11lkut1 ketentuan tersebut. 

teknlk. B. Slstem GAS MEOIK 
1. Slstem Denvsdlaan 11;,, uraian penlelasan eara kerla dan lnstalaslnva. 
2. Uralan penjelasan slstem pangamanan ruang penylmpanan 11as terhadap bahaya kebakaran d1n/atau ledakan mallputl Slstem 

Pen11amanan Paslf dan Slstem Pen11amanan Aktif. 
3. Krtterla takanan tankl i:,envlmi:,an/tabun11, tekanan dlstribusl dan tekanan di Point cf Use. 
4. Perhltun111n kebutuhan aas. 
s. Bah1n p(ga dlstrlbusl dan uralan slstem lnstalaslnva termasuk matoda i:,envambun~an o(oa. 
6. Perhltun11an kehll 1ngan tekanan oada tltlk terJauh. 
7. Perhltunaan la Ju i:,en;uacan ,a Iran dalam tank! 11as terhadap kebutuha n 11as di point of use. 

c. Slstem GAS BAKAR 
1. Sistem oenvedlaan 1>as uraian oenielasan Cll ra kerla dan lnstalaslnva. 
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2. Ura Ian ""nleluan slstem lanaaanan dan oenem catan meter·meter aas lb/la menaaunak,:,n aas kotol. 
3. Ura Ian penJelasan slstem peniamanan ruane penyimpan.,n 11u terhadap bahaya kebakaran dan/atau Jedakan mellputl Slstem 

Pengamanan Pas If dan Slstem Pen11eman1 n Alctlf. 
4. Krlterla tekanan tankl i,envlm11an/t1bun11, tekanan dlstrlbusl dan tekanan di Point of Use. 
s. Perhltun11a n k1butuh1n 1111. 
6. Bahan 111111 dlstrlbusl din uralan sl1t1m lnst1Jasln111 termasuk metoda oenvambunun elea, 
7. Parhltunaa n kehllan11an tekan1n Dada tltlk terlauh. 
e. Perhltunaan lalu oenauaaan c;,lran dalam tankl aas terhadao kebutuhan 1ru di aolnt of use. 

2, Gamba r·Gambar Porencanaan 1. Oaftar Ga mbar. 
2. Daftar Slmbol/Slnaht1n. 
A. Slstem GAS MEDIK. 

1. Dlaaram Slstem Penvedlaan din Dlstrlbusl 1111. 
2. Gambar tai,ak van11 menunluldca n lokasl ruana 1tas dan falur ak$es pen;lslan ta nkl ;as d1n/1t1 u penaaantlan botol aas. 
3. Gambar denah i,emhlnn dlstrlbusl 11as dalam 11edun11 (untuk lantal tlplkal eukue 11tu denahl. 
4. Gambar denah ruan11 slmpan 11as. 
5. Gambar·11ambar lsometrl dan lalnnva. 
6. Gambar detail slst•m Jnstalasl m1nlfoldlna atau slstem Bulk Sotru• Tank ft•raantuna mana vans d/a1.mokori!. 
7. Gamber d1tall Point of Use. 
e. G1mbar Slstam D1teksl da n Alarm kebeeeran dan SI stem Pen11am1n1nnva. 
9. Detail tlolkal oemu1 n1ran DIDI 1111. 

B. Slstem GAS BAKAR. 
1. Dlaaram Slstam Penvedlaan dan Dlstrlbusl zas. 
2. Gambar tapak van11 menunluldcan Jokasl ruan; ras dan lalu r ak$es penalslan tan kl us dan/atau oen11untlan botol 11as. 
3. Gambar denah pemhlaan dlstrlbul aas dalam aeduna funtuk lantal tlolkal eukue satu danahl. 
4. Gambar danah ruan11 slmoan aas. 
s. Gambar-aambar lsomatrl dan lalnnva. 
6. G1mbar detail slstem lmtalasl ma nlfoldlna ata u slstem Bulk Sotraae Tank ft•raantuna mana vana dlaunakan). 
7. Gambar detail Point of Use. - 
8. Gambar Slstam Dataksl dan Alarm kebocoran dan Slstem Pan111manannva. 
9. D1t1il tlolkal nemasanaan o!na HS. 

6. StSTEM2 LAlNNYA . UNGKUP PEMERIKSAAN .• 
kode: MEP 1, Slstem Gensat 1. Sis! Mekanlkal. 

2. Slsl Elaktrlkal. 
3, Allnn Udara Intake dan Exhaust untuk Vantllasl, l\adlator da n Pernapuan Me sin. 
4. Pered1man Suara Ru1n1 Genset, 
s. Slstem Penyedlaan Mlnvak Baku .. 

2. Slstem Boller (bl/a ada) 1. Slstam Boller dan Kelen1kapan lnstalaslnya al. Flue Gas Chimney, Safety Valve, dll, 
2. Slstem Penvedlaan Mlnyak Bakar. 

PERATURAN STANDARD I TATA CARA PERENCANAAN & UltRATUR / BAHAN BACAAN 
1. Peraturan van; harus ditaatl 1. Undan11-undan; Rep. Indonesia No.28th. 2002 Tentana Ban&unan Gedun•. 
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2. Peraturan Menterl PU No. 26/PRT/M/2008 th. 2008 Tentani Persyaratan Teknls Slstem Proteksl Kebakaran Pada Baniunan Gedune dan 
Unakunaan. 

3. Peraturan Daerah Kola Bandun1 No.5th. 2010 tentana Banaunan Geduna. 
4. Peraluran Wallkota Ban du na t11ntan1 Banaunan Geduna r udanf1 dalam ,,,ons i,i,nvusunan I. 
5. Reaulasl/Ketentuan van1 berkenun denran Unit Pemadam kebak1ran Banduna. PERTAMINA dan Oeonaker. 

2. Sta ndar y.ini menjadl aeuan tata cara 1. SNI 04-0255 Persvaratan Umum lnstal.isl llstrlk IPUILI. 
perencanaan 2. Pedoman Tankl Bahan Bakar unluk Generator Oarurat dan Boller. 

Catalan: Penaaunaan standar asfna hanva dloerbolehkan bllamana Standar Naslona1 lndonesla belum mencakuo hal·hal tersebut. 

KELI! NGKAPAN TEKNJS OOKUMEN PERENCANAAN VANG DIAJUKAN UNTUK DI PERIKSA TABG 
1, laporan Krlterla Perencanaa n A. Slstem GENSET 

1. Uralan oenlelasan slstem Gensel kaoasltas karakterlsllk oembebanan ratlna dan kaoasltas Gensel. 
2. Ura Ian pen elasan slstem vantllasl d1 n slstem exhaust vani, dlteraokan Dada saat non·ooorasl sut oo erasl mauoun aasca ooerasl. 
3. Uralan pen elasan konseD Denaendallan keblsini,an dan i,etaran 11ani, dlteraokln. 
4. Uralan oen e!asan konsaD oenaandilllan llmbah dan dralnase dalam ruan11 aensel. 
s. Uralan oen a!asan konHD oenceaahan kebakaran. 
6. Ura Ian penjalasan sl,t11m catu daya I lstrlk sf stem aenset ma!lputl pen)elan n Pa ralellna & Synchronlzlnll 11enset, Automatic Startlni, 

Automatic Load Transfer dll. 
7. Uralan Denlt~san konfl11urasl slstem Droleksl dan slstem supervlsl & monltorln II van11 dlrencanaka n, 

B. Slstem BOILER 
1. Uralan oen a!asan slstem Boller kaoasltas kar:ihrlstlk dan lenls bahan bakarvan11 dlpllfh. 
2. Uralan oen elasan slstem vantl!esl dan slstem exhaust van11 dlteraolcan. 
3. Ur;,lan oen elasan konfl11Urasl slstem dlstrlbusl air aanas dlstr!busl uao (untuk lenls kete! uae), 
4. Uralan oen elasan konseo oenaendallan keblslnJran dan aetaran vanJrdltuapkan. 
5. Uralan aen elasan konsep oen1tndallan llmbah dan dnlnase da1am ruana Boller. 
6. Uralan can elasan konseo oence111han kebakaran. 
7. Uralan can el.asan konfl1urasl slstam protaksl dan slstem suaervlsl & monltorlnll vamr dlrencanakan. 

2. Lamplran Perhltunaan A. Slstam GENSET 
1. Slsl Mekanlkal: 

ii, Anallsls karakterlstl k oem bebanan dan oerhltu naan oenentuan R.itln11 Sista m Gen set. 
b. Perhltunnn konsumsl bahan bakar dan penantuan hoasltas tankl·tankl bahan bakar. 

2. Slsl Elektrlkal : 
a. Analisa arus hubun11 sln11kat untuk 111n111uan fasa• fasa atau fasa tanah. 
b. Pemlllhan sattln1 koordlnasl dalam slstam orataksl vanR dltuaokan. 

!!. Slstem BOILER 
1. Anallsls karakterlstlk pembeb1nan dan 011rhl1un1.in 01nentuan Ratln11 Slstem Baller. 
2. Perhltunnn konsumsl bahan baklr dan oenentuan kaaasltas t1nkl·tankl bahan b1kar. 

3. Gambar-<iambar Perenc:.inaan 1. Daftar Gambar. 
2. Daftar Slmbol/Slnakatan. 
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A. Slstem GENSET 
1. Tata Letak Slstem Gensel dan Slstem Kontrol Operasl Otomatls dan Oava. 
2. G•mbar slstem Derada man suara Dada ruanll Renset. 
3. Gambar Hluran udara cendln11ln radiator dan datall saluran 1111 buanll dan ceredam suaranva. 
4. Gamb;ar lnstalasl tan kl bah an bakil r harlan dan minllllUan. 
s. Gambar slstem dudukan peredam getaran mesln 11enset. 
6. Gambar slstem i,enan11a nan llmbah clan dralnase dalam ruan11 Genset. 
7. Gambar dla11ram Panel·Panel Kontrol dan Panel Ustrlk slstam Gensel. 
8. Gambar dla11ram Slstem Sucervlsl/ mon!torlnll Genset. 

s. Slstem 801 LER 
1. Tata Letak Slsttm Boller dan Slstem Kontrol Ocerul. 
2. Gambar Slstem saluran udara/ventllasl dan saluran 11as buan11. 
3. Ga mbar Slstem bah an bakar harlan dan mlnlllluan. 
4. Ga mbar Blow Down Pit. 
s. Ga mb,r dluram lnstalasl tan kl dan oemloaa n air dln11ln, air oanas dlstrlbusl uao di ruan11 Boller. 

HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN PERENCANAAN UTIUTAS BANGUNAN 
Berdasarkan hasll pemeriksaan kelengkapan dckumen, dengan inl dinyatakan bahwa dokumen perencanaan dan perancangan bangunan di atas dinyatakan Choose on ttem., untuk selan)utnya 
TIDAK DAPAT dllanjutkan persetujuan dokumen rencana teknls o1eh Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota. 

~ - -----·-- -_-- - - ·-· ---·_ ·- ------··-· ..•.. --· ---- ·-·-·--· ·-:_ --·- _---_ -- __ -·-- -·· - .. ·----·· ·-··------· '] 
Demiklan pemeriksaan dokumen !nl dllakukan dengan penuh tanggung Jawab dan profeslonal, 

20 . 
Sekretarlat, 
Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten/Kota . 
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Bagian-J 

FORMAT JADWAL SIDANG TABG 

JADWAL SIDANG TABG KABUPATEN/ KOTA .. 

B41'1GD1'AII GRDUJIIO WAKTV PBt.AKSAII.U. BIDAIIG TIM AHLI BAl'IOIJl'IAII GIWUJl'O CATATM 
TAlVPA 

501110R Pl!.REIICUA UR SUR UR SUR 'Ul'IBUR CATATAH PERBAJKA!f 
KO PDl>An'- KOKIITRIJ1'Sl HAlU./ POPR/11' ASOSJ lJl'l'StJR IIASYARAKA.T PltRBAIK ICeDtaoc 

FUl(QSI KI.ASlFIKASI Jl1ML4H TA!IGGAL JAM SD>Al'l'O STA!IBI ASI RROURtJAR .AIJ1.I/ Ali apald1'l tldall 
LABTAI I TAB1Jl'i BIDAl'lO KE Tll:KlllS PROF TJNGCH MASY'ARAKAT ada 

TERKAIT ESI ADAT pe.1,.n-.1 
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Bagian-K 

FORMAT SANKS! TEGURAN BAGI ANGGOTA TABG 

KOPSURAT 

KEP11TUSAN KEPALA DINAS PUPR 
KABUPATEN /KOTA. ...•..•................... 

lfc,111c,r ··~~·~································· 
DENGAN RAHMAT TOBAN YANG MARA ESA 

KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN/ KOTA .. 

Membaca 

Menimbang 

1. Laporan dari tanggal ten tang pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh Sdr T ABG 
Ahli tanggal ; 

2. Hasil pemeriksaan tanggal ; 

a. Bahwa menurut basil pemeriksaan tersebut, Sdr. 
............... sebagai TABG ahli tidak melaksanakan 
tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa 
alasan tertulis yang dapat cliperta.nggungjawabkan; 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 132 ayat 3 Peraturan 
Bupati/ 
W alikota Nomor Tahun · Tentang 
Izin Mendirikan Bangunan, Serti:fikat Laik Fungsi, 
TABG dan Pendataan BG; 

c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan 
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran 
disiplin yang dilakukan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada hurup a, b, dan c perlu menetapkan 
keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin 
teguran secara lisan dalam periode masa 
penugasannya; 



Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Nomor 
26/PR'.r/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim 
Ahli Bangunan Gedung; 

4. Peraturan Daerah Ka bu paten/ Kota .. .. . . .. . . Nomor 
. . . . . . . . . . . . Tahun . . . . . . ten tang Bangunan Gedung 
(Lembaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun 
........ Nomor ; 

7. Peraturan Bupati / Walikota Kabupaten / Kota 
................................... Nomor Tahun . 

tentang Izin Menclirikan Bangunan Gedung, 
Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, 
dan Pendataan Bangunan Gedung. 

MEMUTUSKAN : 

: Menjatuhkan hukuman clisiplin berupa teguran secara 
lisan kepada: 

Nama 

Bidang Keahlian 

Unsur . ................ . 
Jabatan . ............ .. .. . . . .. . . .. . 
Waktu Penugasan . ........... .. . 



l)itetllplcElil cii . 

:E>acla tanggal . 

Kepala Dinas :E>U:E>R 
Ka bu paten/ 

Kota •......•.......... 
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KEl)UA 

KETIGA 

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 
1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat 
ciipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai 
tanggal sampai dengan tanggal telah 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 132 
ayat 3 Peraturan Bupati/ 
Walikota Nomor Tahun Tentang Izin 
Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, TABG dan 
Pendataan BG 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ciitetapkan. 

: Keputusan ini disampaikan kepacla yang bersangkutan untuk 
melak.sanakan sebagaimana mestinya. 

Tembusan: 

1. Bupati/ Walikota . 
2. Kepacla yang bersangkutan 
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Bagian-L 

FORMAT SANKS! PERINGATAN BAGI ANGGOTA TABG 

KOPSURAT 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR 

KABUPATEN /KOTA . 

?fc,111c.,r ··········~···························· 
DENGAN RAHMAT Tt1HAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN/KOTA . 

Membaca 

Menim.bang 

1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran 
disiplin yang dila.kukan oleh Sdr TABG 
Ahli ta.nggal ; 

2. Hasil pemeriksaan tanggal ; 

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. 
............... sebagai TABG ahli tidak melaksanakan 
tugas selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa 
alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 132 ayat 4 Peraturan 
Bupati/ 
\\T~ota N<>mor TElhun Tentang 
Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, 
TABG dan Pendataan BG; 

c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan 
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran 
clisiplin yang clilakukan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim.ana 
dimaksud pada hurup a, b, dan c perlu menetapkan 
keputusan tenta.ng penjatuhan hukuman disiplin 
peringatan secara tulisan dalam periode masa 
penugasannya; 



Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/PR:r/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim 
Ahli Bangunan Gedung; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 
. . .. . .. .. . . . Tahun . . .. .. ten tang Bangunan Gedung 
(Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota . .... .. .. Tahun 
........ Nomor ....... ; 

7. Peraturan Bupati/W alikota Kabupaten/Kota 
................................... N omor Tahun . 
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat 
Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan 
Pendataan Bangunan Gedung. 

MEMUTl)SKAN : 

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa peringatan 
secara tulisan kepada: 

Nam.a . ........ .. . ············· . 
Bidang Keahlian . . . .. . .. . . .. . .. . . . . . . 
Unsur . . .. ············ . 
Jabatan . . .. .. .. . . . . . . . .. . ... 
Waktu Penugasan 



l)itet.Elpkan cii . 

Pi:Lcli:L tanggal . 

Kepala Dinas PUPR 
Kabupaten/ 

Kora . 
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KEl)UA 

KETIGA 

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 
2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai 
tanggal sampai dengan tanggal telah 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 132 
ayat 4 Peraturan Bupati/ 
\\Truilce>t.El l'Je>mor T~un Tentang ~ 
Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, TABG clan 
Pendataan BG 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ciitetapkan. 

: Keputusan ini ciisampaikan kepada yang bersangkutan untuk 
melaksanakan sebagaimana mestinya. 

Tembusan: 

1. Bupati/ \lllalilce>t.El . 
2. Kepada yang bersangk.utan 



Bagian-M 

FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN BAGI ANGGOTA TABG 

DENGAN RABMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN/ KOTA . 

Membaca 

Menimbang 
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KOPSURAT 

KEPUTtJSAN KEPALA DINAS PtJPR 
KABUPATEN/KOTA . 

lfe>111e>r ··························~·~···~······ 

1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh Sdr TABG 
Ahli tanggal ; 

2. Hasil pemeriksaan tanggal ; 

a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sclr. 
............... sebagai TABG ahli tidak melaksanakan 
tugas selama 6 (enam) bulan dan/ atau 3 (tiga) kali 
pertemuan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang 
dapat clipertanggungjawabkan; 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 132 ayat 5 Peraturan 
Bupati/Walikota Nomor Tahun . 
Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik 
Fungsi, TABG dan Pendataan BG; 

c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan 
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran 
disiplin yang dilakukan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pad.a hurup a, b, dan c perlu menetapkan 
keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin 
pemberhentian sebagai anggota TABG dalam periode 
masa penugasannya; 



Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/PR'.r/M/2007 Tahun 2007 t.entang Pedoman Tim 
Ahli Bangunan Gedung; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 
. . .. . . . . . . . . Tahun . . . . . . ten tang Bangunan Gedung 
(Lembaran Daerah Ka bu paten/ Kota . .... .. .. Tahun 
........ Nomor ; 

7. Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota 
.................. , Nomor Tahun . 
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat 
Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan 
Pendataan Bangunan Gedung. 

ME:MUTUSKAN : 

Menjatuhkan hukuman disiplin berupa peringatan 
secara tulisan kepada: 

Nama . ........... .. . .. . 
Bidang Keahlian . . . . . .. . ·············· ······ . 
Unsur . . ··················· . 
Jabatan . ............. . . " . 
Waktu Penugasan . ........ .. . .. . .. . . 

. --------------------------------....:.... 



Ditetapkan di . 

J>ada tan~al . 

Kepala Dinas J>UJ>R 
Kabupaten/ 

Kota . 
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KEDUA 

KETIGA 

Karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 
2 [dua] bulan berturut-turut tanpa alasa.n tertulis yang dapat 
dipertanggungjawabkan, terhitung dari mulai 
tan~al ~pai dengan tanggal te~ 
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 132 
ayat 5 Peraturan 
Bupati/W alikota Nomor Tahun Tentang 
Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, TABG dan 
Pendataan BG 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

: Keputusa.n ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk 
melaksanakan sebagaimana mestinya. 

Tembusa.n: 

1. Bupati/ Walikota . 
2. Kepada yang bersa.ngkutan 
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Bagian-N 

FORMAT SANKSI PEMBERHENTIAN DAN DIKELUARKAN DARI BASIS DATA 
BAGI ANGGOTA TABG 

KOPSURAT 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPR 

~tri-~'l'IS?i/1(()'1'.I\. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lfc,111c,r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DENGAN RAHlVIAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN/ KOTA . 

Membaca 

Menimbang 

1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran 
disiplin yang dilakukan oleh Sdr TABG 
Ahli tanggal ; 

2. Hasil pemeriksaan tanggal ; 

a. Bahwa menurut basil pemeriksaan tersebut, Sdr . 
. . . . . . . . . . . . . . . se bagai T ABG ahli dalam masa 
penugasannya: terbukti menggunakan narkoba, 
terbukti melakukan tindak kriminal, mendapatkan 
hukum dalam putusan pengadilan, melakukan 
malpraktek, dan/ atau melanggar kode etik; 

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran 
terhadap ketentuan Pasal 132 ayat 6 Peraturan 
Bupati./W alikota Nomor Tahun . 
Tentang Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik 
Fungsi, TABG dan Pendataan BG; 

c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan 
hukum disiplin yang setimpal dengan pelanggaran 
disiplin yang dilakukan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pad.a hurup a, b, dan c perlu menetapkan 
keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin 
pemberhenti.an sebagai TABG dan dikeluarkan dari 
basis data ahli bangunan gedung; 



Mengingat 

Menetapkan 

KESATU 
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4532); 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
26/Pfrr/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim 
Ahli Bangunan Gedung; 

4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor 
............ Tahun ten tang Bangunan Gedung 
(Lembaran Daerah Kabupaten/Kota Tahun . 
Nomor ; 

7. Peraturan Bupati/Walikota Kabupaten/Kota 
.................... Nomor Tah.un................. tentang 
Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik 
Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung, dan Pendataan 
Bangunan Gedung. 

MEMUTUSKAN : 

: Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian 
sebagai TABG dan dikeluarkan dari basis data ahli 
bangunan gedung kepada: 

Nama . ........ .. . .. .. . . . . . . .. .. . 
Bidang Keahlian . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . 
Unsur . . . .. . .. .. . . . 
Jabatan 

Waktu Penugasan 

. . . . . . . . .. . . . . . . . . ' . 

Karena yang bersangkutan dalam masa pe~ugasannya 
terbukti menggunakan narkoba, terbukti melakukan tindak 

l 



Ditetapkan di . 

Pada tanggal . 

Kepala Dinas PUPR 
Kabupaten/ 

Kata . 
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KEDUA 

KETIGA 

kriminal, mendapatkan hukum dalam putusan pengadilan, 
melakukan malpraktek, dan/ atau melanggar kode etik, 
clianggap telah melakukan perbuatan yang melanggar 
ketentuan Pasal 132 ayat 5 Peraturan Bupati/ 
\\l'alikota l'lom<>r 'l'ahun .'I'entang ~ 
Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, 'l'ABG dan 
Pendataan BG 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal clitetapkan. 

: Keputusan ini clisampaikan kepada yang bersangkutan untuk 
melaksanakan sebagaimana mestinya. 

'l'embusan: 

1. Bu pati/ \\I' alikota . 
2. Kepada yang bersangkutan 



Bagian- 0 

FORMAT BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG 

TABEL BASIS DATA AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN AHLI BANGUNAN GEDUNG 
Provinsi 
Kabupaten/ Kota : 

Status tanggal 
penaggung jawab : 

NO NAMADAN DATA UNSUR BID ANG 
IJAZAH 

DITETAPKAN STATUS GELAR UMUM • Perguruan KE AH LIAN TERAKHIR SEBAGAI 
AKADEMIS • Tempat Tinggi DAN TABG PENUGASAN PEMBERHENTIAN 

La.hir • Asosiasi PENGALAMAN • Nama SEBAGAI DARITABG 
• Tanggal Profesi KERJA Pergurua • Tanggal TABG • Tanggal n Tinggi La.hir • Masyaraka • Nama • Tanggal • Alasan 
• Alamat t Ahli Lembaga, Ru mah • Masyaraka 

t Adat 
dsb. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CATATAN: * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya 

/"BUPATI BOLAANG M~R, \ 

SE~JAR 


